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RINGKASAN EKSEKUTIF

Uraian Proyek

Pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk mentransformasi perekonomian Indonesia
dengan menggunakan pariwisata sebagai salah satu pendorong pertumbuhan utama.
Pemerintah, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-
2019, telah menetapkan beberapa tujuan untuk meningkatkan peran pariwisata dalam
perekonomian Indonesia. Pada tahun 2017, keseluruhan program Pemerintah Indonesia
untuk pengembangan pariwisata, Program Prioritas Pembangunan Pariwisata Nasional
Indonesia (PPNPPI), bertujuan untuk beralih ke pendekatan pengembangan pariwisata yang
lebih komprehensif dan inklusif. Tujuan pemerintah ini adalah untuk meningkatkan jumlah
wisatawan asing/mancanegara dan dalam negeri/nusantara serta penerimaan devisa,
lapangan pekerjaan, kontribusi terhadap PDB serta daya saing pariwisata. PPNPPI mencakup
enam bidang program: (i) pemasaran dan promosi internasional; (ii) pengembangan daerah
tujuan wisata; (iii) pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan; (iv) keterbukaan
dan akses internasional; (v) hubungan ekonomi lokal; (vi) keselamatan dan keamanan serta
kesehatan dan kebersihan. Pemerintah Indonesia sedang menyempurnakan dan
memperkuat program pembangunan pariwisatanya. Bank Dunia telah diminta untuk
mendukung sebagian dari program pemerintah ini, dalam suatu Proyek yang berfokus pada
tiga daerah tujuan wisata prioritas Pemerintah Indonesia: Lombok di Provinsi Nusa Tenggara
Barat, Borobudur-Yogyakarta-Prambanan di Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa
Yogyakarta, dan Danau Toba di Provinsi Sumatera Utara.

Tujuan Pengembangan Proyek (Project Development Objective - PDO) dari Program
Pembangunan Pariwisata (‘Proyek’) adalah untuk meningkatkan kualitas jalan dan akses
terhadap pelayanan dasar yang terkait dengan pariwisata, memperkuat ekonomi lokal terkait
sektor pariwisata, dan mendorong investasi swasta di tiga daerah tujuan wisata di Indonesia.
Proyek ini memiliki empat komponen yang secara bersama-sama akan memungkinkan
tercapainya PDO tersebut:

o Komponen 1 : Meningkatkan kualitas jalan dan akses pelayanan dasar yang terkait
dengan pariwisata dari daerah tujuan wisata yang dipilih.

o Komponen 2 : Mendorong partisipasi lokal dalam ekonomi sektor pariwisata.

e Komponen 3 : Meningkatkan lingkungan yang kondusif untuk masuknya investasi
swasta dan usaha ke sektor pariwisata.

o Komponen4 : Meningkatkan kapasitas kelembagaan untuk memfasilitasi
pengembangan pariwisata terpadu dan berkelanjutan.

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat (PUPR) akan menjadi Badan Pelaksana Proyek. BPIW akan dipandu oleh
Dewan Pengarah dan Komite Teknis. Dewan Pengarah terdiri dari pejabat Eselon 1 dari setiap
kementerian atau instansi yang terlibat. Dewan ini diusulkan untuk diketuai bersama oleh
Deputi Infrastruktur dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), dan
Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata dari Kementerian Pariwisata.
Kepala BPIW akan menjadi Sekretaris Dewan Pengarah. Komite Teknis terdiri dari pejabat
Eselon Il masing-masing kementerian atau instansi yang terlibat. Komite ini diusulkan untuk
diketuai bersama oleh Direktur Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dari BAPPENAS dan
Asisten Deputi Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem dari Kementerian Pariwisata.
Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis, BPIW, akan menjadi Sekretaris. Tanggung
jawab sehari-hari terhadap pelaksanaan Kerangka Pengelolaan Lingkungan dan Sosial
(Environmental and Social Management Framework - ESMF), dan untuk kinerja pengamanan
lingkungan dan sosial Proyek, berada di bawah BPIW. BPIW adalah titik fokus (focal point)
untuk semua hal yang berkaitan dengan lingkungan dan sosial selama berlangsungnya
Proyek.
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Gambaran dari ESMF

Dokumen ini menyajikan ESMF untuk Proyek. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan
panduan kepada BPIW Kementerian PUPR, untuk memasukkan persyaratan dari kebijakan
pengamanan Bank Dunia dan peraturan perundang-undangan Indonesia di bidang
lingkungan dan sosial dalam kegiatan yang diusulkan untuk dibiayai oleh Proyek. Dokumen
ini juga memberikan panduan untuk kegiatan pelatihan dan kegiatan pembangunan kapasitas
lainnya untuk memperkuat unit pelaksana proyek di tingkat pusat dan daerah tujuan wisata.

Penerapan ESMF berbeda-beda menurut komponen dan jenis kegiatannya. Penerapan
berlaku untuk semua komponen adalah: uraian karakteristik lingkungan, budaya dan sosial
dari tiga daerah tujuan wisata prioritas; ringkasan dampak positif dan negatif potensial dari
keempat komponen proyek, dan langkah-langkah mitigasi yang sesuai untuk keempat
komponen proyek; ringkasan Kebijakan Operasional (Operational Policies - OPs) Bank Dunia
dan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang terkait, disertai dengan analisis
kesenjangan; pengaturan kelembagaan untuk menerapkan ESMF dan rekomendasi untuk
pembangunan kapasitas yang diperlukan; mekanisme penanganan keluhan; persyaratan
untuk pengungkapan dan konsultasi dengan pemangku kepentingan; dan prosedur untuk
memantau, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan dan efektivitas ESMF.

Untuk Komponen 1, ESMF meliputi:

e Prosedur penapisan untuk menentukan instrumen pengamanan lingkungan dan sosial
yang sesuai untuk investasi yang diusulkan, berdasarkan skala dan risiko, dan sesuai
dengan kebijakan pengamanan Bank Dunia serta peraturan perundang-undangan di
bidang lingkungan hidup dan sosial yang berlaku di Indonesia;

e Pedoman penyusunan instrumen, dalam bentuk prosedur, kerangka kerja, dan
lampiran yang berisi format dan contoh (template);

Panduan untuk pelaksanaan instrumen pengamanan; dan

e Pengaturan untuk memantau dan mengawasi pelaksanaan.

Untuk Komponen 2, ESMF menguraikan peluang untuk meningkatkan hasil pengamanan
lingkungan dan sosial dari pembangunan pariwisata melalui pengintegrasian kesadaran
lingkungan di dalam program untuk meningkatkan keterampilan para pencari kerja
(pendidikan dan pelatihan teknis dan kejuruan/ technical and vocational education and training
— TVET), peningkatan keterampilan (upskilling) para pekerja/profesional pariwisata dan para
pelatih/guru mereka serta pemilik usaha di sektor pariwisata. ESMF ini juga mengidentifikasi
peluang untuk meningkatkan hasil dari aspek sosial dengan memastikan Masyarakat Adat
akan diikut-sertakan secara memadai di dalam survei kepuasan masyarakat, sehingga
kepuasan mereka dapat dipantau juga. Pelatihan ini dapat mencakup aspek-aspek yang
terkait dari Pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (Pedoman K3L)
Grup Bank Dunia, termasuk pedoman bagi sektor industri untuk pembangunan pariwisata dan
pelayanan.! Untuk Komponen 3, ESMF menguraikan kebutuhan akan peningkatan kesadaran
di kalangan investor mengenai aspek-aspek yang terkait dari Pedoman K3L, termasuk
pedoman bagi sektor industri untuk pembangunan pariwisata dan pelayanan. Sementara
pengalaman di Indonesia menunjukkan bahwa peluang penyederhanaan perizinan yang
signifikan dapat dilakukan dengan mengurangi/membuat proses administrasi yang lebih
efisien (misalnya pemrosesan secara paralel, pendaftaran secara daring (dalam jaringan atau
online)), tanpa menghilangkan persyaratan untuk melindungi lingkungan dan risiko sosial,
terdapat risiko bahwa merampingkan proses untuk membangun industri yang terkait dengan
pariwisata dapat menyebabkan berkurangnya perhatian pada kajian dan pengelolaan dampak
dan mungkin menimbulkan munculnya percepatan (jalan pintas) dalam proses perizinan.
Untuk kegiatan di bawah Komponen 4 (tidak termasuk dokumen perencanaan yang dibahas
di bawah ini), ESMF mendapatkan kontribusi Proyek dalam memperkuat pemantauan
lingkungan.

1 www.ifc.org/ehsguidelines.
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Untuk dokumen perencanaan di bawah Komponen 4, diperlukan adanya pendekatan yang
berbeda. Dampak langsungnya terbatas, namun rencana yang akan dihasilkan di bawah
komponen ini akan mencakup rekomendasi untuk pembangunan yang dapat berdampak
negatif secara signifikan. Beberapa dari pembangunan tersebut akan diimplementasikan
dalam Proyek dan oleh karenanya tunduk pada persyaratan pengamanan untuk Komponen 1
yang diuraikan di atas. Pembangunan-pembangunan lainnya mungkin akan dilaksanakan di
masa depan dan/atau dengan dana dari luar Proyek. Pengaturan pengamanan untuk
Komponen 4 harus mengatasi kedua kondisi berikut ini.

o Dalam hal Rencana Induk Pariwisata Terpadu (/ntegrated Tourism Master Plans -
ITMPs), ESMF menggabungkan persyaratan OP Bank Dunia ke dalam proses
perencanaan ‘di tingkat hulu’, sehingga persyaratan tersebut menjadi bahan
pertimbangan dalam pemilihan lokasi untuk berbagai jenis investasi. Misalnya, dalam
mengidentifikasi 'zona terlarang' berdasarkan sensitivitas fitur alami atau budaya; dan
dengan berkonsultasi dengan semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat
adat (MA)2 dan kelompok rentan.

o Dalam hal rencana sektoral yang dibiayai oleh Proyek, ESMF mensyaratkan bahwa
keluarannya mencakup kajian awal dampak lingkungan dan sosial berdasarkan
kebijakan pengamanan Bank Dunia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
di Indonesia.

Kerangka Acuan (KA) untuk ITMP dan rencana induk sektoral serta studi lainnya mencakup
persyaratan yang ditetapkan di dalam ESMF ini. KA yang terpilih di bawah Komponen 1 untuk
studi kelayakan (FS, feasibility study) dan rancangan rekayasa terperinci (detailed
engineering designs - DEDs), semua KA untuk ITMP, KA yang terpilih untuk rencana-rencana
lainnya, dan KA untuk Konsultan Dukungan Pengelolaan Program (Program Management
Support - PMS) di bawah Komponen 4 harus dibicarakan dengan dan disetujui oleh Bank
Dunia.

Potensi Dampak Lingkungan dan Sosial dari Proyek

Langkah mitigasi dan
Potensi dampak lingkungan instrumen penilaian/kajian
lingkungan (EA) yang sesuai
Komponen 1: Meningkatkan kualitas jalan dan akses pelayanan dasar yang terkait dengan pariwisata
dari daerah tujuan wisata yang dipilih — pekerjaan fisik
Positif: Komponen ini berfokus pada penanganan kesenjangan pelayanan Risiko-risiko ini dapat dikurangi
dasar yang ada bagi masyarakat di kawasan wisata utama dan memperbaiki | dengan: a) analisis lingkungan
kerusakan lingkungan. terhadap berbagai alternatif di
FS; b) penyusunan Rencana
Negatif: Pengelolaan Lingkungan dan
a) Risiko yang umumnya terjadi pada sebagian besar kegiatan konstruksi, Sosial (Environmental and
mis., jalan, trotoar, pusat informasi, jaringan pipa, pekerjaan pengolahan | Social Management Plan -
air bersih dan air limbah: ESMP) yang baik;3 c)
¢ Hilangnya vegetasi dan lapisan atas tanah karena pembersihan pelaksanaan ESMP tersebut
lahan dilakukan dengan
e Erosi tanah dan sedimentasi sungai memasukkan langkah-langkah
e Debu mitigasi ke dalam DED dan
o Kebisingan dan pencemaran udara dari alat berat kontrak konstruksi yang
e Pembuangan limbah konstruksi yang tidak tepat mencakup Pedoman K3L; dan
e Tumpahan bahan bakar dan pelumas d) menyediakan Aturan

2 Masyarakat Adat (MA) atau Masyarakat Hukum Adat (MHA) atau “Masyarakat Tradisional”, adalah tiga istilah
yang dipergunakan secara bergantian untuk Masyarakat Adat (MA) di Indonesia. MA digunakan sebagai istilah
yang mencakup semua istilah tersebut.

3 Seperti Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), yang keduanya
juga mencakup masalah sosial.
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o Kerusakan infrastruktur atau benda cagar budaya lainnya
e Gangguan visual dari infrastruktur terhadap lanskap alam dan
budaya
b) Risiko tambahan dari pekerjaan konstruksi dan pengoperasian bendun
untuk pasokan air minum dan stabilisasi aliran sungai
e Kualitas air dan degradasi habitat perairan terutama disebabkan oleh
sedimen yang mengendap
¢ Hambatan bagi pergerakan ikan ke hulu dan hilir
e Dampak pada penggunaan dan pengguna air di hilir
¢) Risiko dari pengoperasian WC umum
e Pencemaran air tanah dari septic tank karena lokasinya di tanah
yang tidak sesuai, tidak berfungsi, atau perawatan yang buruk
e Bau dan bahaya terhadap kesehatan yang disebabkan oleh
pelaksanaan pekerjaan yang tidak memadai
d) Risiko tambahan dari konstruksi atau perluasan/peningkatan dan
pengoperasian instalasi pengolahan air limbah
o Eutrofikasi dari nutrisi yang ada di dalam limbah cair
¢ Kematian organisme air yang disebabkan oleh oksigen terlarut yang
rendah, atau zat beracun yang masuk ke dalam sistem pengumpulan
limbah cair
¢ Bau yang disebabkan oleh gangguan pada instalasi pengolahan
e) Risiko tambahan dari pengoperasian sistem pengolahan air minum
e Pembuangan lumpur dan air pembilas yang tidak tepat
e Terpaparnya para pekerja dan masyarakat oleh bahan kimia
pengolahan air selama pengiriman dan penggunaan
f) Risiko tambahan dari pekerjaan konstruksi dan pengoperasian fasilitas
pengumpulan dan pembuangan limbah padat
e Pencemaran air tanah oleh air lindi karena lokasinya di tanah yang
tidak sesuai atau bahan pelapis dan penampung air lindi yang tidak
efektif
e Pencemaran air permukaan dari limpasan yang terkontaminasi atau
air lindi yang tidak tertampung atau tidak diolah secara memadai
e Timbulnya asap dan api
e Binatang liar dan vektor penyakit
g) Konversi lahan pertanian produktif menjadi non pertanian

h) Risiko di tempat kerja serta risiko kesehatan dan keselamatan

¢ Luka-luka dan jatuh karena tidak menggunakan alat pelindung diri
(APD) saat melakukan kegiatan konstruksi.

¢ Risiko terhadap masyarakat sekitar karena tidak menyediakan pagar
pengaman atau tanda bahaya yang memadai untuk memberi tahu
risiko di batas wilayah proyek selama berlangsungnya kegiatan
pekerjaan konstruksi.

e Pembuangan limbah konstruksi dan limbah dari asrama pekerja yang

tidak tepat karena beberapa kontraktor tidak menyediakan toilet
portabel dan praktik pengelolaan yang baik.

Pelaksanaan Pengelolaan
Lingkungan (Environmental
Code of Practice - ECOP) atau
Prosedur Operasi Standar
(SOP) untuk kegiatan lain yang
di dalam penapisannya
mengindikasikan bahwa tidak
diwajibkan adanya RKL dan
UKL.

Selama berlangsungnya
pelaksanaan, langkah-langkah
mitigasi dapat dipantau dengan
lebih baik melalui pengawasan
dan penegakkan oleh petugas
pengawasan K3L, termasuk
memperhatikan penyediaan
dan penggunaan APD dan
penggunaan papan petunjuk
dan pagar pengaman di lokasi-
lokasi berbahaya.

dari daerah tujuan wisata yang dipilih — DED dan FS

Komponen 1: Meningkatkan kualitas jalan dan akses pelayanan dasar yang terkait dengan pariwisata

Positif: Studi tersebut memberi kesempatan untuk memperbaiki hasil
lingkungan dari investasi yang disediakan.

Negatif: Studi itu sendiri tidak akan berdampak negatif secara langsung.

KA untuk FS akan memerlukan
adanya analisis terhadap
berbagai alternatif, jika sesuai,
dan perbandingan dari
berbagai alternatif tersebut
berdasarkan pertimbangan
lingkungan. DED akan
menggabungkan langkah-
langkah mitigasi yang terkait
dengan desain dari UKL, RKL,
ECOP atau SOP dan akan
konsisten dengan Pedoman
K3L.

Komponen 2: Mendorong partisipasi lokal dalam ekonomi Pariwisata

Positif: Kesempatan untuk meningkatkan pengelolaan dampak di sektor
pariwisata.

Kesadaran lingkungan
dimasukkan di dalam pelatihan
yang terkait, termasuk aspek
yang terkait dari Pedoman
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Negatif: Bertambahnya jumlah penduduk akan berdampak pada
kebutuhan lahan tambahan dan berpotensi menyebabkan kerusakan
lingkungan.

K3L, termasuk pedoman bagi
sektor industri untuk
pengembangan pariwisata dan
pelayanan. Kapasitas lokal
untuk memantau dan
mengelola dampak sosial dan
lingkungan ikutan termasuk
pembangunan yang
diakibatkannya (induced) akan
ditingkatkan berdasarkan
Komponen 4.

Komponen 3: Meningkatkan lingkungan yang kondusif untuk masuknya
ke bidang Pariwisata

investasi swasta dan usaha

Positif: Komponen ini dapat memberi kesempatan untuk memperkuat
pertimbangan yang diberikan pada isu K3L, terutama keselamatan dan
kesehatan di tempat kerja dan pengelolaan limbah.

Negatif: Penyederhanaan proses perizinan usaha, termasuk untuk izin
lingkungan, dapat disalahartikan sebagai pemberian jalan pintas yang
menghambat dilakukannya tinjauan yang memadai sebelum adanya
persetujuan, sehingga masalah terhadap K3LL tidak mendapat perhatian
yang cukup dalam mendirikan usaha-usaha yang baru.

Menggunakan aspek yang
relevan dari Pedoman K3L
dalam merumuskan panduan
bagi para pemohon dan
penilai/ pemberi izin usaha.

Komponen 4: Meningkatkan kapasitas kelembagaan untuk memfasilitasi
terpadu dan berkelanjutan - pemantauan lingkungan hidup dan sosial

pengembangan pariwisata

Positif: Proyek ini akan menilai Observatori Pariwisata Berkelanjutan
(Sustainable Tourism Observatory - STO) atau yang setara secara berkala,
laporan pemantauan yang dipublikasikan berdasarkan ruang lingkup
geografis yang telah disepakati sebelumnya mengenai bidang
pengembangan pariwisata dan daftar indikator utama dari ‘pariwisata
berkelanjutan'.

Negatif: Tidak ada yang diantisipasi.

Tidak perlu dilakukan mitigasi.

Komponen 4: Meningkatkan kapasitas kelembagaan untuk memfasilitasi

pengembangan pariwisata

terpadu dan berkelanjutan — Rencana Induk Pariwisata Terpadu (Integrated Tourism Master Plans -

ITMPS)

Positif: ITMP dikembangkan untuk menghindari salah satu dampak negatif
dari pembangunan pariwisata yang tidak terintegrasi, yaitu bahwa
peningkatan pariwisata dapat menurunkan sumber daya lingkungan,
budaya dan sosial di mana pariwisata bergantung jika tidak terdapat
infrastruktur pencegahan dan pengaturan pengelolaan yang diperlukan.
ITMP akan memberikan penilaian dengan melakukan pra-penapisan
potensi kegiatan dan dampak terkait yang akan diidentifikasi dengan baik di
dalam proses perencanaan. ITMP akan membantu menginformasikan
kepada semua pemangku kepentingan dan memberikan wahana bagi
konsultasi untuk mendapatkan ungkapan keluhan dan aspirasi para
pemangku kepentingan. ITMP tersebut akan meminimalkan ketidakpastian
dan kurangnya transparansi. ITMP tersebut juga akan mengidentifikasi
program prioritas yang diperlukan untuk memperkuat kegiatan pariwisata di
tingkat lokal dan memberikan rekomendasi terperinci untuk persiapan dan
revisi rencana tata ruang lokal dan provinsi dan rencana induk sektoral (bila
perlu). Analisis mendalam dan keterlibatan para pemangku kepentingan di
dalam ITMP akan memasukkan pendekatan dari bawah ke atas (bottom-up)
yang kurang dilakukan di dalam analisis tata ruang sebelumnya yang
dilakukan di daerah-daerah tujuan wisata prioritas. Oleh karena itu, ITMP ini
disusun sebagai landasan/platform koordinasi untuk pengembangan daerah
tujuan wisata dan sebagai instrumen yang akan membuka jalan bagi
pengembangan pariwisata yang efektif dan berkelanjutan.

Negatif: ITMP mungkin tidak dilaksanakan sesuai dengan standar yang
diinginkan, yang akan membatasi keefektivitasannya sebagai panduan
pembangunan pariwisata berkelanjutan. Fasilitas yang dibangun
berdasarkan rekomendasi dari ITMP mungkin memiliki dampak tidak
langsung atau dampak ikutan (induced) atau dampak kumulatif yang tidak
diperkirakan sebelumnya, tidak dikelola secara efektif, atau keduanya.
Pembangunan yang tidak direncanakan yang disebabkan oleh adanya
fasilitas pariwisata adalah contoh yang umum terjadi; dapat menimbulkan
kemacetan lalu lintas, menghasilkan limbah cair atau limbah padat yang

Kebijakan pengamanan Bank
Dunia dan Pedoman K3L
digabungkan dalam KA ITMP.
ITMP akan mencakup:

¢ Rekomendasi untuk
pembangunan kapasitas
untuk meningkatkan rencana
implementasi;

¢ Penjelasan mengenai
peluang dan batasan
lingkungan hidup, sosial,
sosial-ekonomi, dan warisan
budaya;

e Penyusunan proyeksi
pertumbuhan dan skenario
pembangunan;

¢ Merinci skenario
pembangunan yang dipilih;

¢ Perumusan rencana induk
pariwisata terpadu; dan

¢ Memastikan keterlibatan aktif
dari para pemangku
kepentingan.
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tidak dikelola dengan baik, dan memengaruhi kenyamanan visual. Contoh
lain dari potensi dampak negatif meliputi: menipisnya sumber daya alam
yang sensitif yang sering bergantung pada pariwisata; pemeliharaan
fasilitas yang buruk setelah selesainya pembangunan, kurangnya anggaran
operasional dan sumber daya manusia yang mampu untuk mengelola
fasilitas dan memantau serta mengelola dampak lingkungan dan sosialnya.

Komponen 4: Meningkatkan kapasitas kelembagaan untuk memfasilitasi
terpadu dan berkelanjutan — Rencana-rencana sektoral di tingkat hilir

pembangunan pariwisata

Positif: Dengan meminimalkan risiko perencanaan yang buruk, pembiayaan
rencana induk sektoral di tingkat hilir membantu mengintegrasikan standar
internasional untuk keberlanjutan dalam pembangunan pariwisata. Hal ini
juga memberikan penilaian risiko yang diperlukan mengenai kendala dan
manfaat lingkungan dan sosial yang potensial dan membantu memberi
saran kepada pemerintah mengenai teknik dan metode terbaru untuk
pembangunan berkelanjutan, seperti peningkatan mutu bahan bangunan
atau cara untuk memasukkan aspek ketahanan terhadap iklim pada
infrastruktur, terutama di daerah-daerah tujuan wisata yang sensitif dan
rentan.

Negatif: Rencana induk sektoral tersebut mungkin tidak dilaksanakan
sesuai standar yang diinginkan, yang akan membatasi keefektivitasannya.
Fasilitas yang dibangun berdasarkan rekomendasi rencana induk sektoral
mungkin memiliki dampak tidak langsung atau dampak ikutan atau dampak
kumulatif yang tidak diperkirakan sebelumnya, tidak dikelola secara efektif,
atau keduanya. Pembangunan yang tidak direncanakan yang disebabkan
oleh adanya fasilitas pariwisata adalah contoh yang umum terjadi; dapat
menimbulkan kemacetan lalu lintas, menghasilkan limbah cair atau limbah
padat yang tidak dikelola dengan baik, dan mempengaruhi kenyamanan
visual. Contoh lain dari potensi dampak buruk meliputi: menipisnya sumber
daya alam yang sensitif yang sering bergantung pada pariwisata;
pemeliharaan fasilitas yang buruk setelah selesainya pembangunan,
kurangnya anggaran operasional dan sumber daya manusia yang mampu
untuk mengelola fasilitas dan memantau serta mengelola dampak
lingkungan dan sosialnya.

Di beberapa wilayah, kapasitas para penyusun Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan (AMDAL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup- Upaya
Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) mungkin tidak memadai, seperti
kapasitas yang mungkin dimiliki oleh para pemeriksa dan petugas penegak
peraturan di lingkungan lembaga pemerintah daerah, untuk memastikan
bahwa semua tindakan mitigasi yang diperlukan dimasukkan di dalam
rencana pengelolaan lingkungan dan dilaksanakan dengan benar oleh para
kontraktor.

Program pembangunan
kapasitas dan pelatihan
bersama bagi instansi yang
bertanggung jawab.

Komponen 4: Meningkatkan kapasitas kelembagaan untuk memfasilitasi
terpadu dan berkelanjutan — Dukungan Pengelolaan Program (DPP)

pembangunan pariwisata

Positif: Konsultan DPP akan memberikan solusi yang lebih baik dan
memberikan efisiensi yang lebih baik dalam memberikan hasil pekerjaan
(deliverables) yang utama yang diperlukan untuk Program ini. Hal ini juga
akan meningkatkan penilaian risiko dan langkah-langkah mitigasi untuk
investasi yang didukung oleh Program. Pada akhirnya hal tersebut akan
meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pekerjaan untuk pembangunan
pariwisata berkelanjutan melalui koordinasi antara pemerintah pusat dan
daerah dan koordinasi antara pemerintah dan swasta

Negatif: Tidak ada yang diantisipasi

Tidak perlu dilakukan mitigasi.

Potensi dampak sosial ; .
sosial yang mungkin

Langkah mitigasi dan instrumen perlindungan

Komponen 1: Meningkatkan kualitas jalan dan akses pelayanan dasar yang terkait dengan pariwisata

dari daerah tujuan wisata yang dipilih — pekerjaan fisik

Positif: e Para pemrakarsa subproyek harus memasukkan

a. Masyarakat setempat dan pengunjung akan kajian dampak sosial dalam Kajian Dampak
meningkatkan kualitas jalan dan meningkatkan Lingkungan dan Sosial (ESIA - Environmental and
akses terhadap sarana transportasi umum, taman, Social Impact Assessment) atau UKL-UPL; dan
layanan dasar dan infrastruktur yang akan mengembangkan rencana pengelolaan sosial di

menghasilkan kondisi kesehatan yang lebih baik,
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menurunkan pengeluaran untuk transportasi,
kondisi kehidupan dan kualitas lingkungan yang
lebih baik, meningkatnya kenyamanan,
meningkatnya perekonomian dan produktivitas
sosial;

b. Peningkatan daya tarik daerah tujuan wisata
dapat menyebabkan perluasan kegiatan terkait
pariwisata di daerah tersebut, yang secara sosial
dan ekonomi dapat menguntungkan masyarakat
setempat (termasuk masyarakat adat) dan
pemerintah daerah.

Negatif:
a. Gangguan sementara selama berlangsungnya

pekerjaan konstruksi: dampak kesehatan dari
debu, terganggunya kegiatan ekonomi dan sosial
lokal, terbatasnya akses ke area tertentu,
terbatasnya akses secara sementara terhadap
pelayanan dasar (misalnya terganggunya
ketersediaan air minum yang ada ke rumah
tangga selama berlangsungnya pekerjaan
perluasan pipa pasokan air minum);

b. Pengadaan tanah untuk perluasan dan/atau
pembangunan infrastruktur dan fasilitas yang baru
dibangun dan/atau untuk pembangunan jalan
akses ke infrastruktur dan fasilitas yang baru
dibangun tersebut;

c. Peningkatan akses terhadap sumber daya alam
dan budaya masyarakat adat dapat menyebabkan
komersialisasi aset tersebut secara tidak
berkelanjutan tanpa memberi manfaat bagi
masyarakat adat dan dapat menurunkan kualitas
aset dan pada akhirnya dapat menghilangkan
daya tariknya untuk pariwisata;

d. Konversi lahan pertanian menjadi lahan non-
pertanian yang dapat menyebabkan
pengangguran bagi para petani dan buruh tani,
yang dapat meningkatkan konflik sosial;

e. Dampak ikutan sebagai akibat
pembangunanseperti menjamurnya permukiman
liar dan usaha kecil di sekitar klaster daerah
tujuan wisata karena meningkatnya daya tarik
daerah tersebut dengan infrastruktur dan
pelayanan dasar yang lebih baik.

ESMP atau di UKL-UPL untuk mengatasi potensi
dampak sosial yang teridentifikasi.

¢ Langkah-langkah mitigasi untuk mengatasi potensi
dampak sosial selama berlangsungnya pekerjaan
konstruksi harus dimasukkan di dalam dokumen
penawaran dan kontrak untuk pekerjaan fisik,
sehingga biaya untuk langkah mitigasi akan
menjadi bagian dari keseluruhan jumlah biaya
kontrak.

¢ Untuk pengadaan tanah, para pemrakarsa dapat
memperoleh tanah melalui kesepakatan jual beli
(WBWS, willing-buyer-willing seller - pembeli yang
berminat membeli dan penjual yang berminat
menjual) dan/atau melalui kaidah eminent domain
(pemerintah berwenang untuk mengambil alih
tanah pribadi untuk kepentingan umum), di mana
baik UU No. 2/2012 maupun peraturan
pelaksanaannya dan OP 4.12 berlaku.

e BPIW (dengan bantuan Konsultan DPP) sebagai
badan pelaksana akan memantau pelaksanaan
kesepakatan jual beli tersebut; para pemrakarsa
subproyek akan mendokumentasikan proses
kesepakatan jual beli ini.

e Para pemrakarsa subproyek yang akan
memperoleh tanah yang dibutuhkan dengan kaidah
eminent domain akan menyusun Rencana Tindak
Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali
(LARAP) sesuai dengan Kerangka Kebijakan
Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali
(LARPF) di ESMF ini.

e Para pemrakarsa subproyek yang mengakibatkan
dampak pada Masyarakat Adat (positif atau negatif)
akan menapis dan menyusun Kajian Sosial dan
Rencana Tindak bagi Masyarakat Adat (IPP -
Indigenous Peoples Plan) sesuai dengan Kerangka
Rencana Tindakan bagi Masyarakat Adat (IPPF -
Indigenous Peoples Planning Framework) di dalam
ESMF ini.

e Potensi konversi lahan pertanian, terutama lahan
pertanian beririgasi, menjadi lahan non-pertanian
akan dihindari atau diminimalkan melalui ITMP;
Demikian pula, pembangunan ikutan yang
diakibatkan oleh adanya proyek (induced
development) seperti bertumbuhnya pemukiman liar
dan usaha kecil akan ditangani melalui ITMP.

Komponen 1: Meningkatkan kualitas jalan dan aks

es pelayanan dasar yang terkait dengan pariwisata
dari daerah tujuan wisata yang dipilih — DED dan FS

Positif: Studi kelayakan (FS) dan rancangan
perekayasaan terperinci (DED - detailed
engineering design) untuk investasi fisik di bawah
Komponen 1 memberikan kesempatan untuk
mengidentifikasi, menghindari dan/atau
meminimalkan potensi dampak sosial yang
merugikan dan potensi kebutuhan pengadaan tanah
dan/atau pemukiman kembali yang mungkin timbul
dari investasi fisik. DED dapat memberi masukan
untuk penyempurnaan instrumen perlindungan
sosial (LARAP dan/atau IPP) sebagai hasil
rancangan teknis yang mengoptimalkan metode
teknis dan konstruksi, biaya, dan risiko.

Negatif: Jika isu sosial tidak dimasukkan dalam
pertimbangan di dalam FS dan DED, pelaksanaan
investasi fisik mungkin akan memiliki dampak dan
risiko sosial.

KA untuk FS harus: mencakup identifikasi dan
penilaian potensi dampak sosial dan kebutuhan untuk
pengadaan tanah dan/atau pemukiman kembali;
memberikan alternatif untuk menghindari dan/atau
meminimalkan dampak dan kebutuhan untuk
pengadaan tanah dan/atau pemukiman kembali; dan
memasukkan perkiraan biaya untuk mengatasi
dampak dan pengadaan tanah/ pemukiman kembali
tersebut sebagai bagian dari biaya subproyek yang
menentukan kelayakan sosial dan ekonomi dari
subproyek yang diusulkan.

KA DED harus mempertimbangkan ESIA atau UKL-
UPL, dan/atau LARAP, dan rekomendasi IPP untuk
mengatasi dampak sosial dan untuk menghindari
dan/atau mengurangi pengadaan tanah dan/atau
dampak terhadap Masyarakat Adat.

Rekomendasi dari DED yang akan dilaksanakan pada
saat pekerjaan konstruksi harus diimplementasikan di
dalam dokumen penawaran dan kontrak untuk
pekerjaan sipil.
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Komponen 2: Mendorong partisipasi lokal dalam ekonomi Pariwisata

Positif: Anggota masyarakat setempat
meningkatkan keterampilan ketenaga-kerjaan
mereka dalam pekerjaan di ekonomi pariwisata dan
perusahaan-perusahaan setempat meningkatkan
standar kualitas dan layanan mereka, yang pada
akhirnya dapat menyebabkan peningkatan
kesempatan atau akses untuk mendapatkan
lapangan kerja dan/atau pendapatan yang lebih
baik.

Program pemberdayaan dan kesadaran masyarakat
dan partisipasi di tiga daerah tujuan wisata ini
mencakup hal tersebut.

Negatif:
a. Mungkin akan terjadi ketidaknetralan mengenai

siapa yang dapat mengikuti pelatihan (tidak ada
kesempatan yang sama bagi pria dan wanita, bagi
operator informal yang terkait dengan wisatawan
dan operator formal berskala besar, bagi anggota
masyarakat setempat dan orang luar; bagi
masyarakat rentan dan bagi masyarakat adat; dll)

b. Materi pelatihan mungkin tidak
mempertimbangkan konteks dan nilai-nilai lokal
ketika menawarkan standar dan kualitas
internasional.

Program ini harus memprioritaskan penguatan
penyedia pelatihan lokal, memantau kepuasan
masyarakat mengenai akses terhadap program
pelatihan, dan —berdasarkan umpan balik tersebut —
berupaya mencari cara untuk memastikan adanya
kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam
pelatihan.

Dalam menyusun materi pelatihan, pemerintah akan
memasukkan konteks dan nilai-nilai lokal ke dalamnya,
jika relevan.

Hasil sosial dapat diperkuat dengan memastikan
masyarakat adat secara memadai akan disertakan di
dalam survei kepuasan masyarakat, sehingga
kepuasan mereka terhadap program pemberdayaan
masyarakat dapat dipantau juga.

Komponen 3: Meningkatkan lingkungan yang kondusif untuk masuknya investasi swasta dan usaha

ke bidang Pariwisata

Positif: Meningkatkan lingkungan yang kondusif
untuk masuknya investasi swasta dan usaha akan
menurunkan biaya dan meningkatkan peluang bagi
perusahaan-perusahaan baru dan perluasan
perusahaan-perusahaan yang sudah ada.

Negatif: Perusahaan kecil dan lokal mungkin
memiliki akses lebih sedikit ke pejabat pemerintah
dan kurang menyadari akan adanya
perubahan/reformasi, dan oleh karena itu mungkin
tidak mempertimbangkan kemungkinan manfaat
dari perubahan/reformasi tersebut bagi mereka.

Ketika memberi saran dan membantu pemerintah
daerah dalam menyederhanakan persyaratan dan
prosedur untuk masuknya bisnis dan perizinan usaha,
ini akan mencakup saran mengenai:

e Prosedur, persyaratan dan biaya yang transparan
untuk perizinan usaha di sektor pariwisata;
Berkomunikasi dengan masyarakat mengenai
penyederhanaan prosedur, persyaratan dan biaya
yang terkait melalui media yang tepat (situs web,
media, brosur, dll.);

Akses yang mudah untuk memproses perizinan;
dan

Sistem penanganan keluhan di tingkat daerah.

Komponen 4: Meningkatkan kapasitas kelembagaan untuk memfasilitasi pembangunan pariwisata
terpadu dan berkelanjutan - pemantauan lingkungan dan sosial

Positif: Proyek ini akan menilai Observatori
Pariwisata Berkelanjutan (Sustainable Tourism
Observatory - STO) atau yang setara, secara
berkala, laporan pemantauan dipublikasikan
berdasarkan ruang lingkup geografis yang telah
disepakati sebelumnya mengenai bidang
pembangunan pariwisata dan daftar indikator utama
dari ‘pariwisata berkelanjutan'.

Negatif: Tidak ada yang diantisipasi.

Tidak perlu dilakukan mitigasi.

Komponen 4: Meningkatkan kapasitas kelembagaan untuk memfasilitasi pembangunan pariwisata

terpadu dan berkelanjutan — Rencana Induk Pariwi
ITMPs)

sata Terpadu (Integrated Tourism Master Plans -

Positif: ITMP adalah alat perencanaan yang
mencakup pertimbangan masalah sosial,
pengadaan tanah dan masyarakat adat, dengan
mengintegrasikan kegiatan multi sektoral di masing-
masing daerah tujuan wisata. ITMP akan
mendorong pembangunan pariwisata yang dapat
menghindari dan/atau meminimalkan potensi
dampak negatif terhadap aset sosial, nilai-nilai
budaya dan sumber daya budaya dimana pariwisata
bergantung padanya. ITMP akan melakukan

penilaian dengan melakukan pra-penapisan potensi

KA untuk ITMP antara lain meliputi persyaratan

sebagai berikut (Lampiran 1):

e Penyusunan ITMP di semua tahapan harus
partisipatif dan inklusif di mana semua pihak yang
terkait diundang dan berpartisipasi. Konsultan harus
mengembangkan rencana keterlibatan para
pemangku kepentingan untuk penyusunan ITMP. Di
daerah di mana masyarakat lokal/masyarakat
tradisional dan masyarakat adat berada dan terkena
dampak di dalam wilayah ITMP (khususnya di
wilayah yang tercakup di dalam Rencana
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kegiatan dan dampak sosial yang terkait serta
memberikan arahan untuk pengembangan tata
ruang untuk menghindari dan/atau meminimalkan
dampak dan risiko. ITMP juga akan memberikan
panduan kepada para pemangku kepentingan yang
akan melaksanakan investasi fisik yang
direkomendasikan di ruang lingkup dan bagaimana
untuk menyiapkan instrumen pengamanan untuk
mengatasi potensi isu sosial, untuk melakukan
pengadaan tanah dan/atau pemukiman kembali dan
mengelola masyarakat adat yang terkena dampak.
ITMP akan membantu menginformasikan kepada
semua pemangku kepentingan dan memberikan
sarana untuk berkonsultasi untuk memahami
permasalahan, untuk mendapatkan wawasan
mengenai aspirasi dan meminta masukan mereka
untuk menghindari dan/atau meminimalkan dampak
dan potensi risiko sosial. ITMP juga akan
mengidentifikasi program prioritas yang diperlukan
untuk memperkuat kegiatan pariwisata di tingkat
lokal dan memberikan rekomendasi terperinci untuk
penyusunan dan revisi rencana tata ruang lokal dan
provinsi dan rencana induk sektoral (bila perlu).
Analisis mendalam dan keterlibatan pemangku
kepentingan dalam persiapan dan implementasi
ITMP akan memasukkan pendekatan dari bawah ke
atas yang kurang dilakukan di dalam analisis tata
ruang sebelumnya yang dilakukan di daerah-daerah
tujuan wisata prioritas. Oleh karena itu, ITMP dapat
dianggap sebagai platform koordinasi untuk
pembangunan daerah tujuan wisata dan sebagai
instrumen yang akan membuka jalan bagi
pengembangan pariwisata yang efektif dan
berkelanjutan.

Negatif: ITMP mungkin tidak dilaksanakan sesuai
dengan standar yang diinginkan, yang akan
membatasi efektivitasnya sebagai panduan
pengembangan pariwisata berkelanjutan. Fasilitas
yang dibangun berdasarkan rekomendasi dari ITMP
mungkin memiliki dampak tidak langsung atau
dampak ikutan sebagai akibat atau dampak
kumulatif yang tidak diperkirakan sebelumnya, tidak
dikelola secara efektif, atau keduanya.
Pembangunan yang tidak direncanakan yang
disebabkan oleh adanya fasilitas pariwisata adalah
contoh yang umum terjadi. Masyarakat setempat
dapat ‘tertinggal’ dalam hal mendapatkan manfaat
dari pariwisata dan kemampuan mereka untuk
berpartisipasi secara efektif dalam proses
pembangunannya. Pembangunan pariwisata dapat
memberi dampak pada tradisi dan budaya mereka.
Hilangnya lahan, hilangnya akses terhadap sumber
daya adat atau sumber penghidupan, dan dampak
pada integritas budaya lokal juga merupakan
potensi dampak negatif. Beberapa wisatawan
mungkin akan berperilaku anti-sosial, seperti
penyalahgunaan narkoba dan alkohol dan wisata
seks.

Pembangunan Terperinci/DDP), dan jika
berkomunikasi dengan mereka lakukanlah dalam
bahasa daerah. Sertakan berbagai pemimpin
masyarakat/masyarakat adat. Jika masyarakat
tersebut terdiri dari masyarakat adat, masyarakat
harus memiliki kesempatan untuk menyetujui atau
menolak pengambil-alihan tanah secara paksa,
terhadap pembatasan akses dan/atau penggunaan
aset, nilai-nilai warisan budaya mereka melalui
suatu konsultasi atas dasar informasi di awal tanpa
paksaan (FPIC) yang menghasilkan adanya
dukungan masyarakat luas terhadap pembangunan
terkait pariwisata.

Wilayah yang diidentifikasi memiliki warisan
persolan tanah (land legacy issues) akan dinilai
lebih jauh melalui penilaian cepat yang akan
dilakukan oleh Konsultan ITMP. Warisan persoalan
tanah dapat dianggap sebagai kendala untuk
pengembangan lebih lanjut dari kawasan yang
terkena dampak warisan persoalan tanahtersebut,
sampai masalah tersebut teratasi atau jika ada
rencana yang jelas untuk menyelesaikan masalah
ini (dengan tonggak waktu pemantauan dan
linimasa yang jelas). Potensi risiko, peluang dan
solusi dari warisan persoalan yanah ini akan
dipertimbangkan di dalam rencana pembangunan,
mungkin dilakukan di tahap pengembangan
selanjutnya yang akan dilaksanakan, tergantung
pada penilaian Konsultan ITMP dan kesepakatan
antara BPIW dan Bank Dunia. Rincian mengenai
bagaimana menangani warisan persoalan tanah
disajikan di LARPF dari ESMF ini.

Komponen 4: Meningkatkan kapasitas kelembagaan untuk memfasilitasi pembangunan pariwisata

terpadu dan berkelanjutan — Rencana-rencana sek

toral di tingkat hilir

Positif: Dengan meminimalkan risiko perencanaan
yang buruk, pembiayaan untuk penyusunan
rencana induk sektoral di tingkat hilir membantu
untuk mengintegrasikan standar internasional untuk
keberlanjutan dalam pembangunan pariwisata dan
memberikan kesempatan bagi penyediaan

KA untuk penyusunan rencana induk sektoral harus
mencakup masalah sosial dan keprihatinan, dan
menilai potensi dampak sosial yang negatif dan
kebutuhan untuk pengadaan tanah dan/atau
pemukiman kembali dan dampak potensial pada
masyarakat adat dari investasi fisik yang
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pelayanan dasar dan infrastruktur yang inklusif. Hal
ini juga memberikan penilaian potensi risiko yang
diperlukan dari kendala dan manfaat sosial dan
membantu memberi saran kepada pemerintah
mengenai teknik dan metode terbaru untuk
pembangunan berkelanjutan, seperti merancang
pelayanan dasar dan infrastruktur bagi masyarakat
rentan termasuk penyandang cacat, perempuan dan
masyarakat miskin yang disesuaikan dengan
budaya dan tata cara setempat. Semua anggota
masyarakat harus memiliki akses yang sama
terhadap pelayanan dasar dan infrastruktur yang
terjangkau oleh semua orang.

Negatif: Rencana induk sektoral tersebut mungkin
tidak disusun berdasarkan inklusivitas untuk semua
anggota masyarakat termasuk kelompok rentan dan
mungkin tidak dilaksanakan sesuai dengan standar
yang diinginkan, yang akan membatasi
efektivitasnya. Fasilitas dan infrastruktur layanan
dasar yang dibangun berdasarkan rekomendasi
rencana induk sektoral mungkin memerlukan
adanya pengadaan tanah dan/atau pemukiman
kembali, dan mungkin mengakibatkan dampak pada
masyarakat adat. Masyarakat lokal termasuk
masyarakat adat atau suatu kelompok masyarakat
dapat ‘tertinggal’ dalam hal menikmati manfaat
layanan yang lebih baik.

direkomendasikan oleh rencana ini jika dilaksanakan di
masa depan. Selain itu, KA harus mencakup
penyusunan pedoman khusus untuk penyusunan
ESIA, UKL-UPL, FS, DED, LARAP dan IPP untuk
mengkaji dampak sosial, kemungkinan pembebasan
tanah dan/atau pemukiman kembali dan dampak
terhadap masyarakat adat, dan mengembangkan
langkah-langkah mitigasi. Pedoman untuk penyusunan
LARAP dan IPP harus mengikuti LARPF dan IPPF
pada ESMF ini.

Komponen 4: Meningkatkan kapasitas kelembagaan untuk memfasilitasi pengembangan pariwisata
terpadu dan berkelanjutan — Dukungan Manajemen Program (DMP)

Positif: Salah satu tugas dari Layanan Dukungan
Pengelolaan Program (DPP) adalah memastikan
bahwa Proyek ini akan melaksanakan ESMF secara
konsisten selama berlangsungnya pelaksanaan
proyek.

Negatif: Risiko dukungan yang tidak memadai dari
para pakar sosial dan pemukiman kembali di tim
konsultan DPP dan lingkup tugas, tanggung jawab
dan kriteria hasil pekerjaan (deliverable) yang terkait
dengan masalah sosial dan pembebasan lahan
dan/atau pemukiman kembali yang tidak jelas.

KA untuk DPP harus mencakup (a) ruang lingkup
tugas yang jelas dalam pengelolaan pengamanan
lingkungan dan sosial; (b) penyusunan pedoman
praktis terkait masalah sosial bagi pemrakarsa
subproyek/ pemerintah daerah seperti keterlibatan
para pemangku kepentingan, pulihnya mata
pencaharian, pelaksanaan FPIC, dll; (c) memberikan
bantuan dan pelatihan kepada pemrakarsa
subproyek/pemerintah daerah; (d) membantu BPIW
dalam melakukan kajian terhadap instrumen
pengamanan sosial; () memantau dan mengevaluasi
pelaksanaan instrumen pengamanan; (f) mengelola
mekanisme penanganan keluhan (GRM); dll. KA juga
mencakup kebutuhan akan tenaga ahli sosial/budaya
dan tenaga ahli pemukiman kembali dengan kualifikasi
khusus.

Perbandingan Antara Kebijakan Pengamanan Bank Dunia dan Peraturan
Perundang-Undangan Indonesia

Kegiatan di dalam Proyek harus sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia dan
kebijakan pengamanan Bank Dunia. Tujuannya adalah agar semua dokumen pengamanan
akan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan kebijakan
pengamanan Bank Dunia seperti yang diuraikan dalam ESMF. ESMF memberikan
perbandingan antara kebijakan pengamanan Indonesia dan Bank Dunia dengan hanya
berfokus pada kebijakan Bank Dunia yang mungkin berkaitan dalam jenis kegiatan yang akan
didukung oleh Proyek. Banyak perbedaan yang ada berkaitan dengan penerapan peraturan
perundang-undangan Indonesia di dalam penyusunan UKL-UPL dan AMDAL dan terbatasnya
kapasitas teknis dan kelembagaan untuk menyusun dan melaksanakan UKL-UPL dan AMDAL
dan keterbatasan dari kapasitas kelembagaan untuk menyusun dan melaksanakan UKL-UPL
dan AMDAL. Tabel 9 dalam ESMF mengidentifikasi langkah-langkah untuk mengisi
persyaratan kebijakan pengamanan Bank Dunia yang tidak tercakup oleh peraturan
perundang-undangan Indonesia serta pelaksanaannya. Proyek ini memicu beberapa
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kebijakan pengamanan Bank Dunia, termasuk OP 4.01 tentang Kajian Lingkungan, OP 4.04
tentang Habitat Alami, OP 4.11 tentang Benda Cagar Budaya, OP 4.36 tentang Hutan, OP
4.12 tentang Pengadaan Tanah dan/atau Pemukiman Kembali Secara Terpaksa dan OP 4.10
tentang Masyarakat Adat.

Memasukkan Kebijakan Lingkungan dan Sosial Bank Dunia dan Peraturan
Pemerintah ke dalam Komponen 1, 2, 3dan 4 (tidak termasuk ITMP dan rencana-
rencana lainnya)

Proses implementasi ESMF untuk komponen selain ITMP dan rencana lain dari Komponen 4
terdiri dari: penapisan usulan investasi, penyusunan instrumen pengamanan, kajian dan
persetujuan, implementasi instrumen, dan pemantauan serta penegakkannya.

Penapisan. Kegiatan yang dibiayai oleh Komponen 2, 3 dan 4 dari Proyek ini tidak memiliki
potensi dampak negatif terhadap lingkungan atau sosial dan tidak memerlukan penapisan
secara formal. Namun demikian, pelatihan yang diberikan di bawah Komponen 2, jika relevan,
akan mencakup dasar-dasar kesadaran lingkungan, aspek yang terkait dari Pedoman K3L,
termasuk pedoman bagi sektor industri untuk pembangunan pariwisata dan pelayanan.
Kegiatan usaha yang muncul di masa depan sebagai dampak ikutan dari Komponen 3
kemungkinan berpotensi menimbulkan dampak negatif, namun hal ini tidak dapat diperkirakan
dan tidak akan terkait secara langsung dengan Proyek ini. Untuk meningkatkan hasil
lingkungan, Komponen 3 akan mencakup peningkatan kesadaran akan Pedoman KS3L,
termasuk pedoman bagi sektor industri untuk pembangunan pariwisata dan pelayanan.*

Investasi yang diajukan untuk mendapat dukungan dari Komponen 1 akan menjalani
penapisan lingkungan dan sosial melalui proses dalam tiga tahap: (a) menolak investasi yang
diusulkan yang akan bertentangan dengan larangan di dalam peraturan perundang-undangan
Indonesia atau kebijakan operasional (OP) Bank Dunia; (b) penapisan berdasarkan ambang
batas fisik yang ditetapkan oleh peraturan Indonesia; dan (c) penapisan berdasarkan potensi
risiko dan dampak lingkungan dan sosial sesuai dengan OP Bank Dunia. Hasil dari tahap
ketiga dari tahapan tersebut akan menjadi penentu mengenai kategori kajian lingkungan yang
mana yang akan berlaku - Kategori A yang mensyaratkan adanya ESIA penuh, Kategori B
yang mensyaratkan ESMP atau studi dan instrumen yang kurang intensif, atau Kategori C
untuk sub-proyk dengan dampak minimal di mana tidak diperlukan adanya instrumen
pengamanan. Hasil dari proses penapisan tiga tahap ini akan menentukan sub-proyek yang
memenuhi syarat dan instrumen pengelolaan lingkungan yang sesuai yang akan digunakan
untuk setiap sub-proyek. Penapisan ini akan mempertimbangkan kegiatan-kegiatan yang
terkait dan fasilitas tambahan. Ambang batas fisik ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk kegiatan yang memerlukan AMDAL, atau ESIA penuh,
dan oleh KemenPUPR untuk kegiatan-kegiatan di bawah ambang batas AMDAL yang
memerlukan UKL-UPL, atau ESMP. Di bawah ambang batas ESMP, beberapa investasi
mungkin memerlukan adanya SOP, dan beberapa lainnya mungkin tidak memerlukan
instrumen pengamanan lebih lanjut. Investasi yang memiliki kemungkinan untuk disetujui juga
akan diperiksa untuk menentukan apakah Rencana Tindak Pengadaan Tanah dan
Pemukiman Kembali (LARAP - Land Acquisition and Resettlement Plan) atau Rencana Tindak
bagi Masyarakat Adat (IPP - Indigenous Peoples Plan) diperlukan. ESMF berisi kerangka kerja
untuk memandu penyusunan LARAP dan IPP, dan daftar periksa pemeriksaan untuk
investasi. Dengan bantuan Konsultan DPP, BPIW akan memeriksa semua hasil penapisan
dan menyatakan bahwa BPIW setuju dengan kesimpulan dari penapisan tersebut atau telah
menyarankan instansi pelaksana untuk mempertimbangkan kembali (hasil) penapisan
tersebut.

Penyusunan Instrumen Pengamanan. Instansi yang akan melaksanakan usulan investasi
tersebut akan mempersiapkan instrumen pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan (UKL-

4 www.ifc.org/ehsguidelines.
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UPL atau AMDAL) berdasarkan hasil proses penapisan dan berdasarkan DED sub-proyek.
Jika proses penapisan menyimpulkan bahwa SOP sudah mencukupi, instansi pelaksana
tersebut akan medapatkan SOP yang sesuai dari BPIW, yang akan menyusun dan
menerbitkan semua SOP dengan bantuan Konsultan Dukungan Pengelolaan Proyek. Instansi
pelaksana akan menyiapkan dan menyerahkan Surat Pernyataan Pengelolaan dan
Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang berisi komitmennya untuk mengelola dan
memantau dampak lingkungan dan sosial dari investasi yang tunduk pada SOP. Penyusunan
dokumen UKL-UPL dan AMDAL harus sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup
No0.16 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup dan OP 4.01
Bank Dunia. Contoh (template) untuk semua instrumen pengelolaan dampak lingkungan dan
sosial disediakan di dalam lampiran. Tujuan dari ESMF adalah bahwa suatu instrumen tunggal
akan memenuhi persyaratan dari Bank Dunia maupun persyaratan dari Pemerintah
Indonesia, dan persyaratan mana yang lebih ketat yang akan berlaku.

Implementasi dan Monitoring Instrumen Pengamanan. Langkah-langkah di dalam ESMP
menjadi bagian dari kesepakatan kontrak yang akan ditandatangani oleh instansi pelaksana
dan kontraktor, dan harus diawasi oleh konsultan pengawas. Contoh klausul umum untuk
perjanjian dengan kontraktor disajikan di dalam ESMF.

Selama berlangsungnya kegiatan pengawasannya, BPIW akan memeriksa rencana, studi,
rancanga/desain, dan UKL-UPL (atau AMDAL) yang disusun di bawah Proyek ini untuk
memastikan bahwa persyaratan ESMF dimasukkan secara memadai. Dalam kasus investasi
fisik di mana DED disusun di bawah Proyek ini, pengawasan BPIW akan mencakup konfirmasi
bahwa UKL-UPL (atau AMDAL), LARAP, dan IPP yang dipersyaratkan telah disusun dan
disetujui dan kualitasnya memadai. Penyusunan instrumen pengamanan dan pengawasan
langsung terhadap pekerjaan konstruksi dan pengoperasian investasi fisik yang dibiayai
Proyek, termasuk pemenuhan instrumen pengamanan, akan menjadi tanggung jawab instansi
pelaksana, namun akan dipantau oleh BPIW. Setiap enam bulan, BPIW akan menyiapkan
laporan untuk Panitia Pengarah dan Bank Dunia mengenai pelaksanaan ESMF. Bank Dunia
akan meninjau dan memberikan masukan dan saran teknis mengenai permasalahan yang
disampaikan di dalam laporan tersebut. BPIW akan segera menginformasikan kepada Panitia
Pengarah dan Tim Kerja Bank Dunia mengenai situasi atau kejadian yang dapat berdampak
negatif terhadap kinerja lingkungan dan sosial dari Proyek. Selain itu, Komponen 4 akan
membiayai kegiatan untuk meningkatkan kapasitas pemantauan lingkungan dan sosial yang
lebih baik di daerah-daerah tujuan wisata.

Memasukkan Pertimbangan Lingkungan dan Sosial Berdasarkan OP Bank
Dunia ke dalam ITMP dan Rencana-Rencana Lainnya dari Komponen 4

Karena ITMP, yang terdiri dari keseluruhan rencana pembangunan untuk seluruh daerah
tujuan wisata dan rencana pembangunan terperinci (DDP) untuk kawasan wisata utama di
masa depan yang ada dan yang terpilih di daerah tujuan wisata (Lampiran 1), akan mencakup
rekomendasi untuk investasi infrastruktur yang berpotensi memiliki dampak negatif, upaya
untuk menghindari dampak dan mitigasi harus menjadi bagian dari proses perencanaan. Hal
ini akan dicapai dengan memasukkan persyaratan kebijakan pengamanan Bank Dunia di
tingkat hulu, di mana persyaratan tersebut memiliki potensi maksimal untuk mencegah
dampak negatif, berbeda dengan di tingkat hilir ketika rencana telah pasti dan tidak berubah
dan pekerjaan desain sedang berlangsung, dan fokus pengamanan beralih lebih kepada
mitigasi.

DDP dari ITMP akan memberi panduan perencanaan khusus untuk mengelola dan
mengendalikan pembangunan. Perencana akan menggunakan bagian yang relevan dari
Pedoman K3L. Unsur-unsur dari DDP berdasarkan penerapan kebijakan pengamanan seperti
yang diidentifikasi di dalam ESMF akan mencakup:
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Pedoman pengamanan lingkungan untuk melindungi dan memulihkan kawasan alami;

¢ Pedoman budaya, agama, sejarah dan arkeologi untuk melindungi fitur berharga;
Perencanaan Manajemen Pengunjung/Rencana Pengendalian Massa untuk lokasi
wisata dengan daya dukung yang terbatas seperti candi, situs warisan dan desa
budaya;

e Usulan pengaturan kelembagaan untuk memantau kondisi kekayaan alam, sosial dan
budaya dan untuk menerapkan rencana perlindungannya;

e Kajian dampak lingkungan, sosial (termasuk masyarakat adat) dan warisan budaya
yang terkait dengan skenario pembangunan pilihan pada skala dan tingkat rincian
yang sesuai, dengan mempertimbangkan dampak kumulatif, dampak tidak langsung
dan dampak ikutan (induced) dan dampak yang ditimbulkan oleh fasilitas terkait, dan
menyusun rencana mitigasi dan pemantauan tingkat tinggi;

o Panduan Pengelolaan Sosial untuk menghindari, atau meminimalkan potensi konflik
sosial atau dampak negatif akibat pelaksanaan rencana pembangunan;

¢ Mengidentifikasi dan membahas masalah pengadaan tanah dan kepemilikan tanah
yang terkait dengan skenario pembangunan pilihan; dan memberikan panduan (sesuai
dengan LARPF) bagi para pemangku kepentingan pelaksana untuk menyusun LARAP
jika terdapat potensi pengadaan tanah dan/atau pemukiman kembali secara terpaksa;

o Kerangka Rencana Tindak bagi Masyarakat Adat untuk memandu para pemangku
kepentingan dalam mengimplementasikan rencana pembangunan jika kegiatan
memiliki potensi dampak terhadap masyarakat adat.

Persyaratan Kapasitas Kelembagaan

Keluaran/hasil dari kegiatan Proyek, jika dan bila diterapkan, mungkin memiliki dampak
lingkungan dan sosial yang luas. KemenPUPR sebagai Badan Pelaksana adalah lembaga
pemerintah yang mapan dengan jumlah tenaga kerja yang besar dan terus berkembang dari
berbagai bidang keahlian. Di antara bidang keahlian ini adalah Arsitektur, Teknik
Perekayasaan, Perencanaan Wilayah dan Kota, Teknik Lingkungan, Antropologi, Hukum, dan
Ekonomi. Namun demikian, BPIW sebagai Instansi Pelaksana Proyek membutuhkan
kapasitas tenaga ahli dari bidang-bidang lain yang saat ini tidak ada di BPIW. Untuk
mendukung kegiatan tersebut, tim inti BPIW akan diperkuat oleh tambahan tenaga dari
pegawai negeri atau konsultan perorangan dan didukung oleh Konsultan DPP. Selain itu,
BPIW sedang mempertimbangkan untuk membentuk, melalui Satuan Kerja dari Pusat
Pengembangan Kawasan Strategis, Tim Ahli Teknis yang terdiri dari para ahli dari beberapa
bidang keahlian yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK), terutama yang berkaitan
dengan aspek lingkungan dan sosial.

Program Pembangunan Kapasitas

Proyek akan membiayai Konsultan DPP untuk BPIW, di mana KA-nya mencakup
perencanaan, penganggaran, pengendalian mutu, pemantauan, pelaporan, dan koordinasi
Program Pembangunan Pariwisata untuk memastikan bahwa Proyek ini sesuai dengan
tujuannya dan sesuai dengan kesepakatan pinjaman. Tugas Konsultan DPP meliputi:

a) Memberikan bantuan pengelolaan Program secara keseluruhan;

b) Mengkoordinasikan Kegiatan Program;

c) Menciptakan sinergi di antara para pemangku kepentingan;

d) Memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan, pemantauan dan pelaporan keuangan
program;

e) Membantu penyusunan proposal pengeluaran terkonsolidasi tahunan dari program;
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f) Membangun Sistem Manajemen Informasi yang Transparan untuk Pembangunan
Pariwisata;

g) Memastikan penerapan ESMF;

h) Memastikan partisipasi aktif masyarakat lokal;

i) Mendorong praktik perencanaan tata ruang yang sesuai dengan ITMP;

i) Melaksanakan pembangunan kapasitas di tingkat daerah tujuan wisata untuk
pemantauan dan konservasi kekayaan alam dan budaya yang penting bagi pariwisata;

k) Memastikan penanganan dan penyelesaian keluhan dilakukan dengan benar;

) Memastikan adanya kapasitas yang memadai dari semua pemangku kepentingan
Program,;

m) Memastikan penyampaian laporan secara tepat waktu dan memastikan penyajian
dokumen yang relevan.

Anggaran untuk Pelaksanaan ESMF

Kegiatan dan kapasitas yang diperlukan untuk menangani aspek-aspek pengamanan Proyek
seperti yang dijelaskan dalam ESMF, termasuk pembangunan kapasitas dan penempatan
karyawan untuk pengamanan dimasukkan ke dalam kegiatan Proyek dan KA dari kegiatan
yang dibiayai di dalam Proyek itu sendiri, oleh karena itu tidak diperlukan adanya anggaran
pelaksanaan ESMF yang terpisah. Misalnya, BPIW akan mengalokasikan anggaran yang
cukup (melalui pendanaan bersama pemerintah) untuk biaya pelatihan. Biaya yang berkaitan
dengan penyusunan dan pelaksanaan instrumen pengamanan sub-proyek dibiayai secara
terpisah, melalui APBN, APBD-I, APBD-II dan pinjaman IBRD.® Pengeluaran yang memenuhi
persyaratan di bawah Komponen 1 Proyek meliputi DED dan FS dan mencakup instrumen
pengamanan yang terkait. Biaya yang berkaitan dengan STO, atau instansi yang setara, untuk
pemantauan lingkungan, sosial dan budaya tercakup di dalam anggaran Kementerian
Pariwisata dan ditingkatkan melalui pembiayaan Proyek (Komponen 4). Ruang lingkup
rencana induk sektoral dan ITMP dan studi lainnya mencakup persyaratan yang ditetapkan di
dalam ESMF ini. Biaya Layanan Konsultan DPP yang cukup besar jumlahnya (total anggaran
sebesar $8.400.000 selama 5 tahun) secara khusus akan berfokus pada memfasilitasi
pelaksanaan ESMF. Konsultan DPP juga akan mencakup tenaga ahli lingkungan dan tenaga
ahli sosial, keduanya memiliki pengalaman internasional, di BPIW untuk menyediakan
kapasitas tambahan untuk memberi waktu bagi BPIW untuk membangun kapasitasnya.

Pengaturan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan ESMF

Pemantauan dan evaluasi (M&E - monitoring and evaluation) akan dilakukan untuk
memastikan agar pengembangan kepariwisataan berjalan dengan cara yang sesuai dengan
konsep keberlanjutan, dan sesuai dengan prinsip pengelolaan kapasitas.

Selama berlangsungnya kegiatan pengawasannya, BPIW sebagai Instansi Pelaksana akan
meninjau kembali rencana, studi, desain, dan UKL-UPL (atau AMDAL) yang disusun
berdasarkan Proyek untuk memastikan bahwa persyaratan ESMF telah dimasukkan secara
memadai. Dalam hal investasi fisik di mana DED disusun oleh Proyek, pengawasan BPIW
akan mencakup konfirmasi bahwa UKL-UPL (atau AMDAL), LARAP, dan IPP yang
dipersyaratkan telah disusun dan disetujui dan berkualitas memadai. Pengawasan pekerjaan
konstruksi dan pengoperasian investasi fisik untuk memastikan bahwa instrumen
pengamanan dilakukan secara efektif. Setiap enam bulan, BPIW akan menyiapkan laporan
untuk Panitia Pengarah dan Bank Dunia mengenai pelaksanaan ESMF, termasuk penilaian
terhadap efektivitas ESMF dan rekomendasi untuk perubahan-perubahan yang diperlukan

5 APBN - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; APBD-I - Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi;
APBD-II - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
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terhadap ESMF tersebut. Bank Dunia akan meninjau dan memberikan masukan dan saran
teknis mengenai masalah yang disampaikan di dalam laporan tersebut. BPIW akan segera
menginformasikan kepada Panitia Pengarah dan Tim Kerja Bank Dunia mengenai keadaan
atau kejadian apa pun yang dapat berdampak buruk terhadap kinerja lingkungan dan sosial
Proyek.

Mekanisme Penanganan Keluhan (GRM - Grievance Redress Mechanism)

KemenPUPR akan membentuk tim GRM untuk menerima dan memfasilitasi penyelesaian
masalah spesifik masyarakat yang terkena dampak dan para peserta Proyek mengenai
kinerja lingkungan dan sosial. GRM akan bertujuan untuk menyelesaikan masalah dengan
segera, dalam proses yang tidak memihak, dapat dipahami dan transparan, yang disesuaikan
dengan masyarakat tertentu, dan tanpa biaya atau tanpa adanya pungutan terhadap
penggugat. Komposisi, prosedur dan fungsi yang sistematis dari GRM diuraikan di dalam
ESMF.

Konsultasi Publik

BPIW telah melakukan dua pertemuan konsultasi publik mengenai, yang pertama, KA untuk
ESMF (termasuk KA untuk Konsultan ITMP) dan, yang kedua, Rancangan ESMF dan
Rancangan Kajian Sistem Lingkungan dan Sistem (ESSA - Environmental and Social
Systems Assessment) di tiga daerah tujuan wisata dan di Jakarta. Konsultasi mengenai KA
dilakukan di Jakarta, Parapat (daerah tujuan wisata Danau Toba), Magelang (daerah tujuan
wisata Borobudur-Yogyakarta-Prambanan), dan di Senggigi (daerah tujuan wisata Lombok)
pada tanggal 3-12 April 2017. Konsultasi publik mengenai Rancangan ESMF dan Rancangan
ESSA berlangsung di Medan (daerah tujuan wisata Danau Toba), Mataram (daerah tujuan
wisata Lombok) dan Yogyakarta (daerah tujuan wisata Borobudur-Yogyakarta-Prambanan),
dan juga di Jakarta, pada 10-19 Juli 2017. Para undangan yang sama dari putaran pertama
konsultasi publik tersebut diundang untuk putaran kedua dengan tambahan undangan yang
ditambahkan ke dalam daftar seperti yang direkomendasikan oleh para pemangku
kepentingan yang telah menghadiri putaran pertama konsultasi. Secara khusus, BPIW
mengundang lebih banyak LSM, termasuk perwakilan dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara
(AMAN), sebuah LSM yang peduli dengan masyarakat adat di Indonesia.

Pada saat berlangsungnya konsultasi tersebut, apa yang sekarang sedang dipersiapkan oleh
Proyek ini adalah kombinasi dari dua instrumen pembiayaan: Pembiayaan Program-untuk-
Hasil dan Pembiayaan Proyek Investasi. ESSA yang dipersiapkan untuk Program-untuk-Hasil
mencakup kegiatan-kegiatan yang sekarang disebut sebagai Komponen 1, 2, 3 dan (bagian
dari) Komponen 4 dari Proyek, dan Rancangan ESMF disampaikan pada tanggal 22 Juni
2017 (dan setelah itu konsultasi disampaikan di dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia,
di situs BPIW www.bpiw.pu.go.id pada tanggal 30 Oktober 2017) yang mencakup paket
bantuan teknis berdasarkan Komponen 4, yang isinya menjadi bagian dari Komponen 4.
Sebagian besar isi dari ESSA telah ditambahkan ke ESMF awal yang dikonsultasikan pada
bulan Juli 2017, dan ESMF yang baru mencakup keempat komponen tersebut. Sejak ESSA
dan ESMF awal dikonsultasikan secara bersama-sama, konsultasi publik mencakup materi
yang sama yang sekarang ada di dalam ESMF ini, dan semua masalah, keprihatinan dan
rekomendasi yang diungkapkan oleh para pemangku kepentingan telah dimasukkan di
dalamnya.
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1.0 URAIAN PROYEK
1.1 LATAR BELAKANG

1. Pariwisata merupakan sektor Tabel 1. Daya Saing Perjalanan dan Wisata
yang menjanjikan pertumbuhan, dan

dapat memberikan pembangunan | Indeks Daya Saing Perjalanan & Wisata 2015 | 2017

yang inklusif dgn be_rkfalanjutan di [Peringkat Indonesia secara keseluruhan* 50 42
seluruh !ndone3|a. Pariwisata Secara [[iokungan yang kondusif

global dikenal karena keterkaitan ke [[jngkungan usaha 63 60
belakang dan keterkaitan ke depan- Keselamatan dan keamanan 83 91
nya (backward and forward linkages) Kesehatan dan kebersihan 109 | 108
yang kuat dengan sektor ekonomi Sumber daya manusia dan pasar tenaga 53 64

lainnya dan menyediakan lapangan ':(e”"? — — =
: : esiapan eknologl nrormasi

kerja. yang cukup besar bag! Komunikasi (TIK)

perempuan (49 persen karyawan di [epijakan mengenai Perjalanan & Wisata

industri perhotelan dan restoran | dan kondisi yang mendukung

formal) dan kaum muda. Jika Tingkat Prioritas Perjalanan dan Wisata 15 12
direncanakan dan dikelola dengan Keterbukaan internasional 55 17
baik, pariwisata dapat menghasilkan | Dayasaing harga 3 5
lapangan kerja dan pendapatan yang Keberlanjutan lingkungan 134 131
besar bagi Indonesia, yang dapat | mirastruktur :

. . Infrastruktur transportasi udara 39 36
berk_ontrlbUSI untuk mengentaskan Infrastruktur transportasi darat dan laut 77 69
kemiskinan dan meningkatkan Infrastruktur layanan wisata 101 96
kesejahteraan bersama. Menurut | Sumber daya alam dan budaya
World Travel and Tourism Council Sumber daya alam 19 14
(WTTC), di Indonesia, setiap Sumber daya budaya dan perjalanan bisnis 25 23

penge|uaran sebesar US$1 juta untuk  Sumber: World Economic Forum, “Laporan Daya Saing Perjalanan
. .. dan Wisata (Travel and Tourism Competitiveness Report)”, tahun

perjalanan dan pariwisata 2015 gan 2017:

menghasilkan US$1,7 juta dalam PDB Catatan: *) Peringkat dari 141 negara di tahun 2015 dan 136 negara

dan sekitar 200 lapangan kerja (di ~ d'tahun2017

mana yang 67 adalah pekerjaan

langsung). ©

2. Indonesia memiliki potensi untuk mengembangkan industri pariwisata kelas dunia,
dengan memanfaatkan daya tarik wisata yang kaya secara berkelanjutan. Negeri kepulauan
ini adalah rumah bagi salah satu habitat dengan keanekaragaman hayati yang paling besar
di dunia, yang memiliki beragam karunia pariwisata yang menjadi dasar daya tariknya bagi
para wisatawan. Laporan Daya Saing Perjalanan dan Wisata dari Forum Ekonomi Dunia
(WEF - World Economic Forum) tahun 2017 memberi peringkat ke-14 (dari 136 negara) bagi
Indonesia untuk sumber daya alamnya dan ke-23 untuk sumber daya budaya dan perjalanan
bisnisnya, keduanya termasuk alasan utama untuk melakukan perjalanan (Tabel 1). Indonesia
telah memperluas penawaran dan promosi sumber daya alamnya dengan meningkatkan
jumlah kawasan lindung dan menarik lebih banyak minat secara dalam jaringan/daring
(online) terhadap kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan alam. Namun demikian, industri
pariwisata di Indonesia belum beroperasi dengan cara yang sepadan dengan tingkat kualitas
dan keragaman karunia alam dan budayanya, dan kelestarian lingkungan hidupnya (peringkat
ke-131) tetap menjadi faktor risiko utama bagi sektor ini.”

6 United Nations World Tourism Organization (UNWTO) dan UN Women. 2011. Laporan Global mengenai
Perempuan di sektor Pariwisata (Global Report on Women in Tourism 2010); WTTC. 2014. Kesetaraan gender
dan lapangan kerja bagi kaum muda (Gender equality and youth employment); dan WTTC. 2015. Indonesia:
Bagaimana sektor Perjalanan dan Wisata dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya? (Indonesia: How does
Travel and Tourism compare to other sectors?)

7WEF. 2017. Laporan Daya Saing Perjalanan dan Pariwisata (Travel and Tourism Competitiveness Report).
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3. Empat kendala utama, khususnya, berkontribusi pada tantangan pertumbuhan dan
daya saing Indonesia saat ini: (i) masih buruknya akses dan kualitas infrastruktur dan
pelayanan bagi warga, pengunjung dan usaha; (ii) di luar Bali, terbatasnya keterampilan
tenaga kerja dan pelayanan pariwisata sektor swasta; (iii) kondisi pemungkin yang lemah
untuk investasi swasta dan masuknya usaha; dan (iv) lemahnya koordinasi antar
kementerian/lembaga, pusat-daerah dan pemerintah-swasta yang kurang baik dan
kemampuan implementasi yang lemah untuk pengembangan pariwisata pada umumnya, dan
untuk memantau dan melestarikan kekayaan alam dan budaya pada khususnya. Dengan
mengatasi kendala-kendala tersebut secara komprehensif, terpadu dan bertahap, merupakan
kunci untuk membuka potensi Indonesia dalam mengembangkan industri pariwisata kelas
dunia, yang mendapat keuntungan dari karunia pariwisata yang kaya dan dibangun di atas
keberhasilan pariwisata di Bali.

4. Pemerintah Indonesia dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) 2015-2019 telah menetapkan beberapa tujuan untuk meningkatkan peran
pariwisata dalam perekonomian Indonesia. Pada bulan Maret 2016, Pemerintah Indonesia
memperluas fasilitas bebas visa kepada 169 negara untuk menarik lebih banyak wsatawan
asing, yang menghasilkan kebijakan visa kedua yang paling terbuka di dunia, sesuai dengan
peringkat Daya Tarik Wisata dari WEF 2017. Namun demikian, kebijakan promosi dan visa
saja, tanpa adanya perbaikan lebih lanjut dalam lingkungan usaha, promosi investasi dan
investasi infrastruktur yang ditargetkan untuk berbagai daerah tujuan wisata, dapat
menyebabkan membeludaknya para wisatawan yang melampaui kapasitas daerah tujuan
wisata yang telah mapan seperti Bali, merusak sumber daya alam dan budaya, dan merusak
‘merek dagang’ Indonesia. Menyadari hal ini, Presiden Joko Widodo mendesak kabinetnya
untuk mempercepat pembangunan sepuluh daerah tujuan wisata prioritas.

5. Dalam konteks inilah Pemerintah Indonesia meluncurkan Program Prioritas Nasional
Pembangunan Pariwisata Indonesia (PPNPPI), yang bertujuan untuk beralih ke pendekatan
pembangunan pariwisata yang lebih komprehensif dan inklusif. Untuk memenuhi potensi
pariwisata Indonesia, Pemerintah Indonesia telah menyadari kebutuhan akan pembangunan
daerah tujuan wisata terpadu dan telah mengidentifikasi sepuluh daerah tujuan wisata untuk
prioritas pembangunan. Untuk pelaksanaan PPNPPI ini, Pemerintah Indonesia memutuskan
untuk menyusun urutan daerah tujuan wisata prioritas dan memulai program ini di tiga wilayah:
Lombok di Provinsi Nusa Tenggara Barat; Borobudur-Yogyakarta-Prambanan di Provinsi
Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta; dan Danau Toba di Provinsi Sumatera Utara.
Jika dikembangkan secara efektif, ketiga daerah tujuan wisata yang unik dan berbeda ini
diharapkan dapat meningkatkan pengeluaran wisatawan dalam negeri dan luar negeri
gabungan dari perkiraan sebesar US$1,2 miliar pada tahun 2015 menjadi US$1,5 miliar pada
tahun 2021 dan US$2 miliar pada tahun 2026.8

1.2 TUJUAN PROYEK

6. Tujuan Pembangunan Proyek ini adalah untuk meningkatkan kualitas jalan dan aksesibilitas
terhadap pelayanan yang berkaitan dengan pariwisata, meningkatkan keterkaitan ekonomi lokal
dengan pariwisata, dan mendorong investasi swasta di tiga daerah tujuan wisata di Indonesia.

8 Horwath Hotel, Tourism and Leisure (HHTL). 2017. Lombok/Borobudur-Yogyakarta-Prambanan/Danau Toba:
Pasokan dan permintaan dasar, perkiraan permintaan pasar, dan kebutuhan investasi (untuk selanjutnya
disebut sebagai ‘Kajian Permintaan’). Sebagai bagian dari persiapan Program, atas permintaan Pemerintah
Indonesia, Kajian Permintaan yang mencakup masing-masing daerah tujuan wisata disusun: (i) pasokan dan
permintaan dasar untuk pelayanan pariwisata; (ii) analisis investasi; analisis permintaan pasar di masa depan
(calon pengunjung dan investor di masa depan); dan (iv) kebutuhan investasi (infrastruktur daerah tujuan
wisata, infrastruktur pariwisata, keterampilan, kemampuan perusahaan, serta lingkungan hukum dan
peraturan). Laporan tersebut tersedia di www.bpiw.go.id

24



KERANGKA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL — 19 Januari 2018

7. Kemajuan pelaksanaan dari Tujuan Pembangunan Proyek ini akan diukur melalui empat
indikator hasil:
a. Jumlah penerima manfaat dari peningkatan kualitas dan keberlanjutan infrastruktur
jalan dan pelayanan dasar di daerah tujuan wisata;
b. Jumlah usaha pariwisata yang ada yang mengalami peningkatan peringkat kualitas
dan layanan;
c. Nilai investasi swasta yang dihasilkan di sektor pariwisata; dan
d. Peningkatan kinerja di kawasan wisata utama pada indikator “pariwisata
berkelanjutan.”
1.3 PENERIMA MANFAAT PROYEK
8. Penerima manfaat langsung dari Proyek adalah masyarakat di kawasan wisata utama,
para pencari kerja dan para pekerja lokal di industri pariwisata dan perusahaan pariwisata
setempat.
a. Investasi di bawah Komponen 1 pada peningkatan kualitas jalan dan akses pada

pelayanan dasar, terutama akan menguntungkan masyarakat di kawasan wisata
utama, yang saat ini kekurangan akses yang signifikan. Di kawasan wisata utama,
akses rumah tangga rata-rata untuk penyediaan air bersih, sanitasi, dan pelayanan
penanganan sampah diperkirakan masing-masing sebesar 53%, 66% dan 46%.
Kecuali untuk Kepulauan Gili, di semua kawasan wisata utama lebih dari 90%
pelayanan dasar akan secara langsung menguntungkan masyarakat setempat,
sisanya menguntungkan para wisatawan dan dunia usaha. Perbaikan kualitas jalan
yang direncanakan di bawah program ini akan membantu meningkatkan keselamatan
di jalan bagi masyarakat, mengurangi waktu perjalanan untuk kegiatan perdagangan
dan usaha, dan meningkatkan peluang bagi tumbuhnya transportasi perkotaan tidak
bermotor yang ramah lingkungan (misalnya melalui penyediaan jalur sepeda dan
trotoar yang baru). Diperkirakan sebanyak 40% dari jaringan jalan yang berkaitan
dengan pariwisata dirawat sesuai dengan standar nasional dan target untuk kondisi
perawatan yang stabil (IRl < 6). Dengan demikian, Komponen 1 merupakan
percepatan komitmen pemerintah terhadap barang publik yang ada di wilayah
geografis tertentu — kawasan wisata utama. Manfaat tidak langsungnya untuk
pembangunan pariwisata meliputi kelestarian lingkungan, kesehatan dan kebersihan,
yang secara bersama-sama memengaruhi daya tarik daerah tujuan wisata tersebut.

Kegiatan pengembangan keterampilan di bawah Komponen 2 akan membantu
meningkatkan peluang bagi para pekerja lokal dan para pencari kerja di kawasan
wisata utama untuk mendapatkan pelatihan atau keterampilan dan mampu mengisi
pekerjaan yang tercipta oleh adanya permintaan pariwisata yang berkembang. Hal ini
diharapkan dapat menguntungkan kaum perempuan dan laki-laki, yang mewakili
sekitar 55,4% dan 44,6% dari pekerjaan di sektor pariwisata. Manfaat tidak langsung
dari pembangunan pariwisata ini mencakup keselarasan yang lebih baik antara
keterampilan pekerja dengan kebutuhan industri dan orientasi pelanggan yang lebih
baik, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya tarik tujuan wisata tersebut.

Dengan mendorong kemitraan dengan landasan pariwisata secara daring dan
memperkenalkan pembangunan kapasitas berbasis hasil ke perusahaan pariwisata
setempat, Komponen 2 akan menguntungkan perusahaan-perusahaan pariwisata di
kawasan wisata utama. Hal ini akan mendukung perusahaan dengan kehadiran
secara daring yang terbatas (terutama UKM) untuk dapat lebih mengintegrasikan diri
ke dalam ekonomi digital sebagai sarana untuk meningkatkan daya saing mereka dan
meningkatkan akses pasar mereka; dan akan mendukung perusahaan-perusahaan
daring untuk meningkatkan standar kualitas produk dan layanan mereka serta
memperluas jangkauan pasar mereka.

25



KERANGKA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL — 19 Januari 2018

d. Bantuan teknis di bawah Komponen 3 akan menguntungkan para calon investor di
industri pariwisata, baik asing maupun domestik. Hal ini akan membantu Badan
Koordinasi Penanaman Modal dan Kementerian Pariwisata untuk dapat secara lebih
strategis menarik investasi di daerah-daerah tujuan wisata, memastikan penyelarasan
yang lebih baik antara visi daerah tujuan wisata dengan calon investor. Hal ini juga
akan mengurangi beban persyaratan untuk masuknya usaha.

e. Penerima manfaat di bawah Komponen 4 adalah dari berbagai kalangan, dan
termasuk: kementerian/instansi yang terkait untuk penyusunan rencana induk
pariwisata terpadu, untuk memantau dan melestarikan kekayaan alam, budaya dan
sosial, dan untuk koordinasi program.

f. Pengeluaran wisatawan yang meningkat di daerah-daerah tujuan prioritas akan
menghasilkan penerimaan tambahan yang signifikan bagi pemerintah daerah (provinsi
dan kabupaten). Perputaran di hotel dan restoran dikenai pajak sebesar 21 persen (11
persen pajak penjualan dan 10 persen pungutan pelayanan/service charge),
penerimaan yang langsung masuk ke pemerintah daerah. Hal ini merupakan batas
bawah dari potensi peningkatan penerimaan bagi pemerintah daerah, yang juga
menerima sebagian pajak penghasilan yang dibayarkan oleh perusahaan dan orang
perseorangan yang mendapat manfaat dari peningkatan kegiatan sektor pariwisata.

1.4 KOMPONEN PROYEK

9. Proyek ini terdiri dari empat komponen yang terintegrasi, masing-masing menargetkan
untuk membuka kendala utama terhadap potensi pariwisata di Indonesia, dan yang secara
kolektif diharapkan dapat memberikan kontribusi dampak dengan tingkat yang lebih tinggi
terhadap jumlah wisatawan asing dan domestik, terkait dengan peningkatan penerimaan
devisa, lapangan kerja, kontribusi terhadap PDB dan daya saing pariwisata.

10. Komponen 1. Meningkatkan kualitas jalan dan akses pelayanan dasar dari
daerah tujuan wisata yang dipilih. Komponen ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan
pemeliharaan jaringan jalan yang ada, menyediakan sarana transportasi umum dan
transportasi tidak bermotor di tiga daerah tujuan wisata prioritas dan daya tarik wisata mereka,
serta memperbaiki akses terhadap pelayanan dasar dan infrastruktur yang penting bagi
kepuasan para wisatawan untuk menikmati pengalaman berwisata dan untuk pelestarian
kekayaan alam dan budaya. Untuk tujuan ini, dan mengingat kebutuhan yang diidentifikasi di
tiga daerah tujuan wisata tersebut, Komponen 1 akan membiayai:

a. Belanja transportasi jalan untuk meningkatkan kualitasnya (rehabilitasi dan
rekonstruksi) dan pemeliharaan jaringan jalan nasional, provinsi dan kabupaten/kota
yang terkait dengan pariwisata® di daerah-daerah tujuan wisata tersebut sesuai
dengan standar nasional dan target untuk kondisi pemeliharaan yang stabil (yaitu
International Roughness Index (IRI) < 6);

b. Pembangunan atau peningkatan fasilitas daerah untuk angkutan umum, seperti
pemberhentian bus dan terminal bus, dermaga, tempat pendaratan kapal dan terminal
feri, tempat pemberhentian taksi dan truk;

c. Belanja pelayanan dasar dan infrastruktur, seperti penyediaan akses air bersih,
pengelolaan sampah, pengelolaan air limbah dan sanitasi;

d. Belanja pelayanan dan infrastruktur pariwisata, seperti sarana lalu lintas bagi pejalan
kaki dan kendaraan tidak bermotor dan pembangunan taman dan ruang terbuka hijau;
dan,

e. Studi kelayakan dan rancangan rekayasa terperinci (DED) untuk investasi fisik di atas.

9 Di Indonesia, tata kelola pemerintahan meliputi empat tingkatan: (1) provinsi, (2) kota dan kabupaten, (3)
kecamatan, dan (4) kelurahan atau desa.
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11. Komponen 1 dirancang untuk menutup kesenjangan akses dan kualitas terhadap
pelayanan dasar di kawasan wisata utama di tiga daerah tujuan wisata tersebut dan
meningkatkan kualitas jalan yang terkait dengan pariwisata. Komponen ini akan mencakup
belanja di kawasan-kawasan wisata utama yang terkait erat dengan pengalaman pengunjung,
seperti pemeliharaan, rehabilitasi dan rekonstruksi jalan, manajemen lalu lintas, fasilitas
transportasi umum, infrastruktur lalu lintas kendaraan tidak bermotor (misalnya trotoar dan
jalur sepeda) dan taman serta ruang terbuka hijau. Akses terhadap pasokan air bersih yang
berkelanjutan juga disertakan di dalamnya, karena kekurangan pelayanan dasar telah
diidentifikasi sebagai kelemahan oleh para pengunjung yang berkunjung ke daerah-daerah
tujuan wisata tersebut. Tanpa pasokan air bersih, warga dan pengunjung harus
mengandalkan sumur dangkal atau air permukaan sebagai sumber air minum utama mereka.
Di daerah padat penduduk, kedua sumber ini seringkali sangat tercemar karena praktik
sanitasi yang buruk atau tangki septik yang kurang dirawat, membuat orang berisiko terjangkit
penyakit yang ditularkan melalui air seperti diare, tipus, hepatitis, disentri, dan bahkan kolera.
Investasi dalam pengelolaan sampah dan pengelolaan limbah cair dan sanitasi sangat
dibutuhkan di ketiga daerah tujuan wisata tersebut untuk mengatasi kebersihan dan sampah,
kesehatan dan kebersihan, dan masalah kelestarian lingkungan.

12. Perbaikan pelayanan dasar akan semakin banyak dilakukan melalui pendekatan
perencanaan berbasis permintaan dan terpadu. Berdasarkan Kajian Permintaan,® Komponen
ini berfokus pada mengatasi kesenjangan yang ada dan memerbaiki kerusakan lingkungan.
Setelah selesai disusun, ITMP ini, yang dibiayai oleh Komponen 4, akan meningkatkan
perencanaan dan pentahapan investasi yang komprehensif dan memberikan kerangka kerja
yang kuat untuk meningkatkan kualitas jalan dan pelayanan aksesibilitas yang terkait dengan
pariwisata dari setiap daerah tujuan wisata. Namun demikian, Program Pembangunan
Pariwisata (PPP) 5 tahun ini tidak mencakup semua investasi infrastruktur yang diidentifikasi
dalam ITMP 25 tahun. Pertama, berdasarkan Kajian Permintaan dan melalui Komponen 1,
PPP berfokus untuk mengatasi kesenjangan yang ada dan memerbaiki kerusakan
lingkungan. Kedua, investasi baru dan investasi yang lebih besar diperkirakan akan
dibutuhkan hanya pada tahap pembangunan berikutnya, karena adanya permintaan
pengunjung yang meningkat. Ketiga, PPP akan berfokus pada ‘kawasan wisata utama’ di
dalam ‘daerah tujuan wisata’ yang lebih luas. Menu Investasi dan Pengeluaran Program,
bersama dengan ITMP, jika sudah siap, untuk Program 5 tahun ini, menyediakan masing-
masing jenis subproyek di bawah Proyek ini yang memenuhi syarat dan panduan tentang
penentuan lokasi serta rekomendasi kebijakan dan praktik yang diperlukan untuk peningkatan
kualitas jalan yang terkait dengan pariwisata dan akses pelayanan dasar di masyarakat
setempat untuk memperbaiki indikator utama yang memengaruhi daya saing pariwisata
(terutama kesehatan dan kebersihan, kelestarian lingkungan dan pengalaman para
wisatawan).

13. Namun demikian, penyelesaian ITMP bukanlah prasyarat untuk memulai Komponen
1 (Tabel 2). Selama ITMP belum selesai, jenis subproyek yang memenuhi syarat untuk
Komponen 1 terbatas pada investasi yang akan disarankan, apa pun hasil akhir dari rencana
induknya. Program kerja awal pembangunan pariwisata tahun 2018 telah disiapkan oleh
pemerintah. Menjelang pelaksanaannya, program ini akan dikaji terhadap Menu Investasi dan

10 Horwath Hotel, Tourism and Leisure (HHTL). 2017. Lombok/Borobudur-Yogyakarta-Prambanan/Danau Toba:
Pasokan dan permintaan dasar, perkiraan permintaan pasar, dan kebutuhan investasi (untuk selanjutnya
disebut sebagai ‘Kajian Permintaan’). Sebagai bagian dari persiapan Program, atas permintaan Pemerintah
Indonesia, Kajian Permintaan yang mencakup masing-masing daerah tujuan wisata disusun: (i) pasokan dan
permintaan dasar untuk layanan pariwisata; (ii) analisis investasi; analisis permintaan pasar di masa depan
(calon wisatawan dan investor di masa depan); dan (iv) kebutuhan investasi (infrastruktur daerah tujuan
wisata, infrastruktur pariwisata, ketrampilan, kemampuan perusahaan, serta lingkungan hukum dan peraturan).
Laporan akhir tersedia di:
http://bpiw.pu.go.id/uploads/20170302_Lombok_Market_and_Demand_Assessment.pdf
http://bpiw.pu.go.id/uploads/20170302_Borobudur_Market_and_Demand_Assessment.pdf
http://bpiw.pu.go.id/uploads/20170302_Lake_Toba_Market_and_Demand_Assessment.pdf
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Belanja (seperti yang tercatat di dalam Petunjuk Operasional Proyek (POM - Project Operation
Manual)).

Tabel 2. Investasi/belanja dan perlunya untuk menunggu ITMP

KEBUTUHAN
- INVESTASI/BELANJA ITMP

I SEKTOR JALAN

1.1  Pemeliharaan rutin jalan; Pemeliharaan preventif jalan Tidak
1.2  Pemeliharaan rehabilitasi jalan Tidak
1.3  Rekonstruksi jalan Tidak
1.4  Pelebaran jalan menuju standar Tidak
1.5 Pelebaran jalan menambabh jalur Ya
1.6  Pembangunan jalan* Ya
1.7  Pemeliharaan rutin, perawatan berkala, rehabilitasi, penggantian jembatan Tidak
1.8 Pelebaran jembatan* Ya
1.9 Pembangunan jembatan* Ya
1.10 Dukungan jalan daerah Tidak

1.11 Layanan perencanaan, pengendalian dan pengawasan preservasi dan Tidak
peningkatan kapasitas jalan nasional

Il TOURISM SERVICES AND INFRASTRUCTURE

2.1  Pembangunan infrastruktur baru untuk pejalan kaki, sepeda, dan transportasi Ya
tidak bermotor, seperti trotoar, jalan setapak, jalur sepeda, penyeberangan jalan,
jembatan penyeberangan, dll

2.2 Perbaikan infrastruktur untuk pejalan kaki, sepeda, dan transportasi tidak Tidak
bermotor, seperti trotoar, jalan setapak, jalur sepeda, penyeberangan jalan,
jembatan penyeberangan, dll

2.3 Taman kota dan proyek perbaikan taman dan ruang terbuka hijau untuk Tidak
mempercantik kota

2.4  Taman kota dan proyek pembangunan taman dan ruang terbuka hijau untuk Ya
mempercantik kota

2.5 Pembangunan atau peningkatan sarana di daerah untuk angkutan umum, seperti  Ya
pemberhentian bus dan terminal serta terminal feri, taksi dan truk. Pemeliharaan
dan perbaikan berkala pada terminal dan dermaga feri di pelabuhan-pelabuhan
daerah yang ada

Il WATER SUPPLY

3.1 Perluasan jaringan pasokan air yang sudah ada dan pembangunan jaringan Tidak
pasokan air yang baru

3.2  Perluasan fasilitas pengolahan air perkotaan yang sudah ada atau pembangunan Tidak
fasilitas yang baru (< 100 I/s)

3.3  Perluasan fasilitas pengolahan air perkotaan yang sudah ada atau pembangunan Ya
fasilitas yang baru (> 100 I/s)

3.4  Perbaikan atau pergantian fasilitas penyimpanan air yang sudah ada (atau yang Tidak

rusak)
v SANITATION
4.1  Pembangunan dan peningkatan instalasi pengolahan lumpur limbah tinja Ya
4.2  Pembangunan dan peningkatan sistem perpipaan air limbah Ya
4.3  Pembangunan dan peningkatan instalasi pengolahan air limbah Ya

4.4  Fasilitas WC umum dan sanitasi (misalnya fasilitas MCK di daerah hunian Tidak
masyarakat setempat/taman)

4.5  Truk penyedot tanki septik Tidak
Y SOLID WASTE

5.1  Fasilitas pengolahan sampah yang kecil Tidak
5.2  Truk pengumpul sampah dan peralatan pengumpul sampah lainnya Tidak
5.3 Fasilitas biogas dan pengomposan berskala kecil Tidak
5.4  Tempat Pembuangan Sementara Tidak

5.5  Perluasan/rehabilitasi/peningkatan Tempat Pembuangan Akhir yang ada dengan Ya
tempat pembuangan/pengurugan sampah terkendali, termasuk fasilitas
pendukungnya
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KEBUTUHAN
- INVESTASI/BELANJA ITMP

5.6 Pembentukan organisasi atau layanan masyarakat 3R (misalnya, program bank Tidak

sampah)
VI FS and DED
6.1 FS dan DED untuk investasi fisik yang tercantum di atas Tergantung
pada
subproyek

14. Komponen 2: Mendorong partisipasi lokal dalam perekonomian sektor pariwisata.
Komponen 2 bertujuan untuk memudahkan partisipasi perusahaan-perusahaan dan orang-
perseorangan lokal di dalam peluang ekonomi yang timbul dari pertumbuhan pariwisata. Hasil
utamanya berkaitan dengan: (1) menjamin pasokan tenaga kerja terampil yang relevan untuk
pekerjaan di perekonomian sektor pariwisata; (2) mendukung perusahaan-perusahaan lokal
untuk menangkap peluang dalam perekonomian pariwisata yang semakin mengandalkan
digital (digitalized); dan (3) meningkatkan kesadaran (sadar wisata) masyarakat setempat dan
keterlibatan mereka di dalam pembangunan sektor pariwisata.

15. Pengembangan keterampilan tenaga kerja yang relevan mencakup pembiayaan untuk
penyediaan pelatihan berbasis kompetensi (CBT - competency based training) yang relevan
dan berkualitas tinggi dan penguatan sistem sertifikasi sektor pariwisata di tiga daerah tujuan
wisata terpilih. Dukungan tersebut akan menyelaraskan CBT dengan tuntutan sektor swasta.
Untuk dapat melakukan hal tersebut, Komponen 2 akan mencakup kegiatan untuk: (i) revisi
standar pelatihan berbasis kompetensi, kerangka kualifikasi dan paket kurikulum terkait yang
sudah ada dan yang baru; (ii) pembangunan kapasitas guru dan lembaga pendidikan dan
pelatihan kejuruan dan teknik (TVET, teachers and technical and vocational education and
training) untuk penyampaian CBT yang lebih baik; (iii) perolehan peralatan dan
persediaan/bahan, dan adaptasi ruang fisik yang ada untuk lembaga TVET terpilih untuk
mengoperasikan peralatan yang diperoleh dengan lebih baik; (iv) meningkatkan jumlah
tenaga profesional pada industri pariwisata yang mendapatkan sertifikasi untuk mengajar
(Level 6 dan 8) di lembaga TVET; (v) membentuk badan akreditasi pariwisata independen
untuk meningkatkan kualitas lembaga TVET sesuai dengan kebutuhan; (vi) pengembangan
kapasitas penilai yang ada dan yang baru untuk dapat lebih baik lagi dalam melakukan
sertifikasi bagi para lulusan program CBT dan tenaga profesional pariwisata yang ada
berdasarkan pengakuan atas pembelajaran di masa lampau (RPL - recognition of prior
learning); (vii) biaya sertifikasi untuk jumlah calon yang ditargetkan; (viii) kesempatan untuk
belajar seumur hidup (upskilling) untuk sejumlah tenaga profesional pariwisata yang ada; (ix)
forum pengembangan keterampilan pariwisata dua tahunan; dan (x) sistem pemantauan
sederhana untuk melacak hasil penyerapan lapangan kerja dari para lulusan. Dukungan akan
diberikan kepada para penyedia TVET yang memiliki Nota Kesepahaman (MoU), atau
kesepakatan serupa, dengan Kementerian Pariwisata (atau Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan) untuk menggunakan kurikulumnya dan kemitraan yang disepakati dengan calon
pemberi kerja yang berbasis pada kerangka hasil yang disepakati (dengan persyaratan
pekerjaan dan target kerja yang ditetapkan). Sementara pembiayaan Proyek berfokus pada
penguatan lembaga TVET yang berkaitan dengan tiga daerah tujuan wisata, namun juga akan
membantu meningkatkan sistem pengembangan keterampilan kerja terkait pariwisata, di
mana daerah-daerah tujuan wisata yang lain juga dapat mengambil manfaat.

16. Kementerian Pariwisata akan dilengkapi dengan sarana untuk dapat memprioritaskan
dan lebih efektif lagi menyampaikan pembangunan kapasitas ke perusahaan-perusahaan
lokal dengan lebih baik lagi. Melalui kemitraan dengan suatu perusahaan situs jejaring
perjalanan wisata, Kementerian Pariwisata akan mengidentifikasi perusahaan-perusahaan
pariwisata yang saat ini beroperasi secara luar jaringan/luring (offline) dan mengembangkan
serangkaian lokakarya yang akan meningkatkan kehadiran dan keterlibatan perusahaan-
perusahaan tersebut secara dalam jaringan/daring (online) — penting bagi perusahaan
pariwisata agar tetap kompetitif dan memaksimalkan aksesnya ke pasar. Selanjutnya, melalui
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kemitraan ini, Kementerian Pariwisata akan memantau dan mengevaluasi standar pelayanan
dan kualitas perusahaan pariwisata, mengidentifikasi wilayah yang membutuhkan perbaikan
di setiap daerah tujuan wisata, dan menyesuaikan CBT praktis agar perusahaan-perusahaan
pariwisata dapat memenuhi standar keseluruhan yang lebih tinggi.

17. Selanjutnya, setelah dikeluarkannya Keputusan Menteri Pariwisata No. 11/2017,
program Pemerintah Indonesia untuk kesadaran masyarakat terhadap pariwisata (Sadar
Wisata) akan menjadi portofolio Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri
Pariwisata, terutama Asisten Deputi yang membidangi pengembangan keterampilan
pariwisata. Perubahan tersebut akan membantu membangun sinergi yang lebih baik antara
kesadaran terhadap pariwisata dan program pendidikan pariwisata dasar, dan meningkatkan
efektifitas program pemberdayaan masyarakat di daerah-daerah tujuan wisata. Untuk
mendukung disain yang telah ditingkatkan, implementasi, dan pemantauan program ini,
komponen ini akan membantu membiayai program peningkatan kesadaran/pemberdayaan
masyarakat serta survei kepuasan masyarakat'! untuk dapat menilai dengan lebih baik lagi
manfaat yang dirasakan dari pariwisata (manfaat bagi individu dan masyarakat, manfaat
ekonomi dan sosial, konservasi tradisi, dll), perubahan kondisi sosial ekonomi (misalnya
harga-harga, akses terhadap sumber daya, nilai-nilai tradisi), perubahan kondisi lingkungan
(perbaikan atau kerusakan), interaksi dengan para pengunjung, dll.*?

18. Komponen tersebut mencakup program-program Pengembangan Kelembagaan
Kementerian Pariwisata, yang mencakup kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan dasar
pariwisata, penilai pariwisata, akreditasi, standar kompetensi, pengembangan kurikulum,
sertifikasi pariwisata, dan kesadaran pariwisata.

19. Komponen 3: Meningkatkan lingkungan yang kondusif untuk masuknya
investasi swasta dan usaha ke bidang pariwisata. Komponen 3 akan memberi dukungan
bagi penyederhanaan persyaratan untuk masuknya usaha dan perizinan usaha untuk sektor
pariwisata dan memperkuat sistem untuk memantau dan memfasilitasi investasi swasta. Akan
diperlukan adanya perbaikan dalam lingkungan usaha dan investasi untuk meningkatkan
masuknya usaha dan investasi swasta di sektor pariwisata dan — secara khusus — di tiga
daerah tujuan wisata tersebut. Misalnya, penyederhanaan proses perizinan untuk izin lokasi,
izin lingkungan, dan izin mendirikan bangunan akan secara signifikan mengurangi jumlah total
hari untuk keseluruhan proses perizinan (hingga 35 persen).'® Data dasar/Paduk (baseline)
untuk penyederhanaan perizinan di beberapa kabupaten/kota terpilih di tiga daerah tujuan
wisata sedang dibangun,** dengan pemberian insentif yang lebih luas berdasarkan komponen
ini, yang akan mendukung pengeluaran untuk pemetaan perizinan, penyederhanaan,
otomasi, persediaan, dan kemampuan koordinasi yang terkait untuk mendukung usaha
penyederhanaan perizinan di tingkat nasional dan daerah.'® Komponen 3 juga akan
mendukung pengembangan strategi promosi investasi khusus untuk daerah tujuan wisata dan

11 Bila memungkinkan, program-program yang ditingkatkan tersebut juga akan memastikan organisasi-organisasi
masyarakat adat dan masyarakat adat tercakup di dalam program-program tersebut.

12 UNWTO. 2004. Indicators of Sustainable Development for Tourism Destinations. Buku petunjuk.

13 perkiraan staf Bank Dunia, berdasarkan kajian lingkungan bisnis awal (Bank Dunia 2016. Studi Kasus Iklim
Investasi Pembangkit Listrik Kabupaten Bogor) dan asumsi berdasarkan praktik terbaik global.

14 Dengan dukungan dari Reformasi Daya Saing Sektor Swasta Il (Private Sector Competitiveness Reform II),
bantuan teknis non-pinjaman (P160793). Upaya penyederhanaan perizinan tidak mengupayakan perubahan
substantif dalam persyaratan dan proses peninjauan lingkungan. Kelompok Bank Dunia memiliki kerjasama
yang erat dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan dukungan berkelanjutan akan membantu
BKPM untuk menyusun metode untuk melakukan upaya ini. Pengalaman menunjukkan bahwa peluang bagi
penyederhanaan perizinan yang signifikan dimungkinkan hanya dengan mengurangi/membuat pemrosesan
administrasi menjadi lebih efisien (misalnya pemrosesan secara paralel, pengiriman secara daring/online), dan
tanpa menghilangkan persyaratan yang melindungi risiko terhadap lingkungan dan sosial. BKPM tidak memiliki
kewenangan di atas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan perubahan substantif
dalam persyaratan dan proses peninjauan lingkungan. Persyaratan dan proses kajian lingkungan dan sosial
tidak akan terpengaruh.

15 Jumlah izin usaha di sektor pariwisata di tingkat pusat dan daerah masih belum jelas.
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kemampuan kelembagaan untuk dapat secara proaktif menarik, memfasilitasi,
mempertahankan, dan meningkatkan investasi swasta.'®

20. Komponen 4: Meningkatkan kapasitas kelembagaan untuk memfasilitasi
pengembangan pariwisata terpadu dan berkelanjutan. Komponen ini akan memberi
dukungan bagi penguatan kapasitas kelembagaan di tingkat pusat dan daerah untuk
memfasilitasi pembangunan pariwisata terpadu dan berkelanjutan. Secara lebih rinci,
Komponen ini akan memberi dukungan bagi peningkatan perencanaan dan pengaturan
kelembagaan serta pelaksanaan agenda pembangunan pariwisata, berkurangnya
kemerosotan kekayaan alam dan budaya, dan meningkatnya keterlibatan para pemangku
kepentingan di dalam, dan kepuasan masyarakat lokal melalui pembangunan pariwisata.

21. Untuk itu, Komponen 4 akan mendukung bantuan teknis yang dikelola oleh Badan
Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
untuk:

a. Rencana Induk Pariwisata Terpadu (/ntegrated Tourism Master Plans - ITMP), rencana
induk sektoral di tingkat hilir, dan pengembangan kelembagaan serta pembangunan
kapasitas untuk perencanaan daerah tujuan wisata terpadu. Setiap ITMP terdiri dari
rencana pengembangan secara keseluruhan untuk keseluruhan area daerah tujuan
wisata (dengan masa perencanaan 25 tahun) dan rencana pembangunan terperinci
(dengan masa perencanaan 5 tahun) untuk kawasan wisata utama yang sudah ada
dan yang akan datang di dalam kawasan daerah tujuan wisata. Rencana tersebut akan
didasarkan pada Kajian Permintaan dan analisis perekonomian untuk setiap daerah
tujuan wisata dan akan disusun dengan melalui konsultasi yang erat dengan semua
pemangku kepentingan, termasuk masyarakat setempat dan sektor swasta. Rencana-
rencana tersebut akan menjadi dasar pengembangan fasilitas pariwisata dan
infrastruktur pendukung yang: (a) konsisten dengan peluang dan hambatan
lingkungan, sosial dan budaya dari daerah tujuan wisata; dan (b) menghindari
kerusakan kekayaan alam dan budaya yang menarik wisatawan.

b. Koordinasi program: operasionalisasi koordinasi antar kementerian/lembaga teknis
tingkat nasional di bawah tim koordinasi pariwisata tingkat Menteri, yang diketuai oleh
Wakil Presiden RI, serta pembentukan dan operasionalisasi koordinasi dan
mekanisme pengiriman sesuai dengan masing-masing daerah tujuan wisata.
Komponen ini akan membiayai Dukungan Manajemen Program kepada Badan
Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) - Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat (KemenPUPR), termasuk untuk perencanaan program,
penganggaran, pengendalian mutu, pengawasan, pemantauan, pelaporan, dan
koordinasi untuk memastikan bahwa pelaksanaan program sesuai dengan tujuan
program dan sesuai dengan kesepakatan pinjaman. Tugasnya meliputi: memberikan
bantuan pengelolaan program secara keseluruhan; koordinasi kegiatan program;
menciptakan sinergi di antara semua pemangku kepentingan; memastikan
akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan program, pemantauan dan pelaporan;
membantu penyusunan proposal program pengeluaran tahunan terkonsolidasi;
membangun Sistem Informasi Manajemen Program yang transparan; memastikan
pengamanan sosial dan lingkungan diterapkan secara benar; memastikan partisipasi
masyarakat lokal yang aktif; memfasilitasi perencanaan tata ruang yang tepat sesuai
dengan rencana induk pariwisata terpadu; memastikan penanganan dan penyelesaian
keluhan dilakukan dengan tepat; memastikan kemampuan yang memadai dari semua

16 Proyek IFC Advisory, yang saat ini sedang dalam tahap pra-implementasi, Indonesia: Iklim Investasi, Sektor-
sektor yang Kompetitif dan Persaingan (Investment Climate, Competitive Sectors and Competition) (602.128)
mencakup analisis dan rekomendasi mengenai insentif yang terkait dengan investasi di sektor pariwisata dan
pendekatan untuk promosi investasi. Oleh karena itu, proyek IFC Advisory tersebut akan memungkinkan
keseluruhan program mendapatkan manfaat dari praktik internasional terbaik melalui perekrutan konsultan
internasional, sambil memastikan bahwa reformasi dapat diterapkan di daerah-daerah tujuan wisata dan
sektor-sektor lain di luar sektor yang menjadi fokus TDP.
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pemangku kepentingan program dan memastikan pengiriman laporan dilakukan
secara tepat waktu.

c. Studi tambahan dan bantuan teknis sesuai dengan keperluan untuk mendukung
Komponen 2, 3, dan 4 yaitu: (2) mendorong partisipasi lokal dalam ekonomi pariwisata
(pengembangan keterampilan dan kemampuan perusahaan); (3) meningkatkan
lingkungan yang mendukung untuk investasi swasta dan masuknya usaha ke bidang
pariwisata; dan (4) meningkatkan kapasitas kelembagaan untuk memfasilitasi
keterpaduan.

22. Komponen 4 juga akan mendukung kegiatan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal
Pengembangan Destinasi Pariwisata Kementerian Pariwisata terkait dengan pemantauan dan
pelestarian kekayaan alam, budaya dan sosial, termasuk melalui pembentukan atau
penguatan lembaga, seperti Observatori Pariwisata Berkelanjutan (STOs - Sustainable
Tourism Observatories) sebagai bagian dari UNWTO, Jaringan Internasional untuk
Observatori Pariwisata Berkelanjutan (INSTO - International Network of Sustainable Tourism
Observatories), atau instansi yang setara.

23. Total biaya proyek diperkirakan sebesar US$762 juta, di mana pemerintah
meminta pinjaman IBRD sebesar US$300 juta. Pada bulan Desember 2016, pemerintah
meminta Uang Muka dan Dana Hibah untuk Persiapan (Preparation Advance and Grant)
untuk membiayai tiga ITMP (Lombok, Borobudur-Yogyakarta-Prambanan, dan Danau Toba)
dan dukungan pengelolaan program. Pada bulan November 2017, Bank Dunia
menandatangani Perjanjian Uang Muka sebesar US$4.000.000 dan Perjanjian Dana Hibah
Persiapan sebesar US$2.100.000. Akan dilakukan pembiayaan ulang untuk Uang Muka
Persiapan (4820) tersebut berdasarkan Pinjaman, sementara dana hibah persiapan dibiayai
oleh Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT) (Tabel 3).

Tabel 3. Biaya dan Pembiayaan (indikatif) Proyek

Usulan

Biaya Indikatif . Dana
Komponen Proyek / Proyek Pegwak)r|ial3l/3a£[r; Perwalian
1: Meningkatkan kualitas jalan dan aksesibilitas layanan yang 679,96 239,40
terkait dengan Pariwisata
2: Mendorong partisipasi lokal dalam ekonomi pariwisata 47,02 35,34
3: Meningkatkan lingkungan yang kondusif untuk masuknya 1,47 1,31
investasi swasta dan bisnis ke bidang Pariwisata
4: Meningkatkan kapasitas kelembagaan untuk memfasilitasi 32,90 23,20 2,10
pengembangan pariwisata terpadu dan berkelanjutan
Total Biaya Proyek 761,35 299,25
Biaya di Muka 0,75 0,75
Total Pembiayaan yang Diperlukan 762,10 300,00

1.5 PENGATURAN KELEMBAGAAN
24, Pengaturan kelembagaan di tingkat pusat untuk koordinasi TDP meliputi:

a. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas
Sektoral untuk Penyelenggaraan Pariwisata menyebutkan 18 kementerian di bawah
Wakil Presiden yang terlibat di dalamnya, dengan 4 wakil ketua tim (Menteri
Koordinator Bidang Kemaritiman, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri
Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, dan Menteri Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan). Para anggotanya adalah: Menteri Luar
Negeri; Menteri Dalam Negeri; Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; Menteri
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25.

Keuangan; Menteri Pendidikan dan Kebudayaan; Menteri Kesehatan; Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Menteri Perhubungan; Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan; Menteri Kelautan dan Perikanan; Menteri Informatika dan
Komunikasi; Menteri Agraria dan Tata Ruang; Menteri Perindustrian; Menteri
Perdagangan; Menteri Badan Usaha Milik Negara; Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal; Kepala Badan Ekonomi Kreatif; Kepala Kepolisian Negara
Republik Indonesia.

Perubahan ini memperkuat koordinasi oleh karena Kementerian/Lembaga Pemerintah
utama yang terlibat di dalam TDP dikoordinasikan oleh berbagai kementerian
koordinasi — misalnya, Kementerian PUPR oleh Menteri Koordinator Perekonomian;
Kementerian Pariwisata oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) oleh Menteri Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Budaya, dan Kementerian Dalam Negeri, yang berkaitan
dengan pemerintah daerah, berada di bawah Menteri Koordinator Bidang Politik,
Hukum, dan Keamanan.

Panitia Pengarah yang diusulkan terdiri dari pejabat Eselon 1 dari masing-masing
kementerian atau lembaga terkait. Diusulkan untuk diketuai bersama oleh Deputi
Bidang Sarana dan Prasarana di Bappenas dan Deputi Bidang Pengembangan
Destinasi dan Industri Pariwisata di Kementerian Pariwisata. Kepala BPIW akan
menjadi sekretaris Panitia Pengarah.

Panitia Teknis yang diusulkan terdiri dari pejabat Pejabat Eselon 1l pengembangan
pariwisata dari masing-masing lembaga terkait. Panitia ini diketuai oleh Direktur
Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Bappenas dan Asisten Deputi
Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem Pariwisata di Kementerian Pariwisata.
Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis di BPIW akan menjadi Sekretaris
Panitia Teknis.

Pengaturan kelembagaan di tingkat daerah tujuan wisata untuk koordinasi TDP

meliputi:

26.

a. Badan Otorita Pengelola Kawasan Wisata Danau Toba, yang sesuai dengan wilayah

yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2014, Rencana Tata
Ruang Kawasan Danau Toba dan Sekitarnya. Dalam batas wilayah ini, ‘zona otorita’
seluas sekitar 602 Ha (penetapan batas yang setepatnya dari Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan sedang dalam proses) telah ditetapkan.

Badan Otorita Pengelola Kawasan Wisata Borobudur, meliputi: (i) Daerah Tujuan
Wisata Nasional Borobudur-Yogyakarta, Solo-Sangiran dan Semarang-Karimun
Jawa; (ii) kawasan yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2014
tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur dan sekitarnya, dan (iii)) areal
tambahan seluas sekitar 300 Ha yang terletak di Kabupaten Purworejo dan saat ini
dikelola oleh Perum Perhutani, perusahaan kehutanan milik negara. Dalam areal 300
Ha ini, kawasan seluas sekitar 50 Ha telah diidentifikasi sebagai ‘zona otorita’.
Berdasarkan Kajian Permintaan, ruang lingkup ITMP dibatasi pada Borobudur-
Yogyakarta-Prambanan.

Mekanisme koordinasi di tingkat daerah tujuan wisata untuk daerah tujuan wisata
Lombok diharapkan dapat tercapai sebelum tanggal pemberlakuannya.

Untuk penyelarasan APBD I/ll untuk masing-masing Provinsi dan Kabupaten/Kota di
daerah tujuan wisata, BAPPENAS diharapkan dapat membentuk gugus tugas Propinsi
dan Kabupaten/Kota.

Badan Otorita Pariwisata untuk Danau Toba dan Borobudur terdiri dari dua bagian:

Dewan Penasehat (atau Dewan Pengarah), yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang
Kemaritiman, yang akan menetapkan kebijakan umum, memberikan arahan dan pengawasan
secara menyeluruh terhadap Kawasan Danau Toba dan Borobudur; dan Badan Pelaksana,

satuan

kerja di bawah Kementerian Pariwisata, yang akan mengoordinasikan,
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menyelaraskan, dan memfasilitasi perencanaan, pengembangan, dan pembangunan kedua
kawasan wisata tersebut. Terkait dengan ‘zona otorita’, Badan Pelaksana juga diberi hak
pengelolaan khusus untuk memfasilitasi pembangunannya (misalnya, merencanakan alokasi
dan penggunaan lahan, menyewakan dan/atau bekerja sama dengan pihak ketiga serta
mengatur pelayanan perizinan dan non-perizinan). Kementerian-kementerian, gubernur-
gubernur, dan lembaga-lembaga yang berbeda merupakan anggota Dewan Penasehat
(keanggotaan berbeda-beda untuk setiap kawasan wisata yang mencerminkan konfigurasi
khususnya). Badan Pelaksana bertanggung jawab atas penyusunan Rencana Induk untuk
Kawasan Wisata Danau Toba dan Borobudur untuk jangka waktu 25 tahun; serta Rencana
Pengembangan dan Konstruksi 5 tahun yang terperinci untuk masing-masing ‘zona otorita’.
Tim Koordinasi Kepariwisataan sepakat untuk tetap bertanggung jawab atas Rencana Induk
Kawasan Pariwisata dengan Kementerian PUPR. Menimbang bahwa berbagai lembaga
(yaitu, PT. Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko dan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan, melalui Balai Konservasi Borobudur) telah diberi tugas
pengelolaan Kawasan Wisata Borobudur, termasuk Candi Borobudur, Candi Prambanan dan
Candi Ratu Boko, Perpres tersebut menetapkan bahwa mereka harus terus melakukan
kegiatannya, namun selain itu akan: (i) mengacu pada Rencana Induk Kawasan Wisata
Borobudur dan Rencana Pengembangan dan Pembangunan yang terperinci yang akan
disusun oleh Badan Pelaksana, dan (ii) akan berkoordinasi dengan Badan Otorita Borobudur
di saat melaksanakan kegiatan pengelolaan khusus mereka.

Gambar 1. Pengaturan Kelembagaan
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27. Pengaturan pelaksanaan proyek meliputi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah
- Kementerian PUPR sebagai satuan pengelola proyek dan satuan-satuan berikut ini sebagai
satuan pelaksana proyek.

LPIUs (pembiayaan Mitra
Komponen Satuan Pelaksana Proyek Pusat (Central Project bersama / co- pelaksana
P Implementing Unit, CPIU) (IBRD) financing) (non-
pengadaan)
1: Meningkatkan kualitas jalan dan akses pelayanan dasar yang terkait
dengan pariwisata
Jalan: 1. Kepala Bidang Perencanaan dan Pemantauan, Balai Dinas pekerjaan umum
Pemeliharaan rutin Il Medan, Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan, provinsi dan setempat
dan berkala Ditjen Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum
. : dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR)
Jalan: Perbaikan . .
dan rehabilitasi 2. Kepala Bidang Perencanaan dan Pemantauan, Balai
VIIl Semarang
3. Kepala Bidang Perencanaan dan Pemantauan, Balai
IX Mataram
4. Subdirektorat Pengelolaan dan Evaluasi Jalan
Daerah
Fasilitas lalu lintas 5- Subdirektorat Perencanaan Teknis, Direktorat Dinas pekerjaan umum
kendaraan tidak Pengembangan Kawasan Permukiman, Ditjen Cipta  Seétempat
bermotor Karya, Kemen PUPR
6. Subdirektorat Perencanaan Teknis, Direktorat Dinas pekerjaan umum
Infrastruktur > o .
o Pengembangan Kawasan Permukiman, Ditjen Cipta setempat
khusus pariwisata
Karya, Kemen PUPR
7. Subdirektorat Perencanaan Teknis, Direktorat PDAM (dibiayai
Pasokan air minum  Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air, Ditjen sendiri)
Cipta Karya, Kemen PUPR
8. Subdirektorat Perencanaan Teknis, Direktorat Dinas pekerjaan umum
Pengelolaan Pengembangan Penyehatan Lingkungan setempat
limbah padat Permukiman, Ditjen Cipta Karya, Kemen PUPR
9. Subdirektorat Perencanaan Teknis, Direktorat Dinas pekerjaan umum
Pengelolaan ;
: . Pengembangan Penyehatan Lingkungan setempat
limbah cair & P i Ditien Cinta K K PUPR
sanitasi ermukiman, Ditjen Cipta Karya, Kemen
2: Mendorong partisipasi lokal dalam perekonomian sektor pariwisata
Lembaga TVET,

Pengembangan
keterampilan

10.Asisten Deputi bidang Pengembangan SDM

Kemampuan
perusahaan

Kesadaran
masyarakat

Kepariwisataan, Deputi Bidang Kelembagaan
Pariwisata, Kementerian Pariwisata

Kemendikbud

3: Meningkatkan lingkungan yang kondusif untuk masuknya investasi swasta dan usaha ke

bidang pariwisata

Promosi investasi

Penyederhanaan
perizinan usaha

11.Direktorat Promosi Sektoral, Deputi Bidang Promosi

Investasi, BKPM

12.Direktorat Deregulasi Penanaman Modal, Deputi

Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal,
BKPM

Kementerian
Pariwisata,

Ditjen Perencanaan
Investasi

PTSP-Provinsi; PTSP-
Lokal

4: Meningkatkan kapasitas kelembagaan untuk memfasilitasi pengembangan pariwisata terpadu

dan berkelanjutan
Perencanaan dan 13.Direktorat Pengembangan Kawasan Strategis, Badan

koordinasi terpadu

Pemantauan
pariwisata
berkelanjutan

Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kemen PUPR

14.Asisten Deputi Pengembangan Infrastruktur dan

Ekosistem, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi
dan Industri Pariwisata, Kementerian Pariwisata

STO

35



KERANGKA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL — 19 Januari 2018

1.6 TUJUAN DAN RUANG LINGKUP ESMF

1.6.1 Tujuan dan Ruang Lingkup

28. ESMF disusun untuk mengidentifikasi, menghindari, mengurangi, dan memitigasi
potensi risiko dampak lingkungan dan sosial yang dapat muncul dari investasi yang didukung
oleh Komponen 1 dan investasi yang direkomendasikan di dalam ITMP. ESMF juga akan
menyediakan mekanisme untuk mengatasi dampak yang dapat dikaitkan dengan
perkembangan usaha yang muncul sebagai tanggapan terhadap penyederhanaan perizinan
usaha dan promosi investasi yang didukung oleh Komponen 3. ESMF memberikan panduan
bagi BPIW dalam: (a) memastikan bahwa instrumen pengamanan yang sesuai telah
dimasukkan untuk investasi yang termasuk di dalam Komponen 1 untuk memenuhi
persyaratan pengamanan Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia, dan (b) memasukkan
persyaratan kebijakan operasional pengamanan Bank Dunia ke dalam rencana-rencana dan
berbagai studi yang dipersiapkan berdasarkan Komponen 4 atau bila ada kaitannya, kegiatan
di bawah Komponen 3.

29. Bagaimana ESMF akan berlaku secara berbeda-beda menurut jenis kegiatan Proyek.

e Jenis investasi yang akan didukung di bawah Komponen 1 telah diketahui, nhamun
lokasi, ukuran, dan waktu pelaksanaannya tidak diketahui. Pendekatan dari kerangka
kerja sesuai dengan situasi ini. ESMF menyediakan: penyaringan terhadap usulan
investasi, memberi panduan untuk mengidentifikasi dampak, memfasilitasi
penyusunan instrumen pengamanan, memeriksa dan menyetujui instrumen, serta
memantau pelaksanaannya.

e ESMF mensyaratkan dimasukkannya pelatihan kesadaran lingkungan pada program-
program di bawah Komponen 2, termasuk aspek yang terkait dari Pedoman K3L, dan
termasuk pedoman bagi sektor industri untuk pembangunan pariwisata dan
pelayanan.

o Untuk Komponen 3, ESMF mensyaratkan peningkatan kesadaran mengenai aspek-
aspek yang terkait dari Pedoman K3L, termasuk pedoman bagi sektor industri untuk
pengembangan pariwisata dan pelayanan, bagi para pemohon izin usaha/ investor.

e Dalam hal ITMP yang di bawah Komponen 4, ESMF mensyaratkan untuk
dimasukkannya persyaratan dari berbagai OP dalam proses perencanaan di tingkat
“hulu”, sehingga persyaratan-persyaratan OP tersebut menjadi pertimbangan dalam
pemilihan lokasi untuk berbagai jenis investasi dan memberi panduan bagi
penyusunan instrumen pengamanan yang diperlukan untuk investasi yang akan
dilaksanakan. Misalnya, dalam identifikasi “zona terlarang” berdasarkan sensitivitas
fitur alami atau budaya, dengan berkonsultasi di awal dengan semua pemangku
kepentingan, termasuk masyarakat adat dan kelompok rentan, dll.

o Dalam hal rencana-rencana sektoral, yang juga dibiayai oleh Komponen 4, ESMF
mensyaratkan bahwa keluaran-keluarannya mencakup kajian awal mengenai dampak
lingkungan dan sosial, berdasarkan kebijakan pengamanan Bank Dunia dan peraturan
perundang-undangan Indonesia dan memberi panduan untuk penyusunan instrumen
pengamanan yang diperlukan untuk investasi sektoral yang akan dilaksanakan.

30. ESMF ini berlaku untuk seluruh kegiatan pada Proyek yang berlangsung di tiga daerah
tujuan wisata dari manapun sumber pembiayaannya. Hal ini untuk memastikan agar
pendekatan-pendekatan yang diambil terhadap pembangunan pariwisata dilakukan secara
konsisten dan untuk menghindari risiko reputasi untuk Proyek. Jika pemerintah menyetujui,
ESMF dapat diperluas ke daerah-daerah tujuan wisata lainnya di masa mendatang.

31. ESMF disusun sesuai dengan OP Bank Dunia dan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan nasional Indonesia. Kegiatan apa pun yang dipersiapkan dalam Proyek
akan dilakukan dengan mengacu pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, termasuk
pertimbangan lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi, sebagaimana telah diatur dalam
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peraturan perundang-undangan dan kebijakan pengamanan Bank Dunia yang berlaku. ESMF
mencakup perbandingan antara peraturan perundang-undangan dan kebijakan pengamanan
Bank Dunia dan mengatur ketentuan untuk menutup kesenjangan apabila persyaratan dan
prosedur Indonesia tidak memenuhi persyaratan dari OP Bank Dunia. Terdapat juga kasus di
mana peraturan perundang-undangan di Indonesia mensyaratkan kajian lingkungan yang
lebih tinggi daripada yang dibutuhkan oleh Bank Dunia. Prinsip dasar dari ESMF adalah
menerapkan persyaratan mana pun yang lebih ketat.

32. Wilayah terdampak proyek adalah wilayah yang kemungkinan besar akan terpengaruh
oleh investasi Komponen 1 dan kegiatan yang direkomendasikan dalam ITMP untuk daerah
tujuan wisata dan diuraikan di dalam perencanaan di tingkat hilir serta oleh pembangunan
yang tidak terencana yang disebabkan oleh kegiatan tersebut (misalnya, permukiman liar
yang tumbuh secara spontan dan usaha informal), dan dampak kumulatif. Program
pemerintah ini diharapkan mencakup (setidaknya) sepuluh daerah tujuan wisata yang
tercantum di bawah ini dari waktu ke waktu. Proyek akan berfokus pada tiga daerah tujuan
wisata yang pertama dalam daftar. Tabel 2 di Bagian 3.0 di bawah ini menjelaskan ketiga
daerah tujuan wisata tersebut secara lebih rinci — kawasan spesifik yang tercakup di dalam
ITMP dan karakteristik lingkungan, sosial, dan budayanya.

Borobudur-Yogyakarta-Prambanan
Danau Toba

Pulau Lombok

Tanjung Kelayang

Tanjung Lesung

Gunung Bromo

Labuan Bajo

Taman Nasional Wakatobi

Pulau Seribu

Morotai

33. Isi dari ESMF adalah sebagai berikut:

Ringkasan Eksekutif;

Uraian Proyek;

Karakteristik lingkungan, sosial, dan budaya dari ketiga daerah tujuan wisata tersebut;

Potensi dampak proyek, dan langkah-langkah mitigasinya

Kerangka kelembagaan, hukum, peraturan, dan kebijakan yang mencakup

perbandingan antara peraturan perundang-undangan Indonesia dan ketentuan untuk

memenuhi persyaratan kebijakan pengamanan Bank Dunia untuk pelaksanaan

Proyek;

= Prosedur untuk mematuhi kebijakan lingkungan dan sosial Bank Dunia dan untuk
mematuhi peraturan perundang-undangan nasional dalam rencana investasi dan
pengembangan proyek;

= Pengaturan organisasi dan kajian kelembagaan serta pembangunan kapasitas untuk
pelaksanaan ESMF, dan anggaran yang terkait;

= Mekanisme Penanganan Keluhan;

= Konsultasi publik dan pengungkapan;

= Pengaturan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan ESMF;

17 Untuk kegiatan bantuan teknis (TA) di bawah Komponen 1 (FS dan DED) dan Komponen 4 (ITMP, Rencana
Induk Sektoral, dan DMP), ESMF ini juga disusun dengan menggunakan Pedoman Sementara untuk
Penerapan Kebijakan Upaya Perlindungan terhadap Kegiatan-kegiatan Bantuan Teknis (Technical
Assistance/TA) dari Proyek yang Dibiayai oleh Bank Dunia dan Dana Perwalian yang dikelola oleh Bank Dunia
(Januari 2014).
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Lampiran, termasuk contoh (template) untuk berbagai instrumen pengamanan, model
kerangka acuan kerja untuk Rencana Induk Pariwisata Terpadu, catatan konsultasi,
dll.

1.6.2 Metodologi

34.

ESMF dikembangkan melalui langkah dan metodologi sebagai berikut:

Telaahan dokumen. Dokumen-dokumen berikut ditelaah selama dilaksanakannya
penyusunan ESMF ini:

o Rancangan Dokumen Penilaian Proyek untuk Pinjaman yang Diusulkan
Dengan Jumlah $200 Juta untuk Republik Indonesia untuk Program
Pembangunan Pariwisata (April 2017 Rancangan-PforR);

o Rancangan Dokumen Penilaian Proyek untuk Pinjaman yang Diusulkan
Dengan Jumlah $200 Juta untuk Republik Indonesia untuk Program
Pembangunan Pariwisata (November 2017 Rancangan-IPF);

o Rancangan Lembar Data Pengamanan Terpadu (ISDS, Integrated
Safeguards Data Sheet) pada Tahap Konsep dan Dokumen Informasi
Proyek (PID, Project Information Document) pada Tahap Konsep;

o Rancangan Lembar Data Pengamanan Terpadu (ISDS, Integrated
Safeguards Data Sheet) pada Tahap Penilaian untuk TA IPF;

o ESMF yang telah disetujui dari TA IPF (23 Oktober 2017);

o Kebijakan Pengamanan Bank Dunia dan peraturan perundang-undangan
Indonesia yang berlaku;

o Kajian Sistem Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial (ESSA) untuk
Program Pembangunan Pariwisata Indonesia (rancangan Desember 2016);

o Rancangan Kerangka Acuan Kerja untuk ITMP; dan

o Kajian Permintaan.

Pembahasan. Serangkaian pembahasan antara BPIW dan Tim Proyek Bank Dunia.
BPIW menyelenggarakan sebelas kali pertemuan dari bulan Februari 2017 sampai
Desember 2017 untuk pembahasan dan untuk mendapatkan panduan dari Bank
Dunia dalam menyusun rancangan ESMF.

Konsultasi Publik. ESMF untuk TA IPF telah melalui dua putaran konsultasi.
Rangkaian konsultasi yang pertama diselenggarakan di Jakarta (3 April 2017),
Borobudur, Kabupaten Magelang (6 April 2017), Parapat, Kabupaten Simalungun (10
April 2017), dan Senggigi, Lombok Barat (12 April 2017) untuk mendapatkan masukan
dari para pemangku kepentingan mengenai kerangka acuan (KA) untuk ESMF. Seri
konsultasi yang kedua diselenggarakan di Medan, Sumatera Utara (10 Juli 2017),
Mataram, Lombok (13 Juli 2017), Yogyakarta (17 Juli 2017) dan Jakarta (19 Juli 2017),
baik untuk rancangan ESMF maupun rancangan ESSA dari PforR. Karena aspek
pengamanan dari apa yang kemudian menjadi Komponen 1, 2, 3 dan 4 dari Proyek
dibahas dalam ESSA, konsultasi publik pada dasarnya mencakup materi yang sama
yang sekarang ada di dalam ESMF ini.
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2.0 KARAKTERISTIK LINGKUNGAN, SOSIAL DAN
BUDAYA DARI TIGA DAERAH TUJUAN WISATA

35. Informasi yang lebih komprehensif dan terperinci mengenai ruang lingkup kegiatan
Proyek untuk Layanan Konsultan untuk menyusun ITMP dilampirkan pada Lampiran 1 - KA
untuk ITMP.

36. Tiga daerah tujuan wisata yang ITMP-nya akan diselesaikan dan yang akan didanai
oleh Proyek telah diidentifikasi. ITMP mencakup keseluruhan rencana pembangunan (25
tahun) untuk daerah tujuan wisata:

(@)
(b)

()

Keseluruhan Pulau Lombok

Borobudur-Yogyakarta-Prambanan, terdiri dari klaster Borobudur, yang meliputi
Kecamatan® Tempuran, Kecamatan Mertoyudan, Kecamatan Muntilan,
Kecamatan Borobudur dan Kecamatan Mungkid; klaster Prambanan-Boko, yang
meliputi Kecamatan Prambanan di Kabupaten Sleman dan Kecamatan
Prambanan di Kabupaten Klaten; dan Klaster Yogyakarta, yang meliputi Kota
Yogyakarta.

Danau Toba, sebagaimana ditetapkan di dalam Peraturan Presiden Nomor 81
Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Danau Toba dan Sekitarnya
(mencakup jangka waktu 25 tahun), dengan perhatian khusus (yaitu, rona awal
(baselines) dan sasaran) pada air limbah dan sampah: Kecamatan Simanando,
Pangururan, Nainggolan, Onan Runggu, Palipi, Ronggur Nihuta, Silahisabungan,
Merek, Muara, Baktiraja, Lintongnihuta, Paranginan, Pematang Silimahuta,
Silimakuta, Purba, Haranggaol Horison, Dolok Pardamean, Pematang Sidamanik,
Girsang Sipangan Bolon, Ajibata, Lumban Julu, Uluan, Porsea, Siantar
Narumonda, Sigumpar, Laguboti, Balige, Tampahan, Sianjur Mulamula, Harian,
dan Sitiotio.

37. Berikut ini adalah ringkasan lokasi kawasan wisata utama yang berada di dalam
wilayah daerah tujuan wisata di atas, di mana DDP untuk 5 tahun akan dibuat (Lihat Tabel 4).

Tabel 4. Gambaran Lokasi Seperti yang Diuraikan di dalam ITMP, Dengan Fokus pada Rencana

Pembangunan Terperinci (DDP - Detailed Development Plan)

Uraian Danau Toba Lombok Borobudur
Daerah Rencana pembangunan | Rencana pembangunan | Rencana pembangunan
tujuan terperici (5 tahun) untuk | terperinci (5 tahun) untuk | terperinci (5 tahun) untuk
wisata daerah-daerah tujuan | daerah-daerah tujuan | daerah-daerah tujuan
utama wisata prioritas utama: wisata prioritas utama: wisata prioritas utama:
prioritas i ; -
untuk DDP. Parapat di Kecamatan | Pulau-pulau Gili -Senggigi Klaster Borobudur yang

Girsang Sipangan Bolon meliputi dua Kecamatan:

yang meliputi: Kecamatan

glimalungun Kabupsaetretg Batu Layar di Kabupaten Borobudur dan Mungkid.
Kecamatan Simanindo Lombok Barat, serta | - Klaster Prambarjanj
dan Kecamatan Kecamatan Pemenang dan | Boko ~ yang  meliputi
. | Kecamatan Tanjung di | Kecamatan Prambanan

Pangururan di K )
Kabupaten Samosir Kabupaten Lombok Utara. | di Kabupaten Sleman dan
: - Daerah pesisir selatan | Kecamatan Prambanan

yang meliputi: Kecamatan
Pujut dan Kecamatan Praya

-Kecamatan Balige di di Kabupaten Klaten.
Kabupaten Toba

- Klaster Yogyakarta

Samosir. Barat di Kabupaten Lombok i K Kraton. T
Tengah; Kecamatan Sern_nzsu ] Ira oMn, i atl)man
Sekotong di  Kabupaten ar dan Jalan Malioboro,

18 Di Indonesia, pemerintahan daerah meliputi empat tingkatan: (1) provinsi, (2) kota dan kabupaten, (3) kecamatan
dan (4) kelurahan atau desa.
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Uraian Danau Toba Lombok Borobudur
Lombok Barat; Dan | meliputi Kecamatan
Kecamatan Jerowaru di | berikut ini: Kraton,
Kabupaten Lombok Timur. | Gedongtengen,
Danurejan, Ngampilan,
Kotagede dan
Gondomanan.
Jumlah Jumlah penduduk yang Jumlah penduduk Pulau Jumlah penduduk
penduduk tinggal di daerah Danau | Lombok diperkirakan Kabupaten Magelang
dan Toba diperkirakan sebesar 3,3 juta orang. (Borobudur) dan Daerah
kegiatan sekitar 656.872 orang. Kawasan wisata utama Istimewa Yogyakarta
ekonomi Kegiatan ekonomi terkonsentrasi di daerah diperkirakan sebesar
utama di utamanya adalah pesisir selatan dan di 4,93 juta orang pada
daerah perikanan, pertanian kepulauan Gili di lepas tahun 2015.*** Kegiatan
tujuan (sawah), industri bubur pantai Lombok Utara, di ekonomi utamanya
wisata kertas (pulp), dan mana kepadatan adalah industri pertanian,
pariwisata. * penduduknya rendabh. pariwisata dan jasa.
Kegiatan ekonomi
utamanya adalah
pariwisata lokal, perikanan,
dan pertanian**,
Gambaran Danau ini menyediakan Kabupaten Lombok Utara Situs Candi Borobudur
umum air tawar yang melimpah | meliputi Kepulauan Gili (Gili | dikelilingi oleh
habitat alam | dan dikelilingi oleh desa- | Trawangan, Gili Air, dan pegunungan, danau, dan
daerah desa di pegunungan. Gili Meno), yang tanah subur, dengan
tujuan Daerah cekungan danau | mendukung kehidupan laut | sumber air yang
wisata dikelilingi oleh tebing dan terumbu karang. melimpah. Pertanian
curam*. Ada dua pulau di | Bagian selatan Pulau merupakan salah satu
danau ini - Pulau Lombok, Kecamatan Pujut | kegiatan ekonomi utama
Samosir (647 km?) dan di Kabupaten Lombok di sekitar kompleks
Pulau Pardapur (7 km?). | Selatan terkenal akan candi. Candi Borobudur
pantainya yang indah dan sekitarnya juga
seperti Pantai Kuta****, berada di zona gempa
Kecamatan Jerowaru juga | karena kondisi
terletak di Kabupaten geologinya.
Lombok Selatan dan
terkenal dengan pantai dan
pesisirnya yang indah.
Sekotong, yang berada di
Kabupaten Lombok Barat,
merupakan daerah pesisir.
Informasi Kawasan hutan lindung | Di Kepulauan Gili dan Kompleks Candi
tambahan tidak berada di daerah | beberapa bagian Pulau Borobudur dan kompleks
tentang tujuan wisata*. Kawasan | Lombok, terdapat Candi Prambanan
wilayah danau yang mengelilingi | beberapa kegiatan adalah Situs Warisan
sensitif di daerah tujuan wisata | konservasi penyu yang Dunia UNESCO. Tidak
daerah merupakan bagian dari | sebagian besar dilakukan ada habitat hutan atau
tujuan formasi geologi yang | oleh tempat penangkaran habitat alami yang akan
wisata diakibatkan oleh aktivitas | penyu milik pribadi. Taman | terdegradasi oleh

mega-vulkanik dan
merupakan danau air
tawar terbesar di
Indonesia.

Wisata Alam Laut Pulau
Gili Ayer, Pulau Gili Meno
dan Pulau Gili Trawangan
terdiri dari total 2.954
hektar dan dikelola oleh
Kementerian Kelautan dan
Perikanan sejak tahun
20009.

kegiatan Proyek IPF

ini***,
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Uraian Danau Toba Lombok Borobudur
Kondisi Pencemaran air menjadi | Pesona Gili Trawangan Kemacetan lalu lintas
lingkungan masalah. Ancaman sebagai daerah tujuan karena akses jalan yang
saat ini berasal dari air limbah wisata juga berarti bahwa terbatas dan kerumunan

yang tidak diolah terlebih | daerah ini menghasilkan 20 | wisatawan yang
dahulu dari pemukiman ton sampah per hari (di berlebihan selama
penduduk, pertanian musim puncak) atau 5-8 musim puncak telah
budidaya, tumpahan ton per hari (di masa sepi). | menjadi bagian dari dua
minyak dari perahu di Pulau tersebut saat ini keprihatinan yang telah
sekitar danau, dan tidak memiliki pengelolaan | menyebabkan pengelola
endapan sedimen akibat | sampah dan limbah yang situs UNESCO
erosi tanah dari baik. menemukan alternatif
perbukitan di sekitarnya. yang sesuai untuk
Juga tidak ada fasilitas rencana pengelolaan
sanitasi yang layak kunjungan wisatawan
untuk menangani saat ini.
sampah padat.*
Jenis dan Alam — Pemandangan | Alam — Hamparan panjang | Budaya/Warisan
daerah danau, pemandangan | pantai berpasir putih dan | Budaya - Klaster
obyek pedesaan, pegunungan, | pulau-pulau di sekitarnya | Borobudur mencakup
wisata air panas, air terjun dan | yang lebih kecil untuk | candi Borobudur (Pawon
utama. penjelajahan (trekking) | tempat snorkeling dan | dan Mendut); tempat
gunung. Misalnya: | menyelam. Pantai Pink di | menikmati matahari terbit
Parbaba, pantai dengan | Kecamatan Jerowaru | dari Punthuk Setumbu;
danau air tawar (Danau | dikenal dengan | Bukit Rhema, sebuah
Toba); dan mata air | pemandangannya yang | situs doa yang
panas di Gunung Pusuk | belum terjamah dan | ditinggalkan; Dan desa-
Bubhit. hamparan pantai berpasir | desa budaya di
Budaya — Sejarah dan merah muda yang masih | sekitarnya. Obyek wisata
warisan budaya sepi. utama klaster
masyarakat etnis Batak Budaya - Desa Sasak yang | Prambanan-Ratu  Boko
berada di daerah tujuan | menjadi kediaman keluarga | meliputi Candi
wisata utama. Daya tarik | petani Sasak tradisional | Prambanan dan Ratu
wisata lainnya seperti juga merupakan obyek | Boko, sebuah  situs
Singgasana Batu dari wisata utama. Sebuah pura | seluas 16 ha dengan
Raja Siallagan dan Hindu (Pura Meru | struktur bangunan Budha
Makam Raja Sidabutar; Cakranegara) adalah pura | dan  Hindu.  Keraton
dan Ambarita, sebuah terbesar dan kedua yang | Yogyakarta meliputi
desa tradisional yang paling penting di Lombok. keraton, tempat
memberikan kilasan kediaman sultan dan
budaya Batak. museum hidup; Istana
Air; dan Jalanan sebagai
tempat belanja,
Malioboro.
Masyarakat | Masyarakat Batak | Masyarakat Sasak | Masyarakat Jawa adalah
adat (jika memenuhi definisi | memenubhi definisi | kelompok etnis yang
ada) masyarakat adat dan | masyarakat adat. Ada | dominan di daerah ini.
masyarakat Batak adalah | beberapa obyek wisata | Tidak ada masyarakat
kelompok etnis yang | yang ditemukan di Desa | adat yang ditemukan di
dominan di  daerah | Adat Sade (tidak termasuk | sekitar Borobudur,
tersebut. Mereka | di dalam rencana | Magelang, dan
kebanyakan tinggal di | pembangunan detail), Desa | Yogyakarta.
dataran tinggi. | Bek Kuda, Desa Adat
Masyarakat Batak Toba | Belek, dan Desa Adat

memiliki gaya arsitektur
tradisional yang lazim
ditemui di  Samosir.
Kampung-kampung adat
berada di sekitar Danau

Bayan. Desa Adat tersebut
telah dihidupkan kembali
dan memiliki agenda
gerakan yang serupa, yaitu
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Uraian Danau Toba Lombok Borobudur

Toba, terutama di | pengakuan atas wilayah
Kecamatan Porsea | tanah adat.

(ditemukan di daerah | Di bagian lain Pulau
yang tercakup oleh | Lombok, terdapat
keseluruhan rencana | permukiman tradisional
pembangunan namun | yang membaur dengan
tidak termasuk di dalam | pemukiman modern. Ini
rencana pembangunan | bisa ditemukan di
detil). Terdapat jaringan | Kecamatan Khayangan dan
aliansi masyarakat adat, | Kabupaten Bayan, Lombok
Tano Batak, di daerah | Utara (bukan bagian dari
tersebut. Organisasi ini | rencana pembangunan
bekerja dengan tujuan | detil). Terdapat juga
untuk mendapat | masyarakat adat di Desa
pengakuan atas hak dan | Ende di Kabupaten Pujut di
wilayah tanah adat. bagian tengah Pulau
Lombok (juga bukan bagian
dari rencana pembangunan
terinci).

Sumber tabel dan catatan:

* KSPN Danau Toba Bab 3 tentang profil kabupaten yang direncanakan.

** Kajian Kebutuhan & Permintaan Data Dasar (Baseline) Lombok - Horwath HTL dan Surbana Jurong.
*** Kajian Kebutuhan & Permintaan Data Dasar (Baseline) Borobudur (Joglosemar) — Horwath HTL dan
Surbana Jurong.

**** Setiap tahun di bulan Februari, ada acara wisata tahunan yang dikenal dengan nama “Bau Nyale”.

3.0 DAMPAK DAN LANGKAH TINDAKAN MITIGASI

3.1 POTENSI MANFAAT LINGKUNGAN, DAMPAK, DAN LANGKAH
TINDAKAN MITIGASI

38. Dampak lingkungan yang umum yang dapat diidentifikasi selama penerapan ESMF
serta contoh langkah tindakan mitigasi untuk setiap jenis kegiatan dijelaskan pada Tabel 4.

39. Kerangka hukum dan kelembagaan untuk kajian dampak lingkungan dan sosial
termasuk aspek yang terkait dengan pengelolaan dampak langsung, dampak ikutan (induced)
dan dampak kumulatif dikembangkan dengan baik dan komprehensif di dalam peraturan
perundang-undangan di Indonesia. Namun demikian terdapat kesenjangan, terutama dalam
bentuk pentaatan dan penegakan peraturan yang tidak konsisten di berbagai wilayah di
negara ini di berbagai fungsi, seperti administrasi pengembangan lahan dan penegakan
peraturannya yang menghambat pengelolaan dampak ikutannya dengan benar.
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Tabel 5. Kegiatan Komponen dan Potensi Dampak Lingkungan

Komponen

Jenis kegiatan

Potensi dampak lingkungan

Langkah tindakan mitigasi
yang memungkinkan dan
Instrumen Kajian
Lingkungan (EA)

Komponen 1: Meningkatkan
kualitas jalan dan akses
pelayanan dasar yang terkait
dengan pariwisata dari daerah
tujuan wisata yang dipilih.

1.1 Kegiatan konstruksi

a) Pemeliharaan rutin jalan

b) Rehabilitasi jalan

¢) Rekonstruksi jalan

d) Pemeliharaan rutin dan
pemeliharaan berkala, rehabilitasi
dan penggantian jembatan

e) Dukungan bagi jalan daerah

f) Pembangunan atau perbaikan
sarana daerah untuk angkutan
umum

g) Pembangunan dan perbaikan
infrastruktur untuk pejalan kaki,
sepeda, dan angkutan tidak
bermotor.

h) Taman kota dan proyek
pembangunan taman dan ruang
terbuka hijau untuk mempercantik
kota

i) Perluasan jaringan pasokan air
yang sudah ada dan pembangunan
jaringan pasokan air yang baru

j) Perluasan fasilitas pengolahan air
perkotaan yang sudah ada atau
pembangunan fasilitas yang baru

k) Memperbaiki atau mengganti
fasilitas penampungan air yang ada
(atau yang rusak)

I) Fasilitas pengolahan sampah yang
kecil

m) Tempat Pembuangan Sementara

n) Perluasan/rehabilitasi/ peningkatan
Tempat Pembuangan Akhir yang

Positif: Komponen ini berfokus pada penanganan kesenjangan
pelayanan dasar yang ada untuk masyarakat di kawasan wisata utama
dan memerbaiki kerusakan lingkungan.

Negatif:
a) Risiko yang umum terjadi pada sebagian besar kegiatan konstruksi,

mis., pekerjaan jalan, jalan setapak, pusat informasi, jaringan pipa,

pengolahan air bersih dan air limbah:

» Hilangnya vegetasi dan tanah lapisan atas dari pembukaan lahan

+ Erosi tanah dan sedimentasi sungai

* Debu

» Kebisingan dan pencemaran udara dari alat berat

+ Pembuangan limbah konstruksi yang tidak tepat

» Tumpahan bahan bakar dan pelumas

» Kerusakan infrastruktur lainnya atau benda cagar budaya lainnya

» Gangguan visual dari infrastruktur terhadap lanskap alam dan budaya

b) Risiko tambahan dari pekerjaan konstruksi dan pengoperasian

bendungan untuk pasokan air dan stabilisasi aliran sungai

- Kualitas air dan degradasi habitat perairan terutama disebabkan oleh
padatan yang mengendap

- Hambatan bagi pergerakan ikan ke hulu dan hilir

- Dampak pada penggunaan dan pengguna air di hilir

c) Risiko dari pengoperasian WC umum

- Pencemaran air tanah dari septic tank karena lokasinya di tanah yang
tidak sesuai, tidak berfungsi, atau perawatan yang buruk

- Bau dan bahaya terhadap kesehatan yang disebabkan oleh penataan
kebersihan dan kerapian rumah tangga yang tidak memadai

d) Risiko tambahan dari konstruksi atau perluasan/peningkatan dan
pengoperasian instalasi pengolahan air limbah

- Eutrofikasi dari nutrisi yang ada di dalam limbah cair

- Kematian organisme air yang disebabkan oleh oksigen terlarut yang
rendah, atau zat beracun yang masuk ke dalam sistem pengumpulan
limbah cair

Risiko-risiko ini dapat
dikurangi dengan: a) kajian
lingkungan terhadap berbagai
alternatif pada FS; b)
penyusunan Rencana
Pengelolaan Lingkungan dan
Sosial (Environmental and
Social Management Plan -
ESMP) yang baik);1° c)
pelaksanaan ESMP tersebut
dilakukan dengan
memasukkan langkah-langkah
mitigasi ke dalam DED dan
kontrak konstruksi yang
mencakup Pedoman K3L; dan
d) menyediakan Praktik
Pengelolaan Lingkungan
(Environmental Code of
Practice - ECOP) atau
Prosedur Operasi Standar
(SOP) untuk kegiatan lain
yang di dalam penapisannya
mengindikasikan bahwa tidak
diwajibkan adanya RKL dan
UKL.

19 Seperti Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), yang keduanya juga mencakup isu sosial.
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Komponen

Jenis kegiatan

Potensi dampak lingkungan

Langkah tindakan mitigasi
yang memungkinkan dan
Instrumen Kajian
Lingkungan (EA)

ada dengan tempat pembuangan
sampah terkendali, termasuk
fasilitas pendukungnya

0) Pembentukan organisasi atau
layanan masyarakat 3R (misalnya,
program bank sampah)

p) Pembangunan dan peningkatan
instalasi pengolahan lumpur
(sludge) limbah tinja

g) Pembangunan dan peningkatan
sistem perpipaan air limbah

r) Pembangunan dan peningkatan
instalasi pengolahan air limbah

s) Fasilitas WC umum dan sanitasi

e)

f)

Bau yang disebabkan oleh gangguan pada instalasi pengolahan
(plant upset)

Risiko tambahan dari pengoperasian sistem pengolahan air bersih
Pembuangan lumpur dan air pembilas (backwash) yang tidak tepat
Terpaparnya para pekerja dan anggota masyarakat oleh bahan kimia
pengolahan air selama pengiriman dan penggunaan

Risiko tambahan dari pekerjaan konstruksi dan pengoperasian
fasilitas pengumpulan dan pembuangan sampah

Pencemaran air tanah oleh air lindi karena lokasinya di tanah yang
tidak sesuai atau bahan pelapis (lining) dan penampung air lindi yang
tidak efektif

Pencemaran air permukaan dari limpasan yang terkontaminasi atau
air lindi yang tidak tertampung atau tidak diolah secara memadai
Timbulnya asap dan api

Binatang liar dan vektor penyakit

Konversi lahan pertanian produktif menjadi non pertanian

Risiko di tempat kerja serta risiko kesehatan dan keselamatan
Luka-luka dan jatuh karena tidak menggunakan alat pelindung diri
(APD) saat melakukan kegiatan konstruksi.

Risiko terhadap masyarakat sekitar karena tidak menyediakan
barikade atau tanda bahaya yang cukup untuk memberi tahu risiko di
batas area proyek selama berlangsungnya kegiatan pekerjaan
konstruksi.

Pembuangan limbah konstruksi dan limbah dari kamp pekerja yang
tidak tepat karena beberapa kontraktor tidak menyediakan toilet
portabel dan praktik penatalayanan (housekeeping) yang baik.

Selama berlangsungnya
pelaksanaan, langkah-langkah
mitigasi dapat dipantau
dengan lebih baik melalui
pengawasan dan penegakan
oleh petugas pengawasan
K3LL, termasuk
memperhatikan penyediaan
dan penggunaan APD dan
penggunaan papan petunjuk
dan barikade di lokasi-lokasi
bahaya.

1.2 Studi Kelayakan (FS) dan
Rancangan Perekayasaan Terperinci
(DED) untuk investasi fisik yang
tercantum di atas.

Positif: Studi tersebut memberi kesempatan untuk memerbaiki hasil
lingkungan dari investasi yang disediakan.

Negatif: Studi itu sendiri tidak akan secara langsung berdampak negatif.

KA untuk FS akan
memerlukan adanya kajian
terhadap berbagai alternatif,
jika sesuai, dan perbandingan
dari berbagai alternatif
tersebut berdasarkan alasan
lingkungan. DED akan
menggabungkan langkah-
langkah mitigasi yang terkait
dengan desain dari UKL, RKL,
ECOP atau SOP dan akan
konsisten dengan Pedoman
K3L
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Komponen

Jenis kegiatan

Potensi dampak lingkungan

Langkah tindakan mitigasi
yang memungkinkan dan
Instrumen Kajian
Lingkungan (EA)

Komponen 2: Mendorong
partisipasi lokal dalam

perekonomian sektor pariwisata

Pengembangan keterampilan tenaga
kerja yang relevan mencakup
pembiayaan untuk penyediaan
pelatihan berbasis kompetensi (CBT -
competency based training) yang
relevan dan berkualitas tinggi dan
penguatan sistem sertifikasi sektor
pariwisata di tiga daerah tujuan wisata
terpilih. Dukungan tersebut akan
menyelaraskan CBT dengan tuntutan
di sektor swasta. Program kesadaran
masyarakat.

Positif: Kesempatan untuk meningkatkan manajemen dampak di sektor
pariwisata.

Negatif: Bertambahnya jumlah penduduk akan berdampak pada
kebutuhan tambahan lahan dan berpotensi menyebabkan kerusakan
lingkungan.

Kesadaran lingkungan
dimasukkan di dalam pelatihan
yang terkait, termasuk aspek
yang terkait dari Pedoman
K3L, termasuk pedoman bagi
sektor industri untuk
pengembangan pariwisata dan
pelayanan. Kapasitas lokal
untuk memantau dan
mengelola dampak lingkungan
dan sosial termasuk
pembangunan yang
diakibatkannya (induced) akan
ditingkatkan berdasarkan
Komponen 4

Komponen 3: Meningkatkan

lingkungan yang kondusif untuk
masuknya investasi swasta dan

usaha ke bidang pariwisata.

Penyederhanaan persyaratan untuk
masuknya usaha dan perizinan usaha
untuk sektor pariwisata dan
memperkuat sistem untuk memantau
dan memfasilitasi investasi swasta.

Negatif: Penyederhanaan proses perizinan, termasuk untuk izin
lingkungan, dapat disalahartikan sebagai pemberian jalan pintas yang
menghambat dilakukannya kajian yang memadai sebelum adanya
persetujuan, sehingga aspek K3L tidak mendapat perhatian yang cukup
dalam mendirikan usaha-usaha yang baru.

Positif: Komponen ini dapat memberi kesempatan untuk memperkuat
pertimbangan yang diberikan pada aspek K3L, terutama keselamatan dan
kesehatan di tempat kerja dan pengelolaan limbah.

Pergunakan aspek yang
relevan dari Pedoman K3L
dalam merumuskan panduan
bagi para pemohon dan
penilai/pemberi izin usaha.

Komponen 4: Meningkatkan
kapasitas kelembagaan untuk
memfasilitasi pembangunan
pariwisata terpadu dan
berkelanjutan

Pemantauan lingkungan dan sosial
(STO).

Positif: Proyek ini akan menilai Observatori Pariwisata Berkelanjutan
(Sustainable Tourism Observatory - STO) atau yang setara, secara
berkala, laporan pemantauan dipublikasikan berdasarkan ruang lingkup
geografis yang telah disepakati sebelumnya mengenai bidang
pengembangan pariwisata dan daftar indikator utama dari ‘pariwisata
berkelanjutan’.

Negatif: Tidak ada yang diantisipasi.

Tidak perlu dilakukan mitigasi.

Rencana Induk Pariwisata
Terpadu (ITMPs), yang terdiri
dari rencana pengembangan
secara keseluruhan untuk
seluruh daerah tujuan wisata

e Analisis kerangka kelembagaan dan
hukum, peraturan dan kebijakan;

e Analisis permintaan dan peluang
pembangunan kawasan wisata;

Positif: ITMP disusun untuk menghindari salah satu dampak negatif dari
pembangunan pariwisata yang tidak terintegrasi, yaitu bahwa peningkatan
pariwisata dapat merusak sumber daya lingkungan dan budaya di mana
pariwisata bergantung, jika infrastruktur pencegahan dan pengaturan
manajemen yang diperlukan tidak dilakukan. ITMP akan memberikan

Kebijakan pengamanan Bank
Dunia dan Pedoman K3L
digabungkan di dalam
kerangka acuan kerja ITMP.
ITMP akan mencakup:
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Komponen

Jenis kegiatan

Potensi dampak lingkungan

Langkah tindakan mitigasi
yang memungkinkan dan
Instrumen Kajian
Lingkungan (EA)

(dengan rentang perencanaan
selama 25 tahun), dan rencana
pembangunan detil (dengan
rentang perencanaan selama 5
tahun) untuk kawasan wisata
utama yang ada, dan yang
dipilih di dalam kawasan daerah
tujuan wisata.

Analisis kondisi rona awal (baseline)
rencana tata ruang, kesenjangan
infrastruktur, dan obyek wisata serta
fasilitas bagi para pengunjung;
Artikulasi peluang dan hambatan
warisan budaya, sosial, sosial-
ekonomi, dan budaya;

Penyusunan proyeksi pertumbuhan
dan skenario pembangunan;

Merinci skenario pembangunan
yang terpilih;

Perumusan rencana induk
pariwisata terpadu; dan
Memastikan keterlibatan aktif para
pemangku kepentingan.

kajian dengan melakukan pra-penapisan potensi kegiatan dan dampak
yang terkait yang akan diidentifikasi dengan baik dalam proses
perencanaan. ITMP akan membantu menginformasikan kepada semua
pemangku kepentingan dan menyediakan sarana konsultasi untuk
mendapatkan informasi mengenai perhatian dan aspirasi para pemangku
kepentingan. ITMP ini akan meminimalkan ketidakpastian dan kurangnya
transparansi. ITMP juga akan mengidentifikasi program prioritas yang
diperlukan untuk memperkuat kegiatan pariwisata di tingkat lokal dan
memberikan rekomendasi terinci untuk penyusunan dan perubahan
rencana tata ruang lokal dan provinsi dan rencana induk sektoral (bila
perlu). Kajian secara mendalam dan keterlibatan pemangku kepentingan
di dalam ITMP akan memasukkan pendekatan dari bawah ke atas
(bottom-up) yang kurang dilakukan di dalam analisis tata ruang
sebelumnya yang dilakukan di daerah-daerah tujuan pariwisata prioritas.
Oleh karena itu ITMP ini disusun sebagai landasan koordinasi untuk
pengembangan daerah tujuan wisata dan sebagai instrumen yang akan
membuka jalan bagi pembangunan pariwisata yang efektif dan
berkelanjutan.

Negatif: ITMP mungkin tidak dilaksanakan sesuai dengan standar yang
diinginkan, yang akan membatasi efektivitasnya sebagai panduan
pembangunan pariwisata berkelanjutan. Fasilitas yang dibangun
berdasarkan rekomendasi ITMP mungkin memiliki dampak tidak langsung
atau dampak ikutan atau dampak kumulatif yang tidak diperkirakan
sebelumnya, tidak dikelola secara efektif, atau keduanya. Pembangunan
yang tidak terencana yang disebabkan oleh penyediaan fasilitas
pariwisata, sebagai contoh umum: dapat menimbulkan kemacetan lalu
lintas, menghasilkan limbah atau sampah yang tidak dikelola dengan baik,
dan menyebabkan pemandangan yang kurang nyaman. Masyarakat lokal
dapat “tertinggal” dalam hal mengambil manfaat dari pariwisata dan
menurunnya kemampuan mereka untuk berpartisipasi secara efektif di
dalam pembangunan pariwisata, dan mungkin memengaruhi tradisi dan
budaya mereka. Kehilangan lahan, kehilangan akses pada sumber daya
tradisional atau sumber mata pencaharian, dan dampak pada integritas
dari budaya setempat juga merupakan potensi dampak negatif. Beberapa
wisatawan akan terlibat dalam perilaku anti-sosial, seperti
penyalahgunaan narkoba dan alkohol serta wisata seks. Contoh lainnya
dari dampak negatif meliputi: penurunan kualitas dari sumber daya alam
yang sensitif di mana pariwisata bergantung padanya, minimnya

Rekomendasi untuk
pembangunan kapasitas
untuk meningkatkan rencana
pelaksanaan

Penjelasan mengenai
peluang dan hambatan
lingkungan hidup, sosial,
sosial-ekonomi, dan warisan
budaya;

Penyusunan proyeksi
pertumbuhan dan skenario
pembangunan;

Merinci skenario
pembangunan yang dipilih;
Perumusan rencana induk
pariwisata terpadu; dan

Memastikan keterlibatan
aktif dari para pemangku
kepentingan.
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Komponen

Jenis kegiatan

Potensi dampak lingkungan

Langkah tindakan mitigasi
yang memungkinkan dan
Instrumen Kajian
Lingkungan (EA)

pemeliharaan fasilitas setelah selesainya masa konstruksi; dan kurangnya
anggaran operasional serta sumber daya manusia yang mampu untuk
mengelola fasilitas, dan dampak lingkungan dan sosialnya.

b)

Rencana induk sektoral
di tingkat hilir

e Menyusun dokumen-dokumen yang
dapat membantu pemerintah untuk
memperbaiki kualitas belanja
berdasarkan Wilayah Hasil 1.

Positif: Dengan meminimalkan risiko perencanaan yang buruk,
pembiayaan rencana induk sektoral, membantu mengintegrasikan
standar internasional untuk keberlanjutan dalam pembangunan pariwisata
dan menyediakan kesempatan bagi desain bangunan dan konstruksi yang
ramah lingkungan. Hal ini juga memberikan penilaian risiko yang
diperlukan mengenai potensi kendala dan manfaat lingkungan dan sosial.
Juga membantu dalam memberi saran kepada pemerintah mengenai
teknik dan metode terbaru untuk pembangunan berkelanjutan, seperti
peningkatan kualitas bahan bangunan atau cara untuk memasukkan
ketahanan terhadap iklim di bidang infrastruktur, terutama di daerah
tujuan wisata yang sensitif dan rentan.

Negatif: Rencana induk sektoral mungkin tidak dilaksanakan pada
standar yang ditentukan, dimana akan membatasi efektifitasnya. Fasilitas
yang dibangun berdasarkan rekomendasi dari rencana induk sektoral
mungkin memiliki dampak negatif ikutan atau dampak kumulatif yang tidak
terlihat sebeumnya, tidak dikelola dengan baik, atau keduanya.
Pembangunan yang tidak terencana yang merupakan ikutan dari
dibangunnya fasilitas merupakan contoh umum; hal ini dapat
menyebabkan kemacetan, menimbulkan pencemaran atau sampah yang
tidak dikelola dengan baik, dan berdampak pada pemandangan indah.
Masyarakat lokal dapat “tertinggal” ketika membahas penerima manfaat
dari pelayanan yang meningkat. Kehilangan tanah, kehilangan akses
terhadap sumber daya adat atau sumber penghidupan, dan dampak pada
integritas budaya lokal juga merupakan potensi dampak negatif. Contoh
lain dari potensi dampak negatif termasuk: penurunan kualitas sumber
daya dimana pariwisata bergantung padanya; pemeliharaan yang tidak
memadai atas fasilitas yang dibangun; kurangnya anggaran operasional
dan sumber daya manusia yang handal dan pemantauan dan
pengelolaan dampak lingkungan dan sosial.

Di beberapa daerah, kapasitas para penyusun AMDAL atau UKL-UPL
mungkin tidak memadai, begitu juga dengan para pemeriksa dan petugas
penegak peraturan di lembaga pengawas lingkungan di tingkat
pemerintah daerah, untuk memastikan bahwa semua tindakan mitigasi

Program pembangunan
kapasitas dan pelatihan
bersama untuk lembaga
yang bertanggung jawab.
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Komponen

Jenis kegiatan

Potensi dampak lingkungan

Langkah tindakan mitigasi
yang memungkinkan dan
Instrumen Kajian
Lingkungan (EA)

yang dipersyaratkan sudah dimasukkan di dalam rencana pengelolaan
lingkungan dan dilaksanakan oleh kontraktor dengan benar.

c) Jasa Dukungan Pengelolaan

Program

Memberikan jasa pengelolaan
program kepada BPIW dan
dokumentasi serta masukan yang
diperlukan untuk program
Pembangunan Pariwisata Indonesia
untuk perencanaan, penganggaran,
pengendalian mutu, pengawasan,
pemantauan, pelaporan, dan
koordinasi, untuk memastikan
pelaksanaan program dilakukan
sesuai dengan tujuan program dan
sesuai dengan kesepakatan
pinjaman.

Konsultan akan bekerja sama
dengan BPIW dan para pemangku
kepentingan lainnya untuk
memastikan tujuan dan hasil utama
Program akan dirancang dengan
baik, dilaksanakan dan dipantau
dengan baik sesuai dengan
spesifikasi di dalam tugas yang
ditugaskan.

Konsultan akan memberikan
pelatihan lingkungan dan sosial
yang tepat di BPIW dan di daerah-
daerah tujuan wisata.

Konsultan dapat diminta untuk
menyediakan tenaga ahli untuk
mengisi kesenjangan kapasitas di
BPIW dan di tempat-tempat lain.

Positif: Jasa Dukungan Pengelolaan Program akan memberikan solusi
yang lebih baik dan menggabungkan efisiensi yang lebih baik dalam
memberikan hasil penting yang diperlukan untuk Program. Hal ini juga
meningkatkan upaya mitigasi bagi investasi yang didukung oleh Program.
Pada akhirnya hal ini akan meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil
pekerjaan untuk pembangunan pariwisata berkelanjutan melalui
koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah serta koordinasi antara
pemerintah dan swasta.

Negatif: Tidak ada yang diantisipasi.

Tidak diperlukan adanya
mitigasi.

d)

Studi tambahan dan
pembangunan kapasitas
untuk mendukung
Komponen 2, 3 dan 4, yaitu
mendorong partisipasi lokal
dalam ekonomi pariwisata

Menyusun studi yang diperlukan
dan memberikan solusi tentang
bagaimana mengurangi atau
memperkecil kesenjangan di dalam
pembangunan kapasitas untuk
keterampilan dan pengetahuan. Ini

Positif: Berbagai studi akan memberi kesempatan untuk
menggabungkan aspek pengelolaan lingkungan, kesehatan, keselamatan,
dan sosial di dalam pengembangan usaha di tingkat UKM menuju
pembangunan ekonomi berkelanjutan. Studi-studi tersebut akan
meningkatkan kesadaran lingkungan dan sosial para pelaku UKM yang

Peningkatan kesadaran
lingkungan dan sosial
seiring dengan
perkembangan ekonomi.
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Komponen Jenis kegiatan Potensi dampak lingkungan Langkah tindakan mitigasi
yang memungkinkan dan
Instrumen Kajian
Lingkungan (EA)

(pengembangan juga bisa mencakup dukungan mendukung pengembangan industri pariwisata di daerah tujuan wisata
keterampilan dan penganggaran, pelatihan, lokakarya, | sasaran.

kemampuan perusahaan); atau dukungan lainnya yang

meningkatkan lingkungan diidentifikasi di dalam dokumen Potensi studi dan bantuan teknis lainnya terkait dengan Wilayah Hasil 2-4
yang kondusif untuk ITMP atau DDP. akan memberikan solusi dan kemampuan yang lebih baik untuk
investasi swasta dan pengembangan perusahaan, termasuk pengelolaan dampak lingkungan
masuknya usaha ke sektor dan sosial, dan peningkatan lingkungan usaha terkait dengan sektor
pariwisata dan pariwisata di daerah tujuan prioritas.

meningkatkan kapasitas

kelembagaan untuk Negatif: Pengembangan UKM dan peningkatan iklim usaha, jika tidak
memfasilitasi integrasi. dikelola dengan baik, dapat menyebabkan degradasi sumber daya alam

dan potensi peningkatan pencemaran lingkungan. Hal ini juga dapat
menyebabkan dampak sosial yang meningkatkan disparitas ekonomi.
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3.2 POTENSI MANFAAT SOSIAL, DAMPAK, DAN LANGKAH
TINDAKAN MITIGASI

40. Secara keseluruhan, kegiatan dari empat komponen yang didukung oleh Proyek
diharapkan menghasilkan dampak sosial yang positif. Proyek ini diharapkan dapat
menyediakan sarana jalan yang berkualitas lebih baik, dan akses pelayanan dasar dan
infrastruktur yang lebih baik bagi masyarakat setempat dan para wisatawan; serta
meningkatkan kesempatan kerja, mendorong partisipasi lokal dalam perekonomian sektor
pariwisata, serta memelihara dan/atau memperbaiki dan/atau melindungi sumber daya alam,
budaya, tradisi, dan kekayaan alam setempat yang merupakan daya tarik bagi daerah tujuan
wisata tersebut. Namun demikian, jika kegiatan tidak direncanakan dengan seksama dan
potensi dampak sosial yang merugikan tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan
kerusakan sumber daya ekonomi, sosial, sumber daya alam, dan budaya, termasuk hilangnya
mata pencaharian yang akan menyebabkan pemiskinan dan konflik sosial.

41. Proyek tidak diharapkan untuk menghasilkan dampak sosial dan risiko negatif yang
signifikan karena pembebasan tanah dan/atau pemukiman kembali (termasuk pembatasan
akses ke taman nasional dan kawasan lindung yang ditetapkan secara legal), karena kegiatan
yang akan dibiayai di bawahnya kemungkinan akan mencakup investasi fisik berskala kecil
dan menengah. Namun demikian, ada kemungkinan Pemerintah dan pemerintah daerah di
tiga daerah tujuan wisata tersebut akan melaksanakan investasi fisik yang direkomendasikan
oleh ITMP dan bahwa investasi fisik ini memerlukan pengadaan tanah dan/atau pemukiman
kembali yang signifikan yang dapat menimbulkan potensi dampak dan risiko sosial yang
cukup besar. Ada kemungkinan juga bahwa kegiatan yang direkomendasikan oleh rencana-
rencana sektoral mencakup investasi fisik yang memiliki dampak sosial dan risiko sosial
negatif jika dilaksanakan. Potensi dampak sosial yang negatif akan terjadi selama
berlangsungnya pembangunan investasi fisik, termasuk terjadinya pembatasan akses
sementara dan gangguan (misalnya, gangguan terhadap mata pencaharian, kesehatan,
kenyamanan, dll.) selama berlangsungya pekerjaan konstruksi. Demikian pula, perbaikan
iklim usaha dan investasi dapat meningkatkan masuknya usaha dan investasi swasta di sektor
pariwisata yang berpotensi menimbulkan dampak sosial dan risiko yang cukup besar.

42. Potensi dampak sosial lainnya dari pembangunan pariwisata (di luar dampak
pengadaan tanah dan/atau pemukiman kembali) dapat mencakup: kesenjangan ekonomi dan
sosial yang lebih besar dan akses masyarakat yang terbatas terhadap sumber daya alam milik
publik (seperti pantai) karena adanya pembangunan “daerah kantong wisata”; konflik internal
di masyarakat karena adanya ketidaksetaraan kapasitas untuk memanfaatkan peluang-
peluang baru, terutama bagi mereka yang kurang berpendidikan, masyarakat miskin, para
lansia, dan para penyandang cacat; hilangnya pekerjaan karena beralihnya kegiatan
pertanian menjadi kawasan pengembangan yang terkait dengan pariwisata; gangguan dan
komersialisasi yang tidak berkelanjutan terhadap budaya, tata cara, dan tata nilai budaya;
hilangnya mata pencaharian dan harta kekayaan karena pengadaan tanah. Kesehatan dan
keselamatan masyarakat juga mungkin bermasalah, terutama karena timbulnya penyakit
menular seksual dan bahaya lalu lintas yang lebih ramai. Selain itu, jika tidak dikelola dengan
baik, mungkin terjadi pertumbuhan permukiman liar dan/atau usaha kecil yang tidak terkendali
sebagai dampak ikutan dari pembangunan pariwisata di sekitar tempat-tempat wisata.

43, Pemerintah daerah di daerah tujuan wisata (seperti Kabupaten Magelang dan
Kabupaten Lombok Tengah) ditantang untuk: mengendalikan penggunaan lahan dan
pembangunan bangunan gedung, termasuk perambahan hutan atau konversi sawah
beririgasi ke kegiatan yang berhubungan dengan pariwisata; melindungi pasar tradisional; dan
mendorong masuknya masyarakat setempat ke dalam kegiatan yang berhubungan dengan
pariwisata. Selanjutnya, usaha pariwisata tradisional atau informal yang ada saat ini yang
telah beroperasi untuk beberapa waktu seperti penyewaan perahu dan penyewaan mobil
lokal, berikut dengan pengemudinya, penyewaan peralatan snorkeling dan menyelam,
pemandu wisata lokal, dan lain-lain, mungkin juga merasa tidak aman dengan masuknya para
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pemain padat modal berskala besar dalam kegiatan-kegiatan tersebut karena keterbatasan
kapasitas bersaing. Terdapat juga kekhawatiran yang diungkapkan oleh para pemangku
kepentingan lokal di beberapa daerah tujuan wisata bahwa budaya, nilai, dan tata kehidupan
lokal yang ada, yang memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata akan terdegradasi dan
diganti dengan model modern dan “impor” untuk pembangunan kepariwisataan. Para
pemangku kepentingan ini mendukung pengembangan pariwisata yang sensitif terhadap dan
berada dalam nilai-nilai sosial, tradisi, dan tata kehidupan masyarakat saat ini sehingga
kawasan ini dapat berkembang sebagai tujuan wisata yang unik tanpa biaya sosial (negatif)
yang luas dan investasi yang besar, dengan cara yang berkelanjutan dan untuk jangka
panjang.

44. Program dapat memberi manfaat dan/atau menimbulkan dampak negatif bagi
masyarakat adat. Dalam beberapa kasus, situs, kehidupan budaya, aset, dan sumber daya
alam yang diandalkan oleh masyarakat adat setempat juga merupakan daya tarik utama
pariwisata. Masyarakat adat akan mendapatkan keuntungan dari pembangunan
kepariwisataan melalui penciptaan lapangan kerja dan meluasnya produk berkualitas,
mendapatkan penghasilan dari jasa yang diberikan oleh keunikan dan nilai dari aset mereka,
sementara juga mendapat dukungan dari pemerintah untuk melindungi kekayaan benda dan
budaya mereka. Namun demikian, jika proses pemanfaatan jasa wisata dari daya tarik
pariwisata ini tidak dikelola dengan baik, Program dapat menyebabkan komersialisasi
kekayaan benda, kekayaan sumber daya alam dan kekayaan budaya masyarakat adat yang
tidak berkelanjutan, di mana kualitasnya akan terdegradasi dan tidak lagi menarik bagi
wisatawan, dan pada akhirnya meninggalkan masyarakat adat dan aset mereka yang terkena
dampak negatif.

45, Potensi isu dan risiko sosial yang dibahas di atas dapat dikelola melalui pelibatan yang
lebih besar dari para pemangku kepentingan, termasuk masyarakat lokal dan masyarakat
adat; pemberian informasi yang berkaitan dengan kegiatan pembangunan pariwisata terlebih
dahulu kepada masyarakat; konsultasi dan partisipasi yang inklusif dan yang berarti dalam
penyusunan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi ITMP; meningkatkan konsistensi
dalam pelaksanaan undang-undang dan peraturan yang berlaku mengenai proses
pengadaan tanah, perencanaan bagi masyarakat adat, dan pemerintah daerah serta
perencanaan desa melalui pengembangan pedoman praktis; dan penyediaan program
pembangunan kapasitas dan peningkatan kesadaran serta survei kepuasan masyarakat.
Lebih penting lagi, ITMP dan implementasinya, serta penguatan kapasitas bagi pemerintah
daerah dan masyarakat harus peka dan dibangun berdasarkan budaya, nilai, dan tata
kehidupan Ilokal untuk memastikan berlangsungnya pembangunan pariwisata yang
berkelanjutan.
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Tabel 6. Kegiatan Komponen serta Potensi Dampak Sosial dan Langkah Tindakan Mitigasi yang Memungkinkan

Komponen

Jenis kegiatan

Potensi dampak sosial

Langkah-langkah tindakan mitigasi, instrumen
pengamanan sosial dan instrumen mitigasi yang
memungkinkan

Komponen 1:  Meningkatkan
kualitas  jalan dan  akses
pelayanan dasar yang terkait
dengan pariwisata dari daerah
tujuan wisata yang dipilih.

1.1 Investasi fisik dalam:

e Pemeliharaan rutin jalan

¢ Rehabilitasi jalan

¢ Rekonstruksi jalan

¢ Pemeliharaan rutin dan
pemeliharaan berkala,
rehabilitasi dan
penggantian jembatan

e Dukungan bagi jalan
daerah

e Pembangunan atau
perbaikan sarana daerah
untuk angkutan umum

e Pembangunan dan
perbaikan infrastruktur
untuk pejalan kaki,
sepeda, dan angkutan
tidak bermotor.

e Taman kota dan proyek
pembangunan taman
dan ruang terbuka hijau
untuk mempercantik kota

e Perluasan jaringan
pasokan air yang sudah
ada dan pembangunan
jaringan pasokan air
yang baru

o Perluasan fasilitas
pengolahan air
perkotaan yang sudah
ada atau pembangunan
fasilitas yang baru

e Memperbaiki atau
mengganti fasilitas
penampungan air yang
ada (atau yang rusak)

Positif:

a. Masyarakat setempat dan wisatawan akan
meningkatkan kualitas jalan dan meningkatkan
akses terhadap sarana transportasi umum,
taman, layanan dasar dan infrastruktur yang
akan menghasilkan kondisi kesehatan yang
lebih baik, menurunkan pengeluaran untuk
transportasi, kondisi kehidupan dan kualitas
lingkungan yang lebih baik, meningkatnya
kenyamanan, meningkatnya perekonomian dan

produktivitas sosial;

b. Peningkatan daya tarik daerah tujuan wisata
yang dapat menyebabkan perluasan kegiatan
terkait pariwisata di daerah tersebut, yang

secara sosial dan ekonomi dapat

menguntungkan masyarakat setempat
(termasuk masyarakat adat) dan pemerintah

daerah.

Negatif:

a. Gangguan sementara selama berlangsungnya
pekerjaan konstruksi: dampak kesehatan dari
debu, terganggunya kegiatan ekonomi dan sosial
lokal, terbatasnya akses ke area tertentu,
terbatasnya akses secara sementara terhadap
pelayanan dasar (misalnya terganggunya
ketersediaan air bersih yang ada ke rumah tangga
selama berlangsungnya pekerjaan perluasan pipa

pasokan air bersih);

b. Pengadaan tanah untuk perluasan dan/atau
pembangunan infrastruktur dan fasilitas yang baru
dibangun dan/atau untuk pembangunan jalan
akses ke infrastruktur dan fasilitas yang baru

dibangun tersebut

c. Peningkatan akses terhadap sumber daya alam
dan budaya masyarakat adat dapat menyebabkan
komersialisasi aset tersebut secara tidak
berkelanjutan tanpa memberi manfaat bagi

Para pemrakarsa subproyek harus memasukkan
kajian dampak sosial dalam Kajian Dampak
Lingkungan dan Sosial (ESIA - Environmental and
Social Impact Assessment) atau UKL-UPL; dan
mengembangkan rencana pengelolaan sosial di
ESMP atau di UKL-UPL untuk mengatasi potensi
dampak sosial yang teridentifikasi.

Langkah-langkah mitigasi untuk mengatasi potensi
dampak sosial selama berlangsungnya pekerjaan
konstruksi harus dimasukkan di dalam dokumen
lelang dan kontrak untuk pekerjaan fisik, sehingga
biaya untuk langkah mitigasi akan menjadi bagian
dari keseluruhan jumlah biaya kontrak.

Terkait isu pengadaan tanah, para pemrakarsa
dapat memperoleh tanah melalui kesepakatan jual
beli (WBWS, willing-buyer-willing seller - pembeli
yang berminat membeli dan penjual yang berminat
menjual) dan/atau melalui kaidah eminent domain
(pemerintah berwenang untuk mengambil alih
tanah pribadi untuk kepentingan umum), di mana
baik UU No. 2/2012 maupun peraturan
pelaksanaannya dan OP 4.12 berlaku.

BPIW (dengan bantuan Konsultan DPP/Dukungan
Pengelolaan Program) sebagai instansi pelaksana
akan memantau pelaksanaan kesepakatan jual beli
(WBWS) tersebut; para pemrakarsa subproyek
akan mendokumentasikan proses kesepakatan jual
beli ini.

Para pemrakarsa subproyek yang akan
memperoleh tanah yang dibutuhkan dengan
kaidah eminent domain akan menyusun Rencana
Tindak Pengadaan Tanah dan Pemukiman
Kembali (LARAP) sesuai dengan Kerangka
Kebijakan Pengadaan Tanah dan Pemukiman
Kembali (LARPF) di ESMF ini.
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Komponen

Jenis kegiatan

Potensi dampak sosial

Langkah-langkah tindakan mitigasi, instrumen
pengamanan sosial dan instrumen mitigasi yang
memungkinkan

e Fasilitas pengolahan
sampah yang kecil

e Tempat Pembuangan
Sementara

¢ Perluasan/rehabilitasi/
peningkatan Tempat
Pembuangan Akhir yang
ada dengan tempat
pembuangan sampah
terkendali, termasuk
fasilitas pendukungnya

e Pembentukan organisasi
atau layanan masyarakat
3R (misalnya, program
bank sampah)

¢ Pembangunan dan
peningkatan instalasi
pengolahan limbah
lumpur (sludge) tinja

¢ Pembangunan dan
peningkatan sistem
perpipaan air limbah

e Pembangunan dan
peningkatan instalasi
pengolahan air limbah

¢ Fasilitas WC umum dan
sanitasi

masyarakat adat dan dapat menurunkan kualitas
aset dan pada akhirnya dapat menghilangkan daya
tariknya untuk pariwisata

d. Konversi lahan pertanian menjadi lahan non-
pertanian yang dapat menyebabkan pengangguran
bagi para petani dan buruh tani, yang dapat
meningkatkan konflik sosial

e. Dampak ikutan sebagai akibat pembangunan,
seperti menjamurnya permukiman liar dan usaha
kecil di sekitar klaster daerah tujuan wisata karena
meningkatnya daya tarik daerah tersebut dengan
infrastruktur dan pelayanan dasar yang lebih baik

Para pemrakarsa subproyek yang memberi
dampak pada Masyarakat Adat (positif atau
negatif) akan menapis dan menyusun Kajian Sosial
dan Rencana Tindak bagi Masyarakat Adat (IPP -
Indigenous Peoples Plan) sesuai dengan Kerangka
Rencana Tindakan bagi Masyarakat Adat (IPPF -
Indigenous Peoples Planning Framework) di dalam
ESMF ini.

Potensi konversi lahan pertanian, terutama lahan
pertanian beririgasi, menjadi lahan non-pertanian
akan dihindari atau diminimalkan melalui ITMP;
Demikian pula, pembangunan ikutan yang
diakibatkan oleh adanya proyek (induced
development) seperti bertumbuhnya pemukiman
liar dan usaha kecil akan ditangani melalui ITMP.

1.2 Studi Kelayakan (FS)
dan Rancangan
Perekayasaan Terperinci
(DED) untuk investasi fisik
yang tercantum di atas.

Positif:

a. Studi ini memberikan kesempatan untuk
mengidentifikasi, menghindari dan/atau
meminimalkan potensi dampak sosial yang
merugikan dan potensi kebutuhan akan
pengadaan tanah dan/atau pemukiman kembali
yang mungkin timbul dari investasi fisik. DED
dapat memberikan masukan untuk
penyempurnaan instrumen pengamanan sosial
(LARAP dan/atau IPP) sebagai hasil rancangan

Kerangka Acuan untuk FS harus: mencakup
identifikasi dan kajian potensi dampak sosial dan
kebutuhan untuk pengadaan tanah dan/atau
pemukiman kembali; memberikan alternatif untuk
menghindari dan/atau meminimalkan dampak dan
kebutuhan untuk pengadaan tanah dan/atau
pemukiman kembali; dan memasukkan perkiraan
biaya untuk mengatasi dampak dan pengadaan
tanah/pemukiman kembali tersebut sebagai bagian
dari biaya subproyek yang menentukan kelayakan
sosial dan ekonomi dari subproyek yang diusulkan.
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Komponen

Jenis kegiatan

Potensi dampak sosial

Langkah-langkah tindakan mitigasi, instrumen
pengamanan sosial dan instrumen mitigasi yang
memungkinkan

teknis yang mengoptimalkan metode teknis dan
konstruksi, biaya, dan risiko.

Negatif:
a. Jika isu sosial tidak dimasukkan dalam

pertimbangan di dalam FS dan DED, pelaksanaan
investasi fisik mungkin akan memiliki dampak dan
risiko sosial.

Kerangka Acuan DED harus mempertimbangkan
ESIA atau UKL-UPL, dan/atau LARAP, dan
rekomendasi IPP untuk mengatasi dampak sosial,
dan untuk menghindari dan/atau mengurangi
pengadaan tanah dan/atau dampak terhadap
Masyarakat Adat.

Rekomendasi dari DED yang akan dilaksanakan
pada saat pekerjaan konstruksi harus
diimplementasikan di dalam dokumen lelang dan
kontrak untuk pekerjaan sipil

Komponen  2:
partisipasi lokal
ekonomi pariwisata

Mendorong

dalam

Pengembangan
keterampilan tenaga kerja
yang relevan mencakup
pembiayaan untuk
penyediaan pelatihan
berbasis kompetensi (CBT -
competency based training)
yang relevan dan berkualitas
tinggi dan penguatan sistem
sertifikasi sektor pariwisata
di tiga daerah tujuan wisata
terpilih. Dukungan tersebut
akan menyelaraskan CBT
dengan tuntutan di sektor
swasta. Program kesadaran
masyarakat.

Positif: Anggota masyarakat lokal meningkatkan
keterampilan ketenaga-kerjaan mereka dalam
pekerjaan di perekonomian sektor pariwisata dan
perusahaan-perusahaan setempat meningkatkan
standar kualitas dan pelayanan mereka, yang pada
akhirnya dapat menyebabkan peningkatan
kesempatan atau akses untuk mendapatkan
lapangan kerja dan/atau pendapatan yang lebih
baik.

Program pemberdayaan dan kesadaran
masyarakat dan partisipasi di tiga daerah tujuan
wisata ini.

Negatif:
Mungkin akan terjadi favoritisme mengenai siapa
yang dapat mengikuti pelatihan (tidak ada

kesempatan yang sama bagi pria dan wanita, bagi
operator informal yang terkait dengan turis dan
operator formal berskala besar, bagi anggota
masyarakat setempat dan orang luar; bagi
masyarakat rentan dan bagi masyarakat adat; dll)

Materi pelatihan mungkin tidak mempertimbangkan
konteks dan nilai-nilai lokal ketika menawarkan
standar dan kualitas internasional.

Program ini harus memprioritaskan penguatan
penyedia pelatihan lokal, memantau kepuasan
masyarakat mengenai akses terhadap program
pelatihan, dan —berdasarkan umpan balik tersebut
— berupaya mencari cara untuk memastikan
adanya kesempatan yang sama untuk berpartisipasi
dalam pelatihan.

Dalam menyusun materi pelatihan, pemerintah akan
memasukkan konteks dan nilai-nilai lokal ke
dalamnya, jika relevan.

Hasil sosial dapat diperkuat dengan memastikan
masyarakat adat secara memadai akan disertakan di
dalam survei kepuasan masyarakat, sehingga
kepuasan mereka terhadap program pemberdayaan
masyarakat dapat dipantau juga.

Komponen 3: Meningkatkan iklim | Penyederhanaan Positif: Meningkatkan lingkungan yang kondusif Ketika memberi saran dan membantu pemerintah
usaha yang kondusif untuk persyaratan untuk | untuk masuknya investasi swasta dan bisnis akan daerah dalam menyederhanakan persyaratan dan
masuknya  usaha  dan | menurunkan biaya dan meningkatkan peluang bagi
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Komponen

Jenis kegiatan

Potensi dampak sosial

Langkah-langkah tindakan mitigasi, instrumen
pengamanan sosial dan instrumen mitigasi yang
memungkinkan

masuknya investasi swasta dan

usaha ke bidang pariwisata.

perizinan usaha untuk sektor
pariwisata dan memperkuat
sistem untuk memantau dan
memfasilitasi investasi
swasta.

perusahaan-perusahaan baru dan perluasan
perusahaan-perusahaan yang sudah ada.

Negatif: Perusahaan kecil dan lokal mungkin
memiliki akses lebih sedikit ke pejabat pemerintah
dan kurang menyadari akan adanya reformasi, dan
oleh karena itu mungkin tidak mempertimbangkan
kemungkinan manfaat reformasi tersebut bagi
mereka.

prosedur untuk masuknya usaha dan perizinan

usaha, ini akan mencakup rekomendasi mengenai:

e Prosedur, persyaratan dan biaya yang
transparan untuk perizinan usaha di sektor
pariwisata;

e Berkomunikasi dengan masyarakat mengenai
penyederhanaan prosedur, persyaratan dan
biaya yang terkait melalui media yang tepat (situs
web, media, brosur, dll.);

e Akses yang mudah untuk memproses perizinan;
dan

e Sistem penanganan keluhan di tingkat daerah.

Komponen 4: Meningkatkan
kapasitas kelembagaan untuk
memfasilitasi pembangunan
pariwisata terpadu dan
berkelanjutan

Pemantauan lingkungan
dan Sosial (STO).

Positif: Proyek ini akan menilai Observatori
Pariwisata Berkelanjutan (Sustainable Tourism
Observatory - STO) atau yang setara, secara
berkala, laporan pemantauan dipublikasikan
berdasarkan ruang lingkup geografis yang telah
disepakati sebelumnya mengenai bidang
pengembangan pariwisata dan daftar indikator
utama dari ‘pariwisata berkelanjutan’.

Negatif: Tidak ada yang diantisipasi.

Tidak perlu dilakukan mitigasi.
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Komponen

Jenis kegiatan

Potensi dampak sosial

Langkah-langkah tindakan mitigasi, instrumen
pengamanan sosial dan instrumen mitigasi yang
memungkinkan

a. Rencana Induk Pariwisata
Terpadu (ITMPs), yang terdiri dari
rencana pembangunan secara
keseluruhan untuk seluruh daerah
tujuan wisata (dengan rentang
perencanaan selama 25 tahun),
dan rencana pembangunan rinci
(dengan rentang perencanaan
selama 5 tahun) untuk kawasan
wisata utama yang ada dan yang
dipilih di dalam kawasan daerah
tujuan wisata.

Analisis kerangka
kelembagaan dan hukum,
peraturan dan kebijakan;
Analisis permintaan dan
peluang pembangunan
kawasan wisata;

Analisis kondisi rona awal
(baseline) rencana tata
ruang, kesenjangan
infrastruktur, dan obyek
wisata serta fasilitas bagi
para pengunjung;
Artikulasi peluang dan
hambatan warisan
budaya, sosial, sosial-
ekonomi, dan budaya;
Penyusunan proyeksi
pertumbuhan dan
skenario pembangunan;
Merinci skenario
pembangunan yang
terpilih;

Perumusan rencana
induk pariwisata terpadu;
dan

Memastikan keterlibatan
aktif para pemangku
kepentingan.

Positif: ITMP disusun untuk menghindari salah
satu dampak negatif dari pembangunan pariwisata
yang tidak terintegrasi, yaitu bahwa peningkatan
pariwisata dapat merusak sumber daya lingkungan
dan budaya di mana pariwisata bergantung, jika
infrastruktur pencegahan dan pengaturan
pengelolaan yang diperlukan tidak dilakukan. ITMP
akan memberikan kajian dengan melakukan pra-
penapisan potensi kegiatan dan dampak yang
terkait yang akan diidentifikasi dengan baik dalam
proses perencanaan. ITMP akan membantu
menginformasikan kepada semua pemangku
kepentingan dan menyediakan sarana konsultasi
untuk mendapatkan informasi mengenai perhatian
dan aspirasi para pemangku kepentingan. ITMP ini
akan meminimalkan ketidakpastian dan kurangnya
transparansi. ITMP juga akan mengidentifikasi
program prioritas yang diperlukan untuk
memperkuat kegiatan pariwisata di tingkat lokal
dan memberikan rekomendasi terinci untuk
penyusunan dan perubahan rencana tata ruang
lokal dan provinsi dan rencana induk sektoral (bila
perlu). Kajian secara mendalam dan keterlibatan
pemangku kepentingan di dalam ITMP akan
memasukkan pendekatan dari bawah ke atas
(bottom-up) yang kurang dilakukan di dalam
analisis tata ruang sebelumnya yang dilakukan di
daerah-daerah tujuan pariwisata prioritas. Oleh
karena itu ITMP ini disusun sebagai landasan
koordinasi untuk pembangunan daerah tujuan
wisata dan sebagai instrumen yang akan
membuka jalan bagi pembangunan pariwisata
yang efektif dan berkelanjutan.

Negatif: ITMP mungkin tidak dilaksanakan sesuai
dengan standar yang diinginkan, yang akan
membatasi efektivitasnya sebagai panduan
pembangunan pariwisata berkelanjutan. Fasilitas
yang dibangun berdasarkan rekomendasi ITMP
mungkin memiliki dampak tidak langsung atau

Kerangka Acuan untuk konsultan ITMP antara lain
meliputi persyaratan sebagai berikut (lihat Lampiran
1) untuk lingkup dan rincian KA lebih lanjut dari
Konsultan ITMP:

a. Penyusunan ITMP di semua tahapan harus
partisipatif dan inklusif di mana semua pihak yang
terkait diundang dan berpartisipasi. Konsultan harus
mengembangkan rencana keterlibatan para
pemangku kepentingan untuk penyusunan ITMP;
Skenario pembangunan. Di daerah di mana
masyarakat lokal/masyarakat tradisional dan
masyarakat adat berada dan terkena dampak di
dalam wilayah ITMP, jika berkomunikasi dengan
mereka lakukanlah dalam bahasa daerah. Sertakan
berbagai pemimpin masyarakat/masyarakat adat.
Jika masyarakat tersebut terdiri dari masyarakat
adat, masyarakat harus memiliki kesempatan untuk
menyetujui atau menolak pengambil-alihan tanah
secara paksa, terhadap pembatasan akses
dan/atau penggunaan aset, nilai-nilai warisan
budaya mereka melalui FPIC yang menghasilkan
adanya dukungan masyarakat luas terhadap
pembangunan terkait pariwisata.

b. Wilayah yang diidentifikasi di dalam informasi
dasar (baseline) memiliki warisan persoalan tanah
akan dinilai lebih jauh melalui penilaian cepat yang
akan dilakukan oleh tim Konsultan ITMP. Persoalan
warisan persoalan tanah dapat dianggap sebagai
kendala untuk pengembangan lebih lanjut dari
kawasan yang terkena dampak warisan persoalan
tanah di ITMP tersebut, sampai masalah tersebut
teratasi atau jika ada rencana yang jelas untuk
menyelesaikan masalah ini (dengan tonggak waktu
pemantauan dan linimasa yang jelas). Potensi
risiko, peluang dan solusi dari masalah ini akan
dipertimbangkan di dalam rencana pembangunan,
mungkin dilakukan di tahap pembangunan
selanjutnya yang akan dilaksanakan, tergantung
pada penilaian Konsultan ITMP dan kesepakatan
antara BPIW dan Bank. Rincian mengenai
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Komponen

Jenis kegiatan

Potensi dampak sosial

Langkah-langkah tindakan mitigasi, instrumen
pengamanan sosial dan instrumen mitigasi yang
memungkinkan

dampak ikutan atau dampak kumulatif yang tidak
diperkirakan sebelumnya, tidak dikelola secara
efektif, atau keduanya. Pembangunan yang tidak
terencana yang disebabkan oleh penyediaan
fasilitas pariwisata adalah sebagai contoh yang
umum terjadi: dapat menimbulkan kemacetan lalu
lintas, menghasilkan limbah atau sampah yang
tidak dikelola dengan baik, dan menyebabkan
pemandangan yang kurang nyaman. Masyarakat
lokal dapat “tertinggal” dalam hal mengambil
manfaat dari pariwisata dan menurunnya
kemampuan mereka untuk berpartisipasi secara
efektif di dalam pembangunan pariwisata, dan
mungkin memengaruhi tradisi dan budaya mereka.
Kehilangan lahan, kehilangan akses pada sumber
daya tradisional atau sumber mata pencaharian,
dan dampak pada integritas dari budaya setempat
juga merupakan potensi dampak negatif. Beberapa
wisatawan akan terlibat dalam perilaku anti-sosial,
seperti penyalahgunaan narkoba dan alkohol serta
wisata seks. Contoh lainnya dari dampak negatif
meliputi: penurunan kualitas dari sumber daya
alam yang sensitif di mana pariwisata bergantung
padanya, minimnya pemeliharaan fasilitas setelah
selesainya masa konstruksi; dan kurangnya
anggaran operasional serta sumber daya manusia
yang mampu untuk mengelola fasilitas, dan
dampak lingkungan dan sosialnya.

bagaimana menangani persoalan warisan
persoalan tanah ini disajikan di LARPF paragraph
97-100 dari ESMF ini.

b. Rencana induk sektoral di

tingkat hilir

Menyusun dokumen yang
diperlukan untuk membantu
pemerintah meningkatkan
kualitas pelayanan dasar
sektoral.

Positif: Dengan meminimalkan risiko perencanaan
yang buruk, pembiayaan rencana induk sektoral
membantu mengintegrasikan standar internasional
untuk keberlanjutan dalam pembangunan
pariwisata dan menyediakan kesempatan bagi
desain bangunan dan konstruksi yang ramah
lingkungan. Hal ini juga memberikan kajian risiko
yang diperlukan mengenai potensi kendala dan
manfaat lingkungan dan sosial dan membantu
dalam memberi saran kepada pemerintah
mengenai teknik dan metode terbaru untuk

KAK untuk penyusunan rencana induk sektoral
harus mencakup masalah sosial dan keprihatinan,
dan menilai potensi dampak sosial yang merugikan
dan kebutuhan untuk pembebasan tanah dan/atau
pemukiman kembali dan dampak potensial pada
masyarakat adat dari investasi fisik yang
direkomendasikan oleh rencana ini jika
dilaksanakan di masa depan. Selain itu, KAK harus
mencakup penyusunan pedoman khusus untuk
penyusunan ESIA, UKL-UPL, FS, DED, LARAP dan
IPP untuk menilai dampak sosial, kemungkinan
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Komponen

Jenis kegiatan

Potensi dampak sosial

Langkah-langkah tindakan mitigasi, instrumen
pengamanan sosial dan instrumen mitigasi yang
memungkinkan

pembangunan berkelanjutan, seperti merancang
pelayanan dasar dan infrastruktur bagi masyarakat
rentan termasuk para penyandang cacat, kaum
perempuan dan masyarakat yang paling miskin
yang disesuaikan dengan budaya dan tsts
kehidupan setempat. Semua anggota masyarakat
harus memiliki akses yang sama terhadap
pelayanan dan infrastruktur dan yang terjangkau
oleh semua orang.

Negatif:
Rencana induk sektoral tersebut mungkin tidak

disusun berdasarkan inklusivitas untuk semua
anggota masyarakat termasuk kelompok rentan
dan mungkin tidak dilaksanakan sesuai dengan
standar yang diinginkan, yang akan membatasi
efektivitasnya. Fasilitas dan infrastruktur layanan
dasar yang dibangun berdasarkan rekomendasi
rencana induk sektoral mungkin memerlukan
adanya pembebasan tanah dan/atau pemukiman
kembali, dan dapat memberi dampak pada
masyarakat adat. Masyarakat lokal termasuk
masyarakat adat atau suatu kelompok masyarakat
dapat ‘tertinggal’ dalam hal menikmati manfaat
layanan yang lebih baik.

pembebasan tanah dan/atau pemukiman kembali
dan dampak terhadap masyarakat adat, dan
mengembangkan langkah-langkah mitigasi.
Pedoman untuk penyusunan LARAP dan IPP harus
mengikuti LARPF dan IPPF di ESMF ini.

Program

c. Jasa Dukungan Pengelolaan

¢ Memberikan jasa

pengelolaan program
kepada BPIW dan
dokumentasi serta
masukan yang diperlukan
untuk program
Pembangunan Pariwisata
Indonesia untuk
perencanaan,
penganggaran,
pengendalian mutu,
pengawasan,
pemantauan, pelaporan,
dan koordinasi, untuk

Positif: Salah satu tugas dari Jasa Konsultan DPP
adalah memastikan bahwa Proyek akan
melaksanakan ESMF secara konsisten selama
pelaksanaan Proyek.

Negatif: Risiko dukungan yang tidak memadai
dari pakar sosial dan pemukiman kembali di tim
konsultan DPP dan lingkup tugas, tanggung jawab
dan hasil pekerjaan (deliverables) yang tidak jelas
terkait dengan isu sosial dan pengadaan tanah
dan/atau pemukiman kembali.

Kerangka acuan untuk DPP harus mencakup (a)
ruang lingkup tugas yang jelas dalam pengelolaan
pengamanan lingkungan dan sosial; (b)
penyusunan pedoman praktis terkait masalah

sosial bagi pemrakarsa subproyek/ pemerintah
daerah seperti keterlibatan para pemangku
kepentingan, pulihnya mata pencaharian,
pelaksanaan konsultasi atas dasar informasi di awal
tanpa paksaan (FPIC), dll; (c) memberikan bantuan
dan pelatihan kepada pemrakarsa
subproyek/pemerintah daerah; (d) membantu BPIW
dalam melakukan kajian terhadap instrumen
pengamanan sosial; (€) memantau dan
mengevaluasi pelaksanaan instrumen pengamanan;
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Komponen

Jenis kegiatan

Potensi dampak sosial

Langkah-langkah tindakan mitigasi, instrumen
pengamanan sosial dan instrumen mitigasi yang
memungkinkan

memastikan pelaksanaan
program dilakukan sesuai
dengan tujuan program
dan sesuai dengan

() mengelola mekanisme penanganan keluhan
(GRM); dIl. KA juga mencakup kebutuhan akan
tenaga ahli sosial/budaya dan tenaga pemukiman
kembali dengan kualifikasi khusus

kesepakatan pinjaman.

¢ Konsultan akan bekerja
sama dengan BPIW dan
para pemangku
kepentingan lainnya
untuk memastikan tujuan
dan hasil utama Program
akan dirancang dengan
baik, dilaksanakan dan
dipantau dengan baik
sesuai dengan spesifikasi
di dalam tugas yang
diberikan.

¢ Konsultan akan

memberikan pelatihan
pengelolaan lingkungan
dan sosial yang tepat di
BPIW dan di daerah-
daerah tujuan wisata.

e Konsultan dapat diminta
untuk menyediakan
tenaga ahli untuk
mengisi kesenjangan
kapasitas di BPIW dan
di tempat-tempat lain.

Positif: Berbagai studi akan memberi kesempatan
untuk menggabungkan aspek pengelolaan
lingkungan, kesehatan, keselamatan, dan sosial di
dalam pengembangan usaha di tingkat UKM
menuju pembangunan ekonomi berkelanjutan.

d. Studi tambahan dan e Menyusun studi yang
peningkatan kapasitas untuk diperlukan dan
mendukung Komponen 2, 3 dan memberikan solusi
4, yaitu mendorong partisipasi tentang bagaimana
lokal dalam perekonomian sektor mengurangi atau
pariwisata (pengembangan memperkecil Studi-studi tersebut akan meningkatkan kesadaran
keterampilan dan kemampuan kesenjangan dalam lingkungan dan sosial para pelaku usaha UKM
perusahaan); meningkatkan pengembangan kapasitas | yang mendukung pengembangan industri
lingkungan yang kondusif untuk untuk keterampilan dan pariwisata di daerah tujuan wisata sasaran.
investasi swasta dan masuknya pengetahuan. Hal ini juga

Kerangka acuan berbagai studi dan pembangunan
kapasitas untuk mendukung Komponen 2-4 harus
mencakup kajian dan persyaratan untuk
kesempatan yang sama bagi badan usaha
manapun untuk berpartisipasi di dalam
perekonomian sektor pariwisata dan mendapatkan
pelayanan dari penyederhanaan tata cara berusaha
dan persyaratan perizinan, serta akses yang sama
terhadap pelatihan peningkatan kapasitas.
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Komponen

Jenis kegiatan

Potensi dampak sosial

Langkah-langkah tindakan mitigasi, instrumen
pengamanan sosial dan instrumen mitigasi yang
memungkinkan

usaha ke sektor pariwisata dan
meningkatkan kapasitas
kelembagaan untuk memfasilitasi
integrasi.

bisa mencakup dukungan
penganggaran, pelatihan,
lokakarya, atau dukungan
lainnya yang diidentifikasi
di dalam dokumen ITMP
atau DDP.

Potensi studi dan bantuan teknis lainnya terkait
dengan Komponen Proyek 2-4 akan memberikan
solusi dan kemampuan yang lebih baik untuk
pengembangan perusahaan, termasuk
pengelolaan dampak lingkungan dan sosial, dan
peningkatan lingkungan usaha terkait dengan
sektor pariwisata di daerah tujuan prioritas.

Negatif: Pengembangan UKM dan peningkatan
iklim usaha, jika tidak dikelola dengan baik, dapat
menyebabkan degradasi sumber daya alam dan
potensi peningkatan pencemaran lingkungan. Hal
ini juga dapat menyebabkan dampak sosial yang
meningkatkan disparitas ekonomi.
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4.0

KERANGKA KEBIJAKAN DAN PERUNDANG-

UNDANGAN SERTA ANALISIS KESENJANGAN

4.1 KEBIJAKAN PENGAMANAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL
BANK DUNIA YANG BERLAKU

46.
di bawah ini:

Kebijakan Pengamanan Bank Dunia dan tujuan kebijakannya dirangkum dalam tabel

Tabel 7. Kebijakan Pengamanan Lingkungan dan Sosial Bank Dunia dan Tujuan Kebijakannya

No. OP/BP Pengamanan Tujuan Kebijakan
1. 4.01 Kajian Membantu memastikan kesehatan lingkungan dan sosial dan
Lingkungan keberlanjutan proyek investasi. Mendukung integrasi aspek
lingkungan dan sosial proyek dalam proses pengambilan keputusan.

2. 4.04 Habitat Alami Mendorong pembangunan berkelanjutan yang berwawasan
lingkungan dengan mendukung perlindungan, konservasi,
pemeliharaan, dan rehabilitasi habitat alam dan fungsinya.

3. 4.09 Pengendalian Meminimalkan dan mengelola risiko lingkungan dan kesehatan yang

Hama terkait dengan penggunaan pestisida dan mendorong serta
mendukung pengelolaan hama yang aman, efektif, dan ramah
lingkungan.

4, 411 Sumber Daya Membantu melestarikan Sumber Daya Benda Cagar Budaya

Benda Cagar (Physical Cultural Resources — PCR) dan mencegah kerusakannya.

Budaya PCR mencakup sumber daya arkeologi, paleontologi, sejarah,
arsitektur, agama (termasuk pemakaman dan tempat penguburan),
estetika, atau kepentingan budaya lainnya.

5. 4.12 Pengadaan Mencegah atau meminimalkan pemukiman kembali/relokasi secara

Tanah dan/atau  terpaksa dan, jika hal ini tidak memungkinkan, membantu orang-

Pemukiman orang yang terelokasi untuk memperbaiki atau memulihkan mata

Kembali Secara pencaharian dan standar hidup mereka secara riil relatif terhadap

Terpaksa tingkat sebelum relokasi atau tingkat yang ada sebelum dimulainya
proyek, mana yang lebih tinggi.

6. 4.10 Masyarakat Merancang dan melaksanakan proyek dengan cara yang memupuk

Adat rasa hormat sepenuhnya terhadap martabat masyarakat adat, hak
asasi manusia, dan keunikan budaya sehingga mereka (1) menerima
manfaat sosial dan ekonomi yang secara budaya layak, dan (2) tidak
mengalami dampak buruk selama proses pembangunan.

7. 4.36 Kehutanan Mewujudkan potensi hutan untuk mengurangi kemiskinan secara
berkelanjutan, mengintegrasikan hutan ke dalam pembangunan
ekonomi berkelanjutan secara efektif, dan melindungi jasa
lingkungan dan nilai hutan lokal dan global yang penting.

8. 4.37 Keamanan Memastikan kualitas dan keamanan dalam perancangan dan

Bendungan pembangunan bendungan baru dan rehabilitasi bendungan yang
ada, serta dalam melaksanakan kegiatan yang dapat terkena
dampak dari bendungan yang ada.

9. 7.50 Proyek-proyek Memastikan bahwa aspek internasional dari proyek di perairan

di Perairan
(Waterways)
Internasional

internasional ditangani secepat mungkin dan bahwa para warga di
wilayah sempadan daerah aliran sungai (riparian) tersebut diberi
informasi tentang proyek yang diusulkan beserta rinciannya.

61



KERANGKA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL — 19 Januari 2018

No. OP/BP Pengamanan Tujuan Kebijakan

10. 7.60 Proyek-proyek Memastikan para pemohon klaim lain terhadap wilayah yang
di Wilayah disengketakan tidak keberatan dengan proyek tersebut, atau
Sengketa keadaan khusus dari kasus tersebut memastikan dukungan Bank

Dunia atas proyek tersebut terlepas dari adanya keberatan atau tidak
adanya persetujuan dari para pemohon klaim lainnya tersebut.

47. Sebagai tambahan, Pedoman Pengamanan Lingkungan, Kesehatan dan
Keselamatan Kelompok Bank Dunia (EHS Guidelines) dikutip sebagai referensi untuk praktik
internasional yang baik di OP 4.01.

4.2 PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA

48. Selain Kebijakan Pengamanan Bank Dunia, Proyek juga harus mematuhi peraturan
lingkungan dan sosial di Indonesia, dan juga mengenai pengadaan tanah dan Masyarakat
Adat. Tabel berikut ini mencantumkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan
isu lingkungan, sosial, dan pengadaan tanah:

Tabel 8. Peraturan Perundangan Indonesia tentang Lingkungan, Sosial dan Pengadaan Tanah

No. Peraturan Tema dan Tujuannya Secara Umum

1. UU No. 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tujuan
Undang-undang ini adalah untuk mendorong pembangunan
berkelanjutan yang ramah lingkungan melalui kebijakan
perencanaan lingkungan, pemanfaatan, pengembangan,
pemeliharaan, pemulihan/restorasi, pengawasan, dan
pengendalian lingkungan secara rasional. Perlindungan dan
pengelolaan lingkungan harus direncanakan melalui tahapan
berikut ini: inventarisasi lingkungan untuk mendapatkan data dan
informasi tentang sumber daya alam; penetapan eko-region);
dan perumusan rencana perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup.

2. UU No. 18 Tahun 2013 Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UUP3H).
Undang-undang ini  bertujuan untuk mencegah dan
memberantas perusakan hutan dengan beberapa tujuan: a)
menjamin kepastian hukum dan pemberian efek jera terhadap
kerusakan hutan yang diakibatkan; b) memastikan keberlanjutan
hutan; ¢) mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan hasil
hutan dengan mempertimbangkan keseimbangan fungsi hutan
untuk kesejahteraan masyarakat; dan, d.) meningkatkan
kapasitas dan koordinasi anggota parlemen dan pihak terkait
dalam menangani pencegahan dan pemberantasan perusakan
hutan. Ruang lingkupnya meliputi: a) pencegahan kerusakan
hutan; b) pemberantasan perusakan hutan; ¢) pelembagaan; d)
partisipasi masyarakat; e) kerja sama internasional; f)
perlindungan saksi, pelapor, dan pemberi informasi; Q)
pembiayaan; dan, h.) sanksi.

3. UU No. 26 Tahun 2007 Penataan Ruang. Dalam konteks desentralisasi, urbanisasi dan
(yang merubah UU No. faktor-faktor lainnya, pemerintah memberikan wewenang untuk
24 Tahun 1992) perencanaan tata ruang kepada pemerintah provinsi dan

pemerintah daerah. Ketentuan kewenangan ini tidak diatur di
dalam undang-undang tata ruang sebelumnya. Undang-undang
ini juga menyediakan beberapa cara baru untuk meningkatkan
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No. Peraturan Tema dan Tujuannya Secara Umum

pengendalian pembangunan termasuk zonasi, perizinan
perencanaan, penerapan insentif dan disinsentif, termasuk
sanksi administrasi dan pidana. UU No. 26 Tahun 2007 juga
mengakui  pentingnya  partisipasi masyarakat dalam
perencanaan tata ruang.

4.  Peraturan Pemerintah Izin Lingkungan. Peraturan ini mewajibkan permohonan izin
No. 27 Tahun 2012 lingkungan hidup disertai dokumen-dokumen kajian lingkungan
(AMDAL dan UKL-UPL), dokumen legal dari usaha, dan
dokumen profil usaha. Berdasarkan peraturan ini, pemilik proyek
harus mengajukan izin lingkungan dari instansi pemerintah yang

berwenang sebelum pelaksanaan proyek.

5.  Peraturan Pemerintah Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup
No. 46 Tahun 2016 Strategis. Peraturan ini menyangkut prosedur pelaksanaan
serangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan
partisipatif  untuk  memastikan  bahwa  prinsip-prinsip
pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terpadu
dalam pembangunan suatu kawasan dan/atau kebijakan,

rencana, dan/atau program.

6.  Peraturan Pemerintah Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
No. 82 Tahun 2001 Peraturan ini dirancang untuk mengendalikan pengelolaan
kualitas air dan pencemaran air secara terpadu dengan
menggunakan pendekatan ekosistem. Integrasi ini berarti
pengendalian  diterapkan pada tahap perencanaan,

pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

7.  Peraturan Pemerintah Pengendalian Pencemaran Udara. Tujuan pengendalian
No. 41 Tahun 1999 pencemaran udara adalah: (a) menjamin keselamatan dan
konservasi fungsi lingkungan dan layanan publik; (b)
meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan hidup
sehingga mencapai keserasian, kesesuaian, dan keseimbangan
antara manusia dan lingkungan; (c) mengendalikan penggunaan
sumber daya secara bijaksana; dan (d) mengendalikan sumber
pencemaran sehingga kualitas udara memenuhi persyaratan
medis untuk manusia dan makhluk lainnya.

8.  Peraturan Pemerintah Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Secara
No. 101 Tahun 2014 umum, peraturan ini mengatur prosedur pengelolaan dan
pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun, meliputi: (a)
metode untuk mengidentifikasi, mengurangi, menyimpan,
mengumpulkan, mengangkut, memanfaatkan, memproses, dan
penanda limbah bahan berbahaya; (b) prosedur pembuangan
limbah bahan berbahaya ke laut terbuka atau darat; dan (c)
mitigasi risiko dan prosedur gawat darurat.

9.  Peraturan Pemerintah No. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Peraturan ini
26 Tahun 2008 mengatur arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang,
yang dimaksudkan untuk mewujudkan rencana nasional yang

aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

10. Peraturan Menteri Agraria Izin Lokasi. Peraturan ini menjelaskan perizinan yang harus
dan Tata Ruang/ Kepala  diperoleh untuk mendapatkan tanah. Peraturan ini mengatur

Badan Pertanahan wilayah tanah dan mengkonfirmasikan tanah yang berada di
Nasional No. 5 Tahun dalam rencana tata ruang yang ada, dan juga menguraikan tata
2015 cara, hak, kewajiban, serta pemantauan dan evaluasi pemegang

izin.
11. Peraturan Presiden No. Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur dan Sekitarnya.
58 Tahun 2014 Peraturan ini merupakan instrumen operasionalisasi rencana

tata ruang nasional dan instrumen koordinasi pelaksanaan
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No.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Peraturan

Peraturan Menteri KLH
No. 05 Tahun 2012

Peraturan Menteri KLH
No. 09 Tahun 2011

Peraturan Menteri KLH
No. 16 Tahun 2012

Peraturan Menteri KLH
No. 17 Tahun 2012

Peraturan Menteri Dalam
Negeri No. 67 Tahun
2012

Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum No.
10/PRT/M/2008. tentang
Penetapan Jenis
Rencana Usaha dan/atau
Kegiatan Bidang
Pekerjaan Umum yang
Wajib Dilengkapi Dengan
UKL-UPL

Tema dan Tujuannya Secara Umum

pembangunan Borobudur untuk menjamin pelestarian kawasan
Borobudur sebagai Kawasan Warisan Budaya Nasional dan
Situs Warisan Budaya Dunia.

Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib
Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Peraturan
ini mencantumkan kegiatan di berbagai sektor dan menentukan
batas skala usaha yang akan memicu berlakunya persyaratan
agar kegiatan tersebut wajib memiliki AMDAL (analisis mengenai
dampak lingkungan secara penuh). Kegiatan yang tidak
tercantum di dalam peraturan ini hanya memerlukan studi UKL-
UPL. Peraturan ini juga menyediakan proses penapisan untuk
mengevaluasi kegiatan yang tidak tercantum atau ditetapkan di
dalam peraturan ini, untuk memutuskan apakah kegiatan
tersebut mensyaratkan adanya AMDAL atau UKL-UPL.

Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
Peraturan ini berisi rujukan untuk menerapkan kajian lingkungan
hidup strategis untuk para pembuat kebijakan, rencana, dan/atau
program, dalam konteks sektoral dan regional.

Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup.
Peraturan ini berisi rujukan untuk penyusunan dokumen
lingkungan hidup berupa AMDAL, Upaya Pengelolaan

Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL),
atau Pernyataan Kemampuan Pengelolaan dan Pemantauan
Lingkungan.

Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis
Dampak Lingkungan Hidup Dan lzin Lingkungan. Peraturan
ini berisi rujukan dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat
dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan lIzin
Lingkungan. Peraturan ini menetapkan persyaratan untuk
melaksanakan konsultasi publik sebagai bagian dari proses
penyusunan AMDAL (AMDAL penuh - dua kali) dan UKL-UPL
(satu kali).

Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan
Daerah. Peraturan ini menguraikan proses pembuatan dan
pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang
dilakukan selama persiapan dan evaluasi Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD); Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); dan/atau
kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi
menimbulkan dampak lingkungan dan/atau risiko sebagai akibat
dari Rencana Strategis Satuan Kerja Pemerintah Daerah di
pemerintah daerah.

Peraturan tersebut menetapkan bahwa untuk kegiatan pekerjaan
umum yang jenis dan batasan proyeknya tidak mewajibkan
adanya AMDAL yang diwajibkan untuk menyusun dokumen
UKL-UPL.
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No.
18.

19.

Peraturan

Pedoman Pengelolaan
Lingkungan Hidup No.
08, 09, 10 dan 11 Tahun
2009 yang diterbitkan
oleh Ditjen Bina Marga,
Kementerian Pekerjaan
Umum

Peraturan Daerah
Lombok Barat No. 3
Tahun 2013

Tema dan Tujuannya Secara Umum

Kementerian Pekerjaan Umum memberikan pedoman bagi para
pemrakarsa proyek untuk menyusun rencana pengelolaan
lingkungan dan dokumen terkait yang diperlukan.

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan
ini mencakup rincian tugas dan wewenang pemerintah daerah;
rencana pengelolaan lingkungan hidup; pemanfaatan sumber
daya alam; pengendalian pencemaran dan/atau perusakan
lingkungan; pelestarian lingkungan; pengelolaan limbah
berbahaya; hak, kewajiban, dan larangan terhadap lingkungan;
sistem informasi lingkungan; peran masyarakat; pemantauan
kualitas lingkungan; pengawasan dan pembinaan; sanksi
administratif; penyelesaian perselisihan lingkungan;
penyelidikan; ketentuan pidana; pendanaan; dan, ketentuan
peralihan.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PENGADAAN TANAH DAN PEMUKIMAN

1.

UU No. 2 Tahun 2012

Peraturan Presiden No.
40 tahun 2014 tentang
Perubahan atas
Peraturan Presiden No.
71 tahun 2012

Peraturan Presiden No.
99 tahun 2014 tentang

Perubahan Kedua atas
Peraturan Presiden No.
71 Tahun 1967

Peraturan Presiden No.
30 tahun 2015 tentang

Perubahan Ketiga atas
Peraturan Presiden No.
71 tahun 2012

KEMBALI

Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan
Umum. Undang-undang ini secara substansial mempercepat
proses pengadaan tanah bagi pembangunan demi kepentingan
umum. Undang-Undang ini menetapkan mekanisme yang lebih
jelas untuk pengadaan tanah milik warga sipil untuk memfasilitasi
pembangunan proyek infrastruktur baru.

Peraturan Presiden No. 40 tahun 2014 ini menetapkan sumber
pendanaan untuk biaya operasional dan pendukung
pelaksanaan pembebasan tanah untuk BUMN yang ditugaskan
dan untuk infrastruktur publik migas di tingkat hulu;
meningkatkan ukuran pembebasan tanah skala kecil dari 1 Ha
menjadi 5 Ha.

Peraturan Presiden No. 99 tahun 2014 mengatur secara lebih
rinci penetapan ganti rugi, prosedur perekrutan atau pemilihan
jasa penilai, perpanjangan waktu untuk memberikan kompensasi
dari 7 menjadi 14 hari setelah pengesahan dari kepala tim
pelaksana pembebasan tanah diterima oleh instansi yang
membutuhkan tanah. Peraturan ini menguraikan proses dan
persyaratan untuk pembebasan tanah yang belum dituntaskan
setelah akhir Desember 2014 yang dapat diperpanjang sampai
akhir Desember 2015.

Peraturan Presiden No. 30 tahun 2015 memungkinkan badan
usaha yang memperoleh kewenangan / wewenang berdasarkan
kesepakatan dengan lembaga-lembaga nasional, kementerian,
lembaga non kementerian, provinsi, kabupaten atau kota, dan
BUMN yang secara khusus ditugasi oleh pemerintah pusat untuk
menyediakan infrastruktur ~ untuk  kepentingan  umum.
Selanjutnya, peraturan ini memungkinkan badan usaha yang
bertindak atas nama pihak-pihak yang membutuhkan tanah
untuk melakukan pendanaan atas pembebasan tanah terlebih
dahulu, yang akan diganti oleh lembaga / kementerian terkait
setelah proses pembebasan tanah selesai. Peraturan ini
mengatur secara lebih rinci proses dan persyaratan untuk
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No.

Peraturan

Peraturan Presiden No.
148 tahun 2015 tentang
Perubahan Keempat atas
Peraturan Presiden No.
71 tahun 2012

Peraturan Presiden
Nomor 102 Tahun 1616
tentang Pendanaan
Pengadaan Tanah bagi
Pembangunan untuk
Kepentingan Umum
Dalam Rangka
Pelaksanaan Proyek
Strategis Nasional

Peraturan Presiden No.
56 tahun 2017 tentang
Penanganan Dampak
Sosial Kemasyarakatan
Dalam Rangka
Penyediaan Tanah untuk
Proyek Strategis Nasional
(sebagaimana ditetapkan
dalam Perpres 3 tahun
2016 dan memperbaharui
Perpres 59 tahun 2007).

Tema dan Tujuannya Secara Umum
pembebasan tanah yang belum dituntaskan setelah akhir

Desember 2014 (yang dapat diperpanjang sampai akhir
Desember 2015) berkaitan dengan penetapan lokasi
pembangunan.

Peraturan ini mengatur antara lain lembaga yang akan
bertanggung jawab atau ditugasi untuk pembebasan tanah bagi
pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum. Peraturan
ini memperpendek waktu yang dibutuhkan untuk persiapan dan
pelaksanaan pembebasan tanah, dan penyerahan hasil
pembebasan tanah. Peraturan ini juga mengatur pembebasan
tanah skala kecil hingga 5 Ha dan memangkas prosedurnya
(tidak perlu mendapatkan penetapan surat lokasi pembangunan,
dan memanfaatkan jasa penilai untuk menentukan jumlah ganti
rugi).

Peraturan ini mengatur proses dan prosedur pembebasan tanah
untuk proyek strategis nasional (sebagaimana diatur dalam
Peraturan Presiden No. 3 tahun 2016). Ini mencakup prosedur
dan persyaratan untuk mendanai pembebasan tanah untuk
proyek strategis nasional yang akan dilaksanakan oleh
kementerian dan/atau BUMN. Peraturan ini memungkinkan
dilakukannya pendanaan terlebih dahulu untuk pembebasan
tanah oleh badan usaha (BUMN atau badan usaha swasta) yang
telah ditugasi oleh kementerian untuk membangun infrastruktur
untuk kepentingan umum. Peraturan tersebut juga berisi
prosedur dan persyaratan pendanaan di muka dan penggantian
atas pemberian ganti rugi yang telah dibayarkan oleh badan
usaha.

Peraturan ini mengatur bahwa Pemerintah akan menangani
dampak sosial pada penghuni tanah milik Pemerintah (pusat,
provinsi dan kabupaten / kota), badan usaha milik negara, dan
perusahaan pemerintah daerah yang akan digunakan untuk
proyek strategis nasional. Peraturan tersebut menetapkan
kriteria penghuni tersebut (memiliki KTP yang disahkan oleh
kecamatan dan tidak memiliki hak atas tanah; secara fisik telah
menguasai dan menggunakan tanah tersebut terus menerus
selama 10 tahun, dan telah menguasai dan menggunakan tanah
dengan niat baik secara terbuka, tidak disanggah dan diakui dan
dibuktikan benar oleh pemilik tanah dan/atau kepala desa);
cakupan ganti rugi (biaya untuk pembongkaran rumabh,
mobilisasi, sewa rumah dan dukungan untuk hilangnya
penghasilan). Peraturan tersebut mewajibkan pemilik tanah
untuk menyusun Rencana Penanganan Dampak Sosial (SIHP,
Social Impact Handling Plan) untuk diajukan ke Gubernur, yang
kemudian akan membentuk Tim Terpadu untuk melakukan
inventarisasi dan verifikasi penghuni dan tanah yang diduduki;
menunjuk pihak independen untuk menghitung jumlah ganti rugi;
memfasilitasi masalah; merekomendasikan daftar penghuni
yang berhak mendapatkan ganti rugi, jumlah ganti rugi
berdasarkan perhitungan pihak independen, mekanisme dan
prosedur untuk pemberian ganti rugi kepada para penghuni; dan
mengawasi pelaksanaan pemberian ganti rugi. Tim Terpadu ini
terdiri dari berbagai pejabat pemerintah dari provinsi dan
kabupaten / kota dan pemilik lahan. Berdasarkan rekomendasi
dari Tim Terpadu, Gubernur akan menetapkan daftar penghuni
yang berhak atas ganti rugi; jumlah ganti rugi dan mekanisme
dan prosedur pemberian ganti rugi. Peraturan ini juga
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No.

10.

Peraturan

Peraturan Kepala Badan
Pertanahan Nasional No.
5 tahun 2012 tentang
Petunjuk Teknis
Pelaksana Pengadaan
Tanah

Peraturan Menteri Agraria
dan Tata Ruang/ Kepala
Badan Pertanahan
Nasional No. 6 tahun
2015 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri
Agraria dan Tata Ruang/
Kepala Badan
Pertanahan Nasional No.
5 tahun 2012

Peraturan Menteri Agraria
dan Tata Ruang/ Kepala
Badan Pertanahan
Nasional No. 22 tahun
2015 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan

Tema dan Tujuannya Secara Umum

menyatakan bahwa pemilik tanah harus menyediakan
pendanaan untuk ganti rugi tersebut dan para penghuni yang
telah menerima ganti rugi harus keluar dari tanah tersebut
dengan batas waktu maksimal tujuh hari setelah diterimanya
ganti rugi.

Sejak diterbitkan, peraturan ini telah diubah dua kali, yaitu
dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala
Badan Pertanahan Nasional No. 6 tahun 2015 dan No. 22 tahun
2015. Peraturan ini mengatur secara rinci persiapan
pelaksanaan yang meliputi: inventarisasi dan identifikasi tanah
yang terkena dampak, penetapan jasa penilai dan tugas penilai,
pembahasan / negosiasi mengenai bentuk dan nilai ganti rugi,
pembayaran ganti rugi atau ketentuan dalam hal ganti rugi
adalah dalam bentuk non tunai, proses dan prosedur dalam
memberikan ganti rugi dalam keadaan khusus, hak untuk
menjaga titipan (custody) ganti rugi / konsinyasi, pelepasan
obyek pembebasan tanah, dokumentasi peta lapangan, daftar
nominatif dan data administratif. Peraturan ini juga mengatur
mengenai pengajuan hasil pembebasan tanah; pengambilan
konsinyasi; pemantauan dan evaluasi; pembiayaan pembebasan
tanah; pembebasan tanah skala kecil; koordinasi atau
pelaksanaan pembebasan tanah; dan ketentuan peralihan.
Peraturan ini disertai dengan serangkaian lampiran dengan
berbagai format.

Peraturan ini mengubah Peraturan Menteri Agraria dan Tata
Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 tahun 2012.
Peraturan ini menguraikan perubahan atas Peraturan Presiden
No. 71 tahun 2012 sebagaimana ditetapkan di dalam Peraturan
Presiden No. 40 tahun 2014, Peraturan Presiden No. 99 tahun
2014, dan Peraturan Presiden No. 30 tahun 2015. Peraturan ini
menetapkan bahwa hak pengelolaan tanah dapat diberikan
kepada lembaga nasional, kementerian, lembaga non
kementerian, provinsi, kabupaten atau kota, dan BUMN yang
ditugasi oleh pemerintah pusat untuk bekerja sama dengan
badan usaha. Badan usaha yang memiliki kesepakatan dengan
salah satu lembaga tersebut dapat diberi hak pakai. Selanjutnya,
peraturan ini juga menjelaskan bahwa dana pembebasan tanah
termasuk di dalam dokumen anggaran (DIPA) dari lembaga
pemerintah atau anggaran BUMN.

Peraturan ini juga mengatur proses dan prosedur pembebasan
tanah skala kecil untuk areal seluas 5 Ha dan pembebasan tanah
untuk pembangunan infrastruktur yang bukan untuk kepentingan
umum. Selanjutnya, peraturan ini berisi proses, prosedur dan
persyaratan mengenai pembebasan tanah yang belum tuntas
namun telah memperoleh Surat Penetapan Lokasi
Pembangunan. Hal ini termasuk persyaratan untuk menerapkan
besarnya ganti rugi yang dinilai oleh penilai tanah sebagaimana
ditetapkan di dalam Undang-undang No. 2 tahun 2012 untuk
tanah yang telah dinilai berdasarkan persyaratan peraturan
sebelumnya dengan jumlah ganti rugi yang lebih rendah.

Peraturan ini mengubah Peraturan Menteri Agraria dan Tata
Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 tahun 2012
yang menguraikan perubahan atas Peraturan Presiden No. 71
tahun 2012 sebagaimana ditetapkan di dalam Peraturan
Presiden No. 30 tahun 2015. Peraturan ini menetapkan bahwa
badan usaha yang bertindak atas nama lembaga / kementerian,
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No.

Peraturan

Menteri Agraria dan Tata
Ruang/ Kepala Badan
Pertanahan Nasional No.
5 tahun 2012

Tema dan Tujuannya Secara Umum

pemerintah provinsi / kabupaten / kota dan BUMN yang telah
ditugasi oleh Pemerintah untuk memperoleh tanah, dapat
melakukan pembayaran pembebasan tanah terlebih dahulu,
yang akan diganti oleh instansi / kementerian / dan pemerintah
daerah terkait melalui APBN / APBD setelah proses
pembebasan tanah selesai. Dana tersebut dapat diperoleh
melalui mekanisme rekening khusus.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERKAITAN DENGAN MASYARAKAT ADAT

1.

UU No. 5 Tahun 1960

UU No. 41 tahun 1999
tentang Kehutanan, yang
telah diubah melalui
Undang-Undang No. 19
Tahun 2004.

UU Desa No. 6 tahun
2014

UU No. 27/2007 tentang
Pengelolaan Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau
Kecil diubah menjadi UU
No.1 tahun 2014

UU No. 23 tahun 2014
tentang Pemerintahan
Daerah

Pokok-pokok Agraria. Undang-undang ini mendefinisikan jenis-
jenis hak mendasar yang dapat dimiliki oleh individu dan badan
usaha. Undang-undang ini menggambarkan peran negara
sehubungan dengan pemanfaatan lahan secara langsung dan
juga peraturan tentang hak pribadi dan penggunaan pribadi atas
lahan. Undang-undang ini juga menyatakan bahwa hukum
agraria Indonesia mengakui hukum “adat’, atau hukum adat
Indonesia, asalkan tidak bertentangan dengan kepentingan
nasional atau peraturan lain yang diatur di dalam undang-undang
ini.

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang
Kehutanan telah diubah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 35/PUU-X/2012 dan kini telah menjadi “hutan adat adalah
hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat adat.”
Sebelumnya, kata “negara® ada di pasal ini. Dengan
penghapusan kata “negara” dari definisi, sekarang dipahami
bahwa hutan adat sekarang bukan lagi hutan negara.

Undang-undang ini mengakui keberadaan dan hak Masyarakat
Hukum Adat (MHA), asalkan mereka telah diakui dan MHA dapat
memilih untuk berdiam di desa-desa adat dengan struktur
kelembagaan dan kewenangannya sendiri walaupun undang-
undang ini kurang mendapat dukungan dari peraturan-peraturan
yang memberi panduan dan mandat kelembagaan agar
Ketentuan tersebut menjadi operasional. Undang-undang ini
memberi izin kepada desa adat untuk melakukan administrasi
publik berbasis adat. Dibandingkan dengan undang-undang
lainnya, undang-undang ini mengadopsi kriteria opsional dan
non-kumulatif untuk pengakuan MHA dengan adanya wilayah
yang menjadi suatu hal yang wajib.

UU No. 27tahun 2007 mengakui MA, dan UU No.1 tahun 2014
mengubah istilah MA menjadi MHA dengan definisi yang lebih

jelas. Kedua UU tersebut mengakui keberadaan MHA
(sebelumnya disebut MA) asalkan mereka diakui dan
mensyaratkan adanya konsultasi dengan MHA untuk

pengembangan di wilayah pesisir. Undang-undang ini
menetapkan ketentuan khusus mengenai konsultasi publik untuk
pengembangan rencana pengelolaan pesisir. Konsultasi seperti
itu menekankan kebutuhan akan akurasi, transparansi, dan
akses terhadap informasi. Penyelesaian konflik dapat ditangani
melalui cara-cara adat.

Undang-undang ini mengakui keberadaan lembaga adat dengan
memberikan hak atas “pemberdayaan”. Kedua, UU ini
menetapkan bahwa hukum adat merupakan peraturan tambahan
untuk tujuan tertentu seperti pemilihan kepala desa. Ketiga, UU
ini membuat hukum adat menjadi dasar bagi pengembangan
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No. Peraturan Tema dan Tujuannya Secara Umum
daerah, atau sebagai parameter untuk  mengukur
keterpaduan/kekompakan (cohesiveness) sosial.

6. UU No. 11 tahun 2010 Undang-undang ini mengakui MHA (Masyarakat Hukum Adat)
tentang Cagar Budaya sebagai pemilik warisan budaya mereka dan memberi mereka

wewenang untuk  mengelolanya. Undang-undang ini
mensyaratkan  dilakukannya observasi/pengamatan  dan
pengumpulan data mengenai warisan budaya yang mungkin
terkena dampak dari kegiatan proyek.

7. Peraturan Menteri Pemberdayaan melalui Kemitraan Kehutanan adalah upaya
Kehutanan No. untuk meningkatkan kemampuan dan otonomi masyarakat
P.39/Menhut-11/2013 setempat untuk mendapatkan manfaat dari sumber daya hutan
tentang Pemberdayaan secara optimal dan setara untuk meningkatkan kesejahteraan
Masyarakat Setempat masyarakat setempat. Peraturan ini mewajibkan para pemegang
Melalui Kemitraan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) untuk melakukan kemitraan
Kehutanan dengan masyarakat berdasarkan prinsip kesepakatan bersama,

partisipasi, transparansi, dan kepercayaan. Skema pembagian
keuntungan seperti itu dapat mencakup perkebunan rakyat,
kegiatan mata pencaharian, pelatihan, fasilitasi, dan lain-lain.
Namun demikian, agar masyarakat tersebut dapat terlibat di
dalam skema ini, mereka harus memberikan bukti identifikasi
yang sah (KTP, atau surat keterangan dari kepala desa) dan
berada di dalam wilayah konsesi, menunjukkan adanya
ketergantungan pada sumber daya alam, dan memiliki kapasitas
untuk terlibat di dalam kegiatan produktif dan berkelanjutan.

8.  Peraturan Menteri Agraria Peraturan ini berisi prosedur penetapan dan ketentuan peralihan
dan Tata Ruang/ Kepala  untuk hak atas tanah komunal dari MHA dan masyarakat
Badan Pertanahan setempat yang berada di wilayah tertentu. Peraturan ini
Nasional No. 9 tahun menetapkan persyaratan dan kriteria untuk mengkonfirmasikan
2015 tentang Tata Cara hak atas tanah komunal dari MHA dan hak atas tanah
Penetapan Hak Komunal = masyarakat, menguraikan prosedur dan persyaratan untuk
Atas Tanah Masyarakat mengajukan hak atas tanah bagi MHA dan masyarakat yang
Hukum Adat dan tinggal di wilayah tertentu, identifikasi, verifikasi dan pemeriksaan
Masyarakat yang Berada lapangan, serta pelaporan dan penetapan hak atas tanah
Dalam Kawasan Tertentu  komunal serta persyaratan bagi MHA dan masyarakat di wilayah

tertentu untuk mengelola tanah yang hak atas tanah tersebut
telah diberikan.

9. Peraturan Menteri Dalam  Peraturan ini berisi pedoman untuk melindungi kelompok
Negeri No. 52 tahun 2014 masyarakat adat, mulai dari pembentukan komite, tahap
tentang Pedoman pengakuan dan perlindungan, penyelesaian perselisihan,
Pengakuan dan bimbingan dan pengawasan, serta pendanaannya.
Perlindungan Masyarakat
Hukum Adat

4.3 KAJIAN KESENJANGAN DAN TINDAKAN UNTUK
MENGATASI KESENJANGAN YANG TERIDENTIFIKASI
49. Kegiatan dalam Proyek harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan

kebijakan pengamanan Bank Dunia. Salah satu tujuan ESMF adalah bahwa semua dokumen
pengamanan yang disusun untuk investasi Komponen 1 akan memenuhi kedua persyaratan
tersebut. ITMP harus memasukkan OP dari Bank, dan, KA untuk ITMP tersebut (Lampiran 1)
menjelaskan bagaimana hal ini harus dilakukan. Tabel 9 di bawah merangkum perbandingan
yang berfokus hanya pada kebijakan Bank Dunia yang mungkin berkaitan dengan Proyek,
termasuk untuk penyusunan ITMP (termasuk DDP) dan Rencana Sektoral. Perbedaan

69



KERANGKA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL — 19 Januari 2018

tersebut sebagian besar terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
Indonesia yang tidak konsisten dalam penyusunan dan pelaksanaan UKL-UPL dan AMDAL,
dan hal ini berkaitan dengan keterbatasan kapasitas teknis dan kelembagaan untuk
menyusun dan melaksanakan UKL-UPL dan AMDAL,; penilaian terhadap perbedaan antara
peraturan perundang-undangan Indonesia dan OP Bank Dunia yang berlaku untuk Proyek ini
telah dilakukan. Tabel 7 menyajikan langkah-langkah di dalam ESMF untuk memenuhi
persyaratan kebijakan pengamanan Bank Dunia yang tidak tercakup di dalam peraturan
perundang-undangan dan pelaksanaannya di Indonesia. Proyek itu sendiri memicu beberapa
kebijakan pengamanan Bank Dunia, termasuk OP4.01 mengenai Kajian Lingkungan, OP 4.04
mengenai Habitat Alami, OP 4.11 mengenai Sumber Daya Benda Cagar Budaya, OP 4.36
mengenai Hutan, OP 4.12 mengenai Pengadaan Tanah dan/atau Pemukiman Kembali
Secara Terpaksa dan OP 4.10 mengenai Masyarakat Adat. ESMF mensyaratkan bahwa
keluaran Proyek, khususnya ITMP, harus sesuai dengan semua kebijakan pengamanan Bank
yang terkait, sebagaimana tercantum dalam Tabel Perbandingan di bawah ini.
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Tabel 9. Analisa Kesenjangan untuk Pengamanan Lingkungan dan Sosial

Lingkup / Topik

Kebijakan Bank

Peraturan Pemerintah Indonesia

Kesenjangan Yang
Terindentifikasi

Langkah untuk Menutup
Kesenjangan

OP 4.01 Kajian Lingkung

an

Rujukan pada
kerangka hukum
dan administratif
seperti perjanjian
lingkungan
internasional,
kesepakatan,
kebijakan standar
internasional, dll.

OP 4.01 paragraf 3

OP 4.01

Kajian Lingkungan (EA)
memperhitungkan
kewajiban negara,
berkaitan dengan kegiatan
proyek berdasarkan
perjanjian atau
kesepakatan internasional
yang terkait.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup
No. 16 tahun 2012 bagian G.5 dan
B.4.a, menetapkan bahwa data dan
informasi lain yang diperlukan dalam
pelaporan UKL-UPL harus
disertakan termasuk rujukan pada
persyaratan lainnya.

Kurangnya rujukan pada
kerangka hukum dan

lingkungan internasional,
kesepakatan, kebijakan
standar internasional, dll.
Peraturan yang ada saat ini
hanya merujuk pada “data
dan informasi lain”.

administratif seperti perjanjian

ESMP / UKL-UPL (dan ESIA /
AMDAL jika diperlukan) dari
subproyek akan menutup
kekurangan ini, seperti yang
ditunjukkan pada contoh
(template) di Lampiran 2.

lingkungan dari masing-
masing proyek yang
diusulkan untuk
menentukan tingkat dan
jenis EA yang tepat.

semua dampak yang mungkin timbul
dari proyek dan menyiapkan
langkah-langkah mitigasi untuk
mengatasi isu tersebut.

menghasilkan tingkat dan
jenis EA yang tidak tepat.

Wilayah OP 4.01 paragraf 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup | Kurangnya kajian mengenai ESMP/UKL-UPL (dan ESIA /
Terdampak OP 4.01 No. 16/2012 bagian B.4.c, wilayah terdampak proyek, AMDAL jika diperlukan) dari
Proyek. Kajian Lingkungan (EA) mewajibkan pemrakarsa proyek fasilitas tambahan, dampak subproyek akan mencakup
mengevaluasi potensi risiko | untuk memberikan informasi secara | yang ditimbulkan dan kajian wilayah terdampak proyek,
dan dampak lingkungan rinci mengenai aspek ini dengan pemilihan lokasi untuk seperti yang ditunjukkan pada
dari proyek di wilayah “peta, skala operasi dan komponen kegiatan yang memerlukan contoh (template) di Lampiran
terdampaknya, kegiatan” yang dapat digunakan UKL-UPL. 2.
mengidentifikasi cara-cara untuk menentukan wilayah
untuk meningkatkan terdampak proyek, ketersediaan
pemilihan proyek dan fasilitas tambahan dan fasilitas
penetapan lokasinya, dll. terkait selama penyusunan UPL-
UKL sebagai praktik yang baik.
Namun demikian, hal ini tidak
mengatasi wilayah terdampak
proyek di luar lokasi proyek.
Penapisan OP 4.01 paragraf 8 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup | Penapisan lingkungan Prosedur penapisan di ESMF ini
Dampak OP 4.01 No. 16/2012 bagian 4.C mengatur berdasarkan ambang batas (lihat Bab 5) mencakup
Lingkungan Penapisan terhadap aspek | persyaratan untuk mengevaluasi teknis hanya akan penapisan dan penetapan

lingkup dari dampak lingkungan.
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Lingkup / Topik

Kebijakan Bank

Peraturan Pemerintah Indonesia

Kesenjangan Yang
Terindentifikasi

Langkah untuk Menutup
Kesenjangan

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
No. 18/PRT/M/2007 tentang
Penyelenggaraan Pengembangan
Sistem Penyediaan Air Minum -
Lampiran 2 tentang Pedoman
Penyusunan Studi Kelayakan.
Namun, penpisan lebih lanjut
berdasarkan evaluasi dampak
lingkungan yang signifikan tidak
disebutkan secara jelas.

Data Pemantauan | OP 4.01 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup | Tindak lanjut, analisa, dan | Hal ini dibahas di dalam laporan
Lingkungan Data pemantauan No. 16/2012 bagian C.3 secara jelas | penggunaan data | pelaksanaan EMP dan UPL dan
lingkungan untuk mengatur persyaratan untuk pemantauan lingkungan yang | mungkin dalam bentuk Sistem
mengevaluasi keberhasilan | pemantauan data UKL-UPL. tidak memadai untuk evaluasi | Informasi Manajemen (SIM)
mitigasi dan untuk dan perbaikan berkelanjutan. | Proyek sebagaimana dibahas di
mendorong dilakukannya Program pemantauan | Bab 6.
tindakan korektif. lingkungan tidak cukup atau
tidak sesuai dengan skala
dampak proyek.
Pengembangan OP 4.01 Paragraf 13 Tidak tercakup. Tidak mencukupinya | Hal ini dibahas di Bab 6 ESMF ini
Kapasitas dan (Bila peminjam memiliki pengembangan kapasitas dan | dan di Komponen 4 Proyek.
Pelatihan. kapasitas teknis yang tidak pelatihan untuk pelaksanaan

memadai untuk
melaksanakan fungsi
pengelolaan pengamanan
lingkungan, proyek tersebut
memasukkan komponen
untuk memperkuat
kapasitas tersebut).

OP 4.01

Paragraf 4

(Program Bantuan Teknis
untuk pelaksanaan EMP)

EMP
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Lingkup / Topik

Kebijakan Bank

Peraturan Pemerintah Indonesia

Kesenjangan Yang
Terindentifikasi

Langkah untuk Menutup
Kesenjangan

Konsultasikan dengan
kelompok yang terkena
dampak proyek dan
Organisasi Masyarakat Sipil
(CSO, Civil Society
Organization) selama
persiapan dan
pelaksanaannya

OP 4.01 (Lampiran B)
(Untuk AMDAL, akan tetapi
analisa kesenjangan untuk
UKL-UPL juga berguna
sebagai praktik yang baik)

No. 17/2012 tentang Pedoman
Keterlibatan Masyarakat dalam
proses Analisis Dampak Lingkungan
dan Izin Lingkungan, termasuk
dokumen UKL-UPL.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup
No. 16/2012 bagian C.4 secara jelas
mengatur persyaratan pelaporan
secara reguler untuk pelaksanaan
UKL-UPL (setiap 6 bulan)

Pedoman dari Kementerian PUPR
No. 09/BM/2009 bagian 4.1.3
tentang Konsultasi Publik.

teridentifikasi.

Pengaturan OP 4.01 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup | Tidak ada kesenjangan yang | NA
Kelembagaan. Paragraf 4 dan 5. No. 16/2012 bagian C.4 secara jelas | teridentifikasi.

(EMP harus menyediakan mengatur pengaturan kelembagaan
Lembaga yang uraian spesifik tentang untuk pelaksanaan, pemantauan
bertanggung pengaturan kelembagaan dan pelaporan UKL-UPL. Juga
jawab atas dan jadwal pelaksanaan frekuensi dan rincian dari lokasi
pengelolaan untuk langkah-langkah upaya pemantauan dan
lingkungan dan mitigasi dan pemantauan) pelaksanaannya (bagian C.3).
pelaksanaan
ESMP
Perkiraan biaya OP 4.01 Pedoman dari Kementerian Tidak ada kesenjangan yang | NA
EMP untuk Paragraf 5. Pekerjaan Umum No. 08/BM/2009 teridentifikasi.
memastikan (EMP menyediakan halaman 50 secara jelas
“kecukupan perkiraan biaya modal dan | menetapkan alokasi anggaran untuk
pengaturan biaya yang secara periodik | studi UPL- UKL yang harus
pembiayaan untuk | (recurrent) dikeluarkan dan | mencakup biaya tenaga kerija,
EMP”. sumber dana untuk peralatan, bahan, survei lapangan,

pelaksanaan EMP). analisis laboratorium dan

penyusunan laporan, dIl.

Konsultasi Publik. | OP 4.01- paragraf 14 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup | Tidak ada kesenjangan yang | NA
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Lingkup / Topik

Kebijakan Bank

Peraturan Pemerintah Indonesia

Kesenjangan Yang
Terindentifikasi

Langkah untuk Menutup
Kesenjangan

Persyaratan konsultasi
kurang jelas ditetapkan di
dalam penyusunan UKL-
UPL terutama selama
pelaksanaan proyek

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
No. 18/PRT/M/2007 tentang
Penyelenggaraan Pengembangan
Sistem Penyediaan Air Minum -
pada pasal 4 (6), pasal 10, dan
Lampiran 1 bagian 6.5 mengatur
konsultasi publik sebanyak 3 kali
dalam waktu 12 bulan untuk
pengembangan rencana induk yang
melibatkan LSM, akademisi dan
masyarakat setempat. Juga di
Lampiran 2 selama berlangsungnya
penyusunan Studi Kelayakan.

Keterbukaan
Informasi Publik.

OP 4.01--Paragraf 15.
(Pengungkapan yang tepat
waktu dan dokumen yang
dapat dimengerti dalam
bahasa setempat.)

Belum tercakup dalam Peraturan
Menteri Lingkungan Hidup namun
tertuang dalam Peraturan Menteri
Komunikasi dan Informatika.

Keterbukaan Informasi Publik
tidak tercakup dalam
Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup.

Hal ini dibahas di Bab 8 ESMF
ini.

OP 4.12 Pengadaan Tanah dan/atau Pemukiman

Kembali Secara Terpaksa

Dampak Mencakup pemberian Berkaitan dengan ganti rugi Dampak sosial dan ekonomi ESMF mencakup Kerangka
Langsung. tunjangan untuk mengatasi | terhadap hilangnya lahan dan aset yang negatif karena Proses (Lampiran 3) untuk
dampak sosial dan ekonomi | dan juga kerugian lainnya yang pembatasan akses tidak mengatasi dampak karena
langsung yang disebabkan | dapat diakibatkan oleh pengadaan secara eksplisit tercakup di adanya pembatasan akses.
oleh pembatasan akses tanah untuk suatu proyek. Setelah dalam Undang-undang No. 2
secara terpaksa terhadap ganti rugi yang adil diberikan, tahun 2012 tentang
taman nasional dan pertimbangan lebih lanjut dan Pengadaan Tanah bagi
kawasan lindung yang mitigasi dampaknya tidak diuraikan. | Pembangunan untuk
ditetapkan secara hukum Kepentingan Umum.
sehingga berdampak
negatif pada mata
pencaharian.
Dampak tidak Menyatakan bahwa Tidak tercakup, namun demikian, Dampak tidak langsung tidak | Ini akan dibahas di dalam UKL-
langsung. dampak sosial dan ekonomi | dampak tidak langsung diatur di UU | tercakup dalam UU No. 2 UPL seperti yang ditunjukkan

tidak langsung yang
disebabkan oleh proyek

No. 23 tahun 1997 tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup
(AMDAL/ESIA)

tahun 2012 tentang
Pengadaan Tanah bagi

pada contoh (template) di
Lampiran 2.
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Lingkup / Topik

Kebijakan Bank

Peraturan Pemerintah Indonesia

Kesenjangan Yang
Terindentifikasi

Langkah untuk Menutup
Kesenjangan

harus ditangani di bawah
OP 4.01

Pembangunan untuk
Kepentingan Umum.

Kegiatan-kegiatan
yang terkait.

Meliputi dampak yang
diakibatkan oleh kegiatan
lainnya adalah jika (i)
secara langsung dan
signifikan terkait dengan
proyek yang diusulkan; (ii)
perlu dilakukan untuk
mencapai tujuannya; dan
(iii) dilaksanakan atau
direncanakan untuk
dilaksanakan pada saat
yang sama
(contemporaneously)
dengan pelaksanaan
proyek tersebut

Tidak tercakup

Kegiatan-kegiatan yang
terkait, tidak tercakup.

Hal ini dibahas di LARPF (lihat
Bab 5 dari ESMF ini)

Masyarakat Tuan
Rumah.

Dampak terhadap
masyarakat tuan rumah
harus dipertimbangkan, dan
harus berkonsultasi dengan
masyarakat tuan rumah.

Tidak tercakup karena opsi
pemukiman kembali/relokasi tidak
diuraikan secara mencukupi.

Masyarakat tuan rumah tidak
secara eksplisit tercakup di
dalam UU No. 2 tahun 2012
tentang Pengadaan Tanah
bagi Pembangunan untuk
Kepentingan Umum.

Hal ini dibahas di LARPF
seperti yang ditunjukkan pada
contoh (template) di Lampiran
4,

Pemukiman
Kembali sebagai
(bagian dari)
Program
Pembangunan
Berkelanjutan.

Kegiatan pemukiman
kembali harus dipahami
sebagai program
pembangunan
berkelanjutan, yang
menyediakan sumber daya
yang memadai agar
masyarakat yang
terpindahkan dapat
menikmati manfaat proyek.

Peraturan perundang-undangan
memberikan opsi untuk pemberian
ganti rugi untuk pengadaan tanah
bagi pembangunan untuk
kepentingan umum. Besarnya ganti
rugi ditetapkan berdasarkan
penilaian yang dilakukan oleh penilai
independen berizin. Lihat opsi
mengenai ganti rugi di Tabel 14 dan
Tabel 15 di bawabh ini.

Penerapan bentuk
kompensasi lainnya di luar
ganti rugi secara tunai tidak
diuraikan di dalam peraturan
perundang-undangan.

LARPF menyediakan opsi untuk
ganti rugi dan hak.

Kelompok Rentan.

Memberikan perhatian
khusus terhadap kebutuhan
kelompok rentan di antara

Kriteria orang yang terkena dampak
proyek (Project Affected Persons,
PAPs) dan kelayakan untuk

Tidak ada pemisahan secara
spesifik menurut kerentanan
atau jenis kelaminnya.

LARAP membutuhkan informasi
mengenai kelompok rentan
(kaum perempuan, masyarakat
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Lingkup / Topik Kebijakan Bank Peraturan Pemerintah Indonesia Kesenjangan Yang Langkah untuk Menutup
Terindentifikasi Kesenjangan
masyarakat yang mendapatkan ganti rugi tidak yang sangat miskin, para
kehilangan tempat tinggal, dibedakan berdasarkan kerentanan penyandang cacat, dll., dan ini
terutama yang berada di atau jenis kelaminnya. akan diperoleh dari sensus)
bawah garis kemiskinan,
orang-orang yang tidak
memiliki tanah, para lansia,
kaum perempuan dan
anak-anak, masyarakat
adat, etnis minoritas, atau
orang-orang terlantar
lainnya yang mungkin tidak
dilindungi melalui peraturan
perundang-undangan
nasional mengenai
pemberian ganti rugi atas
tanah.
Instrumen Instrumen perencanaan Rencana pengadaan tanah 2° Rencana Pengadaan Tanah Persyaratan untuk menyusun
Perencanaan yang berbeda harus disiapkan oleh Tim Pengadaan tidak sepenuhnya mencakup | LARAP pada tahap
Pemukiman disiapkan untuk mencapai Tanah berdasarkan studi kelayakan, | elemen dan rincian yang ada | perencanaan sesuai dengan
Kembali. tujuan kebijakan (rencana subproyek 2! harus menaati 22 di LARAP. Waktu LARPF di ESMF ini.
pemukiman kembali, rencana pembangunan tata ruang penyusunan Rencana
kerangka kerja kebijakan Pengadaan Tanah dengan
pemukiman kembali atau hasil inventarisasi petak
kerangka kerja proses) dan tanah yang terkena dampak
harus mencakup semua harus dilanjutkan ke tahap
aspek pemukiman kembali perencanaan.
yang diusulkan.
Kelayakan bagi Bagi mereka yang tidak Tidak mencakup para penghuni liar Biasanya, ganti rugi diberikan | LARPF menetapkan kriteria
orang yang memiliki hak legal formal (kecuali dengan itikad baik atas hanya untuk struktur yang kelayakan dan hak untuk setiap

20 Berbeda dengan LARAP/RP Bank Dunia, ini lebih merupakan prosedur implementasi daripada rencana pembangunan.

21 Proyek yang diusulkan harus mengikuti rencana pembangunan tata ruang. Jika tidak, lokasi proyek harus pindah ke tempat lain atau, rencana pembangunan tata ruang harus
direvisi oleh pemerintah daerah, dan rencana pembangunan tata ruang yang direvisi tersebut harus disetujui oleh DPRD. Revisi dari Rencana yang diajukan oleh lembaga
pemerintah terkait tersebut harus diterbitkan oleh DPRD

22 Saat ini perencanaan zonasi tata ruang dapat mengakomodasi fungsi yang diusulkan oleh proyek. Jika tidak, proyek tersebut harus pindah ke tempat lain atau revisi zonasi
yang diajukan oleh lembaga pemerintah terkait harus diterbitkan oleh DPRD
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Lingkup / Topik

Kebijakan Bank

Peraturan Pemerintah Indonesia

Kesenjangan Yang
Terindentifikasi

Langkah untuk Menutup
Kesenjangan

terkena dampak
proyek (Project
Affected Persons,
PAPSs) yang tidak
memiliki hak legal
atas tanah yang
mereka tempati.

atas tanah atau tuntutan
atas tanah tersebut yang
dapat diakui berdasarkan
undang-undang, berikan
bantuan pemukiman
kembali sebagai pengganti
ganti rugi atas tanah untuk

tanah negara), perambah dan
penyewa di tanah pribadi.

Persoalan ini diatur di dalam Perpres
No. 56 tahun 2017 tentang
Penanganan Dampak Sosial
Kemasyarakatan Dalam Rangka
Penyediaan Tanah Untuk Proyek

terkena dampak, namun
dengan Perpres No. 56 tahun
2017 tersebut mereka berhak
mendapatkan ganti rugi tidak
hanya untuk struktur yang
terkena dampak dan
beberapa bantuan.

kategori orang yang terkena
dampak proyek (PAP),
termasuk penghuni liar.

Strategis Nasional®®. Peraturan ini
diterbitkan pada tanggal 31 Mei
2017. Peraturan ini memberikan
dasar hukum bagi pemberian ganti
rugi kepada para penghuni liar
(mereka yang menempati tanah milik
pihak lain, dalam hal ini,
Pemerintah). Peraturan ini telah
memberi perhatian pada
kekhawatiran para penghuni liar
karena tidak memenuhi syarat untuk
mendapatkan ganti rugi apapun.

membantu memperbaiki
atau setidaknya
memulihkan penghidupan
mereka. Ini akan mencakup
para penghuni liar dan
perambah hutan

23 Peraturan Presiden No. 56 tahun 2017 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Proyek Strategis Nasional (sebagaimana
ditetapkan dalam Perpres No. 3 tahun 2016 dan perubahannya, Perpres No. 59 tahun 2007). Peraturan ini menetapkan bahwa Pemerintah akan menangani dampak sosial
terhadap para penghuni tanah milik Pemerintah (pusat, provinsi dan kabupaten/kota), badan usaha milik negara, dan perusahaan pemerintah daerah yang akan digunakan untuk
proyek strategis nasional. Peraturan tersebut menetapkan kriteria dari penghuni tersebut (memiliki KTP yang disahkan oleh kecamatan dan tidak memiliki hak atas tanah tersebut;
secara fisik telah menguasai dan menggunakan tanah tersebut terus menerus selama 10 tahun, dan telah menguasai dan menggunakan tanah dengan niat baik secara terbuka,
tidak disanggah dan diakui serta dibuktikan benar oleh pemilik tanah dan/atau kepala desa); cakupan ganti rugi (biaya untuk pembongkaran rumah, mobilisasi, sewa rumah dan
dukungan untuk hilangnya penghasilan). Peraturan ini mewajibkan pemilik tanah untuk menyusun Rencana Penanganan Dampak Sosial (SIHP, Social Impact Handling Plan)
untuk diajukan ke Gubernur, yang kemudian akan membentuk Tim Terpadu untuk melakukan inventarisasi dan verifikasi penghuni dan tanah yang diduduki; menunjuk pihak
independen untuk menghitung jumlah ganti rugi; memfasilitasi masalah; merekomendasikan daftar penghuni yang berhak mendapatkan ganti rugi, jumlah ganti rugi berdasarkan
perhitungan pihak independen, mekanisme dan prosedur untuk pemberian ganti rugi kepada para penghuni; dan mengawasi pelaksanaan pemberian ganti rugi. Tim Terpadu ini
terdiri dari berbagai pejabat pemerintah dari provinsi dan kabupaten/kota dan pemilik lahan. Berdasarkan rekomendasi dari Tim Terpadu, Gubernur akan menetapkan daftar
penghuni yang berhak atas ganti rugi; jumlah ganti rugi dan mekanisme dan prosedur pemberian ganti rugi. Peraturan ini juga menyatakan bahwa pemilik tanah harus menyediakan
pendanaan untuk ganti rugi tersebut dan para penghuni yang telah menerima ganti rugi harus keluar dari tanah tersebut dengan batas waktu maksimal tujuh hari setelah
diterimanya ganti rugi.
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Lingkup / Topik

Kebijakan Bank

Peraturan Pemerintah Indonesia
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Saat ini Kementerian Agraria dan
Tata Ruang/BPN sedang menyusun
Petunjuk Teknis Penyusunan
Rencana Pengadaan Tanah 24, yang
mencakup antara lain berbagai
pendekatan untuk memberikan ganti
rugi bagi para penghuni liar, petani
penggarap atau mereka yang tidak
memiliki tanah.

Mereka yang tidak memiliki tanah
dan buruh tidak diharapkan untuk
mendapat ganti rugi dan menerima
langkah tindakan rehabilitasi;
pemberian ganti rugi adalah menjadi
tanggung jawab pemilik tanah.

Kelayakan untuk
Masyarakat Adat.

OP 4.12 berlaku untuk
orang yang terkena
dampak proyek (PAP)
sebagai akibat dari
pengambilalihan tanah
secara terpaksa dan/atau
pembatasan akses ke
taman nasional dan
kawasan lindung yang
ditetapkan secara hukum

Masyarakat adat akan tercakup
begitu mereka diakui secara
hukum.25

UU No. 39 tahun 1999 pasal 6
tentang Hak Asasi Manusia
mensyaratkan bahwa perbedaan
dan kebutuhan Masyarakat Hukum
Adat (MHA) harus diperhatikan dan
dilindungi oleh hukum, masyarakat
dan pemerintah. Identitas mereka,
termasuk hak atas tanah adat, harus
dilindungi selaras dengan
perkembangan yang ada saat ini.

UU No. 2 tahun 2012 tidak
menetapkan kelompok mana
pun termasuk masyarakat
adat. Undang-undang ini
berlaku untuk orang-orang
yang terkena dampak karena
pengambil-alihan tanah bagi
pembangunan untuk
kepentingan umum.

UU No. 39 tahun 1999 pasal
6 mewajibkan bahwa dalam
rangka penegakan HAM,
Masyarakat Hukum Adat
(MHA), termasuk hak atas
tanah adat mereka, harus

IPPF menetapkan bahwa jika
suatu sub-proyek memerlukan
pengadaan tanah, LARPF akan
berlaku.

24 |nisiatif ini didukung oleh Bantuan Teknis ADB
25 Di dalam Peraturan BPN dan Peraturan Kehutanan, lembaga Masyarakat Adat harus diakui oleh pemerintah daerah, sedangkan instansi yang mendukung Masyarakat Adat
lebih memilih pengakuan tersebut dari Komite Masyarakat Adat yang independen.
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dilindungi selaras dengan
perkembangan yang ada saat
ini.

Tanah diganti
dengan tanah

Preferensi pemberian ganti
rugi dengan cara tanah
diganti dengan tanah untuk
orang-orang yang terusir
dari tempat tinggalnya yang
mata pencahariannya
berbasis tanah.

UU No. 2 tahun 2012 memberikan
opsi pemberian ganti rugi dengan
cara tanah diganti dengan tanah,
namun tidak ada rincian prosedur
untuk menerapkan skema
pemukiman kembali ini

LARPF mengatur pemberian
opsi ganti rugi termasuk ganti
rugi dengan cara tanah diganti
dengan tanah.

Opsi pemberian
ganti rugi

Menyediakan alternatif
pemukiman kembali yang
layak secara teknis dan
ekonomis dan bantuan
yang diperlukan, termasuk
(a) ganti rugi segera
dengan penggantian penuh
atas hilangnya aset yang
diakibatkan oleh proyek; (b)
jika ada relokasi, bantuan
selama relokasi, dan
perumahan, atau lokasi
perumahan, atau lokasi
pertanian dengan potensi
produksi yang setara,
sesuai dengan kebutuhan;
(c) bantuan selama masa
transisi dan bantuan
pembangunan, seperti
persiapan lahan, fasilitas
pinjaman, pelatihan atau
kesempatan kerja sesuai
dengan kebutuhan, selain
tindakan pemberian ganti
rugi; (d) ganti rugi secara
tunai untuk tanah jika

UU No. 2 tahun 2012 mengatur opsi
pemberian ganti rugi. Pedoman
MAPPI (Masyarakat Profesi Penilai
Indonesia) menetapkan pemberian
ganti rugi berdasarkan harga pasar
ditambah biaya transaksi dan biaya
lainnya, ditambah premi (untuk
menutup biaya di luar ranah
penilaian seperti kehilangan secara
emosi).
e Properti (Kekayaan Fisik)

v" Tanah
Bangunan & Fasilitas
Tanaman
Hal-hal lain yang berkaitan
dengan tanah yang diperlukan
untuk memulihkan properti
bagi pemiliknya setidaknya
dengan kualitas yang sama
seperti yang tadinya dimiliki
sebelum pengambil-alihan
tanah.
e Biaya & Kerugian (Kerugian Non-

Fisik)

v’ Biaya transaksi

v/ Biaya pindahan

ANRNEN

LARPF mengatur persyaratan

untuk opsi pemberian ganti rugi,

kriteria kelayakan, dan hak
untuk berbagai kategori orang
yang terkena dampak proyek
(PAP).
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dampak pengadaan tanah
terhadap mata pencaharian
masih kecil; dan (e)
penyediaan infrastruktur
bagi masyarakat dan
pelayanan masyarakat
sesuai dengan kebutuhan.

v' Kerugian dari hilangnya usaha
yang sedang berjalan
(gangguan terhadap usaha)

v Kerugian lainnya yang bersifat
khusus, subyektif dan sulit
untuk dihitung

e Premi

Biaya Penggantian
Penuh.

Persyaratan pemberian
ganti rugi atas tanah dan
aset dengan biaya
penggantian penuh

“Adil dan masuk akal”, berdasarkan
penilaian terhadap nilai yang dibuat
oleh penilai independen berizin.
Lihat di atas mengenai pilihan opsi
pemberian ganti rugi dan kriteria dari
MAPPI untuk menetapkan ganti rugi.

Penilai independen yang berizin
melakukan penilaian biaya dan
kerugian aset fisik, aset non-
fisik dan premi

Pemulihan Mata
Pencaharian.

Rencana pemukiman
kembali atau kerangka
kebijakan pemukiman
kembali juga mencakup
langkah-langkah untuk
memastikan bahwa orang-
orang yang kehilangan
tempat tinggal:

(i) Diberi penawaran
dukungan setelah
dipindahkan, untuk masa
transisi, berdasarkan
perkiraan waktu yang
mungkin diperlukan untuk
memulihkan penghidupan
dan standar kehidupan
mereka, dukungan
semacam itu dapat berupa
pekerjaan jangka pendek,
dukungan bagi kebutuhan
sehari-hari (subsistence),
menjaga agar gaji tidak

Setelah pemberian ganti rugi yang
adil dilakukan, pertimbangan lebih
lanjut dan mitigasi dampak tidak
diuraikan.

UU No. 2 tahun 2012 dan
peraturan pelaksanaannya
tidak merinci pilihan dan
pelaksanaan bantuan dan

pemulihan mata pencaharian.

LARPF termasuk bantuan
pemukiman kembali dan
pemulihan mata pencaharian.
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berubah atau pengaturan
yang serupa; dan

(i) Diberi bantuan
pembangunan disamping
tindakan pemberian ganti
rugi yang dijelaskan pada
paragraf 6 (a) (iii), seperti
persiapan lahan, fasilitas
pinjaman, pelatihan, atau
kesempatan kerja.

Masyarakat Adat.

Tanah Masyarakat Adat
dibahas di OP 4.12 dan OP
4.10. Jika tanah
Masyarakat Adat terkena
proyek, mewajibkan adanya
dukungan masyarakat luas
dan konsultasi atas dasar
informasi di awal tanpa
paksaan (FPIC).

Tanah yang terkena dampak yang
dimiliki oleh Masyarakat Adat secara
pribadi diperlakukan dengan cara
yang sama sebagaimana orang
biasa.

UU No. 2 tahun 2012 dan
peraturan pelaksanaannya
tidak membedakan orang
yang terkena dampak proyek
(PAP) ke dalam kelompok,
asal, atau ras, dll.

LARPF berlaku bagi sub-proyek
yang melibatkan pengadaan
tanah dan/atau pemukiman
kembali, terlepas dari siapa
pemilik tanahnya. Konsultasi
seperti yang ditetapkan di
dalam LARPF dan LARAP
harus disesuaikan dengan
konteks lokal dan karakteristik
orang-orang yang terkena
dampak (dalam hal masyarakat
adat, harus mengadopsi FPIC
yang mengarah pada dukungan
masyarakat luas).

Biaya Pemukiman
Kembali

Biaya penuh untuk
pengadaan tanah dan/atau
kegiatan pemukiman
kembali yang diperlukan
untuk mencapai tujuan
proyek dimasukkan di
dalam biaya total proyek.

Rencana pengadaan tanah
mencakup perkiraan biayanya.

Meskipun UU No. 2 tahun
2012 mewajibkan rencana
pengadaan tanah untuk
memasukkan perkiraan biaya
untuk pengadaan tanah
dan/atau pemukiman kembali,
tetapi biasanya tidak
termasuk biaya untuk
memberikan bantuan dan
pemulihan mata pencaharian.
Perkiraan biaya dan usulan
alokasi anggaran dilakukan

LARPF dan LARAP mewajibkan
perkiraan biaya untuk
pengadaan tanah dan/atau
pemukiman kembali
dianggarkan berdasarkan survei
/ sensus sosial ekonomi,
termasuk aset yang terkena
dampak.

81



KERANGKA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL — 19 Januari 2018

Lingkup / Topik

Kebijakan Bank

Peraturan Pemerintah Indonesia

Kesenjangan Yang
Terindentifikasi

Langkah untuk Menutup
Kesenjangan

pada tahap perencanaan, di
mana survei terperinci untuk
setiap petak tanah dan
pengukuran tanah dilakukan
selama tahap pelaksanaan
pengadaan tanah.

Prosedur
Konsultasi dan
Penyampaian
Keluhan

Masyarakat yang
kehilangan tempat tinggal
harus diajak berkonsultasi
dengan baik dan harus
memiliki kesempatan untuk
berpartisipasi dalam
perencanaan dan
pelaksanaan program
pemukiman kembali.
Mekanisme pengaduan
harus mempertimbangkan
ketersediaan bantuan
yudisial serta mekanisme
penyelesaian perselisihan
masyarakat dan
penyelesaian perselisihan
dengan kearifan lokal. t

Konsultasi dengan orang yang
terkena dampak proyek (PAP)
diperlukan untuk mendapatkan izin
lokasi proyek yang diusulkan, untuk
menetapkan bentuk ganti rugi.
Peraturan perundang-undangan
mengatur bahwa proses konsultasi
dilakukan dengan pendekatan
dialog. Negosiasi dilakukan untuk

menyetujui besarnya nilai ganti rugi.

Mekanisme pengaduan karena
ketidaksepakatan mengenai ganti
rugi dijabarkan dalam UU No. 2
tahun 2012 dan peraturan
pelaksanaannya, termasuk
bagaimana dan dimana dapat
mengajukan pengaduan, waktu
untuk memberikan tanggapan, dan
prosedur peradilan.

LARAP menetapkan
persyaratan pemantauan
pelaksanaan kegiatan
pengadaan tanah dan
pemukiman kembali. Proyek

diwajibkan untuk memantau dan

melaporkan penyusunan dan
pelaksanaan LARAP (serta
EMP dan IPP juga)

Pemantauan Hasil

Persyaratan untuk
melakukan pemantauan
dan evaluasi yang
memadai terhadap semua
kegiatan yang ditetapkan di
dalam rencana pemukiman
kembali.

Menilai apakah tujuan
instrumen pemukiman
kembali telah tercapai,
setelah selesainya proyek,

LARAP menetapkan
persyaratan pemantauan
pelaksanaan kegiatan
pembebasan tanah dan
pemukiman kembali. Proyek

diwajibkan untuk memantau dan

melaporkan penyusunan dan
pelaksanaan LARAP (serta
EMP dan IPP juga)
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dengan
mempertimbangkan kondisi
dasar (baseline) dan hasil
pemantauan pemukiman
kembali

Masyarakat Adat (MA)

Identifikasi
keberadaan
Masyarakat Adat

Identifikasi MA
yang terkena
dampak, potensi
dampak dan
langkah tindakan
untuk mengatasi
dampak

Pengakuan dan identifikasi
keberadaan MA sesuai
kriteria yang ditetapkan di
dalam OP 4.10

Melakukan FPIC jika MA
berpotensi terkena dampak
(positif atau negatif), untuk
mengetahui apakah ada
dukungan masyarakat luas
untuk kegiatan Proyek.

Indonesia memiliki undang-undang
nasional dan undang-undang
sektoral yang terkait dengan dan
mengakui serta menghormati
“Masyarakat Adat” (MA) atau
“Masyarakat Hukum Adat” (MHA),
atau “Masyarakat Tradisional” (MT)
yang merupakan Masyarakat Adat
sesuai dengan kriteria yang
dipergunakan dalam OP 4.10
mengenai Masyarakat Adat (MA).
Baik perubahan UUD 1945 maupun
UU Pokok Agraria (UUPA No.5
Tahun 1960) menetapkan bahwa
Negara mengakui dan menghormati
MHA dan hak-hak tradisionalnya
selama keberadaan mereka masih
ada dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan
kesatuan negara sebagaimana
diatur di dalam undang-undang;
identitas budaya dan hak
masyarakat adat dihormati sesuai
dengan perkembangan peradaban.
Dengan ketentuan ini, UUPA
mengakui “hak ulayat” (hak adat)
dari MHA.

Berbagai undang-undang sektoral
mengatur pasal-pasal yang
mengakui adanya MA, menghormati

Proses untuk mendapatkan
pengakuan hukum tersebut
tidak praktis, birokratis, dan
dalam beberapa kasus,
bersifat politis.

Kedalaman persyaratan
semacam itu untuk
pengakuan keberadaan MA
(kumulatif atau opsional) dan
bentuk pengakuan hukum
berbeda-beda di antara
berbagai peraturan tersebut.

Penyaringan tidak
menetapkan analisis gender
namun memberikan
kesempatan untuk analisis
gender jika perlu seperti yang
ditunjukkan dalam lingkup
atau wilayah yang dapat
tercakup di dalam studi-studi
lainnya jika diperlukan.

Peraturan mengenai AMDAL
dan UKL-UPL tidak secara
eksplisit mewajibkan
penyaringan MA dan
penilaian sosial terhadap MA
yang terkena dampak.

IPPF memberikan kriteria untuk
mengidentifikasi Masyarakat
Adat sebagaimana ditetapkan di
dalam OP 4.10. IPPF ini juga
menetapkan penapisan,
persiapan untuk kajian sosial
(SA, social assessment), dan
prosedur serta persyaratan
untuk menyusun Rencana bagi
Masyarakat Adat untuk
menangani potensi dampak dari
subproyek yang diidentifikasi di
dalam kajian sosial. Silahkan
lihat di bagian bawah bahwa
untuk mengidentifikasi MA yang
terkena dampak dan menyusun
SA serta IPP, pemrakarsa sub-
proyek harus menggunakan
FPIC yang mengarah pada
dukungan masyarakat luas.
ESMF ini menyediakan
perangkat Penyaringan MA
(2010) Bank bagi Proyek untuk
melakukan penyaringan awal
(Lampiran 8), akan tetapi
hasilnya harus diverifikasi di
lokasi sub-proyek.
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dan mendorong pemberdayaan dan
partisipasi masyarakat adat, dan
memberikan akses untuk
mendapatkan manfaat dari sumber
daya alam.
Peraturan perundang-undangan lain
yang terkait dengan pemerintah
daerah dan perencanaan
pembangunan juga memiliki
ketentuan mengenai MA.
Namun demikian, peraturan-
peraturan tersebut menunjukkan
bahwa hak-hak masyarakat adat
akan diakui dan dihormati selama
MA yang bersangkutan telah
memenuhi persyaratan pengakuan
konstitusional yang telah ditetapkan,
seperti keberadaan, sesuai dengan
visi pembangunan nasional dan
peradaban, terhadap kepentingan
nasional, dan prinsip negara
kesatuan. Persyaratan tersebut
selanjutnya diterjemahkan ke dalam
kriteria seperti keberadaan atau
adanya perasaan berada didalam
kelompok, wilayah tradisional,
organisasi dan peraturan adat untuk
mendapatkan pengakuan hukum
dari pemerintah kabupaten/provinsi
masing-masing.

Peraturan tersebut juga tidak
mewajibkan penyusunan IPP
jika MA terkena dampak
investasi fisik.

Tidak ada kewajiban secara
eksplisit untuk melakukan
penilaian sosial terhadap MA
yang terkena dampak dan
menyusun IPP untuk
mengatasi potensi
dampaknya (positif dan
negatif)

Konsultasi atas
dasar informasi di
awal tanpa paksaan
(Free, Prior,
Informed
Consultation -

OP 4.10 mewajibkan
dilaksanakannya FPIC
yang mengarah pada
dukungan masyarakat luas
selama berlangsungnya

Berbagai peraturan perundang-
undangan sektoral (lihat Bab 5.3)
juga mewajibkan adanya
pemberdayaan dan partisipasi
masyarakat adat. Misalnya, Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 2007

Meskipun beberapa undang-
undang dan peraturan berisi
ketentuan untuk
pemberdayaan dan
partisipasi masyarakat adat,
undang-undang tersebut tidak

IPPF dan IPP memberikan
pedoman atau protokol untuk
FPIC yang mengarah pada
dukungan masyarakat luas
untuk digunakan untuk
mengidentifikasi Masyarakat
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FPIC) yang
mengarah pada
dukungan
masyarakat luas

Kajian Sosial, Penyusunan
dan pelaksanaan IPP.

tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir
dan Pulau-Pulau Kecil, menetapkan
ketentuan khusus mengenai
konsultasi publik untuk
pengembangan rencana
pengelolaan wilayah pesisir. Di
sektor kehutanan, ketentuan FPIC
tidak secara eksplisit ditetapkan di
dalam Undang-Undang Nomor 41
Tahun 1999 tentang Kehutanan dan
peraturan menteri sebagai pedoman
mengenai hal tersebut. Namun
demikian, standar untuk konsultasi
semacam itu tersedia di dalam
Petunjuk Direktur Jenderal Bina
Usaha Kehutanan No. P.14/VI-
BPPHH/2014 tentang Standar dan
Pedoman Pelaksanaan Penilaian
Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi
Lestari.

menetapkan kewajiban untuk
mendapatkan dukungan
masyarakat luas melalui
FPIC. Ada kebutuhan dalam
Proyek ini untuk
mengembangkan panduan
atau protokol khusus untuk
FPIC yang mengarah pada
dukungan masyarakat luas
untuk menghindari multitafsir.

Adat yang terkena dampak dan
untuk menyusun SA dan IPP.
Pedoman atau protokol ini perlu
diperluas oleh Proyek sebagai
bagian dari Pedoman Operasi
Proyek.

Akses untuk
mengelola sumber
daya alam dan
peluang untuk
mendapatkan
manfaat

Mendorong Masyarakat
Adat untuk dapat
berpartisipasi dalam
merencanakan peluang
untuk mendapatkan
manfaat dari eksploitasi
sumber daya adat atau
kearifan lokal (indigenous
knowledge), kearifan lokal
ini termasuk kesepakatan
dari Masyarakat Adat untuk
memastikan bahwa
Masyarakat Adat dapat
berpartisipasi dalam
merencanakan peluang
untuk mendapat manfaat

Berbagai peraturan perundang-
undangan (lihat Bagian 4.2)
menetapkan bahwa MA, MHA atau
MT memiliki hak untuk mengakses
dan mengelola sumber daya alam
dan untuk mendapatkan manfaat
dari pembangunan.

Prinsip, prosedur,
persyaratan dan berbagai
opsi yang mungkin untuk hak-
hak ini harus dikembangkan.

ESMF memberikan pedoman
untuk berbagi manfaat
(Lampiran 3). Pedoman ini
harus diuraikan di dalam
Pedoman Operasional Proyek.
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dari eksploitasi sumber
daya adat atau kearifan
lokal

Habitat Alami dan Hutan

Konservasi
keanekaragaman
hayati, pelestarian
habitat alami dan
hutan.

Kebijakan Bank Dunia
melarang konversi habitat
kritis dan hutan kritis dan
memberi batasan konversi
habitat alami lainnya,
memberikan preferensi
untuk pengembangan lahan
yang telah dikonversi.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup
(PermenLH) No. 05 tahun 2012
mewajibkan AMDAL untuk setiap
usaha/kegiatan yang berada di atau
berbatasan langsung dengan
kawasan lindung, termasuk daerah
aliran sungai, hutan lindung,
kawasan pelestarian budaya,
kawasan tangkapan air tanah, taman
nasional, dll.

Keputusan Presiden No. 32 tahun
1990 menetapkan bahwa; (i) di
kawasan lindung, budidaya, yang
mengganggu fungsi lingkungan
kawasan lindung, dilarang untuk
dilakukan; dan (ii) di cagar alam dan
kawasan warisan budaya, budidaya
yang mengubah lansekap, kondisi
penggunaan tanah, ekosistem alami,
atau fungsi lingkungan dari cagar
alam atau warisan budaya, dilarang
untuk dilakukan.

Proses penapisan ini mungkin
tidak responsif terhadap
keberadaan habitat alami
atau sumber daya budaya
yang tidak memiliki status
dilindungi secara resmi.
Dokumen UKL-UPL (atau
AMDAL) hanya menyediakan
informasi yang terbatas
tentang habitat alami
dan/atau kritis. Investasi fisik
yang berada di kawasan
lindung secara otomatis
mensyaratkan adanya
AMDAL, tetapi peraturan
Indonesia tidak melarang
atau membatasi kegiatan
yang melibatkan konversi
atau kerusakan habitat alam
kritis atau habitat alami
termasuk hutan kritis.

ESMF mensyaratkan bahwa
larangan, prosedur dan batasan
di dalam OP 4.04 dan OP 4.36
diterapkan dalam ITMP dan
rencana sektoral serta di dalam
desain investasi.

Sumber Daya Benda Cagar Budaya (PCR - Physical Cultural Resources)

Pelestarian
sumber daya
benda cagar
budaya

Kebijakan Bank Dunia
adalah untuk menghindari
atau meminimalkan
dampak buruk pada
sumber daya benda cagar
budaya (PCR, Physical

Keputusan Presiden No. 32 tahun
1990 menetapkan bahwa di cagar
alam dan kawasan warisan budaya,
budidaya yang mengubah lansekap,
kondisi penggunaan tanah,
ekosistem alami, atau fungsi

UKL-UPL (atau AMDAL) tidak
secara konsisten mengkaiji
dampak terhadap sumber
daya benda cagar budaya
dan tidak memiliki
perencanaan dan program

ESMF mensyaratkan penilaian
dampak pada PCR di ESMP/
UKL-UPL dan AMDAL. ESMF
mewajibkan penyusunan
protokol penemuan tak terduga
untuk investasi fisik dan
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Lingkup / Topik

Kebijakan Bank

Peraturan Pemerintah Indonesia

Kesenjangan Yang
Terindentifikasi

Langkah untuk Menutup
Kesenjangan

Cultural Resources) melalui
penapisan, kajian,
pengembangan rencana
pengelolaan jika diperlukan,
dan penyediaan prosedur
penemuan tak terduga di
mana terdapat risiko
ditemukannya PCR yang
belum ditemukan
sebelumnya.

lingkungan dari cagar alam atau
warisan budaya, dilarang untuk
dilakukan.

Undang-Undang Nomor 11 tahun
2010 tentang Cagar Budaya
(Undang-undang Cagar Budaya)
berfokus pada persyaratan
pengamatan dan pengumpulan data
dan pengelolaan cagar budaya yang
tepat yang dapat terkena dampak
dari kegiatan proyek. Prosedur
penemuan tak terduga tersebut
berdasarkan undang-undang
menetapkan bahwa temuan harus
segera diberi perlindungan dan
dilaporkan ke Balai Arkeologi
setempat, jika ada, atau ke Dinas
Kebudayaan provinsi atau
kabupaten. Pekerjaan konstruksi
tidak akan dilanjutkan lagi sampai
izin diberikan oleh salah satu pihak
berwenang tersebut.

yang diperlukan untuk
melestarikan sumber daya
tersebut.

Investasi fisik jarang
mengembangkan protokol
penemuan tak terduga.
Aspek warisan budaya fisik
dari investasi fisik jarang
dibahas dalam konsultasi
publik yang diwajibkan
sebagai bagian dari tahap
penyusunan UKL-UPLs (atau
AMDAL).

menyediakan contoh (template)
di Lampiran 5.
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Keamanan Bendungan

Memastikan
desain dan
pengoperasian
bendungan yang
aman

Kebijakan Bank Dunia
mensyaratkan penyusunan
rencana keamanan
bendungan dan
pembentukan suatu panel
keamanan bendungan
independen untuk
bendungan-bendungan
besar, dan perancangan
bendungan kecil oleh
sarjana sipil yang
berkualitas. Kebijakan
tersebut mewajibkan
pemeriksaan keamanan
bendungan yang ada jika
proyek yang didukung oleh
Bank Dunia akan
bergantung pada
bendungan tersebut.

Tidak ada peraturan perundang-
undangan atau peraturan khusus
tentang keamanan bendungan.

Tidak ada peraturan
perundang-undangan atau
peraturan khusus tentang
keamanan bendungan.

Proyek ini tidak diharapkan
untuk membiayai pembangunan
dan/atau rehabilitasi
bendungan. Jika ITMP atau
Rencana Pembangunan
Terperinci-nya mencakup
pembangunan atau rehabilitasi
bendungan untuk pasokan air
minum atau peningkatan sistem
yang bergantung pada
bendungan yang sudah ada,
BPIW akan memastikan bahwa
persyaratan OP 4.37 untuk
bendungan kecil dipenuhi dalam
hal desain dan operasionalnya,
seperti fitur keselamatan
bendungan termasuk program
inspeksi dan pemeliharaan yang
didesain oleh sarjana sipil yang
berpengalaman.
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5.0 PROSEDUR DAN INSTRUMEN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN DAN SOSIAL

50. Bab ini menyajikan prosedur untuk mengkaji dan mengelola dampak lingkungan dan
sosial.

51. Bagian 5.1 menjelaskan prosedur untuk memastikan bahwa investasi dan kegiatan
lainnya dalam komponen Proyek, 1, 2 3, dan 4 (tidak termasuk ITMP dan rencana-rencana
lainnya) dikaji, dirancang, dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
di Indonesia dan mematuhi OP Bank Dunia untuk pengamanan lingkungan dan sosial. Bagian
ini mencakup kerangka kerja untuk pengelolaan lingkungan dan sosial yang mencakup
penapisan, identifikasi dampak dan instrumen yang terkait untuk mengelola dampak, prosedur
dan persyaratan yang teridentifikasi untuk menyusun instrumen (seperti AMDAL, UKL-UPL,
SOP, dll.), proses dan prosedur untuk meninjau dan menyetujui instrumen, pelaksanaan
instrumen, dan pemantauan serta pengawasan pelaksanaan instrumen. Bagian ini juga
mencakup Kerangka Pengelolaan Sumber Daya Benda Cagar Budaya untuk kegiatan Proyek
yang melibatkan atau memberi dampak pada sumber daya benda cagar budaya.

52. Bagian 5.2 dan 5.3 berisi kerangka kerja kebijakan untuk pengadaan tanah dan
pemukiman kembali dan untuk perencanaan bagi Masyarakat Adat. LARPF berlaku untuk
kegiatan Proyek yang melibatkan pengambilalihan tanah secara terpaksa, pemukiman
kembali dan pembatasan akses terhadap taman nasional dan kawasan lindung yang
ditetapkan secara hukum sehingga menimbulkan dampak ekonomi dan sosial secara
langsung. LARPF juga berlaku untuk setiap bantuan teknis yang hasilnya, jika dilaksanakan,
akan melibatkan investasi fisik yang memerlukan pengadaan tanah dan/atau pemukiman
kembali secara terpaksa yang menyebabkan potensi dampak ekonomi dan sosial. LARPF
berlaku untuk:

a. Komponen 1: investasi fisik dan FS serta DED untuk investasi fisik tersebut;
b. Komponen 4: ITMP (termasuk Rencana Pembangunan Terperinci), dan rencana induk
sektoral di tingkat hilir.

Bagian ini juga menyajikan Perencanaan bagi Masyarakat Adat (IPPF) yang berlaku untuk
komponen Proyek yang secara positif memberi dampak pada MA.

53. Bagian 5.4 menyajikan prosedur untuk memasukkan OP Bank Dunia ke dalam ITMP
dan Rencana Pembangunan Terperincinya. ITMP disusun dengan tujuan untuk mencegah
dampak buruk yang dapat terjadi dari investasi fisik yang dilaksanakan yang
direkomendasikan oleh Rencana ketika pembangunan pariwisata berjalan secara tidak
terintegrasi. Pertumbuhan kunjungan wisatawan yang melampaui penyediaan fasilitas untuk
mengelola beban pertumbuhan tersebut dapat memengaruhi sumber daya alam dan budaya
dan masyarakat tuan rumah. Namun demikian, karena ITMP — dan khususnya Rencana
Pembangunan Terperinci (DDP, Detailed Development Plan) yang dihasilkan sebagai bagian
dari tugas ITMP — akan mencakup investasi fisik yang direkomendasikan yang dapat
menimbulkan dampak lingkungan dan sosial yang negatif apabila dilaksanakan, maka
penghindaran dan mitigasi harus menjadi bagian dari proses perencanaan. Hal ini akan dapat
dicapai dengan paling efektif dengan memasukkan persyaratan kebijakan pengamanan Bank
Dunia di tingkat hulu, dimana persyaratan kebijakan tersebut memiliki potensi maksimal untuk
mencegah dampak, berbeda dengan langkah tindak di tingkat hilir ketika rencana telah pasti
dan tidak berubah dan pekerjaan desain sedang berlangsung, dan fokus perlindungan beralih
lebih ke mitigasi.
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5.1 KERANGKA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL

5.1.1 Penapisan potensi dampak

54. Kegiatan yang dibiayai di bawah Komponen 2, 3 dan 4 (tidak termasuk ITMP dan
rencana-rencana lainnya di bawah Komponen 4) Proyek tidak akan menimbulkan dampak
lingkungan atau sosial yang negatif dan tidak memerlukan penapisan secara formal. Namun
demikian, pelatihan yang diberikan di bawah Komponen 2, bila ada kaitannya, akan mencakup
kesadaran lingkungan dasar, termasuk aspek yang berkaitan dengan Pedoman KB3L,
termasuk pedoman bagi sektor industri untuk pembangunan pariwisata dan pelayanan.
Usaha-usaha yang muncul di masa depan oleh karena adanya Komponen 3 dapat
menimbulkan dampak negatif, namun hal tersebut tidak dapat diramalkan dan tidak akan
terkait langsung dengan Proyek. Untuk memperbaiki hasil lingkungan, Komponen 3 akan
mencakup peningkatan kesadaran terhadap Pedoman K3L, termasuk pedoman bagi sektor
industri untuk pembangunan pariwisata dan pelayanan. Isu sosial yang terkait dengan usaha-
usaha baru dapat mencakup gender, para pekerja penyandang cacat, pekerja anak, dan
akses terhadap lapangan kerja yang setara.

55. Investasi yang diajukan untuk mendapat dukungan di bawah Komponen 1 Proyek
akan mewajibkan penapisan lingkungan dan sosial, identifikasi dampak lingkungan dan sosial
yang mungkin terjadi dan kajian potensi besarnya dampak tersebut, serta penyusunan
instrumen pengamanan untuk langkah tindak mitigasi. Instrumen pengamanan, mana yang
berlaku - UKL-UPL/ESMP, SOP, AMDAL/ESIA, LARAP, dan IPP - akan diserahkan ke Bank
Dunia untuk disetujui. Proses penapisan tiga tahap tersebut dijelaskan di bawah ini.

56. Pemrakarsa investasi melakukan penapisan terhadap sub-proyek yang diusulkan
melalui proses penapisan tiga tahap: (a) penapisan usulan sub-proyek yang akan
bertentangan dengan larangan di dalam undang-undang Indonesia atau OP Bank Dunia; (b)
penapisan berdasarkan ambang batas fisik yang ditetapkan oleh peraturan Indonesia; dan (c)
penapisan berdasarkan potensi dampak lingkungan dan sosial sesuai dengan OP Bank
Dunia. Hasil dari proses penapisan tiga tahap ini akan menentukan subproyek yang
memenuhi syarat dan instrumen pengelolaan lingkungan dan sosial yang sesuai yang akan
digunakan untuk setiap sub-proyek. Penyaringan akan memperhitungkan kegiatan-kegiatan
terkait dan fasilitas tambahan serta dampak kumulatifnya.

a. Menapis subproyek yang dilarang oleh kebijakan Bank Dunia atau peraturan
perundang-undangan di Indonesia. Proyek tidak akan membiayai subproyek dengan
karakteristik sebagai berikut:

i. Subproyek yang menggunakan asbes sebagai bahan bangunan.

ii. Subproyek yang memproduksi limbah berbahaya & beracun (B3).

iii. Subproyek yang akan mengakibatkan terjadinya konversi atau kerusakan habitat
alami atau habitat kritis yang signifikan, termasuk namun tidak terbatas pada hutan
konservasi, hutan lindung, cagar alam, hutan bakau, terumbu karang.

iv. Sub-proyek yang akan merusak atau menghancurkan kawasan konservasi budaya,
tidak terbatas pada artefak dan struktur, tetapi juga lokasi yang dianggap sakral atau
memiliki nilai spiritual tinggi dan aset tak berwujud bagi masyarakat setempat.

v. Subproyek yang menggunakan kayu dari hasil pembalakan liar.

b. Penapisan sub-proyek berdasarkan ambang batas fisik. Sistem di Indonesia memiliki
dua tingkat ambang batas. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan
ambang batas untuk kegiatan di mana diwajibkan adanya AMDAL, dalam Peraturan
Menteri No. 5/2012. Hal-hal yang berkaitan dengan Proyek ini dirangkum di Tabel 10 di
bawah ini. Hanya sedikit, jikapun ada, investasi yang akan didukung dalam proyek yang
akan melebihi ambang batas ini, akan tetapi jika ada yang melebihi ambang batas
tersebut, AMDAL akan diwajibkan, bahkan jika ESMP sudah cukup memadai di bawah
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OP Bank Dunia. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa jika ada perbedaan antara
persyaratan Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia, peraturan yang lebih ketat yang akan

berlaku.

Tabel 10. Ambang Batas AMDAL untuk Investasi Komponen 1

JENIS KEGIATAN

Skala atau Luasnya
Kegiatan Proyek

I. JALAN & JEMBATAN

1. Pembangunan dan/atau perbaikan jalan tol (skala panjang dan skala
pengadaan tanah)

a. Di kota-kota besar / metropolitan
- Panjang jalan
- Pengadaan tanah

=2 5 kmdengan =z 10 ha
= 30 ha

b. Di kota-kota sedang
- Panjang jalan
- Pengadaan tanah

= 5 km dengan = 20 ha
> 30 ha

c. Di daerah pedesaan
- Panjang jalan
- Pengadaan tanah

2 5 km dengan = 30 ha
=240 ha

2. Pembangunan jalan / perbaikan dengan pelebaran (skala panjang
dan skala pengadaan tanah)

a. Di kota besar / metropolitan
- Panjang jalan dan keluasan areal tanah yang harus dibebaskan
- Pengadaan tanah

= 5 km dengan = 20 ha
> 30 ha

b. Di kota sedang
- Panjang jalan dan keluasan areal tanah yang harus dibebaskan
- Pengadaan tanah

=2 5 km dengan = 30 ha
=240 ha

c. Inrural areas
- Panjang jalan dan keluasan areal tanah yang harus dibebaskan
- Pembukaan lahan/Pengadaan tanah

2 5 km dengan = 40 ha
250 ha

3. Pembangunan underpass, terowongan, flyover

a. Pembangunan underpass, terowongan, flyover
- OPanjang

22 km

b. Pembangunan jembatan
- Panjang

=500 m

Il. PASOKAN AIR BERSIH

Air minum

a. Pembangunan sistem jaringan distribusi
- Keluasan Daerah Pelayanan

2500 ha

b. Pembangunan jaringan pipa penyalur (panjang)

2 10 km

lll. SANITASI

1. Pembangunan Fasilitas Pengolahan Lumpur Tinja, termasuk fasilitas
pendukungnya
- Ukuran
- Atau kapasitas

22 ha
> 11 m%hari

2. Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah Cair
- Ukuran
- Atau kapasitas

>3 ha
2 2.4 ton/hari

3. Pembangunan sistem sanitasi pembuangan air limbah di kota /
kawasan perumahan
- Ukuran cakupan layanan
- Debit limbah cair

2500 ha
= 16,000 m®/hari

4. Pembangunan saluran drainase (primer dan / atau sekunder) di
kawasan perumahan

a. Di kota besar /metropolitan (panjang)

=>5km

b. Di kota sedang (panjang)

=10
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Skala atau Luasnya

JENIS KEGIATAN Kegiatan Proyek

IV. LIMBAH PADAT
1. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dengan tempat pembuangan /
pengurugan sampah terkendali, termasuk fasilitas pendukungnya

- Ukuran 210 ha

- Atau kapasitas total = 100,000 ton
2. Tempat Pembuangan Akhir di daerah pasang surut

- Ukuran Semua ukuran dan
0 - Kapasitas kapasitas
3. Pembangunan Tempat Pembuangan Sementara (TPS)

- Kapasitas = 500 ton/hari
4. Pembangunan Fasilitas Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)

- Kapasitas = 500 ton/hari
5. Pembangunan insinerator

- Kapasitas Semua kapasitas
6. Pembangunan pabrik pengomposan

(- Kapasitas = 500 ton/hari

V. SUMBER DAYA AIR
7. Pembangunan Sarana Pelindung Kawasan Pesisir dan Perbaikan
Mulut Sungai
- Jarak secara tegak lurus dengan pantai =500 m
Sumber: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5/2012

57. Hal-hal yang tercantum di dalam dokumen ini, terutama yang berkaitan dengan
komponen 1, menekankan pada aksesibilitas dan penyediaan kebutuhan dasar seperti
persediaan air dan sanitasi, tetapi tidak terbatas pada komponen 1. Dokumen AMDAL/ ESIA
juga harus disusun untuk pembangunan lain dalam lingkup Proyek, seperti perlindungan
kawasan pesisir untuk kawasan wisata pesisir, khususnya Lombok.

58. Untuk investasi yang berada di bawah ambang batas AMDAL, Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum No. 10/PRT/M/2008 menetapkan ambang batas yang dirangkum pada
Tabel 11. Tabel 11 menetapkan kisaran ambang fisik di mana instrumen UKL-UPL wajib untuk
disusun. Nilai ambang batas di bawah kisaran yang ditunjukkan pada tabel 11 akan
mensyaratkan penggunaan instrumen SOP dan penyampaian SPPL oleh pemrakarsa.

Tabel 11. Ambang Batas UKL-UPL untuk Komponen 1

Skala atau Keluasan
Kegiatan Proyek
UKL-UPL (Permen PU
No0.10/PRT/M/2008)

JENIS KEGIATAN

I. JALAN & JEMBATAN
1. Pembangunan Jalan Tol
a. Pembangunan Jalan Tol

- Panjang Jalan (tanpa pengadaan tanah) <5km
b. Peningkatan jalan tol dengan pengadaan tanah

- Panjang jalan <5km

- Tanah yang dibutuhkan <5ha
c. Peningkatan jalan tol tanpa pengadaan tanah

- Panjang jalan <10km

2. Pembangunan/perbaikan jalan dengan pelebaran yang

membutuhkan pengadaan tanah

a. Di kota besar/metropolitan
- Panjang jalan dan keluasan pengadaan tanah yang
dibutuhkan 1km sampai <5km
- Pembukaan lahan/pengadaan tanah 2ha sampai <5ha
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JENIS KEGIATAN

Skala atau Keluasan
Kegiatan Proyek

UKL-UPL (Permen PU
No.10/PRT/M/2008)

b. Di kota sedang
- Panjang jalan dan keluasan pengadaan tanah yang
dibutuhkan
- Pembukaan lahan/pengadaan tanah

3km sampai <10km
5ha sampai <10ha

c. Dikota kecil
- Panjang jalan dan keluasan pengadaann tanah yang
dibutuhkan
- Pembukaan lahan/pengadaan tanah

10km sampai <30km
10ha sampai <30ha

3. Pembangunan underpass, terowongan, flyover

a. Pembangunan underpass, terowongan, flyover

- Panjang <2km
b. Pembangunan jembatan
- Panjang 100 sampai <500m

IIl. PASOKAN AIR BERSIH

1. Air bersih/ minum

a. Pembangunan sistem jaringan distribusi
- Ukuran Daerah Pelayanan

100ha sampai >500ha

b. Pembangunan pipa penyalur
- Daerah cakupan

1. Kota metropolitan, panjang

5km sampai 10km

2. Kota sedang sampai kecil, panjang

8km sampai 10km

c¢. Pasokan air dari sungai, danau dan sumber air permukaan
lainnya

1. Sungai dan Danau

50 I/dtk sampai 250 l/dtk

2. Mata air

2,5 I/dtk sampai 250 I/dtk

d. Pembangunan Fasilitas Pengolahan Air Minum lengkap (debit
air)

50 I/dtk sampai 100 I/dtk

e. Pengambilan air tanah untuk keperluan (debit)

1. Layanan masyarakat melalui SPAM (Sistem Penyediaan

Air Minum) 2,5 I/dtk sampai 50 l/dtk
2. Keperluan komersial lainnya 1,0 I/dtk sampai 50 I/dtk
lll. SANITASI

1. Pembangunan Fasilitas Pengolahan Lumpur Tinja, termasuk
fasilitas pendukungnya

- Ukuran <2 ha

- Atau kapasitas <11 m¥hari
2. Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah Cair

- Ukuran <3 ha

- Pembebanan bahan organik

<2,4 ton/hari

3. Pembangunan sistem sanitasi pembuangan air limbah di kota /

kawasan perumahan
- Ukuran
- Atau debit limbah cair

<500 ha
<16.000 m*hari

IV. SUMBER DAYA AIR

1. Pembangunan Bendungan/Waduk atau Jenis Sarana
Penampung Air Lainnya
- Ketinggian bendungan
- Kapasitas
- Total keluasan areal

6m sampai <15 m
300.000m® < 500.000 m®
50 ha sampai <200 ha

2. Pembangunan Sarana Pelindung Kawasan Pesisir dan
Perbaikan Mulut Sungai
- Jarak secara tegak lurus dengan pantai

10 m sampai <500 m

Sumber: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 10/PRT/M/2008
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c. Penapisan subproyek berdasarkan potensi dampak lingkungan dan sosial. Tahap
ketiga dari proses penapisan adalah untuk menapis kegiatan yang setelah melewati
tahap satu dan dua, dianggap memiliki dampak potensial yang signifikan yang
memerlukan penyiapan AMDAL/ESIA. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5/2012
menetapkan bahwa setiap kegiatan, tanpa memperhatikan skalanya, yang akan
dilakukan di daerah yang sensitif sebagaimana ditetapkan dalam peraturan tersebut
diwajibkan untuk menyusun AMDAL. Hutan lindung, cagar alam, hutan bakau, lahan
gambut, daerah pesisir, taman nasional, terumbu karang, kawasan pelestarian budaya,
dan kawasan suaka margasatwa dan biota laut adalah contoh dari daerah-daerah
tersebut. Identifikasi potensi dampak sosial selama penapisan di wilayah terdampak
subproyek setidaknya akan mencakup, hamun tidak terbatas pada:

1. Potensi jumlah orang yang terkena dampak dalam hal pengadaan tanah dan/atau
pemukiman kembali secara terpaksa;

2. Potensi dampak terhadap gender, kelompok rentan, penyandang cacat;

3. Potensi dampak terhadap nilai-nilai lokal dan budaya yang berwujud dan yang tidak
berwujud; dan

4. Keberadaan Masyarakat Adat dan dampak yang ditimbulkan oleh subproyek pada
mereka (lihat Lampiran 6-8 untuk isu terkait dengan Masyarakat Adat).

Sebagai salah satu alat penapisan, informasi dari FS yang disiapkan oleh para
pemrakarsa subproyek yang didanai oleh Proyek ini atau oleh pemerintah daerah atau
instansi/lembaga manapun akan memberikan informasi mengenai kemungkinan perlunya
pengadaan tanah dan/atau pemukiman kembali. AMDAL/ESIA atau UKL-UPL juga akan
memberikan informasi kepada Proyek tentang kemungkinan adanya pengadaan tanah
dan/atau pemukiman kembali dan persoalan sosial lainnya dari subproyek tertentu,
termasuk ketersediaan dan potensi kebutuhan tenaga kerja lokal,?® serta potensi
dampaknya terhadap Masyarakat Adat. Selain itu, dokumen perencanaan yang disiapkan
oleh pemrakarsa subproyek untuk menerapkan penetapan lokasi dari Gubernur juga akan
memberi informasi kepada Proyek tentang kemungkinan adanya pengadaan tanah
dan/atau pemukiman kembali. AMDAL/ESIA atau UKL-UPL akan memberi informasi
kepada pemrakarsa subproyek mengenai ketersediaan dan karakteristik tenaga kerja
lokal dari data statistik ketenagakerjaan, dan menilai apakah terdapat kesenjangan
kuantitas dan kualitas antara ketersediaan dan kebutuhan tenaga kerja. Informasi ini akan
membantu pemrakarsa subproyek dalam mengembangkan kriteria dan persyaratan
dalam dokumen lelang, yang akan menjadi pedoman bagi calon penawar dalam
menyusun proposal mereka untuk memasukkan pengelolaan tenaga kerja. Kontrak untuk
pekerjaan sipil tidak hanya mencakup langkah-langkah mitigasi untuk mengatasi dampak
lingkungan dan sosial yang akan terjadi selama berlangsungnya konstruksi, namun juga
pengelolaan tenaga kerja. .

Berdasarkan OP Bank Dunia, usulan investasi akan ditapis untuk mengetahui potensi

dampak, mengingat faktor-faktor berikut ini:

o Jumlah dan karakteristik orang yang cenderung terkena dampak dan lokasinya

o Wilayah dampak, termasuk wilayah terdampak proyek (fasilitas tambahan dan fasilitas
yang terkait ?")

26 Proyek (1) tidak mencakup subproyek berskala besar seperti jalan tol, bandara atau pelabuhan besar; (2) sifat
subproyek seluruhnya atau sebagian besar bergantung pada barang dan jasa yang akan diproduksi atau
dipasok dari daerah tujuan wisata (bukan dari luar); (3) ketiga daerah tujuan wisata tersebut dianggap sebagai
daerah “maju” atau “daerah berkembang”, di mana terdapat cukup banyak tenaga kerja berketerampilan rendah
dan tenaga kerja berketerampilan sedang yang membutuhkan pekerjaan; (4) tiga daerah tujuan wisata dan
klaster di dalamnya sebagian besar merupakan kawasan yang dipadati kaum urban, oleh karena itu masyarakat
lebih terbuka untuk menerima tenaga kerja dari desa-desa lain jika kontraktor memerlukan tenaga kerja dari
desa-desa tetangga.

27 Fasilitas terkait adalah fasilitas atau kegiatan yang tidak didanai sebagai bagian dari proyek, dan dalam penilaian
Bank Dunia adalah (a) secara langsung dan signifikan terkait dengan proyek; (b) dilaksanakan, atau
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Durasi atau paparan dampak

Intensitas dampak

Tingkat keparahan dan kemungkinan terjadinya dampak

Jumlah komponen lingkungan yang terkena dampak

Dampak kumulatif

Reversibilitas (kemampuan untuk pulih kembali) dari dampak

Aspek lintas batas, apakah dampaknya mempengaruhi lintas batas negara.

Selain itu, kebijakan pengamanan Bank Dunia yang akan terpicu oleh usulan investasi
akan diidentifikasi selama berlangsungnya penapisan, untuk memastikan bahwa
instrumen pengamanan memenuhi persyaratan kebijakan tersebut. Lampiran 10
menyediakan daftar periksa untuk digunakan dalam penyaringan dan menentukan
kebijakan mana yang dipicu. Lampiran 11 adalah format untuk mencatat hasil penapisana,
termasuk penetapan instrumen pengamanan yang diperlukan untuk investasi. Gambar 2
di bawah ini adalah representasi grafis dari prosedur penapisan, dengan menggunakan
proyek jalan (hanya untuk ilustrasi saja) sebagai contoh.

d. Persetujuan terhadap penapisan. Dengan bantuan Konsultan DPP, BPIW akan
memeriksa semua hasil penapisan dan menyatakan bahwa BPIW setuju dengan
kesimpulan dari penapisan tersebut atau telah menyarankan instansi pelaksana untuk
mempertimbangkan kembali hasil penapisan tersebut.

59. Dalam hal suatu lembaga atau instansi meminta pendanaan dari Proyek untuk
subproyek yang memenuhi syarat yang telah disiapkan atau yang sedang dilaksanakan,
BPIW akan melakukan langkah-langkah berikut ini:

a. Dengan bantuan Konsultan DPP, BPIW mengkaji instrumen pengamanan lingkungan
(AMDAL, UKL-UPL, SPPL, ECOPs) dan sosial (LARAP, IPP) yang ada, mengacu pada
persyaratan yang tercantum di dalam ESMF ini; mengidentifikasi kesenjangan antara
ruang lingkup, kualitas informasi dan kajian, dampak yang teridentifikasi, dan langkah-
langkah mitigasi yang telah direkomendasikan untuk menangani isu lingkungan dan sosial
dan persyaratan yang ditetapkan di dalam ESMF ini; dan/atau

b. Dengan bantuan Konsultan DPP, BPIW mengkaji tindakan-tindakan yang telah
dilaksanakan dan mengkaji kesenjangan antara tindakan-tindakan tersebut dan instrumen
pengamanan lingkungan dan sosial yang ada; juga mengkaji kesenjangan antara
tindakan-tindakan yang telah dilaksanakan tersebut dengan persyaratan yang ditetapkan
di dalam ESMF ini (misalnya, apakah tanah yang terkena dampak dan aset lainnya telah
diberi ganti rugi sebesar biaya penggantian);

c. Kedua kajian kesenjangan tersebut di atas dilaporkan dalam Laporan Kajian Uji Tuntas
(Due Diligence), dan BPIW akan menyampaikan Laporan ini kepada Bank Dunia untuk
pembahasan mengenai tindakan perbaikan yang sesuai. Jika terdapat kesenjangan,
BPIW (dengan bantuan Konsultan DPP) akan menyusun rencana tindak perbaikan bagi
pemrakarsa subproyek untuk mengisi kesenjangan tersebut. Rencana tindak perbaikan
ini harus dibahas dan disetujui oleh pemrakarsa subproyek. Beberapa tindakan dapat
berupa perubahan terhadap instrumen pengamanan lingkungan dan sosial yang ada
(seperti perubahan AMDAL, UKL-UPL, Rencana Pengadaan Tanah atau LARAP,
dan/atau IPP), atau disiapkan sebagai instrumen yang berdiri sendiri (seperti IPP, studi
keanekaragaman hayati, dll.). Rencana tindak perbaikan, antara lain meliputi: (a) isu yang
harus ditangani dan tindakan perbaikan untuk menangani isu tersebut; (b) kelompok
sasaran dari setiap tindakan; (c) lokasi, intensitas, volume atau jumlah setiap tindakan; (d)
keluaran dan/atau hasil yang ingin dicapai; (e) rencana waktu pelaksanaan tindakan yang
jelas; dan (f) perkiraan biaya, sumber keuangan, dan waktu dimana anggaran tersedia.

direncanakan untuk dilaksanakan, sesuai dengan proyek; dan (c) perlu agar proyek menjadi layak dan tidak
akan dibangun atau diperluas jika proyek ini tidak ada.
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d. Bank Dunia akan meninjau dan menyetujui rencana tindakan perbaikan tersebut, sebelum
persiapan atau pelaksanaan subproyek dilanjutkan.

e. Jika tidak ada kesenjangan antara instrumen pengamanan lingkungan dan sosial
subproyek dan pelaksanaan langkah-langkah mitigasi yang direkomendasikan dengan
persyaratan yang ditentukan di dalam ESMF ini, BPIW akan membagikan Laporan Kajian
Uji Tuntas kepada Bank Dunia dan meminta persetujuan Bank Dunia agar pemrakarsa
subproyek yang meminta pembiayaan Proyek dapat melanjutkan persiapan atau
pelaksanaan subproyek tersebut.

51.2 Menetapkan Instrumen untuk Mengatasi Dampak

60. Berdasarkan proses penapisan yang diuraikan di atas, para pemrakarsa subproyek
akan menetapkan instrumen yang tepat untuk merencanakan dan menerapkan langkah-
langkah mitigasi untuk dampak lingkungan dan sosial. Berdasarkan prosedur penapisan dan
persyaratan yang ditetapkan di atas, instrumen yang tepat untuk menangani masalah sosial
tersebut adalah sebagai berikut:

e Langkah-langkah mitigasi dan pengelolaan potensi dampak sosial di luar pengadaan
tanah dan/atau pemukiman kembali secara terpaksa akan diuraikan di dalam
AMDAL/ESIA/JESMP dan UKL-UPL yang akan disusun dan dilaksanakan sesuai
dengan persyaratan yang ditetapkan di dalam ESMF ini;

o Langkah-langkah mitigasi dan pengelolaan pengadaan tanah dan/atau pemukiman
kembali secara terpaksa akan diuraikan di dalam LARAP yang akan disusun dan
dilaksanakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan di dalam LARPF dalam
ESMF ini.

e Langkah-langkah mitigasi dan pengelolaan potensi dampak terhadap Masyarakat
Adat akan diuraikan di dalam IPP yang akan disusun dan dilaksanakan sesuai dengan
persyaratan IPPF di dalam ESMF ini.

61. Peraturan Indonesia menetapkan instrumen pengamanan yang sesuai dengan
dokumen kajian lingkungan yang biasanya disusun untuk memenuhi persyaratan OP 4.01 dan
OP 4.12. Maksud dari ESMF ini adalah agar suatu dokumen tunggal dapat memenuhi
persyaratan baik pemerintah maupun Bank Dunia. Dokumen model yang disertakan sebagai
lampiran dirancang untuk memastikan bahwa tujuan ini dapat dipenuhi. Instrumen
pengamanan Indonesia dan Bank Dunia, sebagai mitranya, yang terkait dijelaskan di bawah
ini.

¢ AMDAL mengacu pada proses penyusunan ESIA (Environmental and Social Impact
Assessment - Kajian Dampak Lingkungan dan Sosial) lengkap berdasarkan undang-
undang Indonesia. AMDAL adalah singkatan dari Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan atau Environmental Impacts Assessment (EIA) dalam bahasa Indonesia.
AMDAL adalah kajian secara menyeluruh atas potensi dampak yang signifikan
terhadap lingkungan dari suatu proyek dan/atau kegiatan yang direncanakan atau
diusulkan, yang kajiannya diperlukan dalam proses pengambilan keputusan mengenai
proyek dan/atau kegiatan tersebut. Dokumen yang dihasilkan adalah ANDAL (Analisis
Dampak Lingkungan Hidup), yaitu kajian dampak, dan Rencana Pengelolaan
Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL), yang masing-
masing merupakan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan
Lingkungan. ESIA lengkap yang disusun di bawah OP 4.01 secara umum
mengkonsolidasikan ketiga dokumen tersebut dalam satu laporan — ESIA yang berisi
Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (Environmental and Social Management
Plan, ESMP), walaupun terdapat beberapa kasus di mana ESMP disiapkan sebagai
dokumen yang terpisah.
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62.

UKL (Upaya Pengelolaan Lingkungan) dan UPL (Upaya Pemantauan Lingkungan
Hidup) disusun untuk kegiatan-kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak negatif
namun kurang penting dibandingkan dengan kegiatan yang memerlukan AMDAL.
Secara keseluruhan, UKL dan UPL sesuai dengan jenis ESMP yang akan disusun
berdasarkan OP 4.01 untuk kegiatan yang diberi peringkat Kategori B dalam sistem
penapisan Bank Dunia.

SOP (Standard Operating Procedures, Prosedur Operasi Standar) berisi seperangkat
prosedur pengelolaan dampak bagi pemrakarsa suatu proyek atau kegiatan yang
harus dilaksanakan selama berlangsungnya pekerjaan konstruksi dan operasi. SOP
dapat dianggap sebagai ESMP “generic”. Dengan kata lain, ketentuan di dalam SOP
akan berlaku untuk kegiatan yang bersangkutan di mana pun hal itu dilakukan, dan
tidak diperlukan adanya analisis sesuai dengan lokasi. SOP dapat diterima, jika
sesuai, sebagai salah satu cara untuk memenuhi persyaratan OP 4.01 untuk proyek
dengan Kategori B.

SPPL adalah singkatan dari Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan
Pemantauan Lingkungan Hidup. Dokumen ini adalah pernyataan komitmen dari
pemrakarsa proyek dan/atau kegiatan untuk melaksanakan pengelolaan dan
pemantauan lingkungan dari proyek dan/atau kegiatan mereka, apabila AMDAL atau
UKL-UPL tidak diwajibkan.

Rencana Tindak Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali (LARAP) adalah
instrumen yang disiapkan di Indonesia jika pengadaan tanah dan/atau pemukiman
kembali secara terpaksa dilakukan. LARAP serupa dengan Rencana Tindak
Pemukiman Kembali (RAP, Resettlement Action Plan) yang dipersyaratkan oleh OP
4.12, dengan beberapa perbedaan yang dijelaskan pada Bagian 5.2 dan dimasukkan
di dalam model LARAP pada Lampiran 4.

Rencana bagi Masyarakat Adat (IPP) dipersyaratkan di bawah OP 4.10, bila
masyarakat adat mungkin terpengaruh oleh kegiatan pembangunan yang diusulkan.
Tidak ada dokumen yang setara di dalam sistem di Indonesia. Penyusunan IPP akan
dipandu oleh Kerangka Kerja bagi Masyarakat Adat (IPPF) pada Bagian 5.3 di bawah
ini, dan contoh (template) dari IPP pada Lampiran 9.

Kategorisasi proyek berdasarkan OP Bank Dunia dapat dilihat pada Lampiran 9

sebagai proses penapisan.
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Gambar 2. Bagan Alir dalam Menentukan Proyek yang membutuhkan AMDAL atau UKL-UPL
(Contoh Proyek Pembangunan Jalan)
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5.1.3 Penyiapan Instrumen

63. Pemrakarsa subproyek yang akan melaksanakan usulan investasi tersebut akan
menyusun instrumen pengelolaan lingkungan yang diwajibkan (UKL-UPL atau AMDAL/ ESIA)
berdasarkan hasil proses penapisan dan pada DED subproyek tersebut. Jika proses
penapisan menyimpulkan bahwa SOP sudah mencukupi, instansi pelaksana akan
mendapatkan SOP yang sesuai dari BPIW, yang akan menyusun dan menerbitkan semua
SOP dengan bantuan Konsultan DPP. Instansi pelaksana akan menyusun dan mengajukan
SPPL yang berisi komitmennya untuk memantau dan mengelola dampak lingkungan dan
sosial dari investasi.

64. Penyusunan dokumen UKL-UPL dan AMDAL harus sesuai dengan Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup No.16 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan
Hidup dan ketentuan tambahan yang dimasukkan di dalam ESMF ini. Langkah-langkah
berikut ini harus dilakukan dalam perumusan dan pelaksanaan UKL-UPL:
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Vi.

5.1.4

65.

Instansi pelaksana harus berkoordinasi dengan badan/dinas lingkungan hidup dan
mengisi formulir yang disediakan oleh badan/dinas tersebut. Contoh (template)
pelaksanaan UKL-UPL disajikan pada Lampiran 2.

Instansi pelaksana harus menyusun dokumen UKL-UPL yang mempertimbangkan
dampak terhadap lingkungan di wilayah terdampak subproyek, termasuk analisis
alternatif dan persyaratan tambahan berdasarkan penapisan potensi dampak, yang
melibatkan konsultan sesuai kebutuhan. Dalam hal diwajibkan adanya AMDAL,
instansi pelaksana harus melibatkan konsultan yang berizin untuk penyusunan
AMDAL untuk melakukan studi yang diperlukan dan menyiapkan dokumen.

Dokumen UKL-UPL atau AMDAL juga harus berisi informasi seperti perkiraan
anggaran untuk program atau kegiatan pengelolaan lingkungan, program konsultasi
publik dan pengaturan kelembagaan untuk pelaksanaan.

Instansi pelaksana harus menyerahkan draf formulir tersebut ke BPIW untuk ditinjau
sebelum diserahkan secara formal ke lembaga lingkungan yang berwenang untuk
ditinjau/dievaluasi. Bank Dunia juga akan meninjau AMDAL yang dipersiapkan untuk
investasi dan akan meninjau dokumen UKL-UPL paling tidak pada tahun pertama
proyek. Masukan dari bank akan disampaikan ke BPIW sebagai bahan pertimbangan
dalam tinjauan BPIW.

Setelah mendapat izin dari BPIW, instansi pelaksana akan mengungkapkan draf
dokumen di wilayah yang terkena dampak investasi dan di situs jejaring proyek untuk
mendapat tanggapan dari para pemangku kepentingan. Dalam hal UKL-UPL, instansi
pelaksana akan memberi kesempatan kepada para pemangku kepentingan untuk
memberi masukan. Dalam hal AMDAL, mekanisme untuk pemberian masukan
merupakan bagian dari proses peninjauan Komisi AMDAL.

Badan/Dinas lingkungan hidup mengeluarkan catatan atas usulan UKL-UPL dan
persetujuan akhirnya untuk usulan UKL-UPL tersebut. Dalam hal AMDAL,
badan/instansi lingkungan hidup mengajukan dokumen AMDAL kepada Komisi
AMDAL yang berwenang untuk tinjauannya.

Begitu instansi pelaksana secara memuaskan menanggapi masukan dari badan/dinas
lingkungan hidup, Komisi AMDAL, dan para pemangku kepentingan, salinan dari
dokumen akhir diserahkan kepada Walikota/Bupati atau Gubernur, mana yang sesuai,
melalui badan/dinas lingkungan hidup.

Kerangka Pengelolaan Sumber Daya Benda Cagar Budaya

Rencana Pengelolaan Sumber Daya Benda Cagar Budaya (Physical Cultural

Resources - PCR) adalah persyaratan Bank OP4.11 apabila investasi dapat memberi dampak
pada PCR - yaitu sumber daya arkeologis, paleontologis, sejarah, arsitektur, dan agama
(termasuk pemakaman dan tempat penguburan), estetika, atau kawasan yang memiliki
makna budaya lainnya. Tidak ada persyaratan yang sesuai di dalam peraturan di Indonesia.
Jika Rencana Pengelolaan PCR diwajibkan, Rencana Pengelolaan PCR ini akan disusun
sebagai bagian dari ESMP investasi, yaitu UKL atau RKL. Suatu rencana yang umum
dijelaskan di bawah ini.

a. Ruang lingkup pengelolaan sumber daya budaya fisik meliputi:

Konservasi: pelestarian, restorasi, rekonstruksi, adaptasi, perawatan, perlindungan;
Pemanfaatan: publikasi/presentasi, pameran, revitalisasi/fungsi produktif.

b. Program pengelolaan mengikuti prosedur konservasi yang mencakup inventarisasi,
identifikasi, dan rencana sebelum pelaksanaan program.

Inventarisasi meliputi:
¢ Profil PCR dalam bentuk daftar dari berbagai PCR;
e Peta distribusi PCR dalam skala yang sesuai;
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ii.  Identifikasi klaster (cluster) dan jalur:

o Klaster ditetapkan berdasarkan potensi strategis dan pemanfaatan PCR.
Penetapan klaster mempertimbangkan intensitas dan kekayaan di kawasan
terbatas dalam rangka mempromosikan atmosfir warisan budayanya. Wilayah
yang terbatas juga membuat pengelolaan PCR menjadi lebih mudah.

e Jalur adalah jalur PCR sebagai kerangka internal klaster dan sebagai akses ke
klaster lainnya.

iii.  Penguatan program:

e Program lima tahun dari desa harus mencakup pengelolaan PCR;

e Anggaran tahun pertama dapat diajukan ke proyek, berdasarkan pendekatan
klaster.

iv.  Penyiapan desain:

o Klaster dan jalur harus dilengkapi dengan pedoman desain untuk
pengembangan; kemudian PCR akan dijaga agar tetap dalam kondisi semula,
selama mungkin. Proyek ini harus memperkuat atmosfir warisan budaya, bukan
sebaliknya malah mengikis karakter visual dari PCR.

e Pedoman desain harus menetapkan peraturan dan kesepakatan kelurahan
mengenai kriteria pengembangan desain fisik dan harmoni antara bangunan dan
lingkungan. Pedoman ini mencakup: arsitektur, fasad (facet/facade), ketinggian,
perimeter, lapangan, skala, dll (yang harus dipulihkan dan dikembangkan sesuai
dengan kondisi dan kebutuhan setempat).

¢ Pengembangan pedoman desain harus didukung oleh tinjauan desain terhadap
karakteristik dari masing-masing klaster.

Bila tidak ada PCR yang sudah terdata yang akan terkena dampak dari investasi, namun
investasi tersebut melibatkan pekerjaan pembukaan lahan atau penggalian lokasi yang dapat
secara tidak terduga menampakkan PCR, maka harus disusun suatu Prosedur Penemuan
Tak Terduga (Chance Finds Procedure). Prosedur penemuan tak terduga ini disajikan pada
Lampiran 5.

5.1.5 Pelaksanaan Instrumen Pengamanan

66. Keseluruhan proses untuk merumuskan kajian lingkungan harus diselesaikan sebelum
instansi pelaksana dapat menandatangani perjanjian kontrak untuk pekerjaan konstruksi.
Rekomendasi untuk pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup menjadi bagian dari
kesepakatan kontrak yang akan ditandatangani oleh instansi pelaksana dan kontraktor, dan
harus diawasi oleh konsultan pengawas. Contoh klausul utama untuk perjanjian kontrak
dengan kontraktor dan konsultan pengawas dengan rekomendasi mengenai pengelolaan dan
pemantauan lingkungan disajikan pada Gambar 3 di bawah ini, atau di dalam Pedoman dari
Kementerian Pekerjaan Umum No. 10/BM/2009 tentang klausul khusus mengenai spesifikasi
teknis untuk kontraktor yang berkaitan dengan dampak lingkungan. Pedoman ini juga
mencakup contoh panduan untuk mitigasi dampak dari pekerjaan konstruksi (lalu lintas,
tempat penumpukan bahan bangunan (stockpile), pengelolaan limbah, erosi dan sedimentasi,
pengelolaan vegetasi dan utilitas).
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Gambar 3. Klausul dalam Perjanjian Kontrak yang Terkait dengan Pengamanan Lingkungan

Persyaratan pengamanan lingkungan:

Pihak kedua telah memahami dengan jelas dan harus mengikuti rekomendasi dari dokumen UKL-
UPL dan hasil studi lingkungan ......... sebagaimana ditetapkan di dalam dokumen ...... halaman ......

Dalam melakukan pekerjaan konstruksi, pihak kedua harus selalu mengikuti pedoman pengamanan
lingkungan, seperti yang sebagaimana ditetapkan di dalam dokumen............

Sanksi:

Jika pihak kedua tidak dapat mematuhi rekomendasi dan persyaratan untuk pengamanan lingkungan
di dalam perjanjian kontrak, maka pihak kedua harus melakukan pemulihan dengan biaya sendiri
dan membayar ganti rugi kepada masyarakat yang terkena dampak proyek sebagaimana ditetapkan
dalam butir-butir berikut ini:

Q) ...

2) ...

Jaminan:

Pihak kedua harus menjamin bahwa pekerjaan konstruksi yang telah selesai mengikuti peraturan
lingkungan hidup, seperti yang tercantum di dalam dokumen berikut ini:

@) ...

Pihak kedua harus menjamin bahwa dalam tahap pra-konstruksi dan konstruksi, tidak akan ada
dampak negatif sebagai akibat dari pekerjaan yang dilakukan oleh pihak kedua, sebagaimana diatur
di dalam dokumen .......... Jika ada dampak negatif, maka pihak kedua harus mengambil tindakan,
sesuai kebutuhan dan disetujui oleh pihak pertama, dengan biaya sendiri.

51.6 Pemantauan Pelaksanaan Instrumen

67. M&E (Monitoring & Evaluation — Pemantauan & Evaluasi) akan dilakukan untuk
memastikan agar pembangunan pariwisata berjalan sesuai dengan konsep keberlanjutan,
dan sesuai dengan prinsip pengelolaan kapasitas. Selama kegiatan pengawasannya
berlangsung, BPIW sebagai Badan Pelaksana akan meninjau kembali rencana, studi, desain,
dan UKL-UPL (atau AMDAL) yang disusun di bawah Proyek untuk memastikan bahwa
persyaratan ESMF telah dimasukkan secara memadai.

68. Dengan bantuan Konsultan DPP, BPIW akan mengkaji KA untuk konsultan pengawas
yang disiapkan oleh pemrakarsa subproyek untuk memasukkan pemantauan kemajuan
kegiatan yang direkomendasikan yang ditetapkan di dalam AMDAL/ESIA, atau UKL-UPL, dan
LARAP dan/atau IPP dan/atau Pedoman K3L (untuk sektor/industri tertentu) yang
dilaksanakan selama masa konstruksi. Lingkup pekerjaan ini harus menjadi bagian dari
dokumen RFP (Request for Proposal, Penawaran Lelang) dan dokumen kontrak konsultan
pengawas.

69. Terkait dengan investasi fisik yang DED-nya disusun di bawah Proyek, pengawasan
BPIW akan mencakup konfirmasi bahwa UKL-UPL (atau AMDAL), LARAP, dan IPP yang
dipersyaratkan telah disusun dan disetujui serta memiliki kualitas yang memadai.
Pengawasan langsung terhadap pekerjaan konstruksi dan pengoperasian investasi fisik yang
dibiayai Proyek, termasuk kepatuhan terhadap instrumen pengamanan, akan menjadi
tanggung jawab instansi pelaksana namun akan dipantau oleh BPIW. Setiap enam bulan
sekali, BPIW akan menyusun laporan untuk Dewan Pengarah dan Bank Dunia mengenai
pelaksanaan ESMF, termasuk kajian terhadap efektivitas dan rekomendasi ESMF untuk
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perubahan yang diperlukan terhadap ESMF. Bank Dunia akan meninjau dan memberikan
masukan dan saran teknis mengenai persoalan-persoalan yang ada di dalam laporan. BPIW
akan segera menginformasikan kepada Dewan Pengarah dan Tim Tugas Bank Dunia
mengenai keadaan atau kejadian apa saja yang dapat berdampak negatif terhadap kinerja
lingkungan dan sosial Proyek.

5.2 KERANGKA KEBIJAKAN PENGADAAN TANAH DAN
PEMUKIMAN KEMBALI (LARPF, LAND ACQUISITION AND
RESETTLEMENT POLICY FRAMEWORK)

70. Tujuan dari kerangka kebijakan ini adalah untuk memberi panduan kepada Badan
Pelaksana (BPIW) dan instansi-instansi pelaksana lainnya mengenai prinsip, proses,
prosedur, dan pengaturan organisasi yang berlaku untuk investasi yang memerlukan
pengadaan tanah dan/atau pemukiman kembali secara terpaksa. LARPF ini dimasukkan ke
dalam ESMF untuk memberi panduan bagi penyusunan Rencana Pengadaan Tanah dan
Pemukiman Kembali (LARAP) dan/atau Rencana Tindak yang sesuai dengan persyaratan
yang tercantum di dalam OP4.12 Bank Dunia dan di dalam Undang-undang No. 2 tahun 2012
serta peraturan pelaksanaannya tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk
Kepentingan Umum. LARAP adalah istilah umum yang digunakan dalam operasi lainnya yang
didukung Bank Dunia di Indonesia yang sama dengan istilah Rencana Pemukiman Kembali
(RP, Resettlement Plan) yang dipergunakan di OP 4.12 Bank Dunia. UU No. 2 tahun 2012
dan peraturan pelaksanaannya menggunakan istilah Rencana Pengadaan Tanah atau
Rencana Pembebasan Tanah, namun unsur-unsur yang tercakup di dalam dokumen ini perlu
diperluas agar setara dengan LARAP.

71. Kerangka kerja ini berlaku untuk seluruh kegiatan di daerah-daerah tujuan wisata dari
Proyek (tapi — apabila disetujui pemerintah — dapat diperluas ke daerah-daerah tujuan
wisata lain di masa depan) untuk mendukung pencapaian tujuan Proyek, dari manapun
sumber pendanaannya. Ini berlaku untuk:

= Investasi fisik yang berpotensi menimbulkan dampak ekonomi dan sosial secara
langsung karena pengambilalihan tanah secara terpaksa yang:

o mengakibatkan relokasi, atau hilangnya aset, atau hilangnya akses terhadap aset,
atau hilangnya sumber penghasilan atau sarana penghidupan apakah orang-
orang yang terkena dampak proyek (PAP) harus pindah ke lokasi lain maupun
tidak; atau karena keterbatasan akses terhadap taman nasional dan kawasan
lindung yang ditetapkan secara sah sehingga mengakibatkan dampak buruk bagi
mata pencaharian PAP.

= Kegiatan yang mengakibatkan pengadaan tanah dan/atau pemukiman kembali secara
terpaksa yang:

o secara langsung dan signifikan terkait dengan Proyek;

o perlu dilakukan untuk mencapai tujuannya sebagaimana tercantum dalam
dokumen Proyek; dan

o dilaksanakan, atau direncanakan akan dilaksanakan dilaksanakan pada saat
yang sama dengan pelaksanaan Proyek.

72. Kerangka kerja ini mengacu pada OP 4.12 Bank Dunia tentang Pengadaan Tanah
dan/atau Pemukiman Kembali Secara Terpaksa. Ketentuan khusus dimasukkan di dalam
kerangka kerja ini untuk menangani setiap aspek dari OP 4.12 yang tidak sepenuhnya dibahas
di dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 2 tahun 2012 dan peraturan
pelaksanaannya. Selain UU No.2 tahun 2012, Tabel 6 di Bagian 4.2 mencantumkan berbagai
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Peraturan Presiden yang menguraikan proses dan prosedur untuk melaksanakan Undang-
undang ini.

Tabel 12. Peraturan perundang-undangan tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk

Kepentingan Umum

No. UU/Peraturan Tema dan Tujuan Umum

1. UU No. 2 tahun 2012 Undang-undang ini berlaku bagi pembangunan infrastruktur untuk
tentang Pengadaan Tanah kepentingan publik. Tujuan dari Undang-undang ini adalah untuk
bagi Pembangunan untuk mempercepat proses pengadaan tanah bagi pembangunan
Kepentingan Umum. infrastruktur untuk kepentingan umum. Dibandingkan dengan

peraturan pengadaan tanah sebelumnya, UU ini mengatur proses dan
pengadaan tanah dan pengaturan kelembagaan yang lebih jelas
dalam empat tahap: perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan
penyampaian hasil. Lembaga yang memiliki hak untuk pengadaan
tanah melalui No. 2 tahun 2012 adalah lembaga negara, kementerian
atau non-kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah
kabupaten/kota, dan badan usaha milik negara yang ditugaskan oleh
pemerintah.

Pengadaan tanah harus dilakukan melalui perencanaan yang
melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan harus dilaksanakan
dengan memberikan ganti rugi yang layak dan adil. Pengadaan tanah
untuk kepentingan umum harus dilaksanakan sesuai dengan:

a. Penataan Ruang Daerah;

b. Rencana Pembangunan Nasional/Daerah ;

c. Rencana Strategis; dan

d. Rencana kerja masing-masing dinas yang membutuhkan tanah
Ada empat tahap pengadaan tanah: perencanaan, persiapan,
pelaksanaan dan penyerahan hasil pembebasan tanah.

2. Peraturan Presiden No. 71 Peraturan ini menguraikan pelaksanaan UU 2 tahun 2012 dengan
tahun 2012 tentang rincian dan proses langkah demi langkah serta prosedur pelaksanaan
Penyelenggaraan pengadaan tanah. Peraturan ini telah dirubah sebanyak empat kali
Pengadaan Tanah bagi melalui Peraturan Presiden No. 40 tahun 2014; Peraturan Presiden No.
Pembangunan untuk 99 tahun 2014, Peraturan Presiden No. 30 tahun 2015 dan Peraturan
Kepentingan Umum Presiden No. 148 tahun 2015

3. Peraturan Presiden No. 40 Peraturan Presiden No. 40 tahun 2014 ini menetapkan sumber
tahun 2014 tentang pendanaan untuk biaya operasional dan pendukung pelaksanaan
Perubahan atas Peraturan pengadaan tanah untuk BUMN yang ditugaskan dan untuk infrastruktur
Presiden No. 71 tahun 2012  publik migas di tingkat hulu; meningkatkan ukuran pengadaan tanah

skala kecil dari 1 Ha menjadi 5 Ha.

4, Peraturan Presiden No. 99 Peraturan Presiden No. 99 tahun 2014 mengatur secara lebih rinci

tahun 2014 tentang
Perubahan Kedua atas
Peraturan Presiden No. 71
Tahun 1967

penetapan ganti rugi, prosedur perekrutan atau pemilihan jasa penilai,
perpanjangan waktu untuk memberikan kompensasi dari 7 menjadi 14
hari setelah pengesahan dari kepala tim pelaksana pengadaan tanah
diterima oleh instansi yang membutuhkan tanah. Peraturan ini
menguraikan proses dan persyaratan untuk pengadaan tanah yang
belum dituntaskan setelah akhir Desember 2014 yang dapat
diperpanjang sampai akhir Desember 2015.
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No.

UU/Peraturan

Tema dan Tujuan Umum

Peraturan Presiden No. 30
tahun 2015 tentang
Perubahan Ketiga atas
Peraturan Presiden No. 71
tahun 2012

Peraturan Presiden No. 148
tahun 2015 tentang
Perubahan Keempat atas
Peraturan Presiden No. 71
tahun 2012

Peraturan Presiden Nomor
102 Tahun 1616 tentang
Pendanaan Pengadaan
Tanah bagi Pembangunan
untuk Kepentingan Umum
Dalam Rangka Pelaksanaan
Proyek Strategis Nasional

Peraturan Presiden No. 56
tahun 2017 tentang
Penanganan Dampak Sosial
Kemasyarakatan Dalam
Rangka Penyediaan Tanah
untuk Proyek Strategis
Nasional (sebagaimana
ditetapkan dalam Perpres 3
tahun 2016 dan
memperbaharui Perpres 59
tahun 2007).

Peraturan Presiden No. 30 tahun 2015 memungkinkan badan usaha
yang memperoleh kewenangan/wewenang berdasarkan kesepakatan
dengan lembaga-lembaga nasional, kementerian, lembaga non
kementerian, provinsi, kabupaten atau kota, dan BUMN yang secara
khusus ditugasi oleh pemerintah pusat untuk menyediakan
infrastruktur untuk kepentingan umum. Selanjutnya, peraturan ini
memungkinkan badan usaha yang bertindak atas nama pihak-pihak
yang membutuhkan tanah untuk melakukan pendanaan atas
pengadaan tanah terlebih dahulu, yang akan diganti oleh
lembaga/kementerian terkait setelah proses pengadaan tanah selesai.
Peraturan ini mengatur secara lebih rinci proses dan persyaratan untuk
pengadaan tanah yang belum dituntaskan setelah akhir Desember
2014 (yang dapat diperpanjang sampai akhir Desember 2015)
berkaitan dengan penetapan lokasi pembangunan.

Peraturan ini mengatur antara lain lembaga yang akan bertanggung
jawab atau ditugasi untuk pengadaan tanah bagi pembangunan
infrastruktur untuk kepentingan umum. Peraturan ini memperpendek
waktu yang dibutuhkan untuk persiapan dan pelaksanaan pengadaan
tanah, dan penyerahan hasil pengadaan tanah. Peraturan ini juga
mengatur pengadaan tanah skala kecil hingga 5 Ha dan memangkas
prosedurnya (tidak perlu mendapatkan penetapan surat lokasi
pembangunan, dan memanfaatkan jasa penilai untuk menentukan
jumlah ganti rugi).

Peraturan ini mengatur proses dan prosedur pengadaan tanah untuk
proyek strategis nasional (sebagaimana diatur dalam Peraturan
Presiden No. 3 tahun 2016). Ini mencakup prosedur dan persyaratan
untuk mendanai pengadaan tanah untuk proyek strategis nasional
yang akan dilaksanakan oleh kementerian dan/atau BUMN. Peraturan
ini memungkinkan dilakukannya pendanaan terlebih dahulu untuk
pengadaan tanah oleh badan usaha (BUMN atau badan usaha swasta)
yang telah ditugasi oleh kementerian untuk membangun infrastruktur
untuk kepentingan umum. Peraturan tersebut juga berisi prosedur dan
persyaratan pendanaan di muka dan penggantian atas pemberian
ganti rugi yang telah dibayarkan oleh badan usaha.

Peraturan ini mengatur bahwa Pemerintah akan menangani dampak
sosial pada penghuni tanah milik Pemerintah (pusat, provinsi dan
kabupaten/kota), badan usaha milik negara, dan perusahaan
pemerintah daerah yang akan digunakan untuk proyek strategis
nasional. Peraturan tersebut menetapkan kriteria penghuni tersebut
(memiliki KTP yang disahkan oleh kecamatan dan tidak memiliki hak
atas tanah; secara fisik telah menguasai dan menggunakan tanah
tersebut terus menerus selama 10 tahun, dan telah menguasai dan
menggunakan tanah dengan niat baik secara terbuka, tidak disanggah
dan diakui dan dibuktikan benar oleh pemilik tanah dan/atau kepala
desa); cakupan ganti rugi (biaya untuk pembongkaran rumah,
mobilisasi, sewa rumah dan dukungan untuk hilangnya penghasilan).
Peraturan tersebut mewajibkan pemilik tanah untuk menyusun
Rencana Penanganan Dampak Sosial (SIHP, Social Impact Handling
Plan) untuk diajukan ke Gubernur, yang kemudian akan membentuk
Tim Terpadu untuk melakukan inventarisasi dan verifikasi penghuni
dan tanah yang diduduki; menunjuk pihak independen untuk
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No.

UU/Peraturan

Tema dan Tujuan Umum

10.

Peraturan Kepala Badan
Pertanahan Nasional No. 5
tahun 2012 tentang
Petunjuk Teknis Pelaksana
Pengadaan Tanah

Peraturan Menteri Agraria
dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional
No. 6 tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan
Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional No. 5
tahun 2012

menghitung  jumlah ganti rugi; memfasilitasi masalah;
merekomendasikan daftar penghuni yang berhak mendapatkan ganti
rugi, jumlah ganti rugi berdasarkan perhitungan pihak independen,
mekanisme dan prosedur untuk pemberian ganti rugi kepada para
penghuni; dan mengawasi pelaksanaan pemberian ganti rugi. Tim
Terpadu ini terdiri dari berbagai pejabat pemerintah dari provinsi dan
kabupaten / kota dan pemilik lahan. Berdasarkan rekomendasi dari Tim
Terpadu, Gubernur akan menetapkan daftar penghuni yang berhak
atas ganti rugi; jumlah ganti rugi dan mekanisme dan prosedur
pemberian ganti rugi. Peraturan ini juga menyatakan bahwa pemilik
tanah harus menyediakan pendanaan untuk ganti rugi tersebut dan
para penghuni yang telah menerima ganti rugi harus keluar dari tanah
tersebut dengan batas waktu maksimal tujuh hari setelah diterimanya
ganti rugi.

Sejak diterbitkan, peraturan ini telah diubah dua kali, yaitu dengan
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan
Nasional No. 6 tahun 2015 dan No. 22 tahun 2015. Peraturan ini
mengatur secara rinci persiapan pelaksanaan yang meliputi:
inventarisasi dan identifikasi tanah yang terkena dampak, penetapan
jasa penilai dan tugas penilai, pembahasan/negosiasi mengenai
bentuk dan nilai ganti rugi, pembayaran ganti rugi atau ketentuan
dalam hal ganti rugi adalah dalam bentuk non tunai, proses dan
prosedur dalam memberikan ganti rugi dalam keadaan khusus, hak
untuk menjaga titipan (custody) ganti rugi / konsinyasi, pelepasan
obyek pengadaan tanah, dokumentasi peta lapangan, daftar nominatif
dan data administratif. Peraturan ini juga mengatur mengenai
pengajuan hasil pengadaan tanah; pengambilan konsinyasi;
pemantauan dan evaluasi; pembiayaan pengadaan tanah; pengadaan
tanah skala kecil; koordinasi atau pelaksanaan pengadaan tanah; dan
ketentuan peralihan. Peraturan ini disertai dengan serangkaian
lampiran dengan berbagai format.

Peraturan ini mengubah Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/
Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 tahun 2012. Peraturan ini
menguraikan perubahan atas Peraturan Presiden No. 71 tahun 2012
sebagaimana ditetapkan di dalam Peraturan Presiden No. 40 tahun
2014, Peraturan Presiden No. 99 tahun 2014, dan Peraturan Presiden
No. 30 tahun 2015. Peraturan ini menetapkan bahwa hak pengelolaan
tanah dapat diberikan kepada lembaga nasional, kementerian,
lembaga non kementerian, provinsi, kabupaten atau kota, dan BUMN
yang ditugasi oleh pemerintah pusat untuk bekerja sama dengan
badan usaha. Badan usaha yang memiliki kesepakatan dengan salah
satu lembaga tersebut dapat diberi hak pakai. Selanjutnya, peraturan
ini juga menjelaskan bahwa dana pengadaan tanah termasuk di dalam
dokumen anggaran (DIPA) dari lembaga pemerintah atau anggaran
BUMN.

Peraturan ini juga mengatur proses dan prosedur pengadaan tanah
skala kecil untuk areal seluas 5 Ha dan pengadaan tanah untuk
pembangunan infrastruktur yang bukan untuk kepentingan umum.
Selanjutnya, peraturan ini berisi proses, prosedur dan persyaratan
mengenai pengadaan tanah yang belum tuntas namun telah
memperoleh Surat Penetapan Lokasi Pembangunan. Hal ini termasuk
persyaratan untuk menerapkan besarnya ganti rugi yang dinilai oleh
penilai tanah sebagaimana ditetapkan di dalam Undang-undang No. 2
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No. UU/Peraturan

Tema dan Tujuan Umum

11. Peraturan Menteri Agraria
dan Tata Ruang/ Kepala
Badan Pertanahan Nasional
No. 22 tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Agraria
dan Tata Ruang/ Kepala
Badan Pertanahan Nasional
No. 5 tahun 2012

tahun 2012 untuk tanah yang telah dinilai berdasarkan persyaratan
peraturan sebelumnya dengan jumlah ganti rugi yang lebih rendah.

Peraturan ini mengubah Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/
Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 tahun 2012 yang
menguraikan perubahan atas Peraturan Presiden No. 71 tahun 2012
sebagaimana ditetapkan di dalam Peraturan Presiden No. 30 tahun
2015. Peraturan ini menetapkan bahwa badan usaha yang bertindak
atas nama lembaga/kementerian, pemerintah provinsi/kabupaten/
kota dan BUMN yang telah ditugasi oleh Pemerintah untuk
memperoleh tanah, dapat melakukan pembayaran pengadaan tanah
terlebih dahulu, yang akan diganti oleh instansi/kementerian/dan
pemerintah daerah terkait melalui APBN/ APBD setelah proses

pengadaan tanah selesai. Dana tersebut dapat diperoleh melalui
mekanisme rekening khusus.

73. Kesenjangan utama yang diidentifikasi antara OP 4.12 Pengadaan Tanah dan/atau

Pemukiman Kembali Secara Terpaksa dan Undang-undang No. 2 tahun 2012 adalah:

e Bantuan kepada OTDP yang tidak memiliki hak atas tanah seperti: penggarap,
penyewa, penghuni liar tidak dicakup oleh UU No. 2 tahun 2012 dan peraturan
pelaksananya;

e Fasilitasi untuk pemulihan mata pencaharian untuk OTDP, walaupun kehilangan
pendapatan diganti berdasarkan valuasi oleh penilai independen berizin, tetapi tidak
diatur oleh UU No. 2 tahun 2012 dan peraturan pelaksananya.

Tabel 13. Kesenjangan antara UU No. 2 tahun 2012 dan OP 4.12 tentang Pengadaan Tanah
dan/atau Pemukiman Kembali Secara Terpaksa

Langkah
Unsur OP 4.12 Bank Dunia UU No. 2 tahun 2012 Kesenjangan Pemenuhan
Kesenjangan
Dampak Mencakup pemberian | Berkaitan dengan ganti | Dampak sosial dan ESMF
Langsung. tunjangan untuk rugi terhadap hilangnya ekonomi yang mencakup
mengatasi dampak lahan dan aset dan juga | merugikan karena Kerangka
sosial dan ekonomi kerugian lainnya yang | pembatasan akses Proses
langsung yang dapat diakibatkan oleh tidak secara (Lampiran 3)
disebabkan oleh pengambilan tanah eksplisit tercakup untuk
pembatasan akses untuk suatu proyek. di dalam Undang- mengatasi
secara terpaksa Setelah ganti rugi yang undang No. 2 dampak
terhadap taman adil diberikan, tahun 2012 karena
nasional dan kawasan pertimbangan lebih tentang adanya
lindung yang lanjut dan mitigasi Pengadaan Tanah | pembatasan
ditetapkan secara dampaknya tidak bagi akses.
hukum sehingga diuraikan. Pembangunan
berdampak buruk pada untuk Kepentingan
mata pencaharian. Umum.
Dampak Tidak Menyatakan bahwa Tidak tercakup, namun Dampak tidak Ini akan
Langsung. dampak sosial dan demikian, dampak tidak langsung tidak dibahas di
ekonomi tidak langsung diatur di UU tercakup dalam dalam UKL-
langsung yang No. 23 tahun 1997 UU No. 2 tahun UPL seperti
disebabkan oleh tentang Pengelolaan 2012 tentang yang
proyek harus ditangani Lingkungan Hidup Pengadaan Tanah ditunjukkan
di bawah OP 4.01 (AMDAL/ESIA) bagi pada contoh
Pembangunan
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Langkah
Unsur OP 4.12 Bank Dunia UU No. 2 tahun 2012 Kesenjangan Pemenuhan
Kesenjangan
untuk Kepentingan | (template) di
Umum. Lampiran 2.
Kegiatan- Meliputi dampak yang Tidak tercakup Kegiatan-kegiatan Hal ini
kegiatan yang diakibatkan oleh yang terkait, tidak dibahas di
terkait. kegiatan lainnya tercakup. LARPF (lihat
adalah jika (i) secara Bab 5 dari
langsung dan ESMF ini)
signifikan terkait
dengan proyek yang
diusulkan; (ii) perlu
dilakukan untuk
mencapai tujuannya,;
dan (i) dilaksanakan
atau direncanakan
untuk dilaksanakan
pada saat yang sama
dengan pelaksanaan
proyek tersebut
Masyarakat Dampak terhadap Tidak tercakup karena Masyarakat tuan Hal ini
Tuan Rumah. masyarakat tuan opsi pemukiman rumah tidak secara dibahas di
rumah harus kembali / relokasi tidak | eksplisit tercakup LARPF
dipertimbangkan, dan diuraikan secara di dalam UU No. 2 | seperti yang
harus berkonsultasi mencukupi. tahun 2012 ditunjukkan
dengan masyarakat tentang pada contoh
tuan rumabh. Pengadaan Tanah | (template) di
bagi Lampiran 4.
Pembangunan
untuk Kepentingan
Umum.
Pemukiman Kegiatan pemukiman Peraturan perundang- | Penerapan bentuk LARPF
Kembali sebagai kembali harus undangan memberikan kompensasi menyediakan
(bagian dari) dipahami sebagai opsi untuk pemberian lainnya di luar opsi untuk
Program program ganti rugi untuk ganti rugi secara | ganti rugi dan
Pembangunan pembangunan pengadaan tanah bagi tunai tidak hak.
Berkelanjutan. berkelanjutan, yang pembangunan untuk diuraikan di dalam
menyediakan sumber kepentingan umum. peraturan
daya yang memadai Besarnya ganti rugi perundang-
agar masyarakat yang | ditetapkan berdasarkan undangan.
terusir dapat penilaian yang
menikmati manfaat dilakukan oleh penilai
proyek. independen berizin.
Lihat opsi mengenai
ganti rugi di Tabel 14
dan Tabel 15 di bawah
ini.
Kelompok Memberikan perhatian Kriteria orang yang Tidak ada LARAP
Rentan. khusus terhadap terkena dampak proyek | pemisahan secara | membutuhkan
kebutuhan kelompok (Project Affected spesifik menurut informasi
rentan di antara Persons, PAPs) dan kerentanan atau mengenai
masyarakat yang kelayakan untuk jenis kelaminnya. kelompok
kehilangan tempat mendapatkan ganti rugi rentan (kaum
tinggal, terutama yang tidak dibedakan perempuan,
berada di bawah garis berdasarkan masyarakat
kemiskinan, orang- yang sangat
orang yang tidak miskin, para
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Unsur

OP 4.12 Bank Dunia

UU No. 2 tahun 2012

Kesenjangan

Langkah
Pemenuhan
Kesenjangan

memiliki tanah, para
lansia, kaum
perempuan dan anak-
anak, masyarakat
adat, etnis minoritas,
atau orang-orang
terlantar lainnya yang
mungkin tidak
dilindungi melalui
peraturan perundang-
undangan nasional
mengenai pemberian
ganti rugi atas tanah.

kerentanan atau jenis
kelaminnya.

penyandang
cacat, dll.,
dan ini akan
diperoleh dari
sensus

Instrumen
Perencanaan
Pemukiman
Kembali.

Instrumen
perencanaan yang
berbeda harus
disiapkan untuk
mencapai tujuan
kebijakan (rencana
pemukiman kembali,
kerangka kerja
kebijakan pemukiman
kembali atau kerangka
kerja proses) dan
harus mencakup
semua aspek
pemukiman kembali
yang diusulkan.

Rencana pengadaan
tanah? disiapkan oleh
Tim Pengadaan Tanah

berdasarkan studi
kelayakan, subproyek?®®
harus sesuai dengan®
rencana
pengembangan tata
ruang

Rencana
Pengadaan Tanah
tidak sepenuhnya
mencakup elemen

dan rincian yang
ada di LARAP.
Waktu
penyusunan

Rencana

Pengadaan Tanah
dengan hasil
inventarisasi petak
tanah yang
terkena dampak
harus dilanjutkan
ke tahap
perencanaan.

Persyaratan
untuk
menyusun
LARAP pada
tahap
perencanaan
sesuai
dengan
LARPF di
ESMF ini.

Kelayakan bagi
orang yang
terkena dampak
proyek yang
tidak memiliki
hak legal atas
tanah yang
mereka tempati.

Bagi mereka yang
tidak memiliki hak legal
formal atas tanah atau

tuntutan atas tanah

tersebut yang dapat
diakui berdasarkan
undang-undang
negara, berikan
bantuan pemukiman
kembali sebagai
pengganti ganti rugi
atas tanah untuk
membantu

Tidak mencakup para
penghuni liar (kecuali
dengan itikad baik atas
tanah negara), perambah
dan penyewa di tanah
pribadi.

Persoalan ini diatur di
dalam Perpres No. 56
tahun 2017 tentang
Penanganan Dampak
Sosial Kemasyarakatan
Dalam Rangka
Penyediaan Tanah Untuk
Proyek Strategis
Nasional®!. Peraturan ini

Biasanya, ganti
rugi diberikan
hanya untuk
struktur yang

terkena dampak,
namun dengan

Perpres No. 56
tahun 2017

tersebut mereka

berhak
mendapatkan ganti
rugi tidak hanya
untuk struktur yang

LARPF
menetapkan
kriteria
kelayakan
dan hak untuk
setiap
kategori
orang yang
terkena
dampak
proyek (PAP),

28 Berbeda dengan LARAP/RP Bank Dunia, ini

pembangunan.

lebih merupakan prosedur implementasi daripada rencana

29 Proyek yang diusulkan harus mengikuti rencana pengembangan tata ruang. Jika tidak, lokasi proyek harus
pindah ke tempat lain atau, rencana pengembangan tata ruang harus direvisi oleh pemerintah daerah, dan
rencana pengembangan tata ruang yang direvisi tersebut harus disetujui oleh DPRD. Revisi dari Rencana yang

diajukan oleh lembaga pemerintah terkait tersebut harus diterbitkan oleh DPRD

30 Saat ini perencanaan zonasi tata ruang dapat mengakomodasi fungsi yang diusulkan oleh proyek. Jika tidak,
proyek tersebut harus pindah ke tempat lain atau revisi zonasi yang diajukan oleh lembaga pemerintah terkait
harus diterbitkan oleh DPRD

31 Peraturan Presiden No. 56 tahun 2017 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka
Penyediaan Tanah Untuk Proyek Strategis Nasional (sebagaimana ditetapkan dalam Perpres No. 3 tahun 2016
dan perubahannya, Perpres No. 59 tahun 2007). Peraturan ini menetapkan bahwa Pemerintah akan menangani
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penghidupan mereka.
Ini akan mencakup
para penghuni liar dan
perambah hutan

bagi pemberian ganti rugi
kepada para penghuni liar
(mereka yang menempati
tanah milik pihak lain,
dalam hal ini, Pemerintah).

Langkah
Unsur OP 4.12 Bank Dunia UU No. 2 tahun 2012 Kesenjangan Pemenuhan
Kesenjangan
memperbaiki atau diterbitkan pada tanggal terkena dampak termasuk
setidaknya 31 Mei 2017. Peraturan ini dan beberapa penghuni liar.
memulihkan memberikan dasar hukum bantuan.

Peraturan ini telah
memberi perhatian pada
kekhawatiran para
penghuni liar karena tidak
memenuhi syarat untuk
mendapatkan ganti rugi
apapun.

Saat ini Kementerian
Agraria dan Tata Ruang /
BPN sedang menyusun
Petunjuk Teknis
Penyusunan Rencana
Pengadaan Tanah??, yang
mencakup antara lain
berbagai pendekatan
untuk memberikan ganti
rugi bagi para penghuni
liar, petani penggarap atau
mereka yang tidak
memiliki tanah.

Mereka yang tidak
memiliki tanah dan buruh
tidak diharapkan untuk
mendapat ganti rugi dan
menerima langkah
tindakan rehabilitasi;
pemberian ganti rugi
adalah menjadi tanggung
jawab pemilik tanah.

dampak sosial terhadap para penghuni tanah milik Pemerintah (pusat, provinsi dan kabupaten / kota), badan
usaha milik negara, dan perusahaan pemerintah daerah yang akan digunakan untuk proyek strategis nasional.
Peraturan tersebut menetapkan kriteria dari penghuni tersebut (memiliki KTP yang disahkan oleh kecamatan
dan tidak memiliki hak atas tanah tersebut; secara fisik telah menguasai dan menggunakan tanah tersebut terus
menerus selama 10 tahun, dan telah menguasai dan menggunakan tanah dengan niat baik secara terbuka, tidak
disanggah dan diakui serta dibuktikan benar oleh pemilik tanah dan/atau kepala desa); cakupan ganti rugi (biaya
untuk pembongkaran rumah, mobilisasi, sewa rumah dan dukungan untuk hilangnya penghasilan). Peraturan ini
mewajibkan pemilik tanah untuk menyusun Rencana Penanganan Dampak Sosial (SIHP, Social Impact
Handling Plan) untuk diajukan ke Gubernur, yang kemudian akan membentuk Tim Terpadu untuk melakukan
inventarisasi dan verifikasi penghuni dan tanah yang diduduki; menunjuk pihak independen untuk menghitung
jumlah ganti rugi; memfasilitasi masalah; merekomendasikan daftar penghuni yang berhak mendapatkan ganti
rugi, jumlah ganti rugi berdasarkan perhitungan pihak independen, mekanisme dan prosedur untuk pemberian
ganti rugi kepada para penghuni; dan mengawasi pelaksanaan pemberian ganti rugi. Tim Terpadu ini terdiri dari
berbagai pejabat pemerintah dari provinsi dan kabupaten / kota dan pemilik lahan. Berdasarkan rekomendasi
dari Tim Terpadu, Gubernur akan menetapkan daftar penghuni yang berhak atas ganti rugi; jumlah ganti rugi
dan mekanisme dan prosedur pemberian ganti rugi. Peraturan ini juga menyatakan bahwa pemilik tanah harus
menyediakan pendanaan untuk ganti rugi tersebut dan para penghuni yang telah menerima ganti rugi harus
keluar dari tanah tersebut dengan batas waktu maksimal tujuh hari setelah diterimanya ganti rugi.
32 |nisiatif ini didukung oleh Bantuan Teknis ADB
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Unsur

OP 4.12 Bank Dunia

UU No. 2 tahun 2012

Kesenjangan

Langkah
Pemenuhan
Kesenjangan

Kelayakan untuk
Masyarakat
Adat.

OP 4.12 berlaku untuk
orang yang terkena
dampak proyek (PAP)
sebagai akibat dari
pengambilalihan tanah
secara terpaksa
dan/atau pembatasan
akses ke taman
nasional dan kawasan
lindung yang
ditetapkan secara
hukum

Masyarakat adat akan
tercakup begitu mereka
diakui secara hukums33

UU No. 39 tahun 1999
pasal 6 tentang Hak Asasi
Manusia mensyaratkan
bahwa perbedaan dan
kebutuhan Masyarakat
Hukum Adat (MHA) harus
diperhatikan dan dilindungi
oleh hukum, masyarakat
dan pemerintah. Identitas
mereka, termasuk hak
atas tanah adat, harus
dilindungi selaras dengan
perkembangan yang ada
saat ini.

UU No. 2 tahun 2012
tidak menetapkan
kelompok mana pun
termasuk
masyarakat adat.
Undang-undang ini
berlaku untuk orang-
orang yang terkena
dampak karena
pengambil-alihan
tanah bagi
pembangunan untuk
kepentingan umum.
UU No. 39 tahun
1999 pasal 6
mewajibkan bahwa
dalam rangka
penegakan HAM,
Masyarakat
Hukum Adat
(MHA), termasuk
hak atas tanah
adat mereka,
harus dilindungi
selaras dengan

IPPF
menetapkan
bahwa jika
suatu sub-
proyek
memerlukan
pengadaan
tanah, LARPF
akan berlaku.

tinggalnya yang mata
pencahariannya
berbasis tanah.

prosedur untuk
menerapkan skema
pemukiman kembali ini

perkembangan
yang ada saat ini.
Tanah diganti Preferensi pemberian UU No. 2 tahun 2012 Tidak ada LARPF
dengan tanah ganti rugi dengan cara memberikan opsi kesenjangan mengatur
tanah diganti dengan pemberian ganti rugi pemberian
tanah untuk orang- dengan cara tanah opsi ganti rugi
orang yang harus diganti dengan tanah, termasuk
meninggalkan tempat | namun tidak ada rincian ganti rugi

dengan cara

tanah diganti
dengan
tanah.

Opsi pemberian
ganti rugi

Menyediakan alternatif
pemukiman kembali
yang layak secara
teknis dan ekonomis
dan bantuan yang
diperlukan, termasuk
(a) ganti rugi segera
dengan penggantian
penuh atas hilangnya
aset yang diakibatkan
oleh proyek; (b) jika
ada relokasi, bantuan
selama relokasi, dan
perumahan, atau
lokasi perumahan,
atau lokasi pertanian
dengan potensi

UU No. 2 tahun 2012
mengatur opsi pemberian
ganti rugi. Pedoman
MAPPI (Masyarakat
Profesi Penilai Indonesia)
menetapkan pemberian
ganti rugi berdasarkan
harga pasar ditambah
biaya transaksi dan biaya
lainnya, ditambah premi
(untuk menutup biaya di
luar ranah penilaian
seperti kehilangan secara
emosi).
o Properti (Kekayaan

Fisik)

v' Tanah

Tidak ada
kesenjangan

LARPF
mengatur
persyaratan
untuk opsi
pemberian
ganti rugi,
kriteria
kelayakan,
dan hak untuk
berbagai
kategori
orang yang
terkena
dampak
proyek (PAP).

33 Di dalam Peraturan BPN dan Peraturan Kehutanan, lembaga Masyarakat Adat harus diakui oleh pemerintah
daerah, sedangkan instansi yang mendukung Masyarakat Adat lebih memilih pengakuan tersebut dari Komite
Masyarakat Adat yang independen.

110




KERANGKA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL — 19 Januari 2018

kehilangan tempat
tinggal:

(i) Diberi penawaran
dukungan setelah
dipindahkan, untuk masa
transisi, berdasarkan
perkiraan waktu yang
mungkin diperlukan untuk
memulihkan penghidupan
dan standar kehidupan
mereka, dukungan
semacam itu dapat

bantuan dan
pemulihan mata
pencaharian.

Langkah
Unsur OP 4.12 Bank Dunia UU No. 2 tahun 2012 Kesenjangan Pemenuhan
Kesenjangan
produksi yang setara, v/ Bangunan &
sesuai dengan Fasilitas
kebutuhan; (c) bantuan j Tanaman
selama masa transisi E:rll-(g?;!r?lgeyr?gna?n
dan bantuan _ tanah yang
pembarjgunan, seperti diperlukan untuk
persiapan lahan, memulihkan
fasilitas pinjaman, property bagi
pelatihan atau pemiliknya
kesempatan kerja setidaknya dengan
sesuai dengan kualitas yang sama
kebutuhan, selain seperti yang
tindakan pemberian tsae‘:)'gﬁjamd'm'“k'
ganti rugi; (d) ganti rugi pengambil-alihan
secara tunai untuk tanah.
tanah jika dampak « Biaya & Kerugian
pengadaan tanah (Kerugian Non-Fisik)
terhadap mata v’ Biaya transaksi
pencaharian masih v Biaya pindahan
kecil; dan (e) v' Kerugian dari
penyediaan hilangnya usaha
infrastruktur bagi yang sedang
masyarakat dan berjalan (gangguan
terhadap usaha)
layanan masyarakat v Kerugian lainnya
sesuai dengan yang bersifat
kebutuhan. khusus, subyektif
dan sulit untuk
dihitung
Premi
Biaya Persyaratan “Adil dan masuk akal”, Tidak ada Penilai
Penggantian pemberian ganti rugi berdasarkan penilaian kesenjangan independen
Penuh. atas tanah dan aset terhadap nilai yang yang berizin
dengan biaya dibuat oleh penilai melakukan
penggantian penuh independen berizin. penilaian
Lihat di atas mengenai biaya dan
pilihan opsi pemberian kerugian aset
ganti rugi dan kriteria fisik, aset
dari MAPPI untuk non-fisik dan
menetapkan ganti rugi. premi
Pemulihan Mata | Rencana pemukiman Setelah pemberian UU No. 2 tahun LARPF
Pencaharian. kembali atau kerangka ganti rugi yang adil 2012 dan termasuk
kebijakan pemukiman dilakukan, peraturan bantuan
kembali juga mencakup pertimbangan lebih pelaksanaannya pemukiman
langkah-langkah untuk laniut d it . tidak merinci kembali d
memastikan bahwa anjut dan mitigasi aa rinci | aan
orang-orang yang dampak tidak diuraikan. pilihan dan pemulihan
pelaksanaan mata

pencaharian.
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Unsur

OP 4.12 Bank Dunia

UU No. 2 tahun 2012

Kesenjangan

Langkah
Pemenuhan
Kesenjangan

berupa pekerjaan jangka
pendek, dukungan bagi
kebutuhan sehari-hari
untuk dapat bertahan
hidup (subsistence),
menjaga agar gaji tidak
berubah atau pengaturan
yang serupa; dan
(i) Diberi bantuan
pembangunan
disamping tindakan
pemberian ganti rugi
yang dijelaskan pada
paragraf 6 (a) (iii),
seperti persiapan
lahan, fasilitas
pinjaman, pelatihan,
atau kesempatan
kerja.

Masyarakat
Adat.

Tanah Masyarakat
Adat dibahas di OP
4.12 dan OP 4.10. Jika
tanah Masyarakat Adat
harus diambil,
mewajibkan adanya
dukungan masyarakat
luas dan konsultasi
atas dasar informasi di
awal tanpa paksaan
(FPIC).

Tanah yang terkena
dampak yang dimiliki
oleh Masyarakat Adat
secara pribadi
diperlakukan dengan
cara yang sama
sebagaimana orang
biasa.

UU No. 2 tahun
2012 dan
peraturan

pelaksanaannya

tidak membedakan
orang yang
terkena dampak
proyek (PAP) ke
dalam kelompok,
asal, atau ras, dIl.

LARPF
berlaku bagi
sub-proyek

yang
melibatkan
pengadaan
tanah
dan/atau
pemukiman
kembali,
terlepas dari
siapa pemilik
tanahnya.
Konsultasi
seperti yang
ditetapkan di
dalam LARPF
dan LARAP
harus
disesuaikan
dengan
konteks lokal
dan
karakteristik
orang-orang
yang terkena
dampak
(dalam hal
masyarakat
adat, harus
mengadopsi
FPIC yang
mengarah
pada
dukungan
masyarakat
luas).
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Unsur

OP 4.12 Bank Dunia

UU No. 2 tahun 2012

Kesenjangan

Langkah
Pemenuhan
Kesenjangan

Biaya
Pemukiman
Kembali

Biaya penuh untuk
pengadaan tanah
dan/atau kegiatan
pemukiman kembali
yang diperlukan untuk
mencapai tujuan
proyek dimasukkan di
dalam total biaya
proyek.

Rencana pengadaan
tanah mencakup
perkiraan biayanya.

Meskipun UU No.
2 tahun 2012
mewajibkan
rencana
pengadaan tanah
untuk
memasukkan
perkiraan biaya
untuk pengadaan
tanah dan/atau
pemukiman
kembali, tetapi
biasanya tidak
termasuk biaya
untuk memberikan
bantuan dan
pemulihan mata
pencaharian.
Perkiraan biaya
dan usulan alokasi
anggaran
dilakukan pada
tahap
perencanaan, di
mana survei
terperinci untuk
setiap petak tanah
dan pengukuran
tanah dilakukan
selama tahap
pelaksanaan
pengadaan tanah.

LARPF dan
LARAP
mewajibkan
perkiraan
biaya untuk
pengadaan
tanah
dan/atau
pemukiman
kembali
dianggarkan
berdasarkan
survei /
sensus sosial
ekonomi,
termasuk aset
yang terkena
dampak.

Prosedur
Konsultasi dan
Penyampaian

Keluhan

Masyarakat yang
kehilangan tempat tinggal
harus diajak
berkonsultasi dengan
baik dan harus memiliki
kesempatan untuk
berpartisipasi dalam
perencanaan dan
pelaksanaan program
pemukiman kembali

Mekanisme
pengaduan harus
mempertimbangkan
ketersediaan bantuan
yudisial serta
mekanisme
penyelesaian
perselisihan
masyarakat dan
penyelesaian
perselisihan secara
tradisi

Konsultasi dengan
orang yang terkena
dampak proyek (PAP)
diperlukan untuk
mendapatkan izin lokasi
proyek yang diusulkan,
untuk menetapkan
bentuk ganti rugi.
Peraturan perundang-
undangan mengatur
bahwa proses
konsultasi dilakukan
dengan pendekatan
dialog. Negosiasi
dilakukan untuk
menyetujui besarnya
nilai ganti rugi.
Mekanisme pengaduan
karena
ketidaksepakatan
mengenai ganti rugi
dijabarkan dalam UU
No. 2 tahun 2012 dan
peraturan

LARAP
menetapkan
persyaratan
pemantauan
pelaksanaan
kegiatan
pengadaan
tanah dan
pemukiman
kembali.
Proyek
diwajibkan
untuk
memantau
dan
melaporkan
penyusunan
dan
pelaksanaan
LARAP (serta
EMP dan IPP

juga)
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Langkah
Unsur OP 4.12 Bank Dunia UU No. 2 tahun 2012 Kesenjangan Pemenuhan
Kesenjangan
pelaksanaannya,
termasuk bagaimana
dan di mana dapat
mengajukan
pengaduan, waktu
untuk memberikan
tanggapan, dan
prosedur peradilan.
Pemantauan Persyaratan untuk LARAP
Hasil. melakukan pemantauan menetapkan
dan evall_Ja5| yang persyaratan
cemua kegiatan yang pemantauan
ditetapkan di dalam pelaksanaan
rencana pemukiman kegiatan
kembali pengadaan
Menilai apakah tujuan tanah _dan
instrumen pemukiman pemuklm_an
kembali telah tercapai, kembali.
setelah selesainya Proyek
proyek, dengan diwajibkan
mempertimbangkan untuk
kondisi dasar memantau
(baseline) dan hasil dan
pemantauan melaporkan
pemukiman kembali penyusunan
dan
pelaksanaan
LARAP (serta
EMP dan IPP
juga)
Rencana Persyaratan untuk Persyaratan untuk Cakupan LAP Badan
Tindakan menyusun LARAP, baik menyusun Rencana | berfokus pada aset | pelaksana
Pengadaan LARAP lengkap maupun Pengadaan Tanah yang terkena subproyek
Tanah dan LARAP singkat (Land Acquisition Plan - | dampak; cakupan yang
Pemukiman LAP) pada tahap survei sosial membutuhkan
Kembali perencanaan ekonomi tidak adanya
jelas; dan LAP kebutuhan
tidak termasuk untuk
bantuan, pengadaan
pemulihan mata tanah
pencaharian, jika dan/atau
diperlukan. pemukiman
kembali
secara
terpaksa
harus
menyusun
LARAP
sesuai
dengan
LARPF dalam
ESMF ini.
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74. Keseluruhan tujuan dan prinsip untuk pelaksanaan investasi fisik3* yang memerlukan
pengadaan tanah adalah:

a. Pemukiman kembali harus dihindari bila memungkinkan, atau diminimalkan, dengan
mengeksplorasi semua alternatif investasi fisik yang layak;

b. Bila tidak memungkinkan untuk menghindari pemukiman kembali, kegiatan
pengadaan tanah dan pemukiman kembali harus dipahami dan dijalankan sebagai
program pembangunan berkelanjutan, menyediakan sumber investasi yang memadai
untuk memungkinkan OTDP berbagi manfaat investasi fisik. OTDP harus diajak
berkonsultasi secara bermakna dan harus memiliki kesempatan untuk berpartisipasi
dalam perencanaan dan pelaksanaan program pengadaan tanah dan pemukiman
kembali.

c. OTDP harus dibantu dalam usaha mereka untuk memperbaiki mata pencaharian dan
standar kehidupan mereka atau setidaknya mengembalikannya secara riil ke tingkat
pendapatan sebelum dilakukannya pengadaan tanah dan pemukiman kembali atau
ke tingkat pendapatan sebelum dimulainya pelaksanaan proyek, mana yang lebih

tinggi.

75. Proses Pengadaan Tanah termasuk konsultasi publik dan pengungkapan serta
penanganan keluhan, berdasarkan UU No. 2 Tahun 2012 disajikan pada Gambar 1 (tahap
persiapan) dan Gambar 2 (tahap pelaksanaan).

76. Kemungkinan kategori dari Orang yang Terkena Dampak Proyek. Kerangka kerja
tersebut mengantisipasi bahwa akan ada dua kategori umum OTDP: (1) orang-orang yang
terkena dampak pengadaan tanah milik pribadi; dan (2) orang-orang yang terkena dampak
yang tinggal di tanah negara (pemerintah pusat atau daerah) tetapi tidak memiliki tanah yang
ditinggalinya. Penghuni ini terbagi dalam empat kategori: (a) orang-orang yang memiliki dan
menempati tempat tinggal dan bangunan lainnya yang dibangun di atas tanah negara atau
pemerintah tanpa hak secara hukum yang dapat diakui atau mengklaim tanah yang mereka
tempati; (b) pengolah lahan; (c) penghuni ilegal; (d) penyewa tempat tinggal dan bangunan
lainnya yang dibangun di atas tanah negara atau pemerintah tanpa hak secara hukum atau
mengklaim tanah yang mereka tempati; (e) penyerobot tanah/perambah, yaitu orang-orang
yang menambah atau memperluas kepemilikan pribadi mereka dengan melanggar hak tanah
negara yang berdekatan; (f) tuan tanah liar/ilegal, yaitu orang-orang yang memperoleh uang
sewa ilegal dari bangunan yang dibangun di atas tanah negara atau pemerintah, namun tidak
menempati bangunan tersebut. Identifikasi OTDP akan dilakukan selama persiapan LARAP
melalui survei sensus.

77. Satu kategori OTDP lainnya menjadi relevan jika suatu rencana atau investasi
mengakibatkan pembatasan akses ke taman nasional dan kawasan lindung. Bila proyek yang
didukung oleh Bank Dunia dapat menyebabkan pembatasan akses terhadap sumber daya
alam di taman nasional dan kawasan lindung yang ditetapkan secara hukum, diperlukan
adanya Kerangka Kerja Proses. Tujuan dari kerangka kerja proses ini adalah untuk
membentuk suatu proses di mana anggota masyarakat yang berpotensi terkena dampak
berpartisipasi dalam merancang kawasan lindung atau investasi fisik yang berkaitan dengan
upaya konservasi untuk mencegah taman nasional dan kawasan lindung yang ditetapkan
secara hukum dari kerusakan lebih lanjut atau untuk mempertahankan fungsinya,
menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan kebijakan pemukiman
kembali, dan pelaksanaan serta pemantauan investasifisik dan kegiatan-kegiatan yang terkait
dengan upaya konservasi untuk menjaga sumber daya alam. Contoh Kerangka Kerja
Prosesnya disajikan pada Lampiran 4.

34 RPF berlaku sebagai pedoman bagi lembaga/badan dan konsultan mereka dalam menyusun dan melaksanakan
LARAP untuk kegiatan yang didukung oleh Komponen 1, dan Komponen 4, khususnya ITMP dan DDP.
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78. LARAP harus menerapkan langkah-langkah berikut ini untuk memastikan bahwa
OTDP:

a. Diberi informasi tentang pilihan dan hak mereka untuk pemukiman kembali;

b. Diajak bermusyawarah, ditawari pilihan-pilihan, dan diberi alternatif pilihan pemukiman
kembali yang layak secara teknis dan ekonomis; dan

c. Diberi penggantian/kompensasi dengan segera dan efektif untuk biaya penggantian
penuh atas kerugian aset yang terkait langsung dengan investasi fisik.

79. Jika dampaknya meliputi relokasi fisik, LARAP juga harus mencakup langkah-langkah
yang memastikan bahwa OTDP:

a. Diberi bantuan (seperti tunjangan pindah rumah) selama relokasi; dan

b. Diberi perumahan, atau lokasi perumahan, atau yang lainnya, sesuai kebutuhan dan
disepakati dengan OTDP sampai ke tingkat yang setidaknya setara dengan kondisi di
lokasi semula.

80. Bila diperlukan untuk mencapai tujuan pengadaan tanah dan pemukiman kembali,
LARAP juga harus mencakup langkah-langkah untuk memastikan bahwa OTDP:

a. Ditawari dukungan setelah pemindahan untuk masa transisi, berdasarkan perkiraan
waktu yang mungkin diperlukan untuk memulihkan penghidupan dan standar hidup
mereka; dan

b. Diberi bantuan pembangunan di samping tindakan pemberian ganti rugi.

81. Pada tahap ini, penilaian potensi OTDP yang akan terkena dampak dalam pengadaan
tanah dan pemukiman kembali akan menentukan apakah instansi/lembaga yang mengajukan
investasi harus menyiapkan rancangan LARAP secara lengkap atau LARAP yang
sederhana®. Isi LARAP yang lengkap dan yang sederhana disajikan pada Lampiran 4. Isi
LARAP lebih komprehensif dan rinci dibandingkan dengan Rencana Pengadaan Tanah yang
disusun pada tahap perencanaan sebagaimana ditetapkan dalam UU No. 2 tahun 2012.
Konsultasi Publik berdasarkan Undang-Undang tersebut dan peraturan pelaksanaannya
disajikan pada Gambar 4.

35 Pada OP 4.12, kebutuhan akan LARAP lengkap versus LARAP yang dipersingkat mengacu pada tingkat
signifikansi dampak, yang terutama didasarkan pada jumlah OTDP.
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Gambar 5. Proses Pengadaan Tanah pada Tahap Pelaksanaan Investasi
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82. Setelah suatu investasi dipilih, instansi yang mengusulkan investasi yang
membutuhkan lahan harus menyiapkan rancangan LARAP lengkap atau draf LARAP yang
sederhana. Jika diperlukan, Konsultan Dukungan Pengelolaan Proyek yang membantu BPIW
akan membantu instansi/lembaga pelaksana untuk mengembangkan Kerangka Acuan untuk
konsultan yang akan membantu dalam penyusunan LARAP.

83. Kriteria kelayakan untuk menentukan berbagai kategori OTDP. OTDP yang
berhak mendapatkan kompensasi atas aset yang terkena dampak diidentifikasi saat lokasi
investasi fisik ditetapkan secara formal melalui Keputusan Gubernur, adalah mereka yang (a)
memiliki hak atas tanah; (b) yang memiliki izin pengelolaan/penggunaan lahan; (c) yang
memiliki “nazar” untuk menyumbangkan tanah “wakaf’; (d) memiliki lahan yang dulunya
adalah tanah adat; (e) “masyarakat hukum adat” (MHA); (f) mereka yang memegang hak
dasar atas tanah; dan/atau (h) mereka yang memiliki bangunan, tanaman, dan hal-hal lain
yang berkaitan dengan tanah yang dimaksud.

84. Metode penilaian aset yang terkena dampak. Sebagaimana diwajibkan oleh UU No.
2 Tahun 2012 dan peraturan pelaksanaannya, nilai aset yang terkena dampak akan dinilai
oleh penilai berizin yang akan ditugaskan oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional) provinsi
sesuai dengan peraturan pengadaan tanah nasional. Nilai yang ditentukan oleh penilai berizin
tersebut akan digunakan sebagai dasar negosiasi dengan OTDP. Jenis dan besarnya ganti
rugi akan ditentukan berdasarkan hasil negosiasi antara instansi yang mengajukan
investasi/investasi fisik yang membutuhkan lahan dan pemilik lahan atau properti. Nilai
penilaian akan dilakukan berdasarkan per plot lahan yang terkena dampak yang meliputi
tanah, ruang di atas dan di bawah permukaan tanah, bangunan atau struktur, tanaman, hal-
hal yang berhubungan dengan lahan yang terkena dampak, dan/atau kerugian lainnya yang
dapat dinilai (misalnya kerugian non fisik yang dapat disetarakan dengan nilai moneter,
kehilangan pekerjaan atau sumber penghasilan, biaya pindah, biaya untuk perubahan profesi,
dan nilai sisa properti). Sisa properti yang tidak lagi layak secara fisik atau ekonomis/tidak
dapat dihuni/tidak dapat digunakan dapat diberi ganti rugi jika pemiliknya lebih memilih untuk
melakukannya.

85. Penilaian tanah oleh penilai berizin tersebut akan dilakukan berdasarkan Standar
MAPPI 3¢ sebagaimana tercantum dalam Pedoman MAPPI®’. Ganti rugi terdiri dari harga
pasar ditambah biaya transaksi dan biaya-biaya lainnya ditambah premi, secara lebih rinci
adalah sebagai berikut:

a. Aset fisik: tanah, bangunan, struktur, fasilitas, dan tanaman, dan hal-hal lain yang
berkaitan dengan tanah yang dibebaskan untuk diberikan kepada pemilik properti
sebagai pengganti dengan kualitas yang sama seperti yang dimiliki sebelum
pengadaan tanah;

b. Aset non-fisik: kehilangan pekerjaan, kehilangan usaha, perubahan profesi,
kehilangan emosional (solatium), biaya transaksi, minat, kehilangan tanah tersisa,
dan kerusakan fisik lainnya;

c. Premi: dihitung dari kehilangan pekerjaan, kehilangan usaha, perubahan profesi.

Pada prinsipnya, metode untuk penilain fisik dan non-fisik yang dilakukan oleh penilai
independen berizin dapat dilihat di bawabh ini.

36 Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI)
37 Standar Penilaian Indonesia (SPI) 306 yang juga mengacu pada Standar Internasional
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Tabel 14. Metode Penilaian

Obyek Dasar penilaian
Tanah Harga pasar dan/atau kehilangan pendapatan
Bangunan Biaya untuk membangun bangungan baru dengan memperhatikan
perbedaaan antara menggantikan bangunan baru dengan bangunan
yang lama
Tumbuhan Harga pasar:

Harga dari satu siklus panen

Harga pasar berdasarkan harga standar suatu institusi;

Atau harga berdasarkan biaya:

Biaya untuk menumbuhkan tanaman hingga saat ini (sebelum panen)

Biaya transaksi

Biaya pindah, pajak, biaya notaris

Kompensasi menunggu

Bunga simpanan/pinjaman di bank

Sisa parsel yang tidak digunakan

Harga pasar

Kerusakan lainnya

Biaya pemulihan

Total

Tidak boleh kurang dari harga pasar non-spekulasi dan berdasarkn
pada peraturan yang berlaku

Mencerminkan nilai sebenarnya dari property untuk pemilik (OTDP)

Biaya premi

Biaya premi yang disebabkan oleh ketidakinginan untuk menjual dan
mempertimbangkan biaya yang tidak dapat dinilai (20 - 40 % dari
estimasi total fisik)

86.
di bawah ini:

Matriks Hak untuk Orang yang Terkena Dampak Proyek dapat dilihat pada Tabel 15

Tabel 15. Hak Orang yang Terkena Dampak Proyek

Orang yang Terkena Dampak Proyek

Hak

Pemilik tanah/aset yang kehilangan tanah
dan/atau aset lainnya (termasuk bangunan,
struktur, utilitas, pohon, dll.) dan kehilangan
pendapatan

Kompensasi atas hilangnya tanah dan aset yang terkait
pada kehilangan lahan lainnya berdasarkan penilaian nilai
yang dilakukan oleh penilai berizin

Pemilik tanah/aset yang kehilangan sumber
pendapatan atau mata pencaharian sementara
atau tetap mereka

Ganti rugi atas hilangnya sumber pendapatan atau mata
pencaharian berdasarkan penilaian nilai untuk kerugian
non fisik yang dilakukan oleh penilai berizin dan fasilitasi
untuk perbaikan mata pencaharian

Orang yang memiliki dan menempati tempat
tinggal dan struktur lainnya yang dibangun di atas
tanah negara atau pemerintah tanpa hak hukum
yang dapat diakui atau mengklaim tanah yang
mereka tempati

Kompensasi untuk kehilangan tempat tinggal dan struktur
lainnya, untuk sumber pendapatan atau mata pencaharian
dan bantuan pemukiman kembali, berdasarkan penilaian
dari penilai berizin38

Pihak yang menyewa tempat tinggal dan
bangunan lainnya yang dibangun di atas tanah
negara atau pemerintah tanpa hak hukum yang
dapat diakui atau mengklaim tanah yang mereka
tempati

Proyek ini memberikan waktu yang cukup (minimal 2 bulan
dari tanggal dimulainya tenggat (cut-off date)/pada saat
survei sensus) agar para penyewa dapat menemukan
tempat lain atau bantuan lainnya yang disepakati oleh
penyewa dan instansi/ lembaga yang mungkin mencakup
biaya kepindahan dan uang saku masa transisi dan
bantuan mata pencaharian.

Penggarap (sharecropper)

Bantuan untuk perbaikan mata pencaharian

38 Ada penerbitan Perpres No. 56 tahun 2017 (31 Mei 2017) tentang “Penanganan Dampak Sosial
Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Proyek Strategis Nasional”, ganti rugi yang diberikan
bagi mereka yang menduduki tanah pemerintah dan tanah negara, yang diketahui telah menduduki lahan
tersebut setidaknya selama sepuluh tahun secara terus menerus, adalah termasuk biaya pembongkaran rumah,
mobilisasi, sewa rumah dan dukungan untuk hilangnya pendapatan, dan hal tersebut ditetapkan berdasarkan

penilaian pihak independen.
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Orang yang Terkena Dampak Proyek

Hak

Penghuni ilegal (squatter)

Kompensasi untuk bangunan dan struktur. Bantuan untuk

perbaikan mata pencaharian dan fasilitasi untuk akses
pada perumahan umum dan bantuan transisi dan
kepindahan, serta peningkatan pada lokasi.

Penyerobot tanah (encroacher), yaitu, orang
yang menambah atau memperluas kepemilikan
pribadi mereka dengan melanggar batas tanah
milik pemerintah atau tanah negara

Kompensasi atas bangunan dan struktur. Bantuan utnuk
perbaikan mata pencaharian dan fasilitasi pada perumahan
umum dan bantuan transisi dan kepindahan, serta
peningkatan pada lokasi.

Penyerobot tanah yang memasuki kawasan
proyek setelah batas waktu yang diumumkan
pada publik .

Tidak berhak atas ganti rugi apapun

87. Bentuk kompensasi. Kompensasi dapat berupa beberapa bentuk: (a) uang tunai; (b)
penggantian tanah/pertukaran; (c) pemukiman kembali ke lokasi lain; (d) kepemilikan saham;
atau (e) bentuk lainnya yang disetujui oleh OTDP dan instansi/lembaga yang membutuhkan
tanah tersebut. Kompensasi yang lebih disukai bentuknya tergantung pada keinginan OTDP
dan kompensasi dapat berupa gabungan dari beberapa bentuk tersebut tergantung pada
kesepakatan antara OTDP dan lembaga yang membutuhkan tanah tersebut.

88. Konsultasi dan pengungkapan. Konsultasi dan pengungkapan untuk
mendapatkantanah mulai dari tahap perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan. Singkatnya,
UU No. 2 Tahun 2012 dan peraturan pelaksanaannya® menetapkan bahwa konsultasi harus
dilakukan dalam kegiatan-kegiatan berikut ini:

a. Pada tahap perencanaan: rencana lokasi investasi fisik, tujuan pengembangan,
langkah dan kerangka waktu untuk pengadaan tanah, peran penilai berizin dalam
penilaian aset, bentuk dari insentif atau kompensasi yang akan diberikan kepada
OTDP, aset atau obyek yang memenuhi syarat untuk kompensasi (fisik dan non-fisik
termasuk premi), kompensasi untuk fasilitas masyarakat, dan tanggung jawab dan hak
OTDP yang berhak. Konsultasi akan menggunakan pertemuan publik, media, dan
informasi di desa/kelurahan terdekat. Konsultasi akan mengadopsi pendekatan secara
dialog, dan dapat berlangsung lebih dari satu kali, tergantung pada kebutuhan dan
kesepakatan yang dicapai. Kesepakatan akan dibuat secara tertulis. Lokasi investasi
fisik yang ditentukan yang membutuhkan lahan akan diungkapkan ke publik di media,
di situs web pemerintah provinsi dan kota, serta di situs web instansi yang
membutuhkan tanah tersebut.

b. BPN akan berkonsultasi dengan pemilik aset selama proses inventarisasi dan
identifikasi aset yang terkena dampak dilakukan. Hasil inventarisasi ini akan
disampaikan di kantor desa/kelurahan dan kecamatan selama 14 hari untuk
mendapatkan pengaduan.

c. Hasil penilaian aset yang dilakukan oleh penilai berizin akan diberikan kepada OTDP
dan digunakan sebagai dasar negosiasi.

d. Rancangan LARAP dan LARAP akhir akan disampaikan di desa/kelurahan terdekat di
mana investasi fisik yang memerlukan pengadaan tanah berada, di situs-situs web
lembaga pemerintah setempat dan/atau di situs web instansi/lembaga pelaksana.

89. Mekanisme Penanganan Keluhan (MPK). Proses, prosedur, persyaratan serta
waktu penyampaian pengaduan yang harus diselesaikan selama proses pengadaan tanah
akan mengikuti Undang-undang 2 Tahun 2012 dan peraturan pelaksanaannya (termasuk
perubahan-perubahannya). Selain itu, instansi/lembaga harus menggunakan sistem
penanganan keluhan yang ada, jika ada, atau menyusun sistem yang baru untuk menerima
dan menanggapi keluhan. Pada prinsipnya, keberatan terhadap aspek investasi fisik dan

39 Untuk rinciannya, lihat undang-undang tersebut dan peraturan pelaksanaannya yang disampaikan di paragraf
34.
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pengadaan tanah akan ditangani melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan dan
penyelesaian, dan diselesaikan sebanyak mungkin di tingkat investasi fisik. Lembaga yang
terkait, seperti pemerintah kabupaten/kota, kecamatan dan desa akan dilibatkan dalam
penanganan keluhan. Bila keluhan tersebut tidak dapat diatasi, maka akan diselesaikan
melalui prosedur pengadilan sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2012 dan Perpres
No. 71 Tahun 2012. Tidak ada biaya yang dikenakan kepada pelapor. Penerimaan keluhan
dan mekanisme tindak lanjut akan memastikan kepekaan budaya dan gender dari pihak-pihak
yang berhak. Keluhan dan tindak lanjutnya harus dicatat dan didokumentasikan dan
dimasukkan dalam laporan kemajuan pelaksanaan dua tahunan yang disiapkan oleh
instansi/lembaga dan diserahkan ke BPIW, dan Tim Komite Teknis serta Bank Dunia (Bab 7).

90. LARAP harus memasukkan mekanisme kompensasi yang jelas bagi OTDP. Di dalam
LARAP harus dicantumkan kontak atau tempat untuk mengajukan keluhan yang disebarkan
secara luas, standar pelayanan untuk menanggapi pengaduan, dan dokumentasi.

91. Pengaturan organisasi. Pengaturan organisasi untuk proses pengadaan tanah akan
mengikuti UU No. 2 Tahun 2012 dan peraturan pelaksanaannya (termasuk perubahannya).
Berdasarkan undang-undang ini, proses pengadaan tanah mencakup empat tahap:
perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan serah terima tanah yang sudah dibeli kepada
instansi/lembaga yang membutuhkannya. Proses pengadaan tanah pada saat tahap
persiapan dan pelaksanaan, masing-masing disajikan pada Gambar 1 dan 2.

92. Bila suatu investasi sudah ditentukan, instansi yang mengusulkan investasi fisik yang
membutuhkan tanah harus menyiapkan draf dari LARAP lengkap atau LARAP
sederhana/singkat. LARAP akan disusun berdasarkan informasi yang diberikan oleh Rencana
Pengadaan Tanah serta Laporan Inventarisasi dan Identifikasi BPN. LARAP terakhir akan
ditandatangani oleh Walikota/ Bupati daninstansi yang membutuhkan tanah. Proses
pengadaan tanah harus selesai sebelum dimulainya pekerjaan konstruksi.

93. Instansi yang membutuhkan tanah melaksanakan proses seleksi penilai independen
berizin melalui proses pengadaan berdasarkan peraturan di Indonesia. Kepala BPN
menugaskan penilai berizin independen melalui proses pengadaan jasa berdasarkan pada
peraturan Indonesia. Penilai akan menghitung nilai dari aset fisik dan non-fisik berdasarkan
Standar Penilaian Indonesia 306. Lihat paragraf 68. Seperti disebutkan sebelumnya, tingkat
kompensasi atas aset yang terdampak akan digunakan sebagai dasar dari negosiasi.

Instansi yang membutuhkan tanah akan membayar kompensasi yang disepakati dalam
negosiasi. BPN akan menyerahkan tanah yang telah dibeli kepada instansi/ lembaga apabila
seluruh kompensasi sudah dibayarkan dan/atau dititipkan di pengadilan (untuk mereka yang
bersikukuh tidak sepakat dengan nilai ganti rugi). Pada praktiknya, sebelum dititipkan,
instansi/lembaga yang membutuhkan tanah dan BPN melakukan pendekatan persuasif
kepada mereka untuk menyepakati kompensasi. Secara hukum, bila telah selesai dilakukan
proses serah terima, instansi/lembaga yang membutuhkan tanah dapat memulai pekerjaan
konstruksi.

94, Dokumen pengamanan yang relevan untuk investasi fisik yang tidak memerlukan
pemukiman kembali pada skala besar adalah LARAP sederhana (lihat Tabel 16), di mana
investasi yang membutuhkan pemukiman kembali berskala besar, instansi/lembaga yang
membutuhkan tanah harus menyusun LARAP lengkap. Tabel ini merupakan panduan bagi
instansi/lembaga yang nantinya akan melaksanakan investasi fisik di bawah Komponen 1
atau investasi yang direkomendasikan oleh ITMP (termasuk DDP) dan Rencana Induk
Sektoralnya.
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Tabel 16. Instrumen Rencana Tindak Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali

Jumlah Orang yang Terkena Dampak Proyek
(OTDP) / Pemilik Tanah

> 200 orang (or > 40 rumah tangga) atau
menghilangkan >10% dari aset produktif mereka,
jika pengadaan tanah sama sekali belum
dilakukan
< 200 orang (or > 40 rumah tangga) atau
menghilangkan(< 10% dari aset produktif, tanpa
relokasi, jika pengadaan tanah sama sekali belum

Instrumen

LARAP Lengkap?*)

LARAP Sederhana**)

dilakukan

Dalam hal instansi/lembaga telah menyiapkan Kajian terhadap LAP atau LARAP, jika ada
Rencana Pengadaan Tanah (LAP) atau Rencana | kesenjangan dengan LARPF ini, instansi/

Tindakan Pengadaan Tanah dan Pemukiman lembaga harus merevisi/memperbarui
Kembali (LARAP) sebelum penilaian dokumen-dokumen tersebut sesuai dengan

investasi/investasi fisik dilakukan LARPF

Studi Perunutan (Tracer Study). Jika ada

Dalam hal instansi/lembaga yang mengajukan kesenjangan antara proses pengadaan
investasi fisik telah mendapatkan tanah, sebagian | tanah dan LARPF ini, perlu disusun suatu

atau seluruhnya Rencana Tindak Korektif

Dalam hal rencana investasi fisik di kawasan
lindung direncanakan atau rekomendasi ITMP
atau Rencana Sektoral untuk melindungi sumber

daya alam yang penting dan oleh karenanya, Suatu Rencana Tindak dengan mengacu

menetapkan kawasan tersebut sebagai kawasan | pada Kerangka Kerja Proses (Lampiran 3)

lindung yang mengakibatkan pembatasan akses

bagi masyarakat ke taman nasional atau kawasan
lindung yang ditetapkan tersebut.

Catatan:
*) **) Garis besarnya disampaikan di Lampiran 4

95. Tinjauan terhadap LARAP. LARAP atau instrumen manapun (disampaikan dalam
Tabel 10), dalam bentuk dan substansi yang menaati LARPF yang disusun oleh
instansi/lembaga yang mengajukan investasi fisik akan dikaji oleh BPIW dan Bank Dunia.
LARAP (atau instrumen lainnya di atas) harus direvisi sesuai dengan persyaratan yang
ditetapkan di dalam LARPF ini, apabila ada kesenjangan antara LARAP dan LARPF.

96. Pengaturan pembiayaan. Dana harus mencakup dana ganti rugi, operasional, dan
dana pendukung selama perencanaan, persiapan, pelaksanaan, serah terima hasil,
administrasi dan manajemen, serta sosialisasi. Pada prinsipnya, dana tersebut akan
disediakan dari anggaran pemerintah pusat (APBN) dan/atau pemerintah daerah APBD atau
kombinasi keduanya, dari instansi/lembaga yang membutuhkan tanah tersebut. Persyaratan
anggaran operasional dan pendukung dari APBN diatur oleh Kementerian Keuangan,
sedangkan dari APBD diatur oleh Kementerian Dalam Negeri.

97. Elemen yang relevan dari LARAP harus dimasukkan ke dalam dokumen Penawaran
Lelang untuk kontraktor yang akan disusun oleh instansi/lembaga yang akan melaksanakan
investasi fisik yang didukung oleh Komponen 1 dan yang direkomendasikan oleh ITMP
termasuk DDP dan Rencana Induk Sektoral. Perkiraan biaya untuk pelaksanaan LARAP
harus dimasukkan ke dalam biaya investasi fisik oleh badan pelaksana investasi fis.

98. Pemantauan dan Pelaporan. Pelaksanaan LARAP oleh instansi/lembaga yang
melaksanakan investasi fisik akan dipantau secara berkala dan diperiksa oleh BPIW. Status
dan isu yang belum terselesaikan, juga aksi tindak lanjut yang akan dilakukan untuk
mengatasi isu tersebut akan dimasukkan ke dalam laporan semesteran, BPIW akan
memfokuskan pemantauan dan pemeriksaan pada indikator utama sebagaimana yang
ditetapkan di dalam LARAP yang disetujui, yang meliputi antara lain: (a) proses konsultasi;
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(b) OTDP yang memenuhi syarat; (c) jumlah dan bentuk kompensasi yang disetujui; (d)
pembayaran ganti rugi dan penyerahan bantuan; (e) pelaksanaan rencana pemulihan mata
pencaharian; (f) tindak lanjut proses hukum tanah/lahan yang diambil-alih; (g) efektivitas
mekanisme penanganan pengaduan; (h) jumlah, jenis keluhan dan tindak lanjutnya; (i)
pengungkapan LARAP dan transparansi selama proses pengadaan tanah; dll. BPIW akan
menyampaikan laporan semesteran dan informasi yang disampaikan pada laporan kepada
Bank Dunia untuk digunakan sebagai bahan untuk penyeliaan mereka.

99. Akses pada lahan lainnya. Perubahan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012
tentang Pengadaan Tanah (Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014) memungkinkan
pengadaan tanah untuk wilayah dengan luas kurang dari 5 ha dapat dilakukan secara
langsung oleh instansi/lembaga yang memerlukan tanah berdasarkan prinsip kesediaan untuk
menjual dan membeli, pertukaran atau skema lainnya yang disepakati oleh kedua belah pihak.
Dalam hal ini, tanah yang dibutuhkan tersebut harus berada di satu daerah, dan dapat
diperoleh dalam satu tahun anggaran. Instansi/lembaga yang membutuhkan tanah harus
menggunakan penilai independen berizin untuk menilai aset yang terkena dampak dan
kerugian lainnya. BPIW akan melakukan uji tuntas untuk memastikan bahwa transaksi
tersebut memenuhi persyaratan yang ditetapkan di dalam LARPF. BPIW akan melakukan
tinjauan dalam suatu kriteria protokol, kondisi dan proses untuk transaksi pembeli dan penjual,
serta kesepakatan akses terhadap lahan atau kesepakatan donasi lahan.

Warisan persoalan tanah (land legacy issues)

100. Ada kemungkinan kawasan yang direncanakan oleh ITMP dan DDP t terdapat
beberapa lokasi yang mewariskan persoalan tanah. Dalam hal ini, konsultan dari ITMP harus
melakukan kajian untuk:
(a) identifikasi lokasi (dengan peta) dengan warisan persoalan tanah pada saat
mengembangkan informasi awal;
(b) mengkaji potensi dampak, risiko dan kesempatan bila lokasi tersebut dimasukkan ke
dalam ITMP dan DDP;
(c) mengkaji pilihan-pilihan untuk jalan keluar yang mungkin dilakukan, beserta risiko dan
kesempatan masing-masing;
(d) memberikan latar belakang sejarah, identifikasi warisan persoalan tanah dan status
dari jalan keluar yang telah dicapai oleh pemerintah daerah dan bagaimana jalan
keluar pada masa mendatang

101. Pengkajian harus dilakukan dengan diskusi bersama institusi pemerintah daerah yang
relevan (dapat dari provinsi atau kabupaten atau kota), dan melakukan kunjungan ke lokasi
dan wawancara dengan pemangku kepentingan yang relevan. Laporan dari pengkajian ini
akan menjadi bagian dari informasi untuk tim konsultan ITMP yang harus digunakan sebagai
pertimbangan utama dalam analisis dan mengembangkan skenario pembangunan dalam
ITMP dan rekomendasi pembangunan lahan dan investasi fisik di dalam DDP.

102. Tim konsultan ITMP akan menyerahkan Draf Laporan Kajian Warisan Persoalan
Tanah kepada BPIW. BPIW akan mempertimbangkan pilihan yang ada untuk memecahkan
warisan persoalan tanah, dengan memerhatikan kesulitan dari persoalan tersebut dan
kelayakan dari aksi yang diperlukan untuk mengatasinya. BPIW akan mengidentifikasi
pendekatan yang paling sesuai dan konsultasi dengan Bank Dunia untuk memperoleh arahan
atau diskusi selanjutnya.

103. Pililhan yang mungkin layak untuk menerapkan ITMP dan DDP termasuk: (a)
mempertahankan lokasi yang memiliki warisan persoalan tanah di kawasan perencanaan
dengan langkah-langkah untuk mitigasi risiko sebagai bagian dari ITMP dan DDP; (b)
mengeluarkan lokasi dengan warisan persoalan tanah dari kawasan rencana, dengan
langkah-langkah untuk menghindari risiko terkait dalam kawasan rencana yang ada; (c)
kombinasi dari (a) dan (b) untuk kasus di mana jalan keluar yang dapat diterima melalui
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resolusi secara bertahap (presoalan dapat diatasi satu per satu dengan tata waktu yang jelas)
yang dapat diselesaikan berdasarkan peraturan perundangan Indonesi dan ketentuan Bank
Dunia sebagaimana yang dimuat dalam ESMF ini.

5.3 KERANGKA PERENCANAAN BAGI MASYARAKAT ADAT
(IPPF)

104. Jika investasi fisik yang direkomendasikan oleh ITMP dan rencana di tingkat hilir akan
berada pada kawasan dimana terdapat Masyarakat Adat, maka instansi/lembaga yang akan
melaksanakan investasi fisik tersebut harus menyusun Rencana Aksi bagi Masyarakat Adat
(IPP). Dalam hal investasi fisik memerlukan tanah milik Masyarakat Adat atau perorangan
anggota Masyarakat Adat, maka LARPF pada Bagian 5.2 di atas berlaku. Sama seperti dalam
kasus dampak lingkungan dan dampak pengadaan tanah/pemukiman kembali, dampak
negatif dan dampak positif yang mungkin timbul dari investasi fisik terhadap Masyarakat Adat,
atau keterlibatan Masyarakat Adat sebagai penerima manfaat akan diidentifikasi begitu
pembangunan tata guna lahan dan/atau wilayah terkena dampak dari investasi fisik
ditetapkan.

105. Kerangka kerja ini memperhitungkan isu-isu yang berkaitan dengan Masyarakat Adat
sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan berikut ini:

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERKAITAN DENGAN MASYARAKAT ADAT

1. UU No. 5 Tahun 1960 Undang-Undang Pokok-pokok Agraria. Undang-undang ini
mendefinisikan jenis-jenis hak mendasar yang dapat dimiliki
oleh individu dan badan usaha. Undang-undang ini
menggambarkan peran negara sehubungan dengan
pemanfaatan lahan secara langsung dan juga peraturan
tentang hak pribadi dan penggunaan pribadi atas lahan.
Undang-undang ini juga menyatakan bahwa hukum agraria
Indonesia adalah hukum “adat”, atau hukum adat Indonesia,
asalkan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional atau
peraturan lain yang diatur di dalam undang-undang ini.

2. UU No. 41 tahun 1999 Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang
tentang Kehutanan, yang  Kehutanan telah diubah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi

telah diubah melalui Nomor 35/PUU-X/2012 dan kini telah menjadi “hutan adat
Undang-Undang No. 19 adalah hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat adat.”
tahun 2004. Sebelumnya, kata “negara” ada di pasal ini. Dengan

penghapusan kata “negara” dari definisi, sekarang dipahami
bahwa hutan adat sekarang bukan lagi hutan negara.

3. UU No.18 tahun 2004 Undang-undang ini mengakui MHA yang pada kenyataannya
tentang Perkebunan masih ada jika memenuhi karakteristik berikut ini: (a) mereka
adalah masyarakat yang ada dalam bentuk “paguyuban”
(rechtsgemeinschatft); (b) mereka diatur oleh lembaga adat; (c)
mereka memiliki wilayah adat yang jelas; (d) mereka memiliki
lembaga dan instrumen hukum, khususnya sistem peradilan
adat; dan (e) keberadaan mereka dikonfirmasi dengan
peraturan daerah. Dalam hal tanah yang dibutuhkan untuk
perkebunan merupakan hak atas tanah adat MHA yang pada
kenyataannya masih ada sebelum proses pemberian hak atas
tanah kepada suatu badan untuk penggunaan perkebunan,
badan tersebut harus berkonsultasi dengan MHA dan
masyarakat yang memiliki hak atas tanah adat tersebut untuk
menyetujui syarat-srat penyerahannya dan ganti ruginya.
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PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERKAITAN DENGAN MASYARAKAT ADAT

4,

5.

UU No. 32 tahun 2009
tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan
Hidup

UU Desa No. 6 tahun
2014

UU No. 27/2007 tentang
Pengelolaan Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau
Kecil diubah menjadi UU
No.1 tahun 2014

UU No. 23 tahun 2014
tentang Pemerintahan
Daerah

UU No. 11 tahun 2010
tentang Cagar Budaya

Peraturan Menteri
Kehutanan No.
P.39/Menhut-11/2013
tentang Pemberdayaan
Masyarakat Setempat

Undang-Undang ini mengakui MHA sebagai kelompok
masyarakat yang telah menetap dan tinggal selama beberapa
generasi di wilayah geografis tertentu karena keterikatan
mereka dengan daerah asal dari nenek moyang mereka;
hubungan yang kuat dengan lingkungannya; dan karena
adanya sistem nilai yang menentukan lembaga perekonomian,
politik, sosial dan hukum.

Dalam melindungi dan mengelola lingkungan, pemerintah
(pusat, provinsi dan daerah) ditugaskan dan memiliki
wewenang untuk menetapkan kebijakan mengenai prosedur
untuk mengenali keberadaan MHA, kearifan lokal dan hak-hak
MHA dalam kaitannya dengan perlindungan dan pengelolaan
lingkungan.

Undang-undang ini mengakui keberadaan dan hak Masyarakat
Hukum Adat (MHA), asalkan mereka telah diakui dan MHA
dapat memilih untuk berdiam desa-desa adat dengan struktur
kelembagaan dan kewenangannya sendiri walaupun undang-
undang ini kurang mendapat dukungan dari peraturan-
peraturan yang memberi panduan dan mandat kelembagaan
agar Ketentuan tersebut menjadi operasional. Undang-undang
ini memberi izin kepada desa adat untuk melakukan
administrasi publik berbasis adat. Dibandingkan dengan
undang-undang lainnya, undang-undang ini mengadopsi
kriteria opsional dan non-kumulatif untuk pengakuan MHA
dengan adanya wilayah yang menjadi suatu hal yang wajib.

UU No. 27 tahun 2007 mengakui MA, dan UU No.1 tahun 2014
mengubah istilah MA menjadi MHA dengan definisi yang lebih

jelas. Kedua UU tersebut mengakui keberadaan MHA
(sebelumnya disebut MA) asalkan mereka diakui dan
mensyaratkan adanya konsultasi dengan MHA untuk

pengembangan di wilayah pesisir. Undang-undang ini
menetapkan ketentuan khusus mengenai konsultasi publik
untuk pengembangan rencana pengelolaan pesisir. Konsultasi
seperti itu menekankan kebutuhan akan akurasi, transparansi,
dan akses terhadap informasi. Penyelesaian konflik dapat
ditangani melalui cara-cara adat.

Undang-undang ini mengakui keberadaan lembaga adat
dengan memberikan hak atas “pemberdayaan”. Kedua, UU ini
menetapkan bahwa hukum adat merupakan peraturan
tambahan untuk tujuan tertentu seperti pemilihan kepala desa.
Ketiga, UU ini membuat hukum adat menjadi dasar bagi
pengembangan daerah, atau sebagai parameter untuk
mengukur keterpaduan/kekompakan (cohesiveness) sosial.

Undang-undang ini mengakui MHA (Masyarakat Hukum Adat)
sebagai pemilik warisan budaya mereka dan memberi mereka
wewenang untuk mengelolanya. Undang-undang ini
mensyaratkan  dilakukannya observasi/pengamatan dan
pengumpulan data mengenai warisan budaya yang mungkin
terkena dampak dari kegiatan proyek.

Pemberdayaan melalui Kemitraan Kehutanan adalah upaya
untuk meningkatkan kemampuan dan otonomi masyarakat
setempat untuk mendapatkan manfaat dari sumber daya hutan
secara optimal dan setara untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat setempat. Peraturan ini mewajibkan para
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PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERKAITAN DENGAN MASYARAKAT ADAT

Melalui Kemitraan
Kehutanan

pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) untuk melakukan
kemitraan dengan masyarakat berdasarkan  prinsip
kesepakatan bersama, partisipasi, transparansi, dan
kepercayaan. Skema pembagian keuntungan seperti itu dapat
mencakup perkebunan rakyat, kegiatan mata pencaharian,
pelatihan, fasilitasi, dan lain-lain. Namun demikian, agar
masyarakat tersebut dapat terlibat di dalam skema ini, mereka
harus memberikan bukti identifikasi yang sah (KTP, atau surat
keterangan dari kepala desa) dan berada di dalam wilayah
konsesi, menunjukkan adanya ketergantungan pada sumber
daya alam, dan memiliki kapasitas untuk terlibat di dalam
kegiatan produktif dan berkelanjutan.

10.  Peraturan Menteri Peraturan ini berisi prosedur penetapan dan ketentuan
Agraria dan Tata Ruang/  peralihan untuk hak atas tanah komunal dari MHA dan
Kepala Badan masyarakat setempat yang berada di wilayah tertentu.
Pertanahan Nasional No. Peraturan ini menetapkan persyaratan dan kriteria untuk
9 tahun 2015 tentang mengkonfirmasikan hak atas tanah komunal dari MHA dan hak
Tata Cara Penetapan atas tanah masyarakat, menguraikan prosedur dan persyaratan
Hak Komunal Atas Tanah untuk mengajukan hak atas tanah bagi MHA dan masyarakat
Masyarakat Hukum Adat  yang tinggal di wilayah tertentu, identifikasi, verifikasi dan
dan Masyarakat yang pemeriksaan lapangan, serta pelaporan dan penetapan hak
Berada Dalam Kawasan  atas tanah komunal serta persyaratan bagi MHA dan
Tertentu masyarakat di wilayah tertentu untuk mengelola tanah yang hak

atas tanah tersebut telah diberikan.

11. Peraturan Menteri Dalam  Peraturan ini berisi pedoman untuk melindungi kelompok
Negeri No. 52 tahun 2014 masyarakat adat, mulai dari pembentukan komite, tahap
tentang Pedoman pengakuan dan perlindungan, penyelesaian perselisihan,
Pengakuan dan bimbingan dan pengawasan, serta pendanaannya.
Perlindungan Masyarakat
Hukum Adat

106. Tujuan. Tujuan utama dari IPPF ini adalah untuk membantu memastikan bahwa

pembangunan tata guna lahan dan/atau investasi fisik dirancang dan dilaksanakan dengan
cara yang memupuk rasa hormat penuh terhadap identitas, martabat, hak asasi manusia,
sistem mata pencaharian, dan keunikan budaya sebagaimana yang ditentukan sendiri oleh
Masyarakat Adat sehingga memungkinkan mereka (i) untuk menerima manfaat sosial dan
ekonomi yang sesuai secara budaya; (ii) tidak mengalami dampak negatif akibat investasi fisik
dan dapat menyesuaikan diri dengan adanya perubahan yang cepat karena berkembangnya
pariwisata; dan (iii) dapat berpartisipasi secara aktif dalam investasi fisik. IPPF ini melindungi
hak-hak Masyarakat Adat untuk berpartisipasi dan memperoleh manfaat yang sesuai secara
budaya dari investasi fisik secara adil. IPP akan disusun jika suatu sub-proyek memiliki
dampak (positif maupun negatif) terhadap Masyarakat Adat. IPPF ini berlaku untuk investasi
fisik di daerah tujuan wisata yang dibiayai Proyek, terlepas dari sumber pembiayaan.

107. Tujuan khusus dari kerangka kerja ini adalah untuk:

a. Memastikan Masyarakat Adat untuk berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dari
investasi fisik di bawah Komponen 1 dan yang direkomendasikan oleh ITMP, DDP, dan
rencana-rencana sektoral;

b. Mencegah atau meminimalkan dampak negatif terhadap Masyarakat Adat, dan jika
tidak dapat dicegah, mengembangkan dan menerapkan langkah-langkah mitigasi
berdasarkan proses konsultasi atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (FPIC)
yang menghasilkan dukungan luas dari Masyarakat Adat yang terkena dampak;
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c. Memaksimalkan potensi dampak positif dari Proyek IPF di sisi Masyarakat Adat,
berdasarkan proses konsultasi atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (FPIC)
dengan Masyarakat Adat untuk memastikan bahwa desain dan implementasi investasi
fisik memasukkan aspirasi dan kebutuhan Masyarakat Adat.

108. Tidak ada definisi Masyarakat Adat yang dapat diterima secara universal. Pada
berbagai negara, Masyarakat Adat dapat mencakup istilah-istilah seperti “etnis minoritas asli”,
‘penduduk asli (aboriginals)”, “suku pegunungan”, “suku minoritas”, “suku-suku terdaftar
(scheduled tribes)’, atau "kelompok kesukuan." Dalam IPPF ini, istilah “Masyarakat Adat”
digunakan dalam pengertian generik untuk merujuk pada kelompok sosial dan budaya yang

berbeda yang memiliki karakteristik dalam berbagai tingkatan:

a. lIdentifikasi diri sebagai anggota kelompok budaya asli yang berbeda dan pengakuan
identitas ini oleh orang lain;

b. Keterikatan kolektif terhadap habitat yang berbeda secara geografis atau wilayah
leluhur di wilayah investasi fisik dan sumber daya alam di habitat dan wilayah ini;

c. Lembaga budaya, ekonomi, sosial, atau politik adat yang terpisah dari masyarakat dan
budaya kebanyakan;

d. bahasa asli, yang kebanyakan berbeda dengan bahasa resmi negara atau wilayah.

109. lIstilah “Masyarakat Adat” sering dikaitkan dengan “Masyarakat Hukum Adat” (MHA),
atau “Masyarakat Adat” atau “Masyarakat Tradisional” yang merupakan istilah umum yang
digunakan di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia untuk menjelaskan kelompok
masyarakat dengan karakteristik serupa seperti Masyarakat Adat yang disebutkan di atas.
Memastikan apakah kelompok tertentu dianggap sebagai Masyarakat Adat, maka harus
menggunakan kriteria tersebut, dan untuk tujuan IPPF ini, mungkin memerlukan
pertimbangan profesional.

Penapisan dan Kajian Potensi Dampak pada Masyarakat Adat

110. Prosedur dan pengaturan kelembagaan. Komunitas Masyarakat Adat tidak lazim
terdapat di semua lokasi investasi fisik - kemungkinan besar mereka dapat ditemukan di desa-
desa tertentu di kabupaten/kota di provinsi-provinsi tertentu. Tenaga ahli sosial dan budaya
yang ditugaskan ke dalam tim IPP akan menapis keberadaan Masyarakat Adat berdasarkan
pada Studi Penapisan Masyarakat Adat Bank Dunia 2010. Penapisan lebih lanjut akan
dilakukan berdasarkan kriteria Masyarakat Adat yang ditetapkan di dalam IPPF pada ESMF
ini, dan kriteria Masyarakat Hukum Adat/Masyarakat Adat/Masyarakat Tradisional yang
dirangkum dari Peraturan di Indonesia yang relevan dan nilai-nilai setempat. Langkah-langkah
berikut ini akan diambil untuk memastikan bahwa, dimana komunitas Masyarakat Adat berada
dan terkena dampak oleh investasi fisik, investasi tersebut harus memenuhi kebutuhan
khusus mereka.

a. Setelah wilayah untuk investasi ditetapkan, kegiatan penapisan untuk keberadaan
Masyarakat Adat akan dilakukan untuk memverifikasi dan mengonfirmasi keberadaan
Masyarakat Adat sehubungan dengan karakteristik di atas. Untuk dapat melaksanakan
hal tersebut, tenaga ahli pembangunan sosial yang ditugaskan akan berkonsultasi
dengan para ahli, perguruan tinggi, atau LSM setempat yang memiliki pengetahuan
yang baik atau telah melakukan kegiatan berkaitan dengan Masyarakat Adat di
wilayah tersebut dan menggunakan referensi yang tersedia, misalnya Studi
Penyaringan Masyarakat Adat Bank Dunia 2010 dan sumber-sumber lainnya.
Selanjutnya, tenaga ahli pembangunan sosial yang ditugaskan akan berkonsultasi
dengan masyarakat yang bersangkutan dan masyarakat di sekitarnya untuk
memastikan bahwa Masyarakat Adat berada di daerah tersebut.

b. Bila keberadaan Masyarakat Adat sudah dikonfirmasi dan mereka akan menjadi
bagian dari atau terkena dampak oleh investasi fisik, tenaga ahli pembangunan sosial
yang ditugaskan akan melakukan kajian sosial (SA - social assessment), berdasarkan
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proses konsultasi atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (FPIC, lihat Lampiran 6
untuk rinciannya) dengan Masyarakat Adat yang terkena dampak yang akan
menghasilkan dukungan luas dari Masyarakat Adat. Format dan isi SA ini disampaikan
di dalam Lampiran 7 dari ESMF ini. Potensi dampak negatif dan positif dari investasi
fisik akan diidentifikasi selama penyusunan SA.

c. IPP akan disusun berdasarkan IPPF ini dalam hal investasi fisik memberi dampak
(positif dan/atau negatif) kepada Masyarakat Adat. Apabila Masyarakat Adat adalah
penerima manfaat dari investasi fisik, perancangan dan pelaksanaan investasi fisik
akan mengakomodasi aspirasi dan kebutuhan Masyarakat Adat. Dalam hal ini, prinsip
FPIC dan partisipasi akan berlaku. Format dan isi IPP disediakan di IPPF ini
disampaikan di dalam Lampiran 8 dari ESMF ini.

d. Untuk wilayah di mana keberadaan Masyarakat Adat teridentifikasi, BPIW akan
menunjuk tenaga ahli pembangunan sosial yang memiliki pengalaman dalam bekerja
dengan atau berada bersama-sama Masyarakat Adat. Tenaga ahli ini akan membantu
BPIW untuk mengatur pelatihan, jika diperlukan, untuk konsultan yang terkait yang
menyusun dokumen perencanaan mengenai bagaimana bekerja dengan Masyarakat
Adat dengan cara yang bermakna untuk mengidentifikasi mekanisme partisipasi efektif
melalui konsultasi atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (FPIC), dan untuk
menjawab tantangan khusus dalam bekerja dengan kelompok seperti itu, misainya,
bagaimana menghadapi kelompok yang mungkin berkonflik dengan kelompok
masyarakat lain yang lebih besar, dll.

e. Karena konsultan akan sejauh mungkin diperkerjakan secara lokal, mereka
diharapkan untuk mengenal kelompok tersebut. Perekrutan akan dilakukan dengan
preferensi bagi masyarakat setempat dengan keterampilan dan kualifikasi yang sesuai
dengan investasi fisik.

f. Bila keberadaan Masyarakat Adat teridentifikasi, upaya akan dilakukan untuk
memastikan setidaknya satu Kader Komunitas berasal dari kelompok tersebut dan
dapat berkomunikasi dengan mudah dengan kelompok tersebut.

g. Apabila Masyarakat Adat berbicara bahasa yang berbeda dari Bahasa Indonesia,
fasilitasi dan sosialisasi akan dilakukan di dalam bahasa yang mudah dimengerti oleh
masyarakat ini. Brosur dan dokumen yang berkaitan akan diterjemahkan ke dalam
bahasa yang sesuai. Akan dibuatkan alokasi di dalam anggaran investasi fisik untuk
memungkinkan dilakukannya penerjemahan tambahan untuk dokumen yang terkait.

h. Semua hal tersebut di atas bertujuan untuk memastikan bahwa Masyarakat Adat
berpartisipasi sepenuhnya dalam investasi fisik dengan konsultasi atas dasar
informasi di awal tanpa paksaan (FPIC), mengetahui hak dan tanggung jawab mereka,
dan dapat menyuarakan kebutuhan mereka selama dilakukannya kajian sosial dan di
dalam perumusan IPP. Tenaga ahli Pembangunan Sosial Bank Dunia dapat diajak
berkonsultasi untuk memastikan bahwa langkah-langkah di atas dilaksanakan dan
didokumentasikan dengan baik selama pelaksanaan investasi fisik.

111. Instansi/lembaga pelaksana investasifisik, dengan bantuan Tenaga Ahli Pembangunan
Sosial, akan menilai apakah investasi fisik akan memengaruhi Masyarakat Adat yang
teridentifikasi atau tidak. Kajian Sosial perlu disiapkan dengan memetakan karakteristik
Masyarakat Adat dan dengan menilai potensi dampak serta aspirasi dan kebutuhan
Masyarakat Adat. Tenaga Ahli Pembangunan Sosial tersebut akan bertanggung jawab untuk
menyusun IPP jika investasi fisik yang diajukan memberi dampak kepada Masyarakat Adat.
Apabila Masyarakat Adat adalah satu-satunya penerima manfaat utama dari investasi fisik
yang diajukan, maka IPP tidak diperlukan; sebagai gantinya, semua aspirasi dan kebutuhan
Masyarakat Adat adalah bagian dari desain investasi fisik tersebut.

Menyiapkan Kajian Sosial dan Rencana bagi Masyarakat Adat (IPP - Indigenous
Peoples Plan)

112. Tenaga Ahli Pembangunan Sosial akan melakukan penapisan dampak (baik positif
maupun negatif) yang mungkin disebabkan oleh investasi fisik untuk menentukan tindakan
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yang harus dilakukan dan instrumen pengelolaan yang harus disiapkan. Untuk investasi fisik
yang memberi dampak kepada Masyarakat Adat (baik secara positif atau negatif), IPP akan
disusun sesuai dengan IPPF (Indigenous Peoples Planning Framework - Kerangka
Perencanaan Masyarakat Adat). Ruang lingkup dan isi IPP akan proporsional dengan
investasi fisik dan dampaknya. IPP disusun dengan partisipasi masyarakat yang terkena
dampak melalui proses penilaian sosial dan proses konsultasi atas dasar informasi di awal
tanpa paksaan (FPIC), dan menunjukkan dukungan luas terhadap investasi fisik dan IPP
(panduan untuk menyiapkan Penilaian Sosial dan IPP masing-masing disampaikan pada
Lampiran 7 dan 8). Jika semua penerima manfaat investasi fisik adalah Masyarakat Adat, IPP
tidak diperlukan. Dalam hal ini, unsur IPP akan dimasukkan ke dalam desain investasi fisik.

Konsultasi dan Kajian Sosial untuk ITMP dan Rencana/Studi Sektoral

113. BPIW akan melakukan konsultasi publik atas KA untuk ITMP (ini telah dilakukan —
lihat Bagian Konsultasi Publik) dan BPIW, dengan dukungan dari konsultan ITMP, akan
melakukan konsultasi atas Draf ITMP di tingkat pusat, dan di tiga daerah tujuan wisata (Toba,
Borobudur-Yogyakarta-Prambanan, dan — jika pemerintah memutuskannya — dapat
melakukan hal yang sama untuk daerah-daerah tujuan wisata yang lain nantinya jika
penyusunan ITMP diperluas ke daerah-daerah tujuan wisata lainnya. Jejaring dari Masyarakat
Adat seperti AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara), perguruan tinggi setempat,
perwakilan dari masyarakat adat, juga LSM yang berminat dan memiliki pengalaman bekerja
dengan MA akan diundang ke konsultasi publik, kecuali di destinasi Borobudur dimana tidak
ada MA teridentifikasi. Sebelum konsultasi, draf KA dari ITMP dan draf ITMP dalam dua versi
Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia akan dilampirkan bersamaan dengan undangan
(melalui situs web atau materi tercetak), termasuk pada keempat kelompok pemangku
kepentingan tersebut. Konsultasi tindak lanjut secara eksklusif dengan kelompok yang lebih
kecil dari keempat pemangku kepentingan atau dengan kelompok MA (Diskusi Kelompok
Terfokus) akan dilakukan apabila diperlukan dan diputuskan pada konsultasi publik
sebelumnya. Tim konsultan ITMP akan memfasilitasi konsultasi publik dan diskusi kelompok
terfokus. Bila diperlukan, BPIW akan menugaskan fasilitator setempat yang memahami MA
serta permasalahan terkait untuk memfasilitasi konsultasi kelompok.

114. Sesuai dengan kebutuhan, sebagai tambahan dari hal di atas, konsultasi dengan MA
yang berpotensi terkena dampak juga akan dilakukan oleh tim konsultan ITMP pada saat
persiapan dari draf ITMP (termasuk DDP), terutama saat pengembangan informasi awal,
mengidentifikasi dan mengkaji potensi dampak dari tiga skenario pembangunan, dalam
mengembangkan pembangunan tata guna lahan/investasi fisik yang diusulkan dengan
potensi dampak, dan pengembangan skema bila rencana pembangunan yang diusulkan
melibatkan pengembangan komersial dari sumber daya budaya dan pengetahuan/kearifan
dari MA atau pembatasan penggunaan sumber daya alam. Konsultasi tersebut harus
dilaksanakan berdasarkan konsultasi dengan informasi di awal tanpa paksaan (FPIC) yang
mengarah pada luasnya dukungan dari masyarakat atas skenario dan mengarah pada
kesepakatan untuk memanfaatkan sumber daya MA sebelum usulan pembangunan
direkomendasikan di dalam ITMP. Konsultasi akan dilaksanakan dengan sedikit tidak resmi
melalui diskusi kelompok terfokus, inklusif (gender, antar-generasi, kelompok rentan) dan
dengan dialog dua arah antara tim konsultan ITMP dengan kelompok MA terdampak. Bila
diperlukan, tim konsultan mungkin dapat menggunakan fasilitator setempat yang dapat
berbicara bahasa daerah setempat dan mengerti praktik budaya MA untuk memfasilitasi
konsultasi.

115. Konsultan ITMP akan mencatat seluruh konsultasi dan masukan yang relevan, saran
dan keprihatinan, juga kesepakatan dari MA yang dikonsultasikan dan mereka seharusnya
menjadi bagian dari pertimbangan dalam mengembangkan ketiga skenario pembangunan,
DDP dan menggunakan aset budaya dan alam dari MA dalam pembangunan pariwisata
seperti diidentifikasi pada ITMP (termasuk DDP). Konsultan ITMP akan menganalisis
kerentanan relatif dari, dan risiko bagi komunitas MA yang terkena dampak dengan
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memperhatikan keadaan dan kedekatan mereka pada tanah dan sumber daya alam, juga
kurangnya akses mereka terhadap kesempatan dibandingkan secara relatif dengan kelompok
sosial lainnya di dalam masyarakat atau destinasi wisata dimana mereka berada.
Dokumentasi dari hasil konsultasi dengan MA akan dilampirkan dalam ITMP.

116. Konsultasi dari KA untuk ITMP. Pada saat konsultasi dari KA untuk ITMP, BPIW
menjelaskan pada peserta terkait tujuan, cakupan, metodologi, proses dan keluaran yang
diharapkan dari ITMP (termasuk DDP). Dan tambahan isu lainnya, BPIW akan menjelaskan
rencana dimana MA akan diajak konsultasi dan diperhatikan di dalam proses pengembangan
ITMP dan penyusunan rencana skenario terpilih, serta dalam penjelasan rencana tata guna
tanah/investasi fisik yang direkomendasikan. Akan dilakukan setidaknya tiga kegiatan yang
membutuhkan konsultasi yang berarti dengan MA, yaitu: data dasar/ informasi awal terkait
kehadiran/karakteristik MA, identifikasi potensi dampak lingkungan dan sosial terhadap MA
pada tiga skenario pembangunan dalam ITMP dan rencana tata guna lahan/investasi fisik
dalam DDP, dan rencana konsultasi pada saat persiapan dari ITMP. Di dalam konsultasi,
BPIW akan mengundang peserta untuk memberikan informasi atau saran pada daerah atau
MA yang menjadi fokus untuk bekerja dengan isu sensitif yang membutuhkan perhatian
khusus selama penyusunan ITMP.

117.  Konsultasi dari Draf ITMP. Saat konsultasi publik dan konsultasi kelompok terfokus
(seperlunya) dari Draf ITMP (termasuk DDP) dengan mencakup isu MA, saran dan
keprihatinan yang dikumpulkan pada saat konsultasi KA untuk ITMP dan selama proses
persiapan ITMP. BPIW/Tim konsultan ITMP akan melakukan verifikasi dan konfirmasi dengan
pemangku kepentingan/peserta bahwa tiga skenario pembangunan yang diusulkan, juga
salah satu yang terpilih telah mempertimbangkan saran, keprihatinan dan dukungan luas dari
MA dalam pembangunan tata guna lahan/ investasi fisik dan alternatif langkah-langkah
mitigasi untuk mengatasi potensi dampak lingkungan dan sosial yang telah diperoleh pada
konsultasi sebelumnya.

118. Sebagairingkasan, untuk memastikan bahwa ITMP dan (DDP) dan Rencana Sektoral
dan dukungan pada penyusunan investasi mempertimbangkan dengan hati-hati langkah-
langkah utama dimana BPIW (dengan bantuan dari Tim Konsultan Dukungan Pengelolaan
Proyek) dan konsultan ITMP, terkait MA harus melaksanakan:

¢ Konsultasi yang berarti, partisipatif, inklusif, dan diterima secara budaya dengan
komunitas MA yang teridentifikasi akan terkena dampak saat persiapan dari rencana
dengan konsultasi berdasarkan informasi di awal dan tanpa paksaan yang mengarah
pada dukungan masyarakat luas pada rencana tersebut;

o Melibatkan fasilitator, LSM dan/atau perguruan tinggi lokal yang memiliki pengalaman
dalam bekerja dengan komunitas MA, dapat berbicara bahasa daerah dan mengerti
praktik adat istiadat komunitas MA;

e Memberikan informasi dengan sangat rinci kepada komunitas MA terkait proses dan
keluaran yang diharapkan (pembangunan tata guna lahan dan investasi fisik, serta
pemanfaatan aset budaya MA, nilai dan kearifan atas MA) dari rencana dan potensi
dampak positif maupun negatif sedini mungkin sebelum konsultasi;

o Jalin dukungan yang luas dari komunitas MA melalui proses perumusan keputusan
secara partisipatif, dan konfirmasi kembali dukungan mereka atau kesepakatan pada
saat proses dari rencana pembangunan;

¢ Dokumentasikan proses FPIC, hasil dan kesepakatan (atau ketidaksepakatan) melalui
konsultasi dengan informasi di awal tanpa paksaan dan masukkan laporan ini ke
dalam Kajian Sosial dan IPP;

¢ Ungkapkan Kajian Sosial dan IPP di lokasi setempat untuk memberikan kesempatan
bagi komunitas MA peduli terhadap proses dan hasil dimana mereka telah ikut terlibat;

e Gunakan instrumen/media (seperti brosur dalam bahasa daerah dengan
menggunakan gambar) yang mudah dimengerti oleh komunitas MA untuk konsultasi.
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Kajian Sosial untuk Investasi Fisik yang Direkomendasikan oleh ITMP, DDP, dan
Rencana Sektoral

119. Keberadaan Masyarakat Adat di lokasi investasi fisik mengharuskan instansi/ lembaga
untuk melakukan Kajian Sosial untuk mengevaluasi potensi dampak dari investasi fisik yang
positif dan negatif terhadap Masyarakat Adat, dan untuk memeriksa alternatif investasi fisik di
mana dampak negatifnya mungkin signifikan. Kajian Sosial dimulai dengan meninjau
kerangka hukum dan kelembagaan yang menjelaskan keterlibatan Masyarakat Adat dalam
konteks investasifisik. Penilaian tersebut akan menghasilkan informasi dasar yang diperlukan
mengenai karakteristik demografi, sosial, budaya, dan politik Masyarakat Adat yang terkena
dampak serta juga tanah dan wilayah yang secara tradisional dimiliki atau biasa digunakan
atau tempat tinggal dan sumber daya alam yang mereka andalkan. Kajian sosial harus
menggunakan alat Kajian Pedesaan Partisipatif seperti pemetaan partisipatif, kecenderungan
secara historis, pernyataan lisan, dan lain-lain, bersamaan dengan konsultasi atas dasar
informasi di awal tanpa paksaan (FPIC) untuk identifikasi pemangku kepentingan dalam
menyusun proses yang sesuai dengan budaya dan sensitif terhadap gender untuk konsultasi
yang bermakna dengan Masyarakat Adat di setiap tahap persiapan dan pelaksanaan investasi
fisik. Metode pengumpulan data harus memperhatikan norma budaya yang sesuai.

120. Potensi dampak positif dan negatif dari investasi fisik harus diidentifikasi melalui
proses konsultasi atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (FPIC) dengan Masyarakat Adat
yang terkena dampak. Dalam menilai dampak ini, Masyarakat Adat akan dilibatkan dalam
kegiatan Pemetaan Partisipatif dalam proses konsultasi atas dasar informasi di awal tanpa
paksaan (FPIC) untuk mengidentifikasi lokasi investasi fisik dan potensi dampaknya. Hasil
kegiatan akan dipresentasikan dalam sebuah rapat pleno di mana para peserta dapat secara
terbuka menyampaikan pendapatnya mengenai pro dan kontra dari materi pembahasan dan
menghasilkan konsensus mengenai kemungkinan tindakan mitigasi yang harus diadopsi oleh
investasi fisik. Analisis yang sensitif gender terhadap kerentanan Masyarakat Adat dan risiko
yang disebabkan oleh investasi fisik dibandingkan dengan kelompok lain (Masyarakat Adat
dan non-Masyarakat Adat) akan menjadi fokus utama kajian. Proses ini melibatkan para istri,
wanita yang belum menikah, dan anak-anak dalam mengidentifikasi potensi risiko dan
manfaat yang terkait dengan investasi fisik. Di beberapa komunitas Masyarakat Adat, sektor
ini sering terpinggirkan dan peran mereka terbatas pada pekerjaan rumah tangga. Akibatnya,
penilaian tersebut pada akhirnya akan mengidentifikasi dan merekomendasikan tindakan
yang diperlukan untuk menghindari dampak negatif dan meningkatkan atau memaksimalkan
dampak positif. Jika penghindaran tidak memungkinkan, kegiatan mitigasi atau kegiatan
alternatif harus dikembangkan bersama Masyarakat Adat melalui proses konsultasi atas dasar
informasi di awal tanpa paksaan (FPIC) yang bermakna, untuk memastikan bahwa
Masyarakat Adat mendapatkan manfaat yang sesuai secara budaya terkait dengan investasi
fisik. Garis besar yang disarankan untuk Kajian Sosial disajikan pada Lampiran 7.

121. Bila pencegahan tidak memungkinkan, instansi/lembaga akan meminimalkan,
mengurangi, atau memberi ganti rugi dampak ini secara budaya dan berdasarkan pada Kajian
Sosial melakukan penyusunan IPP. Tindakan yang diusulkan oleh instansi/lembaga akan
dikembangkan dengan proses konsultasi atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (FPIC)
dengan Masyarakat Adat yang terkena dampak dan tercantum di dalam rencana IPP yang
terikat jangka waktu, atau rencana pengembangan masyarakat yang lebih luas.

Pengungkapan informasi, konsultasi, dan partisipasi terinformasi

122. Instansi/lembaga yang mengajukan investasi fisik akan menjalin hubungan yang
berkesinambungan dengan Masyarakat Adat yang terkena dampak sedini mungkin dalam
perencanaan investasi fisik dan selama masa investasi fisik. Dalam investasi fisik dimana
Masyarakat Adat berada dan terdampak, proses konsultasi akan memastikan adanya proses
konsultasi atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (FPIC) untuk mendapatkan dukungan
masyarakat luas untuk investasi fisik yang diusulkan dan memfasilitasi partisipasi mereka
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mengenai hal-hal yang mempengaruhi mereka secara langsung, seperti isu langkah-langkah
mitigasi yang diusulkan, pembagian manfaat dan peluang pembangunan, dan pelaksanaan.
Proses keterlibatan masyarakat akan sesuai secara budaya dan sepadan dengan risiko dan
potensi dampaknya terhadap Masyarakat Adat. Secara khusus, prosesnya akan mencakup
langkah-langkah berikut ini:
= Melibatkan badan perwakilan Masyarakat Adat (misalnya antara lain dewan
tetua adat atau dewan desa)
= Terimalah baik wanita maupun pria dan berbagai kelompok umur dengan cara
yang sesuai budayanya
= Sediakan waktu yang cukup untuk proses pengambilan keputusan kolektif
Masyarakat Adat
= Memfasilitasi aspirasi Masyarakat Adat tentang pandangan, kepedulian, dan
usulan mereka dalam bahasa pilihan mereka sendiri, tanpa adanya manipulasi,
gangguan, atau paksaan dari pihak luar, dan tanpa intimidasi.
= Memastikan bahwa mekanisme penyelesaian pengaduan yang ditetapkan untuk
investasi fisik, sesuai secara budaya dan dapat diakses oleh Masyarakat Adat.

BPIW akan memastikan bahwa instansi/lembaga tersebut menyediakan IPP bagi Masyarakat
Adat yang terkena dampak dalam bentuk, cara, dan bahasa yang sesuai sebelum
pelaksanaan penilaian investasi fisik.

123. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan. BPIW akan memiliki sistem penanganan
keluhan yang memungkinkan masyarakat dan Masyarakat Adat mengajukan keluhan,
menyampaikan masalah, dan/atau menyampaikan aspirasinya mengenai investasi fisik (lebih
rinci di Bab 7). BPIW juga akan mensyaratkan instansi/lembaga pelaksana investasi fisik
untuk membuka saluran bagi penanganan keluhan yang dapat diakses dengan mudah oleh
MA yang terkena dampak (dan masyarakat umum). Dapat juga memanfaatkan sistem
penanganan keluhan yang sudah ada apabila berfungsi dengan baik, atau meningkatkannya
agar berfungsi dengan baik. Instansi/lembaga juga dapat mencari bantuan dari LSM atau
perguruan tinggi setempat yang dipercaya oleh komunitas MA untuk memperoleh dan
verifikasi keluhan. Setiap keluhan harus diatasi dengan cepat atau dengan tenggat waktu
yang ditentukan. Penyelesaian langsung di tempat, apabila memungkinkan, sangat
dianjurkan. Seluruh keluhan dan penyelesaiannya harus didokumentasikan oleh
instansi/lembaga, termasuk: tanggal, jenis keluhan, jenis penyelesaian, bagian yang
menangani, keluhan yang tidak terselesaikan dan alasannya. Apabila keluhan melibatkan
komunitas MA yang luas, pilihan untuk penyelesaian harus didiskusikan dengan mereka
melalui dialog partisipatif yang berarti.

124. Pengungkapan. Draf IPP termasuk juga Kajian Sosial akan diungkapkan oleh
instansi/lembaga di masing-masing lokasi tempat investasi fisik di mana Masyarakat Adat
terkena dampak sebelum konsultasi, dan jika perlu, dokumen tersebut akan disusun dalam
bahasa Masyarakat Adat. Juga akan diunggah di situs jaringan instansi/lembaga. IPP juga
akan disampaikan melalui situs jaringan BPIW. IPP yang sudah diperbaiki/akhir akan
diungkap di media yang sama seperti juga halnya draf IPP.

Manfaat pembangunan

125. Instansi/lembaga akan berusaha untuk mengidentifikasi, melalui proses konsultasi
atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (FPIC) dari Masyarakat Adat yang terkena
dampak, peluang untuk mendapatkan manfaat pembangunan yang sesuai secara budaya.
Kesempatan semacam itu haruslah sepadan dengan tingkat dampak dari investasi fisik,
dengan tujuan memperbaiki standar kehidupan dan mata pencaharian mereka dengan cara
yang sesuai budaya, dan untuk mendorong keberlanjutan jangka panjang sumber daya alam
yang mereka andalkan.
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Persyaratan khusus

126. Karena Masyarakat Adat mungkin sangat rentan terhadap kondisi investasi fisik
sebagaimana dijelaskan di bawah ini, persyaratan berikut juga akan berlaku dalam
kondisi yang ditunjukkan, disamping persyaratan umum di atas. Bila salah satu
Persyaratan Khusus ini berlaku, instansi/lembaga akan mempertahankan keberadaan
tenaga ahli eksternal yang berkualitas dan berpengalaman untuk membantu dalam
melakukan Kajian Sosial.

Dampak pada tanah tradisional atau tanah adat yang sedang dipergunakan

127. Masyarakat Adat seringkali terkait erat dengan tanah adat mereka dan sumber daya
alam di tanah tersebut. Meskipun tanah tersebut mungkin kepemilikannya tidak legal/diakui
sesuai dengan hukum nasional, penggunaan tanah ini, termasuk penggunaan musiman atau
terkait siklus alam, oleh Masyarakat Adat untuk mata pencaharian mereka, atau untuk tujuan
budaya, upacara, atau spiritual yang menentukan identitas dan komunitas mereka, harus
didokumentasikan. Instansi/lembaga akan mengikuti proses yang diuraikan pada paragraf di
bawah ini dan pada bagian Kajian Sosial di atas apabila tanah tradisional atau tanah adat
sedang digunakan.

128. Jika instansi/lembaga tersebut mengusulkan investasi fisik pada lokasi yang diusulkan,
dimana terdapat sumber daya alam atau terdapat sumber daya alam yang secara komersial
dibangun di dalam lokasi tersebut, atau berupa tanah adat yang sedang dipergunakan, dan
mengembangkan sumbar daya budaya dan kearifan dari MA, dan diperkirakan akan
berdampak pada mata pencaharian, atau budaya, upacara adat, atau spiritual yang
menentukan identitas dan komunitas Masyarakat Adat, instansi/lembaga tersebut akan
menghormati penggunaannya dengan melakukan langkah-langkah berikut ini:
¢ Instansi/lembaga akan mendokumentasikan upayanya untuk menghindarinya atau
setidaknya meminimalkan ukuran lahan yang diusulkan untuk investasi fisik
o Penggunaan lahan Masyarakat Adat akan didokumentasikan oleh para ahli yang
bekerja sama dengan komunitas Masyarakat Adat yang terkena dampak tanpa
mengurangi gugatan Masyarakat Adat atas hak kepemilikan lahannya
o Komunitas Masyarakat Adat yang terkena dampak akan diberi tahu tentang hak
mereka sehubungan dengan tanah tersebut berdasarkan undang-undang
nasional, termasuk undang-undang nasional yang mengakui hak atau
penggunaan adat
¢ Instansi/lembaga akan menawarkan kompensasi kepada Masyarakat Adat yang
terkena dampak dan melakukan proses hukum yang ada bagi mereka yang
memiliki hak hukum penuh atas tanah tersebut dalam hal pembangunan komersial
di tanah mereka berdasarkan undang-undang nasional, bersamaan dengan
peluang pembangunan yang sesuai secara budaya; ganti rugi berupa lahan
pengganti atau ganti rugi dalam bentuk natura akan ditawarkan sebagai pengganti
kompensasi tunai jika memungkinkan
e Pemrakarsa investasi fisik akan melakukan proses konsultasi atas dasar informasi
di awal tanpa paksaan (FPIC) dengan Masyarakat Adat yang terkena dampak, dan
mendokumentasikan partisipasi terinformasi mereka dan hasil konsultasi yang
mencerminkan dukungan luas dari Masyarakat Adat mengenai investasi fisik yang
diajukan.
e Setiap investasi fisik yang melibatkan pembangunan komersial dari sumber daya
budaya dan kearifan MA diharuskan untuk memperoleh kesepakatan sebelumnya
atas pembangunan tersebut.

Pemindahan Penduduk Asli/Masyarakat Adat dari tanah adat

129. Instansi/lembaga yang mengajukan investasi fisik akan mempertimbangkan alternatif
investasi fisik yang layak untuk menghindari pemindahan Masyarakat Adat dari tanah
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tradisional atau adat yang telah digunakan secara komunal yang sedang dipergunakan. Jika
pemindahan tidak dapat dihindari, instansi/lembaga tidak akan melanjutkan investasi fisik
kecuali telah melakukan negosiasi dengan itikad baik dengan Masyarakat Adat yang terkena
dampak, dan mendokumentasikan partisipasi terinformasi mereka dan keberhasilan negosiasi
yang dilakukan. Pemindahan tidak akan dilakukan tanpa mendapat dukungan luas dari
masyarakat adat yang terkena dampak sebagai bagian dari proses FPIC (proses konsultasi
atas dasar informasi di awal tanpa paksaan). LARAP akan disusun sesuai dengan
persyaratan yang ditentukan dalam LARPF, dan akan selaras dengan preferensi budaya
Masyarakat Adat. Bila memungkinkan, instansi/lembaga harus menyediakan strategi
pemukiman kembali berbasis lahan untuk Masyarakat Adat yang dipindahkan. Masyarakat
Adat yang dipindahkan harus bisa kembali ke tanah adat mereka, jika alasan bagi
pemindahan mereka sudah tidak ada lagi.

Sumber daya budaya

130. Jika investasi fisik mengusulkan untuk menggunakan sumber daya budaya,
pengetahuan, inovasi, atau praktik Masyarakat Adat untuk tujuan komersial, instansi/lembaga
tersebut akan menyampaikan informasi kepada Masyarakat Adat tentang: (i) hak mereka
berdasarkan hukum nasional; (ii) lingkup dan sifat pembangunan komersial yang diusulkan;
dan (iii) potensi akibat dari pembangunan tersebut. Instansi/lembaga tidak akan melanjutkan
pembangunan komersial tersebut kecuali: (i) telah melakukan negosiasi dengan itikad baik
dengan Masyarakat Adat yang terkena dampak; (li) mendokumentasikan partisipasi
terinformasi mereka dan keberhasilan negosiasi yang dilakukan; dan (iii) memberikan
pembagian manfaat yang adil dan merata dari komersialisasi pengetahuan, inovasi, atau
praktik semacam itu, sesuai dengan adat dan tradisi mereka.

Tinjauan, persetujuan dan pelaksanaan IPP

131. Berdasarkan penyaringan yang dilakukan oleh BPIW (dengan bantuan konsultan)
mengenai kemungkinan keberadaan Masyarakat Adat di, atau yang memiliki keterikatan
kolektif terhadap, lokasi investasi fisik dan wilayah pengaruhnya, instansi/lembaga akan
diberitahu tentang kebutuhan untuk menyusun IPP. Penyusunan IPP akan mengacu pada
IPPF ini.

132. BPIW akan meninjau draf IPP dan memberikan masukan, jika ada perubahan. BPIW
akan menyerahkan kepada Bank Dunia draf perubahan IPP untuk ditinjau dan disetujui
sebelum melakukan penilaian investasi fisik untuk pembiayaan.

133. Instansi/lLembaga dan konsultan mereka harus memasukkan unsur-unsur IPP ke
dalam Studi Kelayakan, Desain Rekayasa Terperinci, dan pelaksanaan investasi fisik. Biaya
yang dikeluarkan oleh pelaksanaan IPP akan menjadi bagian dari biaya investasi fisik.

134. BPIW akan memantau kemajuan pelaksanaan IPP yang disetujui dan menyusun
laporan dua tahunan, yang menjelaskan kemajuan pelaksanaan IPP yang disetujui, dan
mengevaluasi apakah kegiatan yang dimaksud telah mencapai tujuan dengan indikator
kinerja dan jangka waktu yang jelas sebagaimana ditetapkan dalam IPP. Laporan dua tahunan
tersebut harus mencakup catatan tentang keluhan yang diterima dan ditindaklanjuti, dan sisa
masalah yang belum terselesaikan. Laporan dua tahunan tersebut juga akan melaporkan
pelaksanaan kegiatan yang perlu dilakukan oleh kontraktor selama masa konstruksi. Laporan
dua tahunan tersebut akan dibagikan kepada Tim Teknis dan Bank Dunia.

Pemantauan dan Evaluasi

135. BPIW akan memantau dan mengevaluasi instansi/lembaga yang melaksanakan
investasi fisik dalam mempersiapkan dan melaksanakan IPP (termasuk Kajian Sosial) untuk
memastikan bahwa IPPF dalam ESMF ini diterapkan secara konsisten. Pada saat yang
bersamaan, BPIW akan memberikan masukan kepada instansi/lembaga dalam persiapan dan
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pelaksanaan IPP. Pemantauan dan evaluasi akan fokus pada bagaimana instansi/lembaga
sudah terlibat pada FPIC yang mengarah pada dukungan masyarakat luas dan kesepakatan,
kajian sosial, mata pencaharian, dan keberlanjutan dari budaya dan nilai MA, serta
pengungkapan dan sistem GRM berfungsi. Pada kasus dimana kearifan tradisional dan
sumber daya alam MA digunakan secara komersial untuk pembangunan pariwisata,
pemantauan dan evaluasi juga akan fokus pada proses dan hasil dari kesepakatan antara
instansi/lembaga dan komunitas MA, dan apakah komunitas MA memperoleh kompensasi
yang adil dan/atau manfaat dari pemanfaatan komersial tersebut. Instansi/lembaga mungkin
membutuhkan bantuan dari organisasi MA seperti AMAN dan perguruan tinggi setempat atau
tenaga ahli untuk menyiapkan dan melaksanakan IPP.

136. BPIW akan mensyaratkan instansi/lembaga untuk menyiapkan dan melaksanakan
aksi pembetulan bila terjadi kasus yang berdasarkan evaluasi, dan tidak memenuhi ketentuan
dan kesepakatan yang termaktub di dalam IPP. Rencana aksi pembetulan akan
dikembangkan melalui FPIC dengan dukungan luas dan kesepakatan dari komunitas MA yang
terdampak.

5.4 KETENTUAN TENTANG PENGAMANAN DI DALAM
RENCANA PEMBANGUNAN PARIWISATA TERPADU

54.1 Pengumpulan Data Dasar

137. Proses memasukkan ketentuan pengamanan di ITMP dimulai dengan pengumpulan
dan pemetaan data dasar, antara lain:

¢ Penggunaan lahan yang ada dan perencanaan penggunaan lahan yang disediakan
oleh rencana tata ruang dan kesenjangan antara kedua hal tersebut.

e Pola pengembangan tata ruang, terutama pola pertumbuhan dan tren perkotaan,
semi perkotaan, dan perdesaan.

e Merencanakan inisiatif pembangunan baru yang terkait dengan pembangunan
ekonomi.

¢ Akomodasi wisata, obyek wisata dan nilai lingkungan, budaya atau sosial, wilayah
dan fasilitas rekreasi, termasuk investasi baru yang direncanakan.

o Kepemilikan lahan (termasuk warisan persoalan tanah — berdasar pada LARPF
paragraf 843-876) dengan penekanan khusus pada kawasan wisata utama dan
lokasi pembangunan yang strategis.

e Topografi, vegetasi, dan hidrologi.

e Area kawasan lindung, habitat, badan air, sawah beririgasi, daerah bencana alam,
dll.

o Kondisi kesehatan lingkungan - kualitas air dan udara, kebersihan, timbulnya
penyakit yang disebabkan oleh air dan vektor (malaria, demam berdarah, dll.), dan
bahaya kesehatan, keamanan dan keselamatan lainnya, dll.

¢ Kawasan yang memiliki makna budaya - historis, religius, pemandangan, situs
arkeologi, jalur bersejarah.

o Habitat masyarakat adat dan lahan adat

5.4.2 Penetapan Peluang dan Hambatan Pembangunan

138. Para perencana ITMP akan menafsirkan data dasar untuk mengembangkan peta
peluang dan hambatan bagi pembangunan yang ramah lingkungan dan sosial dan untuk
berbagai jenis fasilitas pariwisata dan infrastruktur pendukung. Peta tersebut dapat
menampilkan zona “larangan pembangunan”, zona yang hanya sesuai untuk jenis
pembangunan tertentu saja, zona dengan sedikit atau tidak ada batasan pada jenis
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pembangunan, dan zona yang sangat menguntungkan seperti misalnya lokasi untuk
infrastruktur pengelolaan limbah. Kebijakan pengamanan Bank Dunia akan diperhatikan
dalam tugas ini. Unsur-unsur kebijakan yang memberi panduan bagi pembangunan untuk
menciptakan hasil yang positif akan memberi informasi bagi proses identifikasi peluang, dan
larangan serta batasan yang disampaikan dalam beberapa kebijakan akan menjadi bagian
dari hambatan. Kebijakan yang berlaku pada tahap perencanaan ini adalah:

OP 4.01 Kajian Lingkungan - untuk memberikan informasi kepada para pengambil
keputusan bagi pembangunan berkelanjutan, dan pendekatan mitigasinya adalah
melalui hierarki pengelolaan dampak, dari, dengan preferensi yang menurun:
mencegah, meminimalkan, mengurangi, memberi ganti rugi.

OP 4.04 Habitat Alami - untuk menjaga keanekaragaman hayati, melalui pembatasan
pengalihan fungsi atau kerusakan habitat sensitif dan alami, dan preferensi untuk
menempatkan pembangunan infrastruktur pada lahan yang telah dialih-fungsikan.
OP 4.36 Hutan — untuk mempertahankan potensi dari hutan secara berkelanjutan,
mengintegrasikan hutan ke dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan secara
efektif, dan melindungi jasa lingkungan dan nilai dari hutan yang penting baik lokal
maupun global.

OP 4.10 Masyarakat Adat untuk, antara lain, menghindari atau meminimalkan dampak
negatif terhadap masyarakat adat, termasuk pemukiman kembali dan proses
konsultasi atas dasar informasi di awal tanpa paksaan dan konsultasi terinformasi
mengenai dan dukungan masyarakat luas untuk proyek yang akan memberi dampak
kepada mereka.

OP 4.11 Sumber Daya Benda Cagar Budaya yang bertujuan untuk melindungi temuan
kekayaan budaya yang sudah diketahui dan yang tak terduga

OP 4.12 Pengadaan Tanah dan/atau Pemukiman Kembali Secara Terpaksa dengan
perhatian khusus pada menghindari atau meminimalkan relokasi, termasuk relokasi
aspek ekonomi yang disebabkan oleh pembatasan akses terhadap sumber daya alam
masyarakat adat. Daerah yang diidentifikasi pada informasi awal memiliki warisan
persoalan tanah akan dikaji lebih lanjut melalui kajian cepat oleh tim konsultan ITMP.
Warisan persoalan tanah dapat dipertimbangkan sebagai kendala dari pembangunan
selanjutnya atas kawasan terdampak pada ITMP, hingga isu tersebut diselesaikan
berdasarkan ESMF, atau bila terdapat rencana yang jelas dan realistis untuk
menyelesaikan isu tersebut (dengan rencana pemantauan dan tata waktu yang jelas)
yang menaati peraturan dan perundang-undangan Indonesia dan kebijakan
pengamanan Bank Dunia yang berlaku, seperti dijelaskan dalam ESMF. Potensi risiko,
kesempatan, dan jalan keluar dari isu tersebut akan dipertimbangkan dalam tiga
skenario pembangunan, kemungkinan dengan fase yang terakhir yang akan
dilaksanakan tergantung pada kajian dari konsultan ITMP dan kesepakatan antara
BPIW dan Bank Dunia. Uraian rinci tentang bagaimana mengatasi warisan persoalan
tanah disajikan dalam LARPF paragraf 843-876 dari ESMF ini.

Pedoman Lingkungan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja 2007° sering disebut
sebagai Pedoman K3L. Bagian yang berlaku adalah Pedoman Umum, yang mencakup
standar kualitas udara, air, dan kebisingan; keamanan masyarakat dan tempat kerja;
Pencegahan pencemaran; konservasi energi dan air, dll., ditambah sejumlah pedoman
sektoral, antara lain:

Pembangunan Pariwisata dan Perhotelan

Fasilitas Pengelolaan Sampah

Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi

Pelabuhan dan Terminal

Bandara

Jalan tol

4Ohttp://iwww.ifc.org/wps/wecm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/our+appro
ach/risk+management/ehsguidelines
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e Saluran Transmisi dan Distribusi Tenaga Listrik

139. Kebijakan pengamanan disajikan secara detil di situs web berikut ini:
http://www.worldbank.org/en/programs/environmental-and-social-policies-for-projects.
Keterkaitan Pedoman K3L sektoral pada tahap perencanaan awal ini terutama dilakukan pada
pemilihan lokasi untuk berbagai jenis infrastruktur.

5.4.3 Perumusan Alternatif

140. OP 4.01 mewajibkan dilakukannya analisis alternatif sebagai bagian dari proses kajian
dampak. Hal ini juga menekankan konsultasi dengan masyarakat dan para pemangku
kepentingan lainnya yang terkena dampak. Proses ITMP menggabungkan elemen utama dari
kajian lingkungan dan sosial yang strategis. Perencana ITMP akan menyajikan setidaknya
tiga skenario pengembangan spasial yang berbeda untuk mengakomodasi proyeksi
pertumbuhan dan akan menilai dampak lingkungan dan sosial dari setiap skenario
pembangunan dengan rincian yang memadai agar para pemangku kepentingan dapat
membandingkan dampak positif dan negatifnya serta kepatuhannya terhadap persyaratan
dan kebijakan pengamanan Bank Dunia dan peraturan dan perundang-undangan Pemerintah
Indonesia yang berlaku. Berbagai skenario tersebut akan dibahas dengan para pemangku
kepentingan, dan skenario pilihan akan dipilih untuk dijabarkan lebih lanjut. Pemangku
kepentingan akan diminta konsultasinya mengenai masalah pelestarian warisan budaya,
pengamanan kekayaan alam, dan pembangunan masyarakat yang terkait dengan skenario
pilihan tersebut.

5.4.4 Kajian Dampak

141. ITMP akan meliputi (a) penilaian terhadap potensi dampak lingkungan dan sosial,
termasuk cagar budaya, tanah, dan/atau pemukiman kembali, serta masyarakat adat yang
terkait dengan skenario pembangunan yang diinginkan, pada skala dan tingkat detil yang
sesuai, dengan mempertimbangkan dampak kumulatif, tidak langsung dan dampak ikutan dan
dampak dari fasilitas terkait, dan (b) mitigasi dengan tingkat yang tinggi dan rencana
pemantauan. Karena rencana dan desain spesifik lokasi belum diketahui pada tahap ini,
rencana mitigasi dan pemantauan akan terkait dengan tingkat dan jenis dari informasi yang
tersedia pada skala tersebut.

142. Dampak kumulatif, tidak langsung, dan ikutan, dan dampak dikarenakan sarana terkait
juga akan dikaiji lebih lanjut dan dikelola sebagai bagian dari proses perencanaan pemerintah
untuk rencana detil tata ruang sebagaimana diatur oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan No. 46 tahun 2016 terkait Kajian Lingkungan Hidup Strategis atau KLHS yang
wajib dilaksanakan sebagai bagian dari atau evaluasi Rencana Tata Ruang atau RTR atau
rencana detil tata ruang untuk tingkat nasional, provinsi atau kabupaten/kota. Penyusun KLHS
akan menyerahkan pendaftaran secara tertulis untuk divalidasi oleh menteri atau gubernur
sebagaimana dijelaskan pada undang-undang dengan lempira sebagai berikut: Rencana detil
tata ruang, laporan KLHS, dan bukti kompetensi dari penyusun KLHS. Kantor dari menteri
atau gubernur akan menyusun komisi untuk menilai dan memvalidasi laporan KLHS.
Pemantauan dan evaluasi dari pelaksanaan KLHS akan dilakukan oleh menteri di tingkat
nasional, menteri atau kepala lembaga untuk rencana induk sektoral, gubernur untuk KLHS
yang sudah disetujui dan divalidasi pada tingkat provinsi dan bupati/walikota untuk KLHS yang
sudah disetujui dan divalidasi pada tingkat kabupaten/kota. Sebagai konsekuensinya, dampak
dari rekomendasi ITMP akan dikaji lebih lanjut dimana dilakukan revisi atas rencana tata ruang
untuk memasukkannya, yang mungkin terjadi selama pelaksanaan atau setelah selesainya
Program. KLHS juga akan mebahas risiko serta memberikan langkah-langkah mitigasinya.
Anggaran untuk melaksanakan KLHS akan berasal dari APBN atau APBD).
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5.4.5 Kesadaran dan Kapasitas untuk Pelaksanaan

143. ITMP akan mengidentifikasi kesadaran dan kebutuhan pembangunan kapasitas
pemerintah daerah dan masyarakat untuk pelaksanaan rencana dan pembangunan
pariwisata yang inklusif. Kemudian, KA dan Jasa Konsultan Dukungan Pengelolaan Program
(juga didanai oleh IPF) termasuk dukungan bagi BPIW dalam memastikan bahwa seluruh
pengamanan lingkungan dan sosial dilaksanakan dengan baik. Dimana termasuk dua orang
tenaga ahli internasional untuk lingkungan dan sosial yang akan membantu BPIW. Selain
membantu BPIW dalam melaksanakan tanggung jawab pengelolaan program, konsultan juga
akan melakukan evaluasi dari kapasitas badan lingkungan hidup di daerah tujuan wisata
dalam hal pengawasan dan persiapan dan pelaksanaan UKL-UPL yang berkualitas tinggi,
mengembangkan rencana aksi untuk mereka yang memiliki kesenjangan kapasitas dan
membantu pelaksanaan dari rencana aksi. Hal ini akan memberikan kajian kapasitas yang
ada saat ini untuk menerapkan rencana mitigasi lingkungan dan sosial dan untuk
melaksanakan fungsi penting untuk memantau dan melestarikan kekayaan alam dan budaya
yang dapat diandalkan oleh pariwisata berkelanjutan. ITMP akan mencakup rencana
penguatan kapasitas. Selain itu, menyadari bahwa masyarakat memiliki peran penting dalam
mengelola aset pariwisata yang sama, ITMP akan menjabarkan program peningkatan
kesadaran masyarakat.

5.4.6 Rencana Pembangunan Terperinci

144. Rencana Pembangunan Terperinci (DDP - Detailed Development Plan) ini akan
menyediakan peta dengan skala 1:5000 dan uraian terperinci dalam hal: tipologi dan karakter
lokasi yang ada dan yang akan datang, penggunaan lahan secara terinci, spesifikasi kapasitas
dan jenis akomodasi, fasilitas pariwisata, pelayanan dan obyek wisata, perumahan untuk para
pegawai sektor pariwisata dan tanggungan mereka, infrastruktur yang ada dan yang
direncanakan, peraturan mengenai bangunan dan pengendalian pembangunan. Rencana
pembangunan terperinci akan memberikan langkah mitigasi khusus yang direkomendasikan
untuk mengelola dan mengendalikan pembangunan, termasuk namun tidak terbatas pada:

o Kerapatan bangunan, rasio luas ruangan, dan ketinggian bangunan maksimum

o Bangkitan lalu lintas

e Permintaan air

o Bangkitan dan pengelolaan limbah

e Bangkitan limbah padat dan pengelolaan sampah

o Drainase dan perlindungan banjir

e Penerangan jalan

e Permintaan tenaga listrik

e Layanan internet berjangkauan luas (broadband)

e Bencana alam dan mitigasi risiko

o Gaya arsitektur dan pelestarian warisan

o Standar perencanaan jalan untuk mengakomodasi tidak hanya permintaan lalu lintas,
namun juga persyaratan untuk pengelolaan lalu lintas, pejalan kaki, keselamatan jalan
raya, lanskap, tempat parkir, papan petunjuk jalan, dll.

e Lanskap yang terkait dengan hunian, fasilitas wisata, dan penggunaan lahan lainnya

145. Untuk Rencana Pembangunan Terperinci yang mengindikasikan kebutuhan akan
pengadaan tanah, atau dimana pembatasan akses ke kawasan yang dilindungi, atau dimana
masyarakat adat berada, BPIW akan memastikan bahwa instrumen yang sesuai, yaitu:
LARAP, Rencana Aksi, atau IPP, disiapkan oleh badan/lembaga yang melaksanakan investasi
fisik yang direkomendasikan oleh DDP. BPIW akan memastikan dan memantau

139




KERANGKA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL — 19 Januari 2018

pembangunan fisik tersebut dengan lokasi yang jelas, proponen investasi (badan/lembaga,
dengan bantuan konsultan) menyiapkan dan menerapkan LARAP, Rencana Aksi dan/atau
IPP sesuai dengan LARPF, Kerangka Kerja Proses dan IPPF, sebagaimana diuraikan masing-
masing pada Bagian 5.2, Lampiran 4, dan pada Bagian 5.3.

146. Pedoman dan Kebijakan Pengamanan Lingkungan, Kesehatan dan Keselamatan
Grup Bank Dunia akan digunakan dalam menyusun elemen-elemen rencana dan pedoman
yang dapat diterapkan. Pedoman EHS yang relevan mencakup Pedoman Umum, yang
meliputi standar baku mutu (effluent standard), standar kualitas udara ambien, dan standar
kebisingan, yang memberi keamanan bagi masyarakat, dan pedoman sektoral untuk:

Pengembangan Pariwisata dan Perhotelan
Pelabuhan, dan Terminal

Fasilitas kesehatan

Fasilitas Pengelolaan Sampah
Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi

Jalan

147. Unsur-unsur dari Rencana Pembangunan Terperinci (DDP) yang didasarkan pada
kebijakan pengamanan akan mencakup:

¢ Rencana pengelolaan pengamanan lingkungan akan memberikan pedoman untuk
melindungi dan memulihkan daerah alami.

e Rencana pengelolaan benda cagar budaya, religi, sejarah, dan arkeologi yang akan
memberikan pedoman untuk melindungi fitur berharga.

o Perencanaan Pengelolaan Pengunjung/Pengendalian Massa (Crowd Control) untuk
obyek wisata dengan daya dukung terbatas seperti candi, petilasan, dan desa budaya.

o Halini akan termasuk diantaranya usulan pengaturan kelembagaan untuk memantau
kondisi kekayaan alam dan budaya dan untuk menerapkan rencana perlindungan bagi
aset tersebut

e Kajian lingkungan dan sosial, termasuk dampak kumulatif dan tidak langsung dan
ikutan, termasuk panduan penggunaan air yang efisien untuk penggunaan domestik,
komersial, dan industri, pemanfaatan sungai dan danau dan kawasan hijau,
pemandangan indah dan gardu pandang untuk tujuan pariwisata.

e Rencana pengelolaan sosial atau rencana pemberdayaan masyarakat yang akan
memberikan pedoman untuk menghindari atau meminimalkan potensi konflik sosial
atau dampak negatif akibat pelaksanaan rencana pembangunan.

o Kerangka pengadaan tanah dan pemukiman kembali untuk memberikan panduan bagi
para pemangku kepentingan dalam melaksanakan rencana pembangunan dalam hal
adanya pengadaan tanah dan/atau pemukiman kembali secara terpaksa.

o Kerangka Perencanaan bagi Masyarakat Adat untuk memandu para pemangku
kepentingan dalam melaksanakan rencana pembangunan jika kegiatan berpotensi
memiliki dampak terhadap Masyarakat Adat.

5.4.7 Kerangka Kerja Pengembangan Dokumen Pengamanan Sosial

148. Kerangka kerja pengamanan sosial berikut ini memberikan pedoman bagi
badan/lembaga dan konsultan mereka untuk menyusun instrumen upaya pengamanan
(seperti LARAP, Rencana Aksi atau IPP) berikutnya untuk investasi fisik yang
direkomendasikan oleh ITMP (termasuk DDP) dan Rencana Sektoral yang mungkin
dilaksanakan dan membutuhkan pengadaan tanah dan berdampak pada MA.
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6.0 PENGATURAN PELAKSANAAN, PEMBIAYAAN DAN
PENGUATAN KAPASITAS UNTUK MELAKSANAKAN
ESMF

6.1 PENGATURAN KELEMBAGAAN

149. BPIW telah menjadi mitra Bank Dunia selama lebih dari tiga dekade dalam
pembangunan perkotaan serta proyek-proyek dan program-program sektoral. Secara umum,
staf BPIW (di bawah Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Cipta Karya,
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air) memiliki kesadaran dan pengalaman yang baik dalam
melaksanakan proyek sesuai dengan persyaratan kebijakan pengamanan Bank Dunia. Sejak
tahun 1990an mereka telah terlibat dalam berbagai proyek yang didukung oleh Bank Dunia
seperti Proyek Pembangunan Infrastruktur Perkotaan Terpadu, Proyek Perbaikan Jalan,
Proyek Perbaikan Sistem lIrigasi, Proyek Pengelolaan Banjir, Program PNPM-Perkotaan,
PAMSIMAS, Proyek Perbaikan Permukiman Kumuh Nasional, Proyek Pasokan Air Perkotaan,
Proyek Perumahan Murah Nasional, dan Proyek (Pembangunan yang Didanai oleh) DAK
Infrastruktur. Lebih dari 65% sub-proyek di bawah Komponen 1 Proyek diharapkan dikelola
oleh Direktorat Jenderal Bina Marga dan Direktorat Jenderal Cipta Karya, yang keduanya
memiliki pengalaman signifikan dengan proyek-proyek yang didanai oleh Bank Dunia. Selain
itu, ketiga Unit Pelaksana Kegiatan PAMSIMAS di Tingkat Pusat (CPIU - Central Project
Implementing Units) yang didekonsentrasi tersebut bertanggung jawab atas jalan, balai besar
pelaksanaan jalan nasional untuk Semarang, Mataram dan Medan, baru-baru ini
melaksanakan, atau saat ini sedang melaksanakan, proyek-proyek yang didanai mitra
pembangunan. Namun demikian, kapasitas BPIW dalam melaksanakan proyek/program yang
didukung oleh Bank Dunia masih terbatas, dan oleh karena itu mereka akan bekerja sama
dengan staf dari Direktorat Jenderal terkait di Kemen PUPR (tergantung dari jenis investasi
fisiknya) dan akan dibantu oleh tenaga ahli pengamanan lingkungan dan sosial dari Konsultan
Dukungan Pengelolaan Program. Seiring kebutuhan, Bank Dunia akan memberikan bantuan
dan pelatihan selama berlangsungnya pelaksanaan proyek.

150. Secara umum, kesadaran dan kapasitas lembaga/badan di tingkat provinsi dan
kabupaten/kota mengenai persyaratan pengamanan lingkungan dan sosial Bank Dunia
berbeda-beda di setiap wilayah. Mereka yang telah berpengalaman dengan proyek yang
didukung oleh Bank Dunia di masa lalu memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai
persyaratan pengamanan lingkungan dan sosial Bank Dunia dan memiliki staf dengan
kapasitas yang lebih baik dibandingkan dengan mereka yang sama sekali tidak memiliki
pengalaman dalam proyek yang didukung oleh Bank Dunia. Pada tahap pelaksanaan proyek,
Konsultan DPP akan menilai kapasitas badan lingkungan hidup, pemrakarsa subproyek dan
instansi-instansi lokal di daerah tujuan wisata untuk memberikan kajian terhadap kapasitas
yang ada saat ini, alokasi waktu pengawasan, kebutuhan akan penguatan kapasitas, dan
rencana tindak yang tepat untuk memastikan penyusunan dan penerapan instrumen
pengamanan berkualitas tinggi.

151. Proyek ini juga berkomitmen untuk membangun kapasitas pemantauan dan
perlindungan sumber daya yang efektif di daerah-daerah tujuan wisata seperti yang
ditunjukkan oleh pembentukan Observatori Pariwisata Berkelanjutan di daerah-daerah tujuan
wisata berdasarkan program Organisasi Pariwisata Dunia PBB, dengan menambahkan staf
teknis di satuan pelaksana di lingungan KemenPUPR, dan dengan dimasukkan ke dalam
Dukungan Pengelolaan Program dari Proyek untuk mendukung pengelolaan lingkungan dan
sosial melalui pembangunan kapasitas dan penyediaan keahlian untuk mengisi kesenjangan
kapasitas. Keahlian ini akan mencakup penapisan investasi yang diusulkan untuk dimasukkan
dalam Proyek, bantuan dalam meninjau dokumen-dokumen pengamanan yang disusun dan
dalam penyusunan pedoman pelaksanaan berdasarkan sistem yang ada di Indonesia, dan
bantuan dalam memantau pelaksanaan pengamanan.
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152. BPIW bertanggung jawab atas pelaksanaan ESMF sehari-hari dan untuk kinerja
pengamanan lingkungan dan sosial Proyek. BPIW adalah pusat kontak (focal point) untuk
semua hal yang berkaitan dengan isu pengamanan (lingkungan dan sosial) untuk Proyek.
Fungsi Badan Pelaksana dirangkum di Tabel 17 di bawah ini. BPIW memiliki tanggung jawab
pengawasan umum untuk pelaksanaan ESMF, sementara Direktorat Jenderal Bina Marga dan
Direktorat Jenderal Cipta Karya atau para pemrakarsa proyek lainnya menyiapkan instrumen
pengamanannya.

Tabel 17. Fungsi dari Badan Pelaksana dan Bank Dunia

Tahapan Proyek Organisasi Tanggung jawab

Pelaksanaan Badan e Menapis proposal/studi untuk IPF untuk isu
Pengembangan pengamanan.
Infrastruktur Wilayah - | ¢ Mengelola catatan semua proposal dan
Kementerian keputusan penapisan.
Pekerjaan Umumdan | ¢« Mengalokasikan sumber daya dan/atau
Perumahan Rakyat membentuk satuan khusus di lingkungan BPIW
(BPIW- KemenPUPR) untuk memastikan pelaksanaan Proyek yang

dilakukan oleh kementerian atau badan-badan
lain yang menggunakan dana dari APBN sesuai
dengan  persyaratan  pengamanan  yang
ditetapkan dalam ESMF ini.

e Menyoroti potensi isu pengamanan dan
menentukan instrumen pengamanan yang sesuai
(UKL-UPL, AMDAL, RKL-RPL, LARAP).

e Memastikan bahwa tim konsultan ITMP akan
melaksanakan KA untuk ITMP secara konsisten,
terutama untuk mengarusutamakan pengamanan
di dalam proses dan keluarannya;

¢ Memberikan pengawasan secara umum terhadap
kegiatan di bawah Komponen 1 dan Komponen 4
(khususnya ITMP, DDP dan Rencana-rencana
Sektoral) untuk memastikan kepatuhan terhadap
ESMF ini;

e Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana
atau studi.

¢ Mengembangkan, mengatur, dan menyampaikan
program pelatihan dan lokakarya kepada
pemerintah daerah atau pemangku kepentingan
yang terkena dampak di semua daerah tujuan
wisata.

e Melapor kepada Bank Dunia mengenai
keseluruhan kinerja pengamanan lingkungan dan
sosial khususnya untuk kegiatan yang didukung di
bawah Komponen 1 dan ITMP, DDP, dan
Rencana Sektoral serta Studi di bawah
Komponen 4.

e Menyusun Laporan Pelaksanaan dua tahunan
tentang kemajuan dan status penerapan
instrumen pengamanan.

Bank Dunia e Memeriksa dan memberikan persetujuan untuk

instrumen pengamanan lingkungan dan sosial

(AMDAL/ESIA/JESMP, UKL-UPL, LARAP, IPP)

yang disiapkan oleh para pemrakarsa sub-proyek;

Memeriksa ITMP (termasuk DDP) dan rencana

sektoral dan studi, memastikan bahwa panduan

untuk pengelolaan pengamanan yang termaktub

142




KERANGKA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL — 19 Januari 2018

Tahapan Proyek Organisasi Tanggung jawab

pada ITMP dilaksanakan oleh badan/lembaga
beserta konsultan mereka taat pada ESMF;

o Memeriksa dan menyetujui KA untuk Rencana
Sektoral dan Studi yang dipilih yang memastikan
bahwa persyaratan pengamanan lingkungan dan
sosial yang ditetapkan dalam ESMF ini
diarusutamakan (mainstreamed);

e Sebagai narasumber bagi BPIW dan/atau
Konsultan Dukungan Pengelolaan Program dalam
mengembangkan materi pelatihan dan dalam
memberikan pelatihan

e Meninjau dan menyetujui Pedoman Praktis
tentang Pengamanan Lingkungan dan Sosial
yang disusun oleh Tim Konsultan Dukungan
Pengelolaan Program, sebagaimana ditetapkan di
dalam tugas mereka yang termasuk di dalam KAK
mereka;

e Meninjau dan menyetujui Petunjuk Operasional
Proyek, khususnya pada bab pengamanan
lingkungan dan sosial yang menjelaskan
bagaimana ESMF ini akan dilaksanakan dalam
keseluruhan proses pelaksanaan Proyek.

e Secara teratur mengawasi pelaksanaan rencana
mitigasi sosial dan lingkungan.

6.2 PERSYARATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN

1563. BPIW sebagai Badan Pelaksana memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan ESMF.
BPIW adalah lembaga pemerintah yang mapan dengan angkatan kerja yang tumbuh dan
substansial dari berbagai bidang keahlian. Di antara bidang keahliannya adalah Arsitektur,
Teknik, Perencanaan Wilayah dan Kota, Teknik Lingkungan, Antropologi, Hukum dan
Ekonomi. Namun demikian, BPIW sebagai Badan Pelaksana Proyek membutuhkan kapasitas
tenaga ahli dari bidang-bidang lain yang saat ini tidak ada di BPIW. Untuk mendukung
kegiatan tersebut, tim inti BPIW akan diperkuat oleh tambahan tenaga dari pegawai negeri
atau konsultan perorangan dan didukung oleh Konsultan DPP. Selain itu, BPIW sedang
mempertimbangkan untuk membentuk, melalui Satuan Kerja dari Pusat Pengembangan
Kawasan Strategis, Tim Ahli Teknis yang terdiri dari para ahli dari beberapa bidang keahlian
yang ditetapkan melalui surat keputusan (SK), terutama yang berkaitan dengan aspek
lingkungan dan sosial.

154. Para tenaga ahli di BPIW tersebut (melalui staf, konsultan, Tim Tenaga Ahli atau
Layanan Konsultan) akan terdiri dari:

Tenaga ahli Pengelolaan Sumber Daya Alam dan/atau Keanekaragaman Hayati
Tenaga ahli Arsitektur Lanskap

Tenaga ahli Pariwisata

Tenaga ahli Ekonomi Daerah dan Kota

Tenaga ahli Teknik Lingkungan

Teknisi Geologi

Tenaga ahli Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali

Tenaga ahli Sosial dan Budaya

Tenaga ahli Pembangunan Sosial

Tenaga ahli pembangunan sosial ini harus memiliki latar belakang pendidikan dalam
bidang antropologi, sosiologi, perencanaan atau latar belakang pendidikan serupa.
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KA dan kualifikasi untuk tenaga ahli ini akan menjadi bagian dari Tim Konsultan
Dukungan Pengelolaan. Sebaiknya, tenaga ahli tersebut juga harus mengenal baik
kebijakan Bank Dunia dan memiliki pengalaman dengan kebijakan tersebut di
Indonesia.

10. Tenaga ahli Kelembagaan

11. Tenaga ahli GIS (Darat)/Pemetaan

12. Tenaga ahli Konservasi Warisan Budaya

13. Tenaga ahli Kesehatan, Keselamatan dan Lindung Lingkungan
Tenaga ahli ini harus menguasai peraturan lingkungan, kesehatan, dan keselamatan
di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan UKL-UPL (ATAU AMDAL). Sangat
ideal jika tenaga ahli ini memiliki sertifikat Ketua Tim AMDAL dari Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan memiliki pengalaman yang cukup dalam
melaksanakan AMDAL untuk proyek infrastruktur.

155. Para tenaga ahli tersebut akan bertugas untuk:

1. Memberikan bantuan kepada BPIW dalam koordinasi dan sinergi pelaksanaan
program terkait dengan Program Pembangunan Pariwisata;

2. Membantu BPIW dalam melakukan kegiatan dan menyusun dokumen yang
berkaitan dengan komponen kegiatan Program Pembangunan Pariwisata;

3. Membantu BPIW dalam melakukan kegiatan dan menyusun dokumen yang
berkaitan dengan komponen kegiatan Program Pembangunan Pariwisata,
termasuk mengawasi penyusunan ITMP;

4. Membantu RIDA dalam merancang program pembangunan kapasitas, merancang
dan memberikan pelatihan;

5. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala
BPIW melalui koordinasi dengan Tim BPIW.

156. Pembangunan kapasitas lainnya yang dibutuhkan sebelum tahap pra-konstruksi dan
konstruksi berada di tingkat pemerintah daerah. Adalah penting agar baik KemenPUPR
maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan Badan Perencanaan Pembangunan di
Tingkat Daerah (Bappeda) bertanggung jawab atas pelaksanaan rencana induk mendapat
pelatihan terkait dengan penyusunan dan pelaksanaan instrumen pengamanan lingkungan
dan sosial, baik dengan standar Bank Dunia maupun peraturan di Indonesia. Pelaksanaan
pelatihan untuk mengatasi kesenjangan antara persyaratan Bank Dunia dan Pemerintah
Indonesia melalui program pelatihan yang dilakukan oleh Konsultan Dukungan Pengelolaan
Program atau pelatih lainnya.

157. Kapasitas dan kebutuhan pembangunan kapasitas dari lembaga nasional lainnya
yang terlibat dalam Proyek dan lembaga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang akan
bertanggung jawab untuk kegiatan yang didukung oleh Proyek disajikan di Tabel 19 dan 20.

6.3 PROGRAM PEMBANGUNAN KAPASITAS

158. Proyek inijuga akan mendanai Konsultan Dukungan Pengelolaan Proyek untuk BPIW,
termasuk perencanaan, penganggaran, pengendalian mutu, pemantauan, pelaporan dan
koordinasi Program Pembangunan Pariwisata Indonesia, untuk memastikan bahwa program
ini sesuai dengan tujuan program dan sesuai dengan perjanjian pinjaman. Tugas Tim
Dukungan Pengelolaan Proyek meliputi:

Memberikan bantuan pengelolaan Program secara keseluruhan;
Mengkoordinasi kegiatan Program;

Menciptakan sinergi antar pemangku kepentingan;

Memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan, pemantauan dan pelaporan
keuangan program;

coow
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.

Penapisan potensi investasi dari Program;

Membantu penyusunan proposal pengeluaran tahunan terkonsolidasi dari
program;

Membangun Sistem Manajemen Informasi yang Transparan untuk
Pembangunan Kepariwisataan;

Memastikan penerapan Kerangka Pengelolaan Lingkungan dan Sosial
(ESMF) secara konsisten;

Memastikan partisipasi aktif masyarakat setempat;

Mendorong praktik tata ruang yang tepat sesuai dengan Rencana Induk
Pariwisata Terpadu;

Pengembangan kapasitas di tingkat daerah tujuan wisata untuk pemantauan
dan konservasi kekayaan alam dan budaya yang penting bagi pariwisata;
Memastikan penanganan dan penyelesaian pengaduan keluhan yang benar;

. Memastikan kapasitas yang memadai dari semua pemangku kepentingan

Program,;
Memastikan penyampaian laporan secara tepat waktu dan memastikan
penyajian dokumen yang relevan.

159. Pembangunan kapasitas untuk kementerian utama lainnya juga penting untuk
memastikan bahwa sumber daya manusia yang ada siap untuk bekerja sesuai dengan uraian
tugas yang telah ditetapkan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Pelatihan yang
dibutuhkan yang melibatkan “kementerian utama” disajikan di Tabel 18 dan tabel 19 namun
tidak terbatas pada dan akan memprioritaskan mereka yang ada di daerah-daerah tujuan
wisata. Rencana pelatihan ini akan diperbarui sesuai dengan kebutuhan yang diidentifikasi di
kemudian hari selama pelaksanaan proyek.
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Tabel 18. Kegiatan Pelatihan Pembangunan Kapasitas Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat

Item

Program Pelatihan

Target
Peserta

Lingkup Pelatihan

Daerah Tujuan
Wisata Prioritas

1

Proses dan prosedur
pelaksanaan ESMF

- KemenPUPR
- Satuan Kerja
Perangkat
Daerah
(SKPD)

- Konsultan
ITMP

Memberikan penjelasan
mengenai program yang
didanai oleh IPF
Implikasi lingkungan dan
sosial kegiatan IPF
Maksud dan tujuan
ESMF

Lingkup bidang studi
ESMF

Pelaksanaan ESMF
Pokok-pokok/aturan/
prosedur (penapisan),
penilaian, pengelolaan,
dan pemantauan
langkah-langkah
mitigasi dari proyeksi
dampak lingkungan dan
sosial dari investasi
yang tidak diketahui
pada saat penilaian
Proyek
Langkah-langkah dan
rencana untuk
menghilangkan,
mengurangi dan/atau
mengimbangi dampak
negatif dan
meningkatkan dampak
positif, melakukan
perkiraan biaya dan
mengalokasikan dana
untuk membiayai
tindakan dan rencana
tersebut, dan berisi
informasi mengenai
lembaga dan pihak-
pihak yang bertanggung
jawab untuk menangani
dampak lingkungan dan
sosial dari kegiatan; dan
Memeriksa dan
menyetujui proses
instrumen pengamanan
lingkungan dan sosial

Lombok,
Borobudur-
Yogyakarta-
Prambanan, Lake
Toba

Pelaksanaan
pengawasan dan
pemeriksaan Rencana
Induk Terpadu dan
Rencana lainnya yang
dibiayai di bawah
Komponen 4 dan FS
serta DED yang
didukung oleh
Komponen 1

- KemenPUPR

- SKPD

- Konsultan
ITMP

Maksud dan Tujuan,
Ruang Lingkup
Kegiatan, Teknik
Penyusunan, Prosedur
dan Sistem Penyusunan
Dokumen yang
berkaitan dengan aspek
lingkungan dan sosial
seperti: KLHS, AMDAL,
UKL-UPL, LARAP, IPP

Lombok,
Borobudur-
Yogyakarta-
Prambanan, Danau
Toba
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Item Program Pelatihan Target Lingkup Pelatihan Daerah Tujuan
Peserta Wisata Prioritas
3 Peningkatan - KemenPUPR | - Penanganan limbah Lombok,
Kapasitas - Pemerintah secara berkelanjutan Borobudur-
Pengelolaan Daerah - Drainase, sanitasi, Yogyakarta-
Lingkungan pada isu - Masyarakat pengelolaan sampah Prambanan, Danau
yang khusus Setempat dan pengolahan air Toba
limbah berkelanjutan
- Memperkenalkan
program 3R (reduce -
reuse - recycle)
- Pemulihan mata
pencaharian
- Gender, kelompok
rentan
- FPIC, pembagian
manfaat
4 Memberikan insentif - KemenPUPR | - Prosedur pemberian Lombok,
dan disinsentif untuk - Kementerian insentif dan disinsentif Borobudur-
kegiatan pariwisata Agraria dan dalam peraturan zonasi | Yogyakarta-
Tata Ruang yang terkait dengan Prambanan, Danau
- SKPD kegiatan pariwisata Toba
- Sektor - Insentif dan disinsentif
Swasta
Masyarakat
Setempat
Tabel 19. Kegiatan Pelatihan Pembangunan Kapasitas Kementerian Pariwisata
No Program pelatihan Sasaran Cakupan Lokasi
1 Program Pengelolaan Kementerian - Potensi dan Borobudur-
Wisatawan di Daerah Pariwisata tantangan Yogyakarta-
Tujuan Pariwisata SKPD - Teori dan Konsep Prambanan
Masyarakat Pembangunan
setempat (tantangan
LSM lingkungan dan
sosial)
- Kerangka
pengelolaan
wisatawan berbasis
indikator dan
standar
- Strategi dan Teknik
Pelaksanaan
2. Pengembangan Kementerian - Implementasi aspek | Lombok,
sektor usaha (KPS — Pariwisata kajian lingkungan Borobudur-
Kemitraan Sektor Swasta dan sosial dalam Yogyakarta-
Pemerintah dan LSM skema KPS Prambanan,
Swasta) Masyarakat Danau Toba
Setempat
Kementerian
UKM
BKPM
Badan
Koordinasi
Penanaman
Modal
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No Program pelatihan Sasaran Cakupan Lokasi
3. Pengembangan Kementerian - Manfaat Lombok,
Homestay (rumah Pariwisata (pemberdayaan Borobudur-
penduduk yang SKPD masyarakat) Yogyakarta-
sebagian kamarnya Masyarakat - Studi Kasus Terbaik | Prambanan,
disewakan kepada Setempat - Persyaratan dan Danau Toba
tamu) yang LSM komponen
Berkelanjutan - Pelaksanaan dan
(Eco-Homestay) program
pengelolaan
4, Pariwisata masal dan Kementerian - Memahami Lombok, Borobudur-
eko-wisata (eco- Pariwisata pariwisata masal Yogyakarta-
tourism) SKPD dan eko-wisata Prambanan, Danau
Masyarakat - Komponen Toba
Setempat pengembangan
LSM pariwisata masal
dan eko-wisata
- Langkah dan
kebutuhan
pariwisata masal/
pengembangan eko
wisata
- Studi kasus
5. Informasi - Edukasi - Kementerian - Prosedur Lombok, Borobudur-
Promosi Pariwisata Pariwisata pengembangan Yogyakarta-
SKPD informasi, edukasi, Prambanan, Danau
Sektor Swasta dan promosi Toba
Masyarakat pariwisata
Setempat - Pengembangan jalur
LSM warisan budaya
Prosedur
pemetaan
(fasilitas
pendukung
pariwisata,
infrastruktur
pendukung, dll.)
6. Pemberdayaan Kementerian - Kepemimpinan Lombok, Borobudur-
Masyarakat Pariwisata Lokal Yogyakarta-

Kementerian
Koordinator
Pembangunan
Manusia dan
Kebudayaan
Kementerian
Koperasi dan
Usaha Kecil
(UKM)

SKPD
Masyarakat
Setempat

- LSM

Kegiatan ekonomi
lokal harus diperkuat
Pariwisata/Jalur
Warisan Budaya
Pemanfaatan
infrastruktur dan
fasilitas pariwisata
Pengelolaan
operasional
Penerapan teknologi
(TIK, Manajemen
Sistem, Informasi
terkait Pariwisata
dil.)

Tata cara
pengelolaan sumber
daya alam dan
lingkungan

Studi kasus

Prambanan, Danau
Toba
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No

Program pelatihan Sasaran Cakupan Lokasi

Peningkatan bahasa
asing (bahasa Inggris,
bahasa Jepang, dll.)

Tabel 20. Kegiatan Pelatihan Pembangunan Kapasitas Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan (KLHK)

Item Program pelatihan Target Lingkup Pelatihan
1 Mengelola kualitas | - KLHK - Konsep secara teori dan studi
air Danau Toba dan | - SKPD kasus perencanaan fasilitas
pengembangan - Konsultan ITMP pengolahan air limbah
pengelolaan DAS - Masyarakat Setempat - Rehabilitasi kawasan hutan kritis
yang berkelanjutan melalui penanaman pohon
di Danau Toba - Pengantar metode pertanian ramah
lingkungan dan berkelanjutan
- Mengolah air limbah dan
menyediakan solusi air bersih yang
memadai
- Melaksanakan langkah-langkah
untuk memperbaiki program
kesadaran kualitas air atau sanitasi
pada kebersihan pribadi kepada
masyarakat setempat
2 Memperkuat - KLHK - Teknik untuk mengidentifikasi
program identitas - SKPD masyarakat adat, desa adat,
lokal (masyarakat - Konsultan ITMP kegiatan ekonomi lokal, budaya
adat, flora dan - Masyarakat Setempat lokal, flora dan fauna (pemetaan)
fauna) - Pengembangan sentra komoditas
unggul (pertanian dan perkebunan)
- Pengembangan potensi ekosistem
setempat (terumbu karang,
bakau/mangrove, budidaya ikan air
tawar, dll.)
6.4 ANGGARAN UNTUK PELAKSANAAN ESMF
160. Kegiatan dan kapasitas yang diperlukan untuk mengatasi aspek pengamanan dari

Proyek seperti diuraikan dalam ESMF, termasuk pembangunan kapasitas dan perekrutan
tenaga ahli untuk pengamanan dimasukkan ke dalam kegiatan Proyek dan KA dari kegiatan
yang didanai di bawah Proyek itu sendiri. Anggaran untuk Jasa Konsultan DPP (dalam
Komponen 4) akan mencakup antara lain, kegiatan yang memastikan pelaksanaan ESMF.
Anggaran juga akan mencakup tenaga ahli bidang lingkungan dan bidang sosial di BPIW,
keduanya dengan pengalaman internasional, untuk menyediakan kapasitas tambahan untuk
memberi waktu bagi BPIW dalam membangun kapasitasnya. Kegiatan lain yang tercakup
dalam kontrak Jasa Konsultan DPP meliputi:

Membantu BPIW dalam menyusun laporan Proyek 2 tahunan tentang pelaksanaan
ESMF yang akan diserahkan kepada Komite Pengarah Program dan Bank Dunia.
Memeriksa apakah kinerja kesehatan dan keselamatan, isu lingkungan dan sosial,
termasuk pelaksanaan ESMF, dan kegiatan pengelolaan dapat dimasukkan ke dalam
Manajemen Sistem Informasi.

Pada saat menyiapkan KA untuk studi atau rencana, memastikan bahwa untuk setiap
kontrak yang akan dibiayai di bawah Proyek, menaati ESMF ini, kebijakan
pengamanan Bank Dunia, dan World Bank Group Environmental, Health and Safety
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Guidelines (“EHS Guidelines”) sebagai bagian dari KA. (Lihat ESMF untuk ringkasan
dari kebijakan pengamanan yang diterapkan dan www.ifc.org/ehsquidelines untuk
EHS Guidelines).

¢ Mengembangkan dan menerapkan kriteria penapisan, berdasarkan kriteria yang
disajikan pada ESMF, untuk memastikan bahwa usulan investasi yang mungkin
memiliki dampak negatif penting yang sensitif, beragam, atau tidak terduga terhadap
lingkungan dan/atau terhadap manusia untuk dikeluarkan dari Proyek.

¢ Memastikan bahwa seluruh pengamanan lingkungan dan sosial (termasuk kesehatan
dan keselamatan) diterapkan sebagaimana mestinya pada perencanaan dan
pelaksanaan program, termasuk pengadaan tanah dan pemukiman kembali serta
masyarakat adat.

¢ Memastikan bahwa potensi dampak lingkungan dan sosial yang negatif dari usulan
investasi, termasuk dampak ikutan, dampak tidak langsung, dan dampak kumulatif
telah dikaji dengan benar. Kaji kembali draf laporan untuk KA, rencana, studi, desain,
AMDAL, UKL-UPL, rencana MA, dan LARAP, sebelum diserahkan secara resmi (bila
diperlukan) kepada lembaga yang berwenang dan Bank Dunia untuk dinilai dan
disetujui, dan, bila berlaku, memastikan bahwa persyaratan ESMF telah dimasukkan
sebagaimana mestinya. Untuk dampak negatif lainnya, pastikan bahwa langkah-
langkah pengelolaan yang dapat diterapkan telah diidentifikasi dan dipantau
pelaksanaannya secara efektif. Memastikan bahwa pertimbangan khusus telah
diberikan untuk melindungi dari aset alam dan budaya yang kritis yang memberikan
kontribusi pada daya saing pariwisata secara keseluruhan.

e Pada saat usulan investasi melibatkan pengadaan tanah atau aset lainnya, atau
pembatasan akses atas pemanfaatan tradisional akan menyebabkan kehilangan
pendapatan atau kesempatan penghidupan, Konsultan akan mengkaji LARAP untuk
menilai apakah sudah mencakup penyediaan pemulihan mata pencaharian, dan akan
melakukan pemantauan atas pelaksanaannya untuk memastikan telah diterapkan.

e Memantau dan memastikan bahwa seluruh rencana pengelolaan lingkungan telah
memasukkan langkah-langkah terkait kesehatan dan keselamatan ang sesuai dengan
ESMF ini.

e Dengan memerhatikan rekomendasidari ITMP, Konsultan akan memberikan masukan
kepada KemenPUPR dan lembaga tingkat nasional dan daerah atas penyusunan
mekanisme dan struktur di masing-masing destinasi yang akan memantau dan
evaluasi dari kondisi aset lingkungan, sosial, dan budaya; memberikan masukan dari
efektifitas langkah pengamanan yang diusulkan; dan akan memberikan rekomendasi
langkah-langkah koreksi sebagaimana dibutuhkan untuk memastikan bahwa
pembangunan pariwisata tidak akan mengganggu pengamanan atas aset tersebut.
Konsultan akan memberikan bantuan teknis dan pelatihan kepada lembaga
pemantauan/pengamanan, menilai kinerja mereka, dan memberikan masukan atas
perbaikan yang dibutuhkan untuk meningkatkan efektifitas mereka.

¢ Memastikan adanya partisipasi masyarakat secara aktif.

Memantau dan evaluasi dari pengawasan rencana tata ruang termasuk rencana tata
ruang perkotaan (Rencana Tata Ruang Wilayah - RTRW) dan rencana detil (Rencana
Detil Tata Ruang - RDTR), serta peraturan bangunan, khususnya pengawasan atas
pembatasan terhadap tata guna lahan, kawasan terbangun, tinggi dan kepadatan
bangunan, kawasan lingkungan dan budaya yang sensitif, dan lanskap, zona bencana
alam, dll.
e Memastikan penanganan dan penyelesaian keluhan.
Merancang dan Memberikan program pelatihan terkait beberapa hal, di antaranya,
o Penyusunan dan pelaksanaan dari kebijakan Pengamanan lingkungan dan
sosial dan instrumen, baik dari ESMF ini, standar Bank Dunia, maupun
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peraturan Indonesia, dengan fokus pada kajian dan pengelolaan dampak
ikutan, dampak tidak langsung, dan dampak kumulatif;

o Pelatihan khusus terkait pariwisata untuk konsultan untuk menyusun AMDAL,
UKL-UPL dan untuk lembaga yang akan menilai, menyetujui dan mengawasi
instrumen tersebut.

161. BPIW akan mengalokasikan anggaran yang cukup (melalui pendanaan bersama
pemerintah) untuk biaya pelatihan.

162. Biaya yang berkaitan dengan penyusunan dan pelaksanaan instrumen pengamanan
sub-proyek dibiayai secara terpisah, melalui APBN, APBD dan pinjaman IBRD. Pengeluaran
yang memenuhi syarat di bawah Komponen 1 Proyek meliputi DED dan FS dan mencakup
instrumen pengamanan yang terkait. Jasa Konsultan untuk penyusunan DED dan FS
diperkirakan sebesar sekitar 5-7% dari total nilai sub-proyek, dan melalui hal tersebut,
instrumen pengamanan akan disusun dan diawasi pula.

163. Ruang lingkup ITMP dan rencana induk sektoral serta studi lainnya mencakup
persyaratan yang ditetapkan di dalam ESMF ini.

164. Biaya yang berkaitan dengan STO, atau badan setara, untuk pemantauan lingkungan,
sosial dan budaya, tercakup di dalam anggaran Kementerian Pariwisata dan ditingkatkan
melalui pembiayaan Proyek (lihat Komponen 4 dari Proyek).

7.0 MEKANISME PENANGANAN KELUHAN (GRM -
GRIEVANCE REDRESS MECHANISM)

165. Proyek akan menerapkan Mekanisme Penanganan Keluhan (MPK) untuk memastikan
bahwa masyarakat yang memiliki keluhan diberi ruang untuk mengajukan pengaduan dan
menyampaikan aspirasi mereka di lingkungan yang secara politis dan psikologis bebas untuk
berbicara yang memastikan suara mereka didengar, dicatat dan ditanggapi secara
memuaskan, objektif, dan tepat waktu yang disepakati oleh mereka dan instansi/lembaga
yang melaksanakan kegiatan atau investasi fisik yang didukung Proyek.

166. Tujuan dan ruang lingkup. MPK adalah alat untuk identifikasi, kajian dan
penyelesaian awal atas setiap keluhan atau perselisihan mengenai kegiatan dan investasi
fisik dalam Proyek ini. Tujuan MPK dalam Proyek ini memiliki empat hal: (a) memberikan
akses yang mudah bagi masyarakat, terutama anggota masyarakat yang terkena dampak
untuk mengajukan keluhan dan/atau keprihatinan atas kegiatan atau investasi fisik tertentu
(subproyek); (b) mengidentifikasi dan menilai sifat dari pengaduan dan/atau keprihatinan dan
menyepakati penyelesaiannya sedini mungkin sehingga dapat menjadi masukan yang
membangun untuk dipertimbangkan dalam perancangan suatu kegiatan atau investasi fisik;
(c) menghindari macetnya kegiatan atau investasi fisik di kemudian hari karena ketidaktahuan
akan keluhan atau perselisihan, yang menyebabkan perselisihan yang tidak terkendali dan
biaya yang tinggi; (d) mendapatkan dukungan dari masyarakat yang terkena dampak
terhadap usulan kegiatan atau investasi fisik; dan (e) untuk mencapai pembangunan
pariwisata yang berkelanjutan di mana masyarakat memiliki rasa memiliki yang tinggi, dapat

41 Hal ini akan dilengkapi oleh ADB dan Bank Dunia yang secara bersama-sama membantu Pemerintah Indonesia
dalam meluncurkan suatu jejaring pusat pembelajaran untuk mempromosikan pembangunan infrastruktur yang
berkelanjutan secara lingkungan dan sosial di Indonesia. Pusat ini akan membangun di atas pusat pelatihan
yang sudah ada yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi (seperti Ul, IPB, UGM) dan lembaga pemerintah,
seperti KemenPUPR. Inisiatif ini akan menjadi bagian dari kemitraan antara Bank Dunia - Australia dalam hal
pengamanan yang dibiayai oleh Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT), Government of Australia.
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berpartisipasi, dan mendapatkan manfaat yang tinggi dari pemanfaatan tempat wisata yang
berkesinambungan, baik aset buatan manusia, budaya dan nilai, dan/atau sumber daya alam.

167. MPK dalam Proyek ini akan menjadi penting untuk memastikan bahwa kekhawatiran
dan saran yang relevan yang disampaikan selama konsultasi publik mengenai ESMF
(termasuk KA untuk ITMP) dimasukkan pada tahap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan
dan investasi fisik di bawah Proyek ini. MPK yang efektif dapat mempercepat pencapaian dan
meningkatkan kualitas hasil Proyek. Penting bagi Proyek ini untuk memperkuat sistem MPK
yang ada saat ini yang telah ada di berbagai instansi/lembaga di tingkat nasional, provinsi dan
kabupaten/kota untuk mengelola penanganan dan penyelesaian sengketa secara lebih baik,
terutama yang terkait dengan pengembangan pariwisata.

168. Meskipun pembahasan mengenai MPK di dalam ESMF ini ditargetkan untuk
persoalan lingkungan dan sosial, namun demikian hal ini tidak secara eksklusif diterapkan
untuk kedua persoalan tersebut tetapi untuk isu yang terkait dengan Proyek. MPK mencakup
aspek yang lebih luas seperti aspek teknis konstruksi, lingkungan dan sosial yang terkait
dengan pekerjaan konstruksi subproyek, isu sosial yang mungkin timbul (misalnya
pemukiman kembali), dan keluhan lainnya yang mengarah ke Proyek. MPK berlaku untuk
penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa selama persiapan, pelaksanaan dan
penyelesaian proyek di tiga daerah tujuan wisata (dapat diperluas ke daerah tujuan wisata
lain di kemudian hari), yaitu Danau Toba, Borobudur-Prambanan-Yogyakarta dan Lombok.

169. Struktur MPK. Mekanisme Penanganan Keluhan (MPK) dari Proyek terdiri dari sistem
tiga tingkat, yaitu tingkat kabupaten/kota, provinsi dan pusat. Penanganan keluhan dan
penyelesaian sengketa akan menjadi tanggung jawab berbagai instansi di masing-masing
tingkat tersebut. MPK di tingkat bawah secara hierarkis dapat berhubungan dengan tingkat
yang lebih tinggi (dan sebaliknya), tergantung pada sifat pengaduan dan pada tingkat mana
tindak lanjut, keputusan atau solusi terhadap keluhan dapat dilakukan. Misalnya, keluhan
yang harus ditindaklanjuti dengan perubahan atau penetapan peraturan baru, mungkin
melibatkan beberapa lembaga dan kepentingan regional atau nasional sehingga
penyelesaian dari keluhan tersebut harus diajukan ke tingkat pusat. Sebaliknya, keluhan
langsung seperti debu atau kebisingan selama pekerjaan konstruksi, dapat segera
diselesaikan di lokasi oleh pihak yang berwenang (yaitu kontraktor).

170. Informasi yang diperoleh dari penanganan pengaduan dan penyelesaian selama
penyusunan ESIA, LARAP dan/atau IPP, merupakan bagian dari sistem MPK Proyek ini.

171. Prinsip utama. Prinsip utama penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa
berdasarkan GRM dalam Proyek ini adalah sebagai berikut:

a. Masyarakat yang memiliki keluhan dapat mengajukan keluhan tanpa biaya, melalui jalur
akses alternatif penyampaian keluhan yang berbeda atau jalur akses atau penerimaan
keluhan yang baru, yang tersedia di tingkat yang berbeda, yaitu tingkat pusat, provinsi,
kabupaten/kota dan/atau tingkat sub-proyek;

a. Mereka akan diberi perlakuan yang setara dan adil, dengan akses yang mudah, dan tidak
mengancam, untuk tindak lanjut pengaduan dan penyelesaian sengketa, terlepas dari asal
usul, agama, status kewarganegaraan, latar belakang sosial dan ekonomi mereka;

b. Keluhan atau sengketa akan lebih baik diselesaikan pada waktu yang paling awal di lokasi
subproyek. Hanya dalam kasus tindak lanjut pengaduan dan sengketa yang belum
terselesaikan di tingkat bawah, kasus tersebut akan dibawa ke tingkat yang lebih tinggi
dari struktur pemerintahan;

c. Mereka dapat diberi berbagai pilihan untuk penyelesaian dan mereka dapat diundang
untuk negosiasi untuk mencapai penyelesaian yang disetujui dan dapat diterima oleh
semua pihak yang terlibat;

42 Subproyek artinya adalah suatu kegiatan atau kegiatan fisik yang didukung Proyek.
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d. Tindak lanjut atas pengaduan dan penyelesaian sengketa akan dilakukan berdasarkan
kesepakatan yang dicapai di antara semua pihak yang terlibat melalui proses konsultasi
yang terinformasi dengan baik melalui fasilitasi oleh tim yang kompeten, dapat dipercaya
dan kredibel, sesuai kebutuhan;

e. Sistem penanganan keluhan akan menjaga prinsip objektivitas, transparansi, dan keadilan
dengan memiliki Tim Penasihat Independen (Independent Advisory Team - |1AT) yang akan
dibentuk atas dasar kebutuhan dan bersedia membantu mereka yang mengajukan
keluhan di tingkat manapun;

f. Keluhan dan sengketa, serta tindakan tindak lanjut dan penyelesaiannya akan dicatat dan
diungkapkan kepada publik;

g. Sosialisasi, diseminasi, dan pengungkapan sistem/prosedur penanganan pengaduan
serta keluhan dan tindak lanjut serta penyelesaian perselisihan akan dilakukan terus
menerus di lokasi sub-proyek, kabupaten/kota, tingkat provinsi, dan tingkat pusat;

h. Dalam hal mereka yang masih tidak puas dengan tindak lanjut atau penyelesaian yang
diberikan oleh instansi/lembaga yang melaksanakan sub-proyek, terlepas dari mediasi
dari pihak independen yang dipilih oleh mereka dan instansi/lembaga serta rekomendasi
dari IAT, mereka yang menyampaikan keluhan dapat terus mencari penyelesaian melalui
proses litigasi sesuai dengan peraturan di Indonesia.

172. MPK di tingkat kabupaten/kota. Instansi/lembaga dari kabupaten/kota yang
melaksanakan subproyek akan bertanggung jawab untuk mengelola keluhan dan
penyelesaian sengketa dan tindak lanjutnya. Proyek mendorong instansi/lembaga (sebagai
titik kontak) untuk memanfaatkan sistem MPK yang ada (termasuk titik akses/penerimaan
keluhan, staf yang ditugasi untuk mengelola MPK, prosedur operasi/pelayanan standar, dll.)
dan terus memperbaikinya untuk memenuhi persyaratan dan kebutuhan untuk menangani
keluhan terkait dengan Proyek.

173.  Titik kontak (Focal point). Biasanya, untuk subproyek tertentu, instansi/lembaga
menugaskan seorang manajer yang tugas sehari-harinya adalah memantau dan mengawasi
kemajuan pelaksanaan di lapangan. Manajer ini bisa menjadi orang yang ditugasi untuk
menerima dan menindaklanjuti keluhan. Kemungkinan lain adalah menugaskan konsultan
pengawas untuk pekerjaan sipil, yang dipekerjakan oleh instansi/lembag, untuk juga
menerima pengaduan dan mengkomunikasikannya kepada manajer subproyek dan/atau
instansi/lembaga yang melaksanakan sub-proyek untuk ditindaklanjuti. Diharapkan dalam
Proyek ini keluhan di lapangan adalah isu yang terkait dengan penanganan dampak
lingkungan dan sosial yang tidak tepat selama berlangsungnya konstruksi, yaitu gangguan
sementara akibat pekerjaan sipil seperti debu, kebisingan, gangguan pada akses,
penyimpanan material, lalu lintas, rekrutmen tenaga kerja lokal, tumpahan, dll., yang biasanya
dapat segera diselesaikan oleh kontraktor dan/atau oleh instansi/lembaga yang
melaksanakan sub-proyek. Titik kontak untuk penanganan keluhan dan penyelesaian
sengketa terkait DDP (sebagai bagian dari ITMP) untuk kawasan wisata prioritas tertentu
adalah BAPPEDA kabupaten/kota yang terkait.

174. Titik Akses atau penerimaan keluhan (complaint uptakes). Saluran penerimaan
keluhan harus mudah diakses dan diumumkan atau disosialisasikan kepada publik dengan
baik, terutama kepada anggota masyarakat yang terkena dampak. Sosialisasi saluran
penerimaan keluhan dapat dilakukan melalui media lokal, situs web instansi/lembagayang
melaksanakan sub-proyek, dan/atau melalui kantor desa terdekat dan fasilitas umum seperti
masjid, pasar setempat, dan lain-lain. Saluran penerimaan ini harus berada di lokasi yang
terlihat dapat dipercaya dan mudah diakses. Saluran penerimaan dapat mencakup beberapa
dari atau semua hal berikut ini: telepon hotline, email, surat, SMS, whatsapp, halaman web
yang dimiliki dan dikelola oleh instansi/lembaga yang melaksanakan sub-proyek, atau melalui
tatap muka. Kotak keluhan yang ditempatkan di dalam kantor lapangan subproyek atau di
kantor konsultan pengawasan adalah cara-cara yang biasa dilakukan untuk mengumpulkan
keluhan. Kotak keluhan juga dapat ditempatkan di kantor Bappeda kabupaten / kota, terutama
untuk mendapatkan keluhan terkait dengan penyusunan ITMP/ DDP.
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175. Pemrosesan keluhan dan penyelesaian sengketa. Semua keluhan yang diterima
harus dicatat di dalam buku catatan keluhan meskipun diterima secara lisan dan diselesaikan
di tempat. Hal ini untuk mendorong adanya daya tanggap (responsiveness) dan untuk
memastikan bahwa pengaduan yang berulang atau yang mengenai hal-hal sepele dicatat
dalam sistem. Langkah utama untuk memproses keluhan adalah sebagai berikut:

e Keluhan dicatat dalam buku catatan keluhan;

o Mereka yang menyampaikan keluhan akan diberi tanda terima atau pemberitahuan
untuk keluhannya dan diberi informasi tentang bagaimana proses penyelesaian
keluhan tersebut dilakukan dan kapan informasi lebih lanjut diharapkan akan diterima;

¢ Keluhan yang tercatat diverifikasi di lapangan, jika keluhan tersebut sah (valid) dan
berkaitan dengan subproyek, maka titik kontak (focal point) akan membahasnya
dengan pihak-pihak terkait untuk ditindaklanjuti;

o Keluhan akan sebanyak mungkin ditindaklanjuti di tempat secepatnya, dan jika
keluhan tidak dapat diselesaikan di tempat, maka titik kontak (focal point) harus
mengarahkannya ke instansi/lembaga yang melaksanakan  subproyek.
Instansi/lembaga akan berkoordinasi dan bekerja sama dengan kantor desa dan/atau
kecamatan untuk menyelesaikan permasalahan. Jika pengaduan/keluhan tidak dapat
diselesaikan dengan pendekatan ini, instansi/lembaga akan mengarahkan pengaduan
tersebut ke instansi terkait di tingkat kabupaten/kota melalui BAPPEDAa; dan jika tetap
tidak terselesaikan, pengaduan tersebut akan diarahkan ke instansi terkait di tingkat
provinsi melalui BAPPEDA,; dan akhirnya, jika tetap tidak terselesaikan di tingkat ini,
pengaduan tersebut akan diarahkan ke tingkat pusat, ke BPIW. Titik kontak (focal
point) MPK di BPIW akan berkoordinasi dengan instansi terkait di tingkat pusat, jika
diperlukan, untuk memfasilitasi tindak lanjut/penyelesaiannya.

o Penyelesaian sengketa di tempat dapat dimediasi oleh pejabat desa atau kecamatan,
atau jika hal ini tidak berhasil, mereka yang menyampaikan keluhan dan
instansi/lembaga yang melaksanakan subproyek setuju untuk menunjuk seorang
mediator yang tidak memihak;

o Titik kontak (focal point) akan memberitahukan mereka yang menyampaikan keluhan
tentang tindak lanjut dan tanggal penyelesaian dari tindakan tersebut;

o Keluhan akan ditindaklanjuti secepat mungkin, dan akan ada standar layanan untuk
menanggapi keluhan;

o Keluhan yang diselesaikan akan dicatat dan keluhan yang belum terselesaikan yang
perlu ditindaklanjuti di tingkat yang lebih tinggi juga dicatat;

e Selama proses menerima dan menindaklanjuti pengaduan, titik kontak akan
berkoordinasi secara erat dengan dan melapor ke instansi/lembaga yang
melaksanakan subproyek.

176. Log, catatan dan pelaporan pengaduan. Instansi/lembaga yang melaksanakan
subproyek harus mengembangkan basis data keluhan/pengaduan dan segera
memperbaruinya karena ada perkembangan baru dalam status penanganan pengaduan.
Basis data tersebut setidaknya harus mencakup informasi berikut ini:

¢ Jumlah keluhan yang diterima: tanggal, identitas mereka yang menyampaikan keluhan
(termasuk yang anonim), dan jenis keluhan

o Jumlah keluhan yang diselesaikan: tanggal, tindak lanjut, identitas mereka yang
menyampaikan keluhan (termasuk yang anonim)

e Jumlah keluhan yang telah dialihkan ke mediasi: status

o Jumlah keluhan yang belum terselesaikan: status, jenis keluhan

Instansi/lembaga di kabupaten/kota yang melaksanakan sub-proyek harus menyusun laporan
konsolidasi triwulanan mengenai keluhan, tindak lanjut, dan keluhan yang belum
terselesaikan, dan laporan tersebut harus disampaikan pula ke BPIW dan salinan laporan
harus disampaikan ke BAPPEDA kabupaten/kota dan BAPPEDA provinsi. Instansi/lembaga
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yang melaksanakan subproyek ini diharapkan dapat memperkuat sistem MPK yang ada saat
ini dan didorong untuk membentuk MPK berbasis web sehingga status pengaduan dan tindak
lanjutnya dapat diketahui secara waktu nyata (real time) dan diungkapkan kepada publik.

177. Pembiayaan. Penguatan sistem MPK yang ada, termasuk penugasan titik kontak
(focal point) atau staf untuk mengelolanya akan dibiayai oleh instansi/lembaga di tingkat
kabupaten / kota yang melaksanakan sub-proyek, atau oleh BAPPEDA atau oleh instansi lokal
sektoral yang terkait, melalui anggaran daerahnya.

178. MPK di tingkat provinsi. Instansi/lembaga di tingkat provinsi yang melaksanakan
sub-proyek akan bertanggung jawab untuk mengelola keluhan dan penyelesaian sengketa
dan tindak lanjutnya. Proyek mendorong instansi/lembaga (sebagai titik kontak) untuk
memanfaatkan sistem MPK yang ada (termasuk titik akses/saluran penerimaan keluhan, staf
yang ditugasi untuk mengelola MPK, prosedur operasi/pelayanan standar, dll.) dan terus-
menerus memperbaikinya untuk memenuhi persyaratan dan kebutuhan untuk menangani
keluhan yang terkait dengan Proyek ini.

179. Perlu dicatat bahwa untuk subproyek yang lokasinya berada di wilayah administratif
dari lebih dari satu kabupaten/kota, perlu adanya penanganan di tingkat provinsi. Keluhan
yang diajukan dan penyelesaian sengketa sehubungan dengan penyusunan ITMP, terutama
yang berkaitan dengan permasalahan lingkungan dan sosial akan dikelola di tingkat provinsi
apabila melibatkan lebih dari satu kabupaten/kota. Bappeda provinsi akan menjadi titik kontak
untuk mengelola keluhan terkait dengan penyusunan ITMP, dan instansi sektoral akan
menjadi titik kontak pengelolaan keluhan dan penyelesaian sengketa yang terkait dengan
penyusunan rencana induk sektoral.

180. Titik kontak. Biasanya, untuk sub-proyek tertentu, instansi/lembaga menugasi seorang
manajer yang tugas sehari-harinya memantau dan mengawasi kemajuan pelaksanaan di
lapangan. Manajer ini bisa menjadi orang yang ditugasi untuk menerima dan menindaklanjuti
keluhan. Kemungkinan lain adalah menugasi konsultan pengawas untuk pekerjaan sipil, yang
dipekerjakan oleh instansi/lembaga, untuk juga menerima pengaduan dan
mengkomunikasikannya kepada manajer subproyek dan/atau instansi/lembaga yang
melaksanakan sub-proyek untuk ditindaklanjuti. Diharapkan dalam Proyek ini keluhan yang
ada di lapangan adalah masalah yang terkait dengan penanganan dampak lingkungan dan
sosial yang tidak tepat selama pelaksanaan pekerjaan konstruksi, yaitu gangguan sementara
akibat pekerjaan sipil seperti debu, kebisingan, gangguan pada akses, penyimpanan material,
lalu lintas, rekrutmen tenaga kerja lokal, tumpahan, dll., yang biasanya dapat diselesaikan
oleh kontraktor dan/atau oleh instansi/lembaga yang melaksanakan subproyek.

181. Instansi/lembaga provinsi yang melaksanakan sub-proyek mungkin harus
berkoordinasi dengan masing-masing kabupaten untuk mencari penyelesaian atas
pengaduan dalam kasus di mana sub-proyek tersebut berada di lebih dari satu wilayah
kabupaten. Jika hal ini terjadi, tergantung dari sifat pengaduannya, koordinasi dengan instansi
kabupaten/kota terkait mungkin harus dilakukan melalui BAPPEDA kabupaten/kota masing-
masing.

182. Titik Akses atau penerimaan keluhan (complaint uptakes). Saluran penerimaan
keluhan harus mudah diakses dan diumumkan atau disosialisasikan kepada publik dengan
baik, terutama kepada anggota masyarakat yang terkena dampak. Sosialisasi saluran
penerimaan keluhan dapat dilakukan melalui media lokal, situs web instansi/lembaga yang
melaksanakan subproyek, dan/atau melalui kantor desa terdekat dan fasilitas umum seperti
masjid, pasar setempat, dan lain-lain. Saluran penerimaan ini harus berada di lokasi yang
terlihat dapat dipercaya dan mudah diakses. Saluran penerimaan dapat mencakup beberapa
dari atau semua hal berikut ini: telepon hotline, email, surat, SMS, whatsapp, halaman web
yang dimiliki dan dikelola oleh instansi/lembaga yang melaksanakan sub-proyek, atau melalui
tatap muka. Kotak keluhan yang ditempatkan di dalam kantor lapangan subproyek atau di
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kantor konsultan pengawasan adalah cara-cara yang biasa dilakukan untuk mengumpulkan
keluhan. Kotak keluhan juga dapat ditempatkan di kantor Bappeda kabupaten / kota, untuk
mendapatkan keluhan terkait dengan penyusunan ITMP, dan kantor sektoral untuk
pengaduan terkait dengan penyusunan Rencana Induk Sektoral.

183. Pemrosesan keluhan dan penyelesaian sengketa. Semua keluhan yang diterima
harus dicatat di dalam buku catatan keluhan meskipun diterima secara lisan dan diselesaikan
di tempat. Hal ini untuk mendorong adanya daya tanggap (responsiveness) dan untuk
memastikan bahwa pengaduan yang berulang atau yang mengenai hal-hal sepele dicatat
dalam sistem. Langkah utama untuk memproses keluhan adalah sebagai berikut:

o Keluhan dicatat dalam buku catatan keluhan;

Mereka yang menyampaikan keluhan akan diberi tanda terima atau pemberitahuan
untuk keluhannya dan diberi informasi tentang bagaimana proses penyelesaian
keluhan tersebut dilakukan dan kapan informasi lebih lanjut diharapkan akan diterima;

o Keluhan yang tercatat diverifikasi di lapangan, jika keluhan tersebut sah (valid) dan
berkaitan dengan subproyek, maka titik kontak (focal point) akan membahasnya
dengan pihak-pihak terkait untuk ditindaklanjuti;

e Keluhan akan sebanyak mungkin ditindaklanjuti di tempat secepatnya, dan jika
keluhan tidak dapat diselesaikan di tempat, maka titik kontak (focal point) harus
mengarahkannya ke instansi/lembaga yang melaksanakan sub-proyek.
Instansi/lembaga di tingkat provinsi akan berkoordinasi dan bekerja sama dengan
kantor desa dan/atau kecamatan yang terkait melalui BAPPEDA untuk menyelesaikan
permasalahan. Jika perlu, instansi/lembaga di tingkat provinsi akan mengarahkan
pengaduan ke instansi terkait di tingkat provinsi melalui BAPPEDA provinsi; Jika
pengaduan tetap tidak terselesaikan di tingkat ini, maka pengaduan tersebut akan
diarahkan ke tingkat pusat, ke BPIW. Titik kontak MPK di BPIW akan berkoordinasi
dengan instansi terkait di tingkat pusat, jika perlu, untuk memfasilitasi tindak
lanjut/penyelesaiannya.

o Penyelesaian sengketa di tempat dapat dimediasi oleh pejabat desa atau kecamatan,
atau jika hal ini tidak berhasil, mereka yang menyampaikan keluhan dan
instansi/lembaga yang melaksanakan subproyek setuju untuk menunjuk seorang
mediator yang tidak memihak;

e Titik kontak (focal point) akan memberitahukan mereka yang menyampaikan keluhan
tentang tindak lanjut dan tanggal penyelesaian dari tindakan tersebut;

o Keluhan akan ditindaklanjuti secepat mungkin, dan akan ada standar layanan untuk
menanggapi keluhan;

¢ Keluhan yang diselesaikan akan dicatat dan keluhan yang belum terselesaikan yang
perlu ditindaklanjuti di tingkat yang lebih tinggi juga dicatat;

e Selama proses menerima dan menindaklanjuti pengaduan, titik kontak akan
berkoordinasi secara erat dengan dan melapor ke instansi/lembaga yang
melaksanakan subproyek.

184. Log, catatan dan pelaporan pengaduan. Instansi/lembaga provinsi yang
melaksanakan subproyek harus mengembangkan basis data keluhan/pengaduan dan segera
memperbaruinya jika ada perkembangan baru dalam status penanganan pengaduan. Basis
data tersebut setidaknya harus mencakup informasi berikut ini:

¢ Jumlah keluhan yang diterima: tanggal, identitas mereka yang menyampaikan keluhan
(termasuk yang anonim), dan jenis keluhan

e Jumlah keluhan yang diselesaikan: tanggal, tindak lanjut, identitas mereka yang
menyampaikan keluhan (termasuk yang anonim)

o Jumlah keluhan yang telah dialihkan ke mediasi: status

o Jumlah keluhan yang belum terselesaikan: status, jenis keluhan
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Instansi/lembaga di tingkat provinsi yang melaksanakan subproyek harus menyusun laporan
konsolidasi triwulanan mengenai keluhan, tindak lanjut, dan keluhan yang belum
terselesaikan, dan laporan tersebut harus disampaikan pula ke BPIW dan salinan laporan
harus disampaikan ke BAPPEDA provinsi. Instansi/lembaga yang melaksanakan subproyek
ini diharapkan dapat memperkuat sistem MPK yang ada saat ini dan didorong untuk
membentuk MPK berbasis web sehingga status pengaduan dan tindak lanjutnya dapat
diketahui secara waktu nyata (real time) dan diungkapkan kepada publik.

185. Pembiayaan. Penguatan sistem MPK yang ada, termasuk penugasan titik kontak
(focal point) atau staf untuk mengelolanya akan dibiayai oleh instansi/lembaga di tingkat
provinsi yang melaksanakan sub-proyek, atau oleh BAPPEDA atau oleh instansi sektoral
lokal, yang terkait, melalui anggaran daerahnya.

186. MPK di tingkat pusat. Di tingkat pusat, BPIW akan menjadi titik kontak yang
mengkoordinasikan MPK dengan instansi/lembaga di tingkat pusat. Jika pengaduan tidak
dapat diselesaikan di tingkat yang lebih rendah (tingkat provinsi dan kabupaten/kota), BPIW
akan memfasilitasi tindak lanjutnya dan penyelesaian perselisihannya dengan
instansi/lembaga di tingkat pusat yang terkait, jika diperlukan. BPIW akan menerima laporan
MPK triwulanan dari tingkat provinsi dan kabupaten/kota. BPIW dari KemenPUPR akan
membentuk tim mekanisme penanganan keluhan atau MPK untuk menerima dan
memfasilitasi penyelesaian masalah khusus masyarakat yang terkena dampak dan peserta
investasi fisik tidak hanya terbatas pada isu lingkungan dan sosial, tetapi juga isu lainnya yang
terkait dengan Proyek. MPK bertujuan untuk menyelesaikan masalah dengan segera, dalam
proses yang tidak memihak, dapat dipahami dan transparan yang disesuaikan dengan
masyarakat tertentu, dan tanpa biaya atau tanpa adanya pengenaan biaya bagi mereka yang
menyampaikan keluhan.

187. Oleh karena Proyek juga melibatkan kementerian/lembaga pemerintah lainnya, BPIW
KemenPUPR akan menanggapi keluhan-keluhan tersebut dengan cara seperti yang disajikan
pada Gambar 6. Semua keluhan akan dapat diunggah pada situs jejaring resminya
[bpiw.pu.go.id]. Instansi lain yang terlibat dalam Proyek ini yang merupakan anggota Komite
Teknis juga akan menerima keluhan yang terkait dengan Proyek melalui situs web mereka
sendiri atau dengan cara yang lain (seperti melalui layanan pesan singkat dan twitter). Semua
keluhan akan dilaporkan dalam bentuk tertulis kepada semua pihak yang terkait dan dibagikan
di dalam rapat Komite Teknis (lintas kementerian/ lembaga) rutin untuk mendapatkan
tanggapan atau untuk pemberitahuan. BPIW akan menyiapkan catatan yang berisi seluruh
keluhan, berikut dengan tindakan yang diambil untuk menyelesaikan keluhan, tindak lanjut
yang diberikan kepada yang bersangkutan, dan tanggapan dari mereka yang menyampaikan
keluhan.

188. BPIW dikelola oleh staf profesional dengan berbagai latar belakang pendidikan dan
pengalaman. BPIW akan menambahkan keahlian teknis ke satuannya (termasuk melalui
Konsultan DPP) dan berencana membentuk Tim Ahli Teknis untuk mengelola Proyek ini (lihat
Bagian 6.2), termasuk untuk mengawasi dan memberi saran kepada para pemangku
kepentingan dalam menerapkan ESMF. Kapasitas BPIW dalam penanganan pengaduan
masih terbatas sehingga Proyek akan memperkuat kapasitasnya dalam mengelola keluhan.
Dalam Proyek ini, BPIW berencana untuk menunjuk salah satu tenaga ahli teknisnya
(misalnya, pakar kelembagaan) untuk mengelola keluhan sebagai bagian dari tim MPK-nya.
Dengan bantuan Konsultan DPP, BPIW juga akan mengembangkan Prosedur Operasi
Standar untuk Penanganan Keluhan yang secara rinci akan menjelaskan antara lain: satuan
yang bertanggung jawab, pengembangan dan pemeliharaan tempat dan media untuk
pengaduan/tindak lanjut, arus penanganan pengaduan, layanan standar, penilaian, proses
verifikasi, prosedur untuk menerima dan menanggapi keluhan (termasuk banding), catatan
dan dokumentasi keluhan, sistem sosialisasi dan pengungkapan, serta pelaporan. Tim MPK
dari BPIW yang akan mengawasi penanganan pengaduan akan dilatih oleh Konsultan DPP.
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189. Mekanisme pengaduan untuk keluhan adalah sebagai berikut:

Masyarakat akan mengajukan keluhan melalui formulir di situs BPIW.

Keluhan akan diproses oleh tim yang dibentuk oleh BPIW KemenPUPR.

Berkas yang relevan akan diteruskan oleh BPIW ke Satuan Organisasi di

KemenPUPR (Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Direktorat Jenderal Bina Marga)

dalam waktu 3 hari kerja dan Kementerian/Lembaga lainnya dalam waktu 5 hari kerja,

sementara yang tidak relevan akan dicatat.

4. Tanggapan akan diproses oleh Tim dan akan diumumkan di situs BPIW dan juga akan
disusun sebagai laporan kepada Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis -
BPIW.

5. Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis - BPIW akan membahasnya lebih
lanjut dalam pertemuan rutin dengan Tim Komite Teknis termasuk keluhan yang
diterima melalui Komite Teknis di kementerian/lembaga.

wn e

190. BPIW akan memberikan informasi kepada Bank Dunia mengenai keluhan yang
diterima dan melaporkan penyelesaiannya. BPIW juga akan memberikan informasi akses ke
Sistem Penanganan Keluhan Bank Dunia kepada masyarakat.

191. Konsultan DPP akan membantu BPIW dalam mensosialisasikan keseluruhan sistem
MPK Proyek kepada lembaga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota terkait di tiga daerah
tujuan wisata dan memberi mereka pelatihan yang diperlukan untuk memperkuat sistem MPK
mereka yang sudah ada.

192. Diharapkan bahwa Proyek dapat mengembangkan sistem penanganan keluhan
berbasis web di mana setiap keluhan akan dicatat dalam satu saluran akses atau saluran
penerimaan keluhan dan status tindak lanjutnya dapat ditunjukkan kapan saja dan dapat
diakses oleh masyarakat. Dalam hal ini, instansi/lembaga yang melaksanakan sub-proyek di
tingkat manapun, hanya perlu mengunggah status pengaduan dan tindak lanjutnya serta
keluhan yang belum terselesaikan secara teratur di saluran akses atau saluran penerimaan
keluhan tunggal. Sistem penanganan keluhan berbasis web akan menunjukkan status
penanganan pengaduan secara waktu nyata (real-time).
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Gambar 6. Mekanisme Penanganan Keluhan
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8.0 KONSULTASI PUBLIK DAN PENGUNGKAPAN

193. BPIW telah melaksanakan konsultasi publik sebanyak dua putaran, pertama terkait KA
dari ESMF (termasuk KA untuk konsultan ITMP), dan kedua, draf ESMF dan Draf ESSA di
tiga daerah tujuan wisata dan di Jakarta.

194. Draft KA untuk ESMF dalam dua bahasa, Inggris dan Indonesia, sudah diungkapkan
di jejaring BPIW, bpiw.pu.go.id sebelum putaran pertama pelaksanaan konsultasi pub